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Pengantar Penulis

Segala puji bagi Allah atas kesempatan melakukan penelitian ini. 
Selawat dan salam kepada Rasulullah, teladan dalam segala sisi 
kehidupan untuk satu tujuan, yaitu keridaan Allah Swt. Tidak 
lupa kepada keluarga beliau, para sahabat, dan para ulama yang 
mendedikasikan hidupnya untuk mewujudkan maqāşid al-Syāri‘ 
dalam segala bidang kehidupan. 

Teori maqāşid sejak cikal bakalnya dicetuskan oleh Imām al-Ĥarāmayn 
al-Juwaynī (w. 478 H/1085 M), sampai dinyatakan sebagai ilmu mandiri 
oleh al-Syaykh Muĥammad al-Ţāhir ibn ‘Āsyūr (w. 1394 H/1973 M), 
ternyata telah mengalami perkembangan yang pesat. Di masa kini ia 
didedikasikan untuk menjawab masalah ĥadīŝah dengan metode yang 
tidak keluar dari bingkai syariat, dan kebanyakan peneliti menyatakan 
optimismenya atas solusi yang ditawarkan lewat teori maqāşid. 

Memerhatikan beberapa kajian di IAIN Ar-Raniry, baik tesis maupun 
disertasi, terlihat teori yang banyak digunakan adalah rumusan al-Syāţibī 
(w. 790 H/1388 M) yang disusun enam abad lalu. Hal ini menimbulkan 
tanda tanya pada diri penulis, apakah teori al-Syāţibī demikian ajek 
sehingga tidak dapat dikritisi lagi? Atau tradisi ilmiah itu sendiri yang 
mengalami stagnasi sehingga teori-teori semacam itu tak berani diusik 
oleh peneliti muda. Atau mungkin kita yang kurang percaya diri? 

Rasa penasaran penulis terjawab ketika membaca buku Maqāşid 
al-Syarī‘at al-Islāmiyyah karya Muĥammad al-Ţāhir ibn ‘Āsyūr. Ia 
mengkritisi teori al-Syāţibī dan membangun struktur teori maqāşid 
yang baru. Ibn ‘Āsyūr mengkonstruk teori maqāşid menjadi maqāşid 
al-syarī‘at al-‘āmmah, dan maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah (al-Syāţibī: 
maqāşid al-aşliyyah dan al-maqāşid al-tābi‘ah). Lalu Ibn ‘Āsyūr 
memasukkan maqāşid li al-nās sebagai bagian dari maqāşid al-
syarī‘ah di bawah maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah. Hasilnya sungguh 
mengejutkan, al-maşlaĥat al-gharībah yang sebelumnya dinyatakan 
mardūd oleh al-Syāţibī (dan juga al-Ghazzālī) menjadi terakomodir 
oleh Ibn ‘Āsyūr, ia menyebutnya sebagai al-maşlaĥat al-źanniyyah. 

Bagi penulis ini merupakan pengembangan spektakuler, sebab 
sebelumnya teori maqāşid menggunakan satu perspektif saja, yaitu 
perspektif maqāşid al-syarī‘ah. Dari itu al-Ghazzālī yang membuat 
sistematika (setelah cikal-bakal maqāşid dirumuskan al-Juwaynī), malah 
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membatasi al-maşlaĥat al-mursalah pada tataran ďarūriyyah saja. Ia 
juga menyatakan mardūd-nya al-maşlaĥat al-gharībah, karena dilihat 
sebagai maqāşid al-khalq yang bertentangan secara diametral dengan 
maqāşid al-syarī‘ah. Penulis menduga ini terjadi karena al-Ghazzālī 
memegang teori rujū‘ ilā aşl mu‘ayyan. Jadi al-Ghazzālī membangun 
dikotomi antara maqāşid al-Syāri‘ dengan maqāşid al-khalq. 

Dikotomi ini sedikit berkurang dalam teori yang dibangun al-Syāţibī 
(rujū‘ ilā uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah). Tetapi ia tidak keluar dari 
paradigma linguistik-teologik, akibatnya al-maşlaĥat al-gharībah juga 
mardūd baginya. Pada dasarnya penerimaan Ibn ‘Āsyūr terhadap 
al-maşlaĥat al-gharībah karena ada perubahan paradigmatik. 
Kalau tidak bagaimana mungkin ia bisa keluar dari dikotomi antara 
maqāşid al-Syāri‘ dan maqāşid al-khalq. Tetapi ia tidak merasa 
perlu mengubah paradigma sehingga tetap membahas maqāşid dari 
perspektif maqāşid al-syarī‘ah. Bagi Ibn ‘Āsyūr, kaidah umum syariat 
cukup dijadikan rujukan saat adanya pertentangan dengan nas. 

Ibn ‘Āsyūr telah melakukan pengembangan teori maqāşid dengan 
memadukan teori al-Ghazzālī (rujū‘ ilā aşl mu‘ayyan) dan teori al-
Syāţibī (rujū‘ ilā uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah). Hal ini melahirkan 
teori baru, bahwa kelompok kaidah menjadi rujukan dalam 
penalaran. Namun sayangnya teori Ibn ‘Āsyūr kurang populer di 
lingkungan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry. Padahal teori ini masih 
membutuhkan pengembangan, dan potensial untuk dikembangkan 
menjadi pendekatan integratif. 

Melihat potensi itu penulis berusaha memetakan dialektika teori 
maqāşid dari pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāţibī, dan Ibn ‘Āsyūr, 
untuk kemudian memberi usulan bagi pengembangan teori maqāşid 
di masa kini. Penulis melihat pentingnya perluasan paradigma agar 
maqāşid al-khalq tidak begitu saja didikotomikan dengan maqāşid al-
Syāri‘. Sebagai contoh, efek dikotomi masih terlihat dalam penolakan 
al-Syāţibī atas al-qaşd al-khalqī al-takwīnī, padahal ia sendiri 
menerima al-‘ādat al-mustamirrah sebagai bagian dari hukum syarak. 
Akibatnya teori al-Syāţibī dikritik oleh Ibn ‘Āsyūr karena mengandung 
kontradiksi, sebagaimana dahulu al-Syāţibī mengkritik al-Ghazzālī. 
Bagi penulis keterbatasan teori maqāşid adalah akibat sikap tidak 
proporsional dalam hal kausalitas. Al-Syāţibī dengan teori rujū‘ ilā 
uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah, tampak mendeterminankan keberlakuan 
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kaidah umum sehingga tidak bisa menuntaskan persoalan dalil źannī. 
Sementara al-Ghazzālī yang cukup moderat dalam hal kausalitas, 
malah terikat oleh paradigma teologik-linguistik yang dominan di 
masa hidupnya. Maka ia berpegang pada teori rujū’ ilā aşl mu‘ayyan 
yang berujung pada terabainya maslahat dalam realitas empirik-
sensual manusia. Oleh karena itu moderatisme al-Ghazzālī dalam hal 
kausalitas menjadi pendukung bagi langkah maju Ibn ‘Āsyūr yang 
mengakomodir maqāşid li al-nās sebagai bagian dari al-maqāşid al-
syar‘iyyah. Dalam hal ini, kausalitas dilihat sebagai sunnat Allāh fī 
al-‘ālam dalam arti kausalitas filosofis. 

Sebagaimana dikatakan Kenneth T. Gallagher, kausalitas filosofis 
menuntut adanya alasan memadai bagi menjadi adanya sesuatu. 
Hal ini sudah memadai sebagai dasar tindakan manusia yang cukup 
puas dengan probabilitas, jadi kita tidak perlu determinisme. Penulis 
yakin, sikap moderat terhadap kausalitas mengantar pada perluasan 
paradigma, maka ayat-ayat kawniyyah juga bisa diterima sebagai 
sumber hukum di samping ayat-ayat Alquran. Dengan demikian 
hukum syariat bersumber dari nas secara teks (sīghat), kandungan 
teks (al-ma‘nā yang berupa maqāşid al-Syāri‘), dan ayat-ayat 
kawniyyah (maqāşid al-khalq al-mu‘malah). 

Ketiga sumber hukum di atas menuntut dilakukannya pendekatan integratif. 
Penulis yakin pendekatan ini bisa dioperasionalkan sehingga teori maqāşid 
menjadi solusi di tengah semakin jauhnya umat dari kehadiran Allah, 
namun teori ini sekarang disebut al-maqāşid al-syar‘iyyah. 

Bagi penulis, al-maqāşid al-syar‘iyyah harus menjadi konsumsi 
segala kalangan masyarakat, bukan terbatas untuk kalangan sarjana 
kelas tertentu saja. Meski berat ini menjadi tugas para ulama, sebab 
di zaman sekarang, mewujudkan manusia yang tunduk kepada 
Allah tidak lagi efektif dengan cara mengurung mereka dalam pagar 
syariat saja. Tapi perlu ditunjukkan bahwa syariat memberi mereka 
kebebasan dalam batas-batas yang bisa diterima dan manusiawi. 
Dengan demikian manusia merasa dihargai oleh syariat, maka mereka 
akan bisa menghargai syariat. 

Suksesnya penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh 
karena itu penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Rektor 
IAIN Ar-Raniry dan Direktur PPs IAIN Ar-Raniry atas kesempatan 
belajar dan bantuan beasiswa selama menempuh pendidikan. Kepala 
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Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang memberi 
kesempatan “lebih lega” dalam setahun terakhir penelitian ini. 

Takzim kepada Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, MA, dan Prof. Dr. 
Syamsul Anwar, MA yang dengan sabar membimbing penulis dalam 
melakukan penelitian. Penulis juga berterimakasih karena keduanya 
dengan lapang dada membuka khasanah kepustakaan pribadi untuk 
memperkaya kajian penulis. 

Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. 
Drs. Yusny Saby, MA, Ph.D yang mempersilakan penulis untuk 
mengakses koleksi pustaka pribadi beliau. Beberapa buku filsafat 
yang mencerahkan penulis peroleh dari beliau. Kepala perpustakaan 
PPs IAIN Ar-Raniry dan para staf/karyawan yang dengan ramah 
memberi pelayanan dalam pencarian data yang penulis butuhkan. 

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman 
yang dengan rela dan sabar meluangkan waktu untuk mendengar, 
mempertajam, dan menambah referensi. Penulis tidak mungkin 
menyebut nama mereka satu-persatu, tapi setidaknya penulis 
berkewajiban menyebut tiga nama, Danial, Tantowi dan Fuad Ramli.  

Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada keluarga penulis yang 
memberi dukungan selama mengikuti pendidikan. Terutama Kanda 
Sulaiman, Kanda Mustafa Idris, Kanda Bakhtiar dan seluruh keluarga 
besar di Lhoknibong, Aceh Timur. Terakhir tapi istimewa, penulis 
menyampaikan terima kasih kepada isteri dan anak tercinta yang rela 
waktu kebersamaannya tersita oleh kesibukan melakukan kajian ini; 
Andariah, S.Pd.I, Muhammad Abid dan Muhammad Adib. Semoga 
kelak bisa memahami, bahwa waktu untuk kebersamaan dengan ayah 
yang terampas darinya, tidak lah terbuang percuma. 

Sebagai penutup perlu ditegaskan, bahwa walau pun kajian ini 
penulis lakukan dengan sepenuh hati dan segenap kemampuan 
yang ada. Sudah barang tentu kekurangan dan kesilapan tidak luput 
darinya. Oleh karena itu, penulis berharap kerelaan siapa saja yang 
mau membacanya, untuk menyampaikan kritik dan saran perbaikan 
kepada penulis. Semoga ada kesempatan untuk memperbaiki kembali 
karya ini menjadi lebih baik, Insya Allah. Kepada Allah penulis 
mohon keampunan dan pertolongan. 

Banda Aceh, Juni 2018
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BAB SATU
PENDAHULUAN

Sejarah hukum Islam (tārīkh al-tasyrī‘ al-Islāmī) mencatat keberadaan 
teori maqāşid yang sistematisasinya terwujud lewat tangan al-Syāţibī (w. 
790 H/1388 M), penulis karya monumental al-Muwāfaqāt. Menurut 
Khalid Masud, kerja keras al-Syāţibī adalah upaya membebaskan 
hukum Islam dari determinisme teologis.1 Ini merupakan langkah 
berani, sebab dari semula uşūl al-fiqh memakai pendekatan 
epistemologi bayānī melalui prosedur deduksi.2 Sementara al-Syāţibī 
memperkenalkan pendekatan baru yang menurut Louay Safi berupa 
sintesis antara prosedur deduksi dan induksi.3 

Sintesis yang dilakukan al-Syāţibī merupakan sumbangsih bagi 
pengembangan ilmu uşūl al-fiqh, manakala ditemukan kekurangan 
pada pendekatan lama yang literal. Menurut al-Sakkākī, sistem 
operasional kias memiliki kekurangan karena penyimpulan dibuat 
dari dua objek partikular. Masalahnya, sistem operasional seperti 
ini tidak mengantar pengetahuan tentang al-‘illah ke derajat pasti 
(qaţ‘ī), akibatnya terjadi fragmentasi hukum syariat karena tidak ada 
prinsip yang disepakati.4 Kekosongan prinsip inilah yang kemudian 
diisi oleh al-Syāţibī dengan teori maqāşid-nya. 

Merujuk riwayat hidup al-Syātibi, tampak ia termotivasi oleh 
iklim keilmuan pada masa hidupnya, di mana tasawuf—secara 
mengkhawatirkan—telah berpengaruh langsung terhadap fikih dan 
uşūl al-fiqh.5 Selain itu, perubahan sosial menuntut suatu metodologi 

1 Muhammad Khalid Masud, Islamic Legal Philosophy; A Study of Abu Ishāq 
al-Shāţibī’s Life and Thought (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 
152. 

2 Muhammad Abed Al-Jabiri, Formasi Nalar Arab, terj. Imam Khoiri 
(Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 169.

3	 Louay Safi, The Foundation of Knowledge; A Comparative Study in 
Islamic and Western Methods of Inquiry (Malaysia: International Islamic University 
Press, 1996), hlm. 91-92. However, Al-Syātibīwas the first to include istiqrā’ 
as a methodical tool for deriving principles. Similarly, Al-Syātibīwas the first to 
integratade inductive and deductive reasoning into a unified methodology.

4 Yūsuf ibn Abū Bakr Al-Sakkākī, Miftāĥ al-‘Ulūm (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, t.th.), hlm. 504. 

5 Muhammad Khalid Masud, Shātibī’s Philosophy of Islamic Law (Malaysia: 
Islamic Book Trust, 2000), hlm. 75. Shātibī was much worried not only by the 
fact that taşawwuf comprised a number of rituals which he considered bid‘a but 
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yang mampu menjawab persoalan baru yang muncul di tengah 
umat Islam, tidak subjektif, dan tanpa harus tercerabut dari akar 
epistemologi Islami, bagi al-Syāţibī, teori maqāşid lah jawabannya. 
Namun belakangan teori maqāşid dipandang tidak memadai tanpa 
perubahan paradigma,6 terutama menurut mereka yang disebut Wael 
B. Hallaq sebagai tokoh liberalisme religius, seperti Muĥammad Sa‘īd 
al-Asymawī, Fazlur Raĥmān, dan Muĥammad Syahrūr.7

Menurut Amin Abdullah, al-Syāţibī tidak mengganti paradigma 
linguistik-teologik, tapi ingin melengkapi agar ilmu uşūl al-fiqh 
sempurna dalam memahami perintah Allah.8 Akibatnya teori 
maqāşid dinilai subjektif oleh kebanyakan ulama yang konsisten 
dengan paradigma linguistik-teologik. Bagi mereka, teori maqāşid 
riskan ditunggangi oleh apa yang disebut al-Ghazzālī sebagai maqāşid 
al-khalq.9 Hal ini karena peran rakyu cukup dominan dalam teori 
maqāşid. Seperti terlihat dalam tulisan Fatĥī al-Duraynī, ia menyatakan 
fiqh al-maşāliĥ sebagai kaidah ijtihad dengan rakyu.10 

also by the fact that taşawwuf was having an adverse effect upon fiqh and uşūl. He 
did not oppose the Şūfīs if they followed their peculiar practices individually or 
as a requirement of taşawwuf. He opposed them when certain Sūfīs and fuqahā’ 
suggested under the influence of taşawwuf, that these practices were obligatory in 
a religio-legal sense.

6 Noeng Muhajir, Filsafat Ilmu; Kualitatif dan Kuantitatif untuk Pengembangan 
Ilmu dan Penelitian, edisi III revisi (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), hlm. 46. 
Paradigma adalah wacana atau discourses yang disepakati dalam mendiskusikan 
untuk membangun konsep keilmuan tertentu.

7 Wael B Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar untuk Usul Fiqh 
Mazhab Sunni, terj. E. Kusnadiningrat, dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2000), hlm. 345. 

8 Ainurrofiq (ed.), Mazhab Jogja; Menggagas Paradigma Ushul Fiqh 
Kontemporer (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 119. 

9 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā fī ‘Ilm al-Uşūl (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2000), hlm. 174. 

10 Fatĥī al-Duraynī, al-Manāhij al-Uşūliyyah fī al-Ijtihād bi al-Ra’y fī al-Tasyrī‘ 
al-Islāmī (Damsyik: Dār al-Kitāb al-Hadīth, 1975), hlm. 618. Ia menggunakan kata 
“mulā’im li taşarruf al-musyarri‘” sehingga tampak lebih menekankan sisi maslahat, 
yaitu menjadikan maslahat sebagai standar keselarasan dengan tujuan syarak. Jadi, 
selama tujuan manusia dalam penemuan hukum adalah maslahat, itu berarti telah 
memenuhi standar yang dikehendaki syarak (maqāşid). Selain itu, penggunaan 
kata “qā‘idah“ oleh Fathī al-Duraynī menunjukkan teori maqāşid sebagai prinsip 
dalam ijtihād dengan rakyu. Dengan demikian, setiap ijtihād dengan rakyu yang 
memenuhi prinsip ini dapat dinyatakan sebagai ijtihad yang telah sesuai dan sejalan 
dengan kehendak syariat. 
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Masuknya rakyu dalam ilmu uşūl al-fiqh menjadi tidak punya 
landasan kebenaran, sebab standar kebenaran dalam ilmu uşūl al-
fiqh berpijak kepada teologi (ilmu kalam).11 Kiranya hal ini menjadi 
salah satu sebab munculnya kontroversi, dan reaksi negatif terhadap 
pembaruan yang ditawarkan tokoh liberalisme religius.12 Padahal 
rakyu hanya berperan sebagai alat memperoleh pengetahuan, bukan 
sumber pengetahuan dalam arti dalil yang dipadankan dengan dalil 
nukilan (Alquran dan Sunah). 

Kontroversi tak jarang terlihat dalam diskusi uşūliyyūn seperti dalam 
diskusi al-Raysūnī dan Jamāl Bārūt.13 Menurut sebagian ulama, syariat 
mencakup pemeliharaan ďarūriyyāt, ĥājiyyāt dan taĥsīniyyāt, jadi 
tidak dapat dibayangkan adanya maslahat yang keluar dari maksud 
syarak.14 Hal ini terkristalisasi dalam kaidah umum yang antara lain 
dapat disimak dari penuturan al-Raysūnī dalam diskusinya dengan 
Jamāl Barūt sebagaimana terlihat dalam redaksi berikut:15

“syariat adalah maslahat, dan maslahat adalah syariat.” 
Secara umum kaidah ini dapat diterima,16 namun pada tataran praksis, 
paradigma teosentrisme potensial melihat maqāşid al-syarī‘ah dan 
maqāşid al-khalq secara dikotomis, sebagaimana juga diakui oleh al-
Raysūnī.17 Penulis melihat hal ini sebagai akibat dari pengembangan  

11 Al-Juwaynī, al-Burhān fī Uşūl al-Fiqh (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1997), jld. I, hlm. 7. Bagi al-Juwaynī, ilmu kalam, bahasa Arab, dan fikih adalah 
objek material (istimdād) ilmu uşūl al-fiqh. 

12 Ainurrofiq (ed.), Mazhab Jogja…, hlm. 121.
13 Ahmad al-Raysūnī, dan Muhammad Jamāl Bārūt, al-Ijtihād; al-Naşş, al-

Wāqi‘ wa al-Maşlaşah (Beirut: Dār al-Fikr, 2000). 
14 Ziyād Muhammad Ahmīdan, Maqāşid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah (Beirut: 

al-Risālah, 2004), hlm. 267. Ahmīdan menyimpulkan, bahwa maslahat yang 
dimaksud oleh para uşūliyūn sebagai al-maşlaĥat al-mursalah, pada dasarnya 
adalah al-maşlaĥat al-mu‘tabarah yang termasuk dalam salah satu dari tiga 
tingkatan maslahat (ďarūriyyāt, ĥājiyyāt dan taĥsīniyyāt).

15 Al-Raysūnī dan Bārūt, al-Ijtihād..., hlm. 152. 
16 Muhammad Sa‘īd Ramadān al-Būtī, Ďawābiţ al-Maşlaĥah (Beirut: 

Mū’assasah al-Risālah, 1992), hlm. 340. Al-Būtī menyatakan keliru jika al-maşlaĥat 
al-mursalah dipahami terlalu luas sehingga mencakup al-maşlaĥat al-mulghāh. 
Sebab kita sepakat bahwa maslahat yang tidak dikehendaki syarak termasuk dalam 
maslahat yang mulghā, maka tidak ada maslahat yang benar-benar mursal. 

17 Al-Raysūnī, dan Bārūt, al-Ijtihād…, hlm. 155
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eori maqāşid di bawah paradigma teosentrisme, bahkan al-Syāţibī pun 
harus mewacanakan maqāşid yang tertunda (tawaqquf).18 Padahal 
murajjih dari fakta sosial (istiqrā’ dalam konteks taĥqīq al-manāţ)19 
dapat memiliki kekuatan lebih dibanding murajjih dari nas partikular 
yang źannī.20 

Sementara itu muncul ajakan memandirikan teori maqāşid al-
syarī‘ah sebagai ilmu tersendiri dari al-Syaykh Muĥammad al-Ţāhir 
ibn ‘Āsyūr (w. 1394 H/1973 M). Ia menyatakan:21

...dan kami menamakannya ilmu maqāşid al-syarī‘ah, dan membiarkan 
ilmu uşūl al-fiqh sebagaimana adanya sebagai pegangan dalam metode 
menyatukan dalil-dalil fikih. 
Penulis melihat ajakan ini ada kaitannya dengan sikap Ibn ‘Āsyūr 

18 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt fī Uşūl al-Syarī‘ah (Kairo: Maktabah al-
Tawfīqiyyah, t.th.), jld. I, hlm. 210. Rumusan tentang maslahat yang tawaqquf 
ini dibahas oleh al-Syāţibī saat mengupas tentang al-musabbab dalam kaitannya 
dengan maqāşid al-syar‘ī. Menurut al-Syāţibī, sesuatu yang mengantarkan kepada 
maslahat disyariatkan sebagai al-sabab bagi wujudnya maslahat, atau sebagai al-
sabab untuk menolak mudarat. Namun saat melihat kaitan al-sabab dengan al-
musabbab (maqāşid), ternyata ditemukan adanya al-sabab yang tidak segera 
dapat diyakini sebagai maqāşid al-syar‘ī. Dalam kondisi ini, al-Syāţibī mewajibkan 
tawaqquf sampai statusnya menjadi jelas.

19 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 241-242. Al-Syāţibī mendasarkan 
keberlakuan ‘awā’id kepada kontinuitas keberlakuannya (al-‘ādat al-mustamirrah). 
Al-Syāţibī membagi ‘awā’id menjadi adat yang diakui syar‘ dan adat yang ditolak 
syar‘. Dari esensinya, ‘awā’id dikategorikan dalam ‘awā’id al-syar‘iyyah dan ‘awā’id 
al-jāriyah bayn al-khalq (adat yang berlaku di kalangan manusia). Kemudian adat 
yang berlaku di kalangan manusia dipilah lagi dalam adat yang berlaku tetap dan 
adat yang berubah-ubah sesuai tempat dan masa. Keberadaan ‘awā’id yang diakui 
syarak menunjukkan pengakuan syarak terhadap maslahat duniawi sebagai bagian 
dari hukum Allah dalam alam ini (al-kawniyyah). Namun adanya sebagian ‘awā’id 
yang ditolak menjadi alasan untuk mempertanyakan dasar keberlakuan ‘awā’id yang 
tidak memiliki pengakuan syarak. Dengan kata lain, ‘awā’id al-jāriyah bayn al-khalq 
tidak memiliki pijakan transendental untuk dinyatakan sebagai hukum Islam. 

20 Apakah murajjih itu harus bersumber dari nas, fakta sosial, atau mungkin 
gabungan keduanya. Menurut penulis, untuk mengakomodir murajjih dari dari 
fakta sosial, dituntut perubahan paradigma. Sebab uşūl al-fiqh dengan paradigma 
teosentris tidak mengakomodirnya, sebagaimana terlihat dari upaya al-Syāţibī, ia 
terganjal oleh paradigma teosentris.

21 Muĥammad al-Ţāhir ibn ‘Āsyūr, Maqāşid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: 
Dār al-Salām, 2005), hlm. 6. 
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yang memasukkan maqāşid li al-nās sebagai bagian dari maqāşid 
al-syarī‘ah. Ini merupakan upaya mendamaikan dikotomi antara 
maqāşid al-syarī‘ah dan maqāşid al-khalq, sebab ada bagian dari 
maslahat yang dituju syariat (maqāşid al-syarī‘ah) yang harus dilihat 
secara antroposentris.22 Bahkan al-Syāţibī yang bersikukuh dengan 
paradigma teosentrisme pun harus lebih dahulu melihat maslahat 
dalam perspektif antroposentrisme, baru kemudian merumuskan 
teori maqāşid-nya.23 Ia menyatakan:24 

Maqāsid adalah sesuatu yang pemeliharaannya dipahami dari 
perspektif manusia, yaitu berupa mewujudkan maslahat dan menolak 
mafsadat di mana akal sama sekali tidak mandiri dalam mencapainya. 
Realitas yang dihadapi, dan sikap yang diambil oleh kedua pemikir 
ini memberi sugesti bagi penulis untuk mempertimbangkan perluasan 
paradigma. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan pula pendapat yang 
dikemukakan oleh S.I. Poeradisastra, sebagaimana dikutip Miska 
Muhammad Amien berikut ini:25 
“…bahwa epistemologi dalam Islam tidak berpusat kepada manusia 
(anthropocentric) yang menganggap manusia sendiri sebagai makhluk 
mandiri (autonomous) dan menentukan segala-galanya, melainkan 
berpusat kepada Allah (theocentric), sehingga berhasil atau tidaknya 
tergantung setiap usaha manusia, kepada iradat Allah.” 

22 Bahasa Yunani, anthropikos, (anthropos= manusia dan kentron= pusat). 
Beberapa pengertian: 1) Istilah ini mengacu kepada pandangan mana pun yang 
mempertahankan bahwa manusia merupakan pusat dan tujuan akhir dari alam 
semesta. 2) Mengacu kepada pandangan bahwa nilai-nilai manusia merupakan 
pusat untuk berfungsinya alam semesta dan alam semesta menopang dan secara 
tahap demi tahap mendukung nilai-nilai itu. 3) Kadang-kadang istilah itu dipakai 
secara negatif untuk mengacu kepada keyakinan bahwa realitas dapat dijelaskan 
secara tepat atas dasar bentuk-bentuk pengalaman subyektif manusia. Lorens 
Bagus, Kamus Filsafat, cet. IV (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 60. 

23 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 336. Al-Syāţibī membagi 
maqāşid kepada maqāşid al-aşliyyah, dan maqāşid al-tābi‘ah. Maqāşid al-tābi‘ah 
hanya diterima jika ia mendukung maqāşid al-aşliyyah. Contohnya maqāşid dalam 
pensyariatan nikah untuk meneruskan keturunan (tanāsul). Adapun maqāşid al-tābi‘ah 
untuk mendapat ketenteraman (al-sukn), bekerjasama (ta‘āwun), atau lainnya.

24 Al-Syāţibī, al-I‘tişām (Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyyah, t.th.), jld. II, hlm. 
113. 

25 Miska Muhammad Amien, Epistemologi Islam; Pengantar Filsafat 
Pengetahuan Islam (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 12.
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Meski tidak melakukan perubahan paradigmatik sebagaimana tun-
tutan tokoh liberalisme religius, namun perluasan paradigma dapat 
membuka ruang pengembangan teori maqaşid dalam bingkai syariat. 
Sebagaimana dikatakan Ibn ‘Āsyūr, ilmu uşūl al-fiqh tetap dibutuhkan 
untuk penelusuran awal maqāşid. Sebab pikiran membutuhkan hal-
hal yang jelas dan dekat sebagai perantara untuk sampai pada perkara 
mendalam.26 Dari itu penulis berasumsi, bahwa perluasan paradigma 
dapat mendamaikan dikotomi, dan dapat mengintegrasikan maqāşid 
al-khalq dalam teori maqāşid. 

Pengintegrasian ini penting, sebab teori maqāşid diyakini dapat 
menjadi solusi, bahkan di masa kini telah berkembang menjadi 
fiqh al-maqāşid. Istilah ini digunakan oleh Yūsuf al-Qaraďāwī, ia 
menitikberatkan definisi pada penemuan hukum yang sesuai dengan 
kehendak umum syariat:27 

Dan adapun makna maqasid al-syari‘ah yang dimaksud adalah tujuan, 
yaitu tujuan yang dituju oleh oleh nas syariat dalam perintah, larangan 
dan pembolehan. Adapun hukum partikular (juz’iyyah) berlaku untuk 
memastikan keterwujudan tujuan itu dalam kehidupan mukallaf, baik 
individu, keluarga, kelompok, dan umat. 
Sementara Fatĥī al-Duraynī memakai istilah fiqh al-maşāliĥ yang 
menurutnya berarti kaidah ijtihad dengan rakyu untuk membina 
hukum agar selaras dengan tindakan syarak.28 

Yaitu kaidah ijtihad dengan rakyu untuk membina hukum atasnya 
sesuai dengan pola al-Syāri‘ dalam pensyariatan hukum. 
Dua istilah ini kerap ditemukan dalam karya ulama masa kini yang 

26 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 105.
27 Yūsuf al-Qaraďāwī, Dirāsah fī Fiqh Maqāşid al-Syarī‘ah; Bayna al-Maqāşid 

al-Kulliyyah wa al-Nuşūş al-Juz’iyyah (Mesir: Dār al-Syurūq, 2006), hlm. 20. 
28 Fatĥī al-Duraynī, al-Manāhij..., hlm. 618.  
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membahas filsafat hukum Islam.29 Namun saat membicarakan 
maslahat sebagai maqāşid al-syarī‘ah, mereka kurang memerhatikan 
al-maşlaĥat al-gharībah yang oleh al-Ghazzālī dan al-Syāţibī di-
nyatakan mardūd, tapi diberi tempat dalam lapangan ijtihad. 

Saat melakukan eksplorasi awal, penulis menemukan kedekatan 
konseptual antara apa yang disebut oleh al-Ghazzālī sebagai 
maqāşid al-khalq dengan al-maşlaĥat al-gharībah. Demikian pula 
halnya dengan kata maqāşid al-mukallaf dalam terminologi al-
Syāţibī, dan kata maqāşid li al-nās dalam terminologi Ibn ‘Āsyūr. 
Kedekatan konsep ketiga istilah ini dengan al-maşlaĥat al-gharībah 
mendorong penulis untuk meneliti hakikat al-maşlaĥat al-gharībah 
dalam pemikiran ketiga tokoh ini. Dari ketiganya, ternyata Ibn ‘Āsyūr 
memiliki pandangan yang spesifik. Bahwa al-maşlaĥat al-gharībah 
yang identik dengan maqāşid li al-nās/maqāşid al-khalq adalah 
bagian dari fitrah manusia sehingga cenderung diamalkan sebagai 
al-maşlaĥat al-źanniyyah.30 

Beranjak dari pemikiran Ibn ‘Āsyūr, terlihat ada kesenjangan antara 
harapan ulama masa kini (bahwa teori maqāşid dapat menjadi solusi) 
dengan fakta terabainya al-maşlaĥat al-gharībah. Sebab pernyataan 
al-Ghazzālī dan al-Syāţibī tentang mardūd-nya al-maşlaĥat al-
gharībah, menutup kemungkinan penyelesaian masalah hadīŝah 
lewat al-maşlaĥat al-gharībah. Buktinya dapat dilihat pada salah satu 
kaidah maqāşidiyyah yang dihimpun oleh al-Yūbī.31 

Setiap maslahat yang tidak kembali pada pemeliharaan maqāşid yang di-
29 Dengan mengamati tulisan ulama kontemporer, diyakini bahwa kedua 

istilah ini dimaksudkan untuk satu objek yang sama, hanya saja ada perbedaan 
tekanan saat seorang ulama menggunakan kata fiqh al-maqāşid, dan ulama yang 
lain menggunakan kata fiqh al-maşāliĥ. Perlu digarisbawahi, bahwa penggunaan 
kata maslahat dalam tulisan ini mengacu pada keberadaan maslahat sebagai tujuan 
syariat.

30 Ibn ‘Āsyūr, Uşūl al-Niźām al-Ijtimā‘ī fī al-Islām, cet. II (Tunisia: al-Syirkah 
al-Tūnisiyyah li al-Tawzī‘, 1985), hlm. 17. Bagi Ibn ‘Āsyūr, ajaran Islam adalah 
fitrah manusia itu sendiri, oleh karena itu fitrah akal manusia sejalan dengan fitrah 
ajaran Islam, baik akidah maupun syariatnya. 

31 Muĥammad Sa‘ad ibn Aĥmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī, Maqāşid al-Syarī‘ah 
al-Islāmiyyah (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 454. 
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pahami dari Alquran, Sunah dan ijmak, dan termasuk dalam al-maşlaĥat 
al-gharībah yang tidak sesuai dengan tindakan syarak, maka ia batal.
Kaidah ini menyamakan al-maşlaĥat al-gharībah dengan maslahat 
yang tidak kembali pada pemeliharaan maksud syarak sehingga 
statusnya batal. Padahal al-Ghazzālī dan al-Syāţibī membolehkan 
al-maşlaĥat al-gharībah dipakai dalam ijtihad. Jadi dalam harapan 
para ulama masa kini atas teori maqāşid sebagai solusi bagi masalah 
ĥadīŝah, terkandung kerancuan ketika masalah al-maşlaĥat al-
gharībah tidak diselesaikan lebih dahulu. 

Berdasar fakta di atas, penulis membangun dua hipotesis: pertama, 
al-maşlaĥat al-gharībah tidak bisa dinyatakan mulghāh walau pun 
disebut mardūd. Kedua, al-maşlaĥat al-gharībah adalah maqāşid 
al-khalq yang dalam keadaaan tertentu boleh diamalkan. Penulis 
menduga pernyataan mardūd-nya al-maşlaĥat al-gharībah muncul 
akibat kecenderungan melihat teori maqāşid dari perspektif maqāşid 
al-syarī‘ah saja. Cara pandang dari perspektif yang terbatas ini 
berakibat pada penggunaan pendekatan yang atomistik. Hal ini 
menarik perhatian penulis mengkaji validitas maqāşid al-khalq. 

Selanjutnya, temuan validitas maqāşid al-khalq merupakan kunci 
perluasan paradigma. Bagi penulis, tanpa cara pandang yang tepat 
terhadap maqāşid al-khalq, maka uşūliyyūn akan terus terjebak dalam 
dikotomi. Padahal pesatnya perkembangan ilmu menuntut kerjasama 
interdisipliner. Bahkan seperti dikatakan Amin Abdullah, bangunan 
baru ilmu-ilmu keislaman, setelah diperkenalkan dan dihubungkan 
dengan wacana filsafat ilmu dan sosiologi ilmu pengetahuan, lebih 
lanjut harus mempertimbangkan penggunaan sebuah pendekatan 
dengan tiga dimensi untuk melihat fenomena agama Islam, yakni 
pendekatan yang berunsur linguistik-historis, teologis-filosofis, dan 
sosiologis-antropologis.32 

Memerhatikan wacana yang dikemukakan oleh Amin Abdullah 
ini, penulis terinspirasi untuk menggali kemungkinannya dari 
permikiran al-Ghazzālī, al-Syāţibī, dan Ibn ‘Āsyūr. Penulis melihat 
ketiganya memiliki sumbangsih orisinil yang menunjukkan adanya 
dinamika dalam teori maqāşid. Sebab al-Ghazzālī dan al-Syāţibī 
menolak maqāşid al-khalq, lalu Ibn ‘Āsyūr menjadikan maqāşid 

32 Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2006), hlm. 63. 
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li al-nās (maqāşid al-khalq) sebagai bagian maqāşid al-syarī‘at 
al-khāşşah.33 Jadi pada dasarnya, cara pandang Ibn ‘Āsyūr telah 
diperbarui menjadi teoantroposentris, tapi tidak dinyatakan secara 
eksplisit. Bagi penulis, masuknya maqāşid li al-nās dalam kerangka 
teoretik maqāşid al-syarī‘ah menimbulkan kontradiksi sehingga perlu 
perluasan paradigma. 

Adapun al-Ghazzālī melihat maqāşid dalam perspektif oposisi biner 
antara maqāşid al-syarī‘ah, dan maqāşid al-khalq. Sebab secara fitrah 
manusia memiliki sifat negatif, bahkan cenderung destruktif sehingga 
maqāşid al-khalq dipandang subjektif karena menuruti hawa nafsu.34 
Sementara al-Syāţibī mengikuti pandangan al-Ghazzālī, bahwa ke-
cenderungan destruktif merupakan bagian dari fitrah manusia.35 
Berbeda halnya Ibn ‘Āsyūr, ia melihat maqāşid al-khalq sebagai 
fitrah manusia yang sesuai dengan fitrah Islam. Bagi Ibn ‘Āsyūr, 
fitrah Islam adalah sesuatu yang di atasnya manusia diciptakan guna 
memakmurkan bumi.36 

Pada dasarnya penempatan maqāşid al-khalq dalam oposisi 
biner—sebagai antitesis maqāşid al-syarī‘ah—hanya efek cara 
pandang teosentrisme. Padahal maslahat yang disebut maqāşid 
al-syarī‘ah adalah maslahat al-khalq itu sendiri. Dari itu sebagian 
ulama menggunakan istilah maqāşid al-mukallaf untuk hal yang 
umumnya disebut maqāşid al-syarī‘ah, misalnya oleh ‘Alī Jumu‘ah.37 
Memerhatikan varian maqāşid al-mukallaf versi ‘Ali Jumu‘ah, penulis 
sependapat dengan Ibn ‘Āsyūr yang membagi maqāşid al-syarī‘ah 

33 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 142. Al-Maqāşid al-khāşşah, didefinisikan 
sebagai cara-cara yang dimaksudkan oleh al-Syāri‘ dalam memastikan tujuan 
manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum manusia 
dalam aktivitas mereka yang khusus.

34 Al-Ghazzālī, Iĥyā’ ‘Ulūm al-Dīn (Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, t.th.), 
jld. I, hlm. 34. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan al-Ghazzālī dalam kitab Iĥyā’ 
‘Ulūm al-Dīn, bahwa manusia memenuhi kebutuhan duniawinya dengan hawa nafsu 
yang berakibat timbulnya permusuhan di mana-mana.

35 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 94
36 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 56. Fitrah kejiwaan manusia adalah suatu 

keadaan di mana akal manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersih, tidak 
bercampur dengan kerancuan/kebingungan (al-ra‘ūnāt), dan kebiasan buruk. 
Menurut Ibn ‘Āsyūr, inilah maksud dari kata “fiţrat Allāh allatī faţara al-nās 
‘alayhā” dalam ayat 30 surat al-Rum

37 Muĥammad ‘Alī Jumu‘ah, ‘Ilm Uşūl al-Fiqh wa ‘Alāqatuh bi al-Falsafat 
al-Islāmiyyah (Kairo: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996), hlm. 14.  
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dalam kategori al-maqāşid al-‘āmmah, dan al-maqāşid al-khāşşah. 

Seperti yang dikatakan oleh ‘Abd Allāh Darrāz, usaha peristinbatan 
hukum Islam sangat bergantung pada pengetahuan bahasa Arab (‘ilm 
lisān al-‘Arab), dan pengetahuan tentang rahasia pensyariatan dan 
tujuan syarak (‘ilm asrār al-syarī‘ah wa maqāşiduha).38 Bagi penulis 
kedua modal dasar ini dapat maksimal mengambil peran setelah 
dilakukan perluasan paradigma. Oleh karena itu, kajian ini dimulai 
dari masa di mana anomali39 telah dirasakan oleh uşūliyyūn, yaitu 
dari masa Imam al-Ghazzālī. Ia melihat teori maqāşid dalam dimensi 
maqāşid al-syarī‘ah dan maqāşid al-khalq yang mencerminkan 
kekhawatirannya atas subjektivitas teori maqāşid, akibatnya ia ragu-
ragu menerima kehujahan al-maşlaĥat al-mursalah. 

Mengingat urgennya teori maqāşid bagi peristinbatan di masa kini, 
maka dakwaan subjektifitas atas maqāşid perlu dikritisi. Untuk 
itu dilakukan kajian dialektik yang mempertautkan pesimisme al-
Ghazzālī, optimisme al-Syāţibī dan langkah maju Ibn ‘Āsyūr. Maka, 
masalah utama dalam kajian ini adalah tentang validitas maqāşid al-
khalq sebagai bagian dari maqāşid al-syar‘iyyah, dan kemungkinan 
perluasan paradigma. Maka kajian dimulai dari pencarian jawaban 
atas kekhawatiran al-Ghazzālī akan risiko penodaan syariat oleh 
maqāşid al-khalq. Lalu dilanjutkan dengan kajian atas pemikiran al-
Syāţibī dan Ibn ‘Āsyūr secara dialektik. 

Jawaban atas kekhawatiran al-Ghazzālī menjadi dasar tercapainya 
maksud penelitian, yaitu temuan validitas maqāşid al-khalq. Temuan 
ini menunjukkan bagian yang belum terjangkau oleh teori maqāşid 
sebelum Ibn ‘Āsyūr. Ini menjadi indikator terbatasnya kemampuan 
eksplorasi teori maqāşid, akibat pembatasan cara pandang pada 
perspektif maqāşid al-syarī‘ah saja. Lalu validitas maqāşid al-khalq 
menjadi alasan untuk mengintegrasikannya ke dalam teori maqāşid. 
Dengan terintegrasinya maqāşid al-khalq, maka teori maqāşid 
menjadi holistik dan komprehensif. 

38 ‘Abd Allāh Darrāz, sebagai pentahkik kitab al-Muwāfaqāt fī Uşūl al-
Syarī‘ah (Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, t.th.), jld. I, hlm. 6. 

39 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, second edition, 
enlarged (Chicago: University of Chicago Press, 1970), hlm. 57. (…the perception 
of anomaly—of the phenomenon, that is, for which his paradigm had not readied 
the investigator—played an essential role in prepareing the way for perception of 
novelty). 
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Merujuk penelitian terdahulu, kelihatan bahwa pemikiran al-Ghazzālī 
yang banyak dikaji adalah di bidang mistik atau tasawuf. Adapun 
pemikiran al-Ghazzālī tentang teori maqāşid masih jarang dijadikan 
objek penelitian tersendiri. Di antara literatur yang terjangkau oleh 
penulis, salah satunya yang melakukan kajian tersendiri adalah 
karya Ahmad Munif Suratmaputra. Ia melakukan kajian kritis untuk 
melihat pemikiran al-Ghazzālī tentang al-maşlaĥat al-mursalah, lalu 
dilanjutkan dengan penemuan relevansinya dengan pembaharuan 
hukum Islam. Dalam kajian ini, Munif menyimpulkan bahwa al-
Ghazzālī menerima al-maşlaĥat al-mursalah sebagai hujah. Tapi 
Munif juga menyebut tentang al-istişlāĥ yang diterima oleh al-
Ghazzali sebagai metode.40 

Simpulan Ahmad Munif Suratmaputra ini bertentangan dengan 
pandangan al-Syāţibī dalam kitab al-I‘tişām. Al-Syāţibī menyatakan 
bahwa al-Ghazzālī menolak maslahat taĥsīniyyah jika tidak ada aşl 
mu‘ayyan, sedangkan maslahat ďarūrah diterima bersyarat. Menurut 
al-Syāţibī, maslahat pada peringkat al-ĥājiyyah ditolak oleh al-
Ghazzālī dalam kitab al-Mustaşfā, padahal sebelumnya dalam kitab 
Syifā’ al-Ghalīl ia menerimanya. Mengingat al-Mustaşfā merupakan 
kitab uşūl al-fiqh yang terakhir ditulis oleh al-Ghazzālī, maka dapat 
disimpulkan bahwa al-Ghazzālī menolak maslahat al-ĥājiyyah.41 

Menyikapi perbedaan di atas, penulis cenderung melihat pemikiran 
al-Ghazzālī secara moderat, bahwa yang ia tolak hanyalah men-
jadikan al-maşlaĥat al-mursalah sebagai sumber hukum yang 
mandiri.42 Moderatnya pemikiran al-Ghazzālī juga tampak dari teori 
pengetahuan yang dianutnya seperti terlihat dalam penelitian Saeful 
Anwar (disertasi PPs. IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, 
telah diterbitkan). Ia menyimpulkan bahwa filsafat ilmu al-Ghazzālī 
merupakan sistem dialektis sebagai sintesis atau moderasi antara 
dogmatisme dan skeptisisme absolut.43

40 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Maslahah 
Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2002), hlm. 132, dan 140.

41 Al-Syāţibī, al-I‘tişām, hlm. 450. 
42 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā..., hlm. 180. laysa uşūlan al-khāmisan bi ra’siha.
43 Saeful Anwar, Filsafat Ilmu Al-Ghazali; Dimensi Ontologi dan Aksiologi 

(Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 399. 
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Moderasi juga tercermin dari pemikiran al-Syāţibī yang oleh Louay 
Safi disimpulkan sebagai sintesis antara prosedur deduksi dan 
induksi.44 Penulis juga menemukan beberapa kajian yang umumnya 
menitikberatkan pada pemikiran al-Syāţibī yang terkait dengan teori 
maslahat dalam konteks maqāşid al-syari‘ah. Misalnya penelitian yang 
dilakukan oleh Khalid Masud. Ia menyimpulkan bahwa al-Syāţibī 
berupaya membebaskan hukum Islam dari determinisme teologis.45 

Peneliti lain yang juga melakukan kajian atas topik yang sama 
dengan Muhammad Khalid Masud adalah Asafri Jaya Bakri dalam 
bukunya Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi. Satu hal yang 
membedakannya dari penelitian Khalid Masud adalah usaha Asafri 
untuk mengaitkan teori maqasid dengan format peristinbatan masa 
kini. Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh, ‘Abd al-Hāmid 
al-‘Ālimi, Namun ia lebih fokus pada cara petunjukan dalil kepada 
madlūl menurut pemikiran Imam al-Syāţibī.46 

Peneliti lain yang secara komprehensif melakukan kajian terhadap 
pemikiran al-Syatibi adalah Aĥmad al-Raysūnī.47 Kajian al-Raysūnī, 
Khalid Masud, dan Asafri Jaya Bakri lebih bersifat deskriptif. Mereka 
berusaha memberi gambaran menyeluruh tentang teori maqāşid al-
syarī‘ah dalam pemikiran al-Syāţibī. Adapun tulisan dalam karya ini 
terfokus pada maqāşid al-khalq yang dikritisi secara dialektis dengan 
pemikiran al-Ghazzālī dan Ibn ‘Āsyūr.  

Adapun pemikiran Ibn ‘Āsyūr belum banyak dikaji secara mandiri, 
kebanyakan hanya dirujuk dalam kajian penelitian secara umum. 
Satu karya yang penulis dapat tentang pemikiran Ibn ‘Āsyūr secara 
tersendiri ialah karya Ismā‘īl al-Ĥasanī, berjudul Naźariyyat al-
Maqāşid ‘ind al-Imām Muĥammad al-Ţāhir ibn ‘Āsyūr. Sebagaimana 
dinyatakan oleh penulisnya, kajian dari buku yang diterbitkan oleh 
IIIT ini lebih bersifat deskriptif.48 Sementara kajian dalam karya 
tulis ini melakukan kajian dialektis yang dianalisis secara interpretif. 

44 Louay Safi, The Foundation of Knowledge…hlm. 91-92. 
45 Masud, Islamic Legal Philosophy..., hlm. 152
46 ‘Abd al-Ĥāmid al-‘Ālimī, Manhaj al-Dars al-Dilālī ‘ind al-Imām al-Syāţibī 

(Maroko: Wizārat al-Awqāf wa Syu’ūn al-Islāmiyyah, 2001), hlm. 14. 
47 Aĥmad al-Raysūnī, Naźariyyat al-Maqāşid ‘ind al-Imām al-Syāţibī 

(Herndon, USA: IIIT, 1995), hlm. 12. 
48 Ismā‘īl al-Ĥasanī, Naźariyyat al-Maqāşid ‘ind al-Imām Muĥammad al-

Ţāhir ibn ‘Āsyūr (Herndon, USA: IIIT, 1995), hlm. 19. 
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Dalam kajian ini, penulis melihat pemikiran Ibn ‘Āsyūr sebagai 
moderasi antara pemikiran al-Ghazzālī dan al-Syāţibī. 

Berdasar kajian kepustakaan di atas penulis menangkap satu kerangka 
umum dari pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāţibī dan Ibn ‘Āsyūr dalam 
lingkup teori maqāşid, yaitu moderasi.49 Penulis merasa konsep 
moderasi ini perlu diteruskan, oleh karena itu moderasi dijadikan 
kerangka pemikiran konseptual karya tulis ini. Dalam kerangka 
pemikiran konseptual moderasi inilah penulis melakukan kajian atas 
pemikiran ketiga tokoh, yaitu al-Ghazzālī, al-Syāţibī, dan Ibn ‘Āsyūr. 

Sebelum lebih jauh masuk dalam pembahasan, kiranya perlu 
ditegaskan bahwa kajian ini dibatasi dalam ranah epistemologi.50 
Penegasan ini penting, karena pada permukaan kajian terlihat 
berkisar pada usaha memahami teks. Jadi bisa dianggap sebagai 
soal penafsiran (exegesis) yang—sepatutnya—menggunakan “metode” 
hermeneutika.51 Padahal fokus kajian ini tentang bagaimana teori 
maqāşid dapat disistematisasikan menjadi kajian ilmiah, memiliki 
pendekatan yang holistik, dan bukan hanya spekulasi. 

Menurut The Liang Gie, epistemologi merupakan salah satu dari 
problem yang dibahas dalam filsafat ilmu.52 Permasalahan utama 

49 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 
keempat (Jakarta, Gramedia, 2008), hlm. 924. Kata moderasi berarti penghindaran 
keekstreman. 

50 Istilah epistemologi pertama kali digunakan oleh J.F. Ferrier (1854). Kata 
epistemologi merupakan gabungan dua kata dari bahasa Yunani, yaitu episteme 
yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti pengetahuan yang sistematik. 
Jadi epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang sistematis tentang 
pengetahuan. A.M.W Pranarka, Epistemologi Dasar; Suatu Pengantar (Jakarta: 
CSIS, 1987), hlm. 3. Harun Nasution, Filsafat Agama (Bulan Bintang: Jakarta, 
1973), hlm. 10. Miska Muhammad Amien, Epistemologi Islam…, hlm. 1-2. 

51 Akar kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani dari kata kerja 
hermeneuein, yang berarti “menafsirkan”, dan kata benda hermeneia, “interpretasi.” 
Penjelasan dua kata ini, dan tiga bentuk dasar makna dalam pemakaian aslinya, 
membuka wawasan pada karakter dasar interpretasi dalam teologi dan sastra, 
dan dalam konteks sekarang ia menjadi keywords untuk memahami hermeneutika 
modern. Richard. E. Palmer, Hermeneutika; Teori Baru Mengenai Interpretasi, terj. 
Musnur Hery dan Damanhuri Muhamed, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2005). hlm. 14. E. Sumaryono menyimpulkan bahwa hermeneutika adalah sebuah 
metode filsafat. E. Sumaryono, Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat (Yogyakarta: 
Kanisius, 1999), hlm. 141. 

52 Menurut The Liang Gie, ada enam kelompok problem filsafat ilmu: 1) 
problem epistemologi tentang ilmu; 2) problem metafisis tentang ilmu; 3) problem 
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dalam ranah epistemologi adalah pertanyaan tentang dasar kebenaran, 
yaitu tentang evidensi. Menurut Kenneth T. Gallagher, pertanyaan 
epistemologikal terhadap nilai dari sebuah pernyataan adalah benar-
benar sebuah pertanyaan tentang penerimaan terhadap evidensi.53 
Kata evidensi (evidenz) pertama kali digunakan oleh Edmund Husserl 
untuk konsepsinya tentang sesuatu yang hadir langsung, niscaya, 
dan absolut, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya.54 
Istilah ini semakna dengan kata al-badāhah dalam bahasa Arab.55 

Sebagaimana dikatakan The Liang Gie, epistemologi adalah teori 
pengetahuan yang membahas berbagai segi pengetahuan seperti 
kemungkinan, asal mula, sifat alami, batas-batas, asumsi dan 
landasan, validitas dan realibilitas sampai soal kebenaran.56 Hal ini 
pula yang menjadi sorotan, saat melihat usaha menemukan makna 
tersirat (maqāşid) ternyata jauh berbeda dari usaha penemuan makna 
tersurat. Selanjutnya kasus partikular tertentu (maqāşid al-khalq) 
harus dipahami apa adanya sebagai sesuatu yang jelas dari dirinya 
sendiri.57 Maka tepatlah penerimaan terhadap evidensi dijadikan 
landasan teoritis bagi kajian ini. 

Saat masuk lebih dalam, ditemukan sebuah teori dari al-Syāţibī, (rujū‘ 
ilā uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah) yang dibangunnya setelah melihat 
keterkaitan antara maşāliĥ—dalam konteks kehidupan duniawi—
dengan khiţāb Allāh.58 Tetapi dalam realitas, al-Syāţibī melihat 

metodologis tentang ilmu; 4) problem logis tentang ilmu; 5) problem etis tentang 
ilmu; 6) problem estetis tentang ilmu. The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu, edisi 
II, cet. III (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 83. 

53 Kenneth T. Gallagher, The Philosophy of Knowledge (New York: Sheed and 
Ward, 1964), hlm. 20. …and therefore the epistemological question of the value of 
judgment is really a question of the admissibility of evidence.

54 Donny Gahral Adian, Pengantar Fenomenologi (Depok: Koekoesan, 2010), 
hlm. 14. 

55 Majma‘ al-Luhghah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Falsafī (Kairo: al-Amīriyyah, 
1983), hlm. 31. 

56 The Liang Gie, Pengantar..., hlm. 84. Bagi sesuatu ilmu, pertanyaan yang 
menyangkut definisi ilmu itu, jenis pegetahuannya, pembagian ruang lingkupnya, 
dan kebenaran ilmiahnya merupakan bahan-bahan pembahasan epistemologinya. 

57 Hardono Hadi, Epistemologi; Filsafat Pengetahuan Kenneth T. Gallagher, 
cet. VII (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 26.

58 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 20. Menurut al-Syāţibī, maşāliĥ 
al-duniawī berupa pemeliharaan kelangsungan hidup manusia, menyempurnakan 
kehidupan serta terpenuhinya kebutuhan biologis dan intelektual manusia.
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bahwa al-maslahah berpotensi ditunggangi selera pribadi (ahwā’ 
al-nufūs), keuntungan pribadi (al-manāfi‘), pemenuhan kehendak/
nafsu (nayl al-syahwah) dan kepentingan individu (aghrāď).59 Dari 
itu ia menjadikan ketentuan umum syariat (uşūl al-syarī‘ah) sebagai 
alat verifikasi maslahat. Masalahnya, bagaimanakah uşūl al-syarī‘ah 
ini dapat diketahui secara meyakinkan dan diterima sebagai evidensi? 
Hal ini perlu dikritisi di tengah pencarian metode alternatif. 

Telah disinggung sebelumnya, bahwa dari kajian Fatĥī al-Duraynī, 
dan Yūsuf al-Qaraďāwī, terlihat teori maqāşid telah dikembangkan 
menjadi fiqh al-maqāşid. Ini menunjukkan asumsi keduanya, bahwa 
tantangan zaman dapat dijawab oleh teori maqāşid, di mana persoalan 
maslahat dianggap tuntas. Sebab teori ini bersumber dari khazanah 
keilmuan Islam klasik, yaitu pertimbangan al-maşlaĥah yang di-
praktikkan oleh ulama salaf dalam istinbat (al-istiĥsān, al-istişlāĥ, 
dan al-maşlaĥat al-mursalah). Namun beragam bentuk peristinbatan 
ini menghadapi kritik, bahkan penolakan dengan alasan mengandung 
subjektivitas dan mengikut hawa nafsu. 

Dugaan subjektivitas teori maqāşid—antara lain—dapat disimak 
dalam penolakan al-Ghazzālī terhadap al-istiĥsān, dan keraguannya 
terhadap al-maşlaĥat al-mursalah. Ia menyatakan al-maşlaĥat al-
mursalah tidak bisa menjadi dasar hukum kelima yang berdiri sendiri 
(laysa uşūl al-khāmis bi ra’siha).60 Perlu dicatat al-Ghazzālī menganut 
paradigma teosentris, maka temuan maqāşid dianggapnya spekulatif 
(mawhūmah). Akibatnya teori maqāşid al-Ghazzālī tidak menjangkau 
al-maşlaĥat al-gharībah, dan juga tidak menjangkau al-maşlaĥat al-
mursalah pada tingkat al-ĥājiyyah dan al-taĥsīniyyah. Bagi penulis, 
inilah alasan perlunya dilakukan kajian pada ranah epistemologi 
dalam kerangka konseptual moderasi. 

Setelah menolak pemandirian al-maşlaĥat al-mursalah al-Ghazzālī 
bersikukuh dengan teori rujū’ ilā aşl mua‘yyan. Teori al-Ghazzālī 
ini pun perlu diuji agar terlihat sejauhmana mampu mengantarkan 
kepada evidensi. Untuk itu diperlukan suatu landasan teoretis guna 
mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang diteliti. Landasan 
teoretis ini juga berguna untuk melihat ukuran-ukuran atau kriteria 
yang dapat dijadikan dasar pembuktian. Untuk kajian ini, penulis 

59 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jil. II, hal. 31, 32 dan 33. 
60 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā..., hlm. 180. 
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berpijak pada teori yang dibangun oleh Kenneth T. Gallagher, yaitu 
“teori evidensi sebagai dasar tindakan.”61 

Kehadiran teori al-Syāţibī (rujū‘ ilā uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah) telah 
membuka jalan bagi teori maqāşid untuk menemukan sistematika dan 
metodologi yang cukup memadai. Temuan al-Syāţibī menjadi dasar 
yang kuat untuk menyatakan teori maqāşid bukan lagi spekulasi. Tapi 
sebagaimana al-Ghazzālī, al-Syāţibī juga masih terikat paradigma 
teosentris sehingga al-maşlaĥat al-gharībah juga luput dari teorinya. 
Dari itu ia kesulitan menurunkan kaidah universal ke dalam 
realitas partikular. Maka Ibn ‘Āsyūr melancarkan kritik, dan maju 
selangkah sehingga dapat mengakomodir al-maşlaĥat al-gharībah. 
Ia menyatakan teori maqāşid dalam kajiannya didedikasikan untuk 
menjawab persoalan hukum pada masalah baru yang belum ada 
contoh kasusnya di masa tasyrī‘.62 

Landasan teoretis ini juga memadai bagi penemuan validitas maqāşid 
al-khalq, sebab epistemologi tidak terbatas pada persepsi inderawi 
saja.63 Maka kajian teoritik terhadap maqāşid al-khalq juga dapat 
dikritisi dari perspektif epistemologi. Dari sudut pandang ini terlihat 
bahwa pendirian al-Ghazzali, teori al-Syāţibī, dan langkah maju Ibn 

61 Gallagher, The Philosophy…, hlm. 151. Sebagian besar hidup kita dihabiskan 
dalam tindakan, dan tindakan kita tidak menuntut kepastian. Tindakan kita bisa 
dipuaskan dengan probabilitas. Apa yang biasanya mendasari tindakan kita adalah 
pendapat: yaitu suatu respon kognitif terhadap evidensi, bukan dicerap sebagai sesuatu 
yang memaksa, tapi diterima sebagai jaminan yang memadai untuk tindakan.  

Most of our lives are spent in acting, and acting does not require and most 
often does not allow hidebound certitude. It can be satisfied with probability. What 
we most frequently act upon is opinion: a cognitive response to evidence not grasped 
as coercive but seen as sufficient to warrant action.

62 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 81. 
63 Gallagher, The Philosophy…, hlm. 18. Secara tradisional, epistemologi 

cenderung membatasi diri kepada persepsi inderawi dan pemahaman intelektual, 
di mana pemahaman itu dimengerti secara sempit. Tetapi hal ini tidak memadai. 
Pengetahuan adalah peristiwa yang menyebabkan kesadaran manusia memasuki 
terang ada. Kita tidak bisa meramalkan bagaimana ada itu dinyatakan. Sikap awal 
yang tepat bagi filsuf pengetahuan adalah kerendahan hati di dalam menghadapi 
pengalaman. Filsuf pengetahuan harus memiliki keterbukaan total. 

Traditionally, epistemology has tended to confine itself to sense perception 
and intellectual cognition, the latter being somewhat narrowly conceived. But this 
does not appear sufficient. Knowledge is the event by which human consciousness 
emerges into the hight of being. We cannot prescribe in advance how being is to be 
revealed. The proper initial attitude for the philosopher of knowledge is a kind of 
humility before experience, which is simply equivalent to a total openness.
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‘Āsyūr adalah bentuk perkembangan di ranah epistemologi. Ini 
menunjukkan adanya dinamika dalam teori maqāşid. Oleh karena 
itu kajian ini menuntut adanya kategori tertentu untuk melakukan 
pemilahan secara epistemologis. Kategori ini berguna untuk mem-
bedakan pendekatan yang digunakan masing-masing tokoh sehingga 
diketahui paradigma yang melingkupinya. Dalam hal ini, kategori 
epistemologi bayānī, ‘irfānī dan burhānī dari ‘Ābid al-Jābirī menjadi 
teori pendukung dalam kerangka moderasi.64 

Merujuk pada Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam, 
penelitian ini termasuk dalam kajian epistemologi hukum Islam 
(uşūl al-fiqh).65 Adapun dilihat dari masalah yang diteliti, kajian ini 
bersifat penelitian normatif, sebab objek yang diteliti berupa dalil 
fikih.66 Penelitian ini tidak sampai pada aplikasi teori maqāşid, maka 
dicukupkan pada tataran normatif saja. 

Mengingat maqāşid al-syarī‘ah merupakan aspek aksiologis hukum 
Islam,67 maka ditegaskan bahwa maqāşid dibahas sebagai instrumen 
penetapan hukum (epistemologi), bukan sebatas aksiologi hukum 
Islam saja. Maka yang dibicarakan adalah tentang maqāşid sebagai 
solusi menjawab masalah ĥadīŝah, bahkan lebih khusus pada 
maqāşid al-khalq. Jadi maqāşid itu sendiri yang dikritisi secara 
epistemologis dengan menggunakan pendekatan filsafat. Dalam hal 
ini penulis menerapkan pendekatan fenomenologi deduktif68 dari 

64 Muhammad Abed al-Jabiri, Formasi Nalar Arab, terj. Imam Khoiri 
(Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 171, 297, dan 504.

65 Departemen Agama RI., Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi 
Agama Islam Fakultas Syariah (Jakarta: Depag RI, 1998), hlm. 39. 

66 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh; Paradigma Penelitian Fiqh dan 
Fiqh Penelitian (Jakarta: Prenada Media, 2003), jld. I, hlm. 50. Dalil fikih sebagai 
objek kajian terdiri dari dalil normatif (nas), dalil empiris (asbāb al-nuzūl dan asbāb 
al-wurūd), dan dalil metodologis.

67 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: LPPM UI Bandung, 
1995), hlm. 15. Objek teoritis filsafat hukum Islam ialah: 1) prinsip-prinsip hukum 
Islam; 2) dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam; 3) tujuan hukum Islam; 4 
asas-asas hukum Islam; dan 5) kaidah-kaidah hukum Islam.

68 Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu; Ontologi, Epistemologi, Axiologi First Order, 
Second Order & Third Order of Logics, dan Mixing Paradigms Implementasi Methodologik, 
edisi pengembangan 2011 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), hlm. 150. Menurut 
Noeng Muhadjir, ada dua pendekatan fenomenologi, yaitu fenomenologi induktif dan 
fenomenologi deduktif. Tokoh sentral fenomenologi induktif adalah Edmunt Husserl, 
adapun tokoh sentral fenomenologi deduktif adalah Karl R. Popper. 
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Karl Raimund Popper (1902-1994 M),69 tokoh rasionalisme kritis 
yang memperkenalkan uji falsifikasi. 

Menurut Karl R. Popper, tugas epistemologi adalah memberikan analisis 
logis terhadap metode dan prosedur penelitian, terutama mengenai 
ilmu-ilmu empirik, untuk menghasilkan apa yang disebut “rekonstruksi 
rasional” pada tahap yang membawa saintis menemukan kebenaran-
kebenaran baru.70 Dari itu penelitian ini dimulai dari deskripsi pemikiran 
al-Ghazzālī, al-Syāţibī dan Ibn ‘Āsyūr, baru kemudian diterapkan uji 
falsifikasi. Bagi Popper, sebagaimana dikutip K. Bertens, suatu teori 
ilmiah tidak pernah benar secara definitif. Lebih baik dikatakan semakin 
mendekati kebenaran, karena teori-teori menjadi lebih terperinci dan 
bernuansa. Selalu kita harus rela meninggalkan suatu teori, jika muncul 
teori lain yang ternyata lebih memuaskan untuk mengerti fakta-fakta.71 

Mengingat penelitian ini merupakan studi kepustakaan, maka data 
yang dihimpun berasal dari sumber sekunder, bukan sumber primer 
lapangan.72 Buku utama untuk kajian pemikiran para tokoh di sini 
adalah al-Mustaşfā, karya al-Ghazzālī, al-Muwāfaqāt, karya al-
Syāţibī, dan Maqāşid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah, karya Ibn ‘Āsyūr. 

Selanjutnya penulis mengeksplor data pendukung di luar buku utama. 
Untuk pemikiran al-Ghazzālī penulis merujuk buku Syifā’ al-Ghalīl; 

69 Bertens K., Filsafat Barat Kontemporer; Inggris-Jerman (Jakarta: Gramedia, 
2002), hlm. 72. Karl R. Popper, seorang filsuf asal Austria, lahir tahun 1902, 
meninggal tanggal 17 September 1994.

70 Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (New York: Science Edition 
Inc., 1961), hlm. 15. 

71 Bertens, Filsafat Barat…, hlm. 79-80. Dalam perkataan Popper sendiri: 
“Dengan observasi terhadap angsa-angsa putih--betapapun besar jumlahnya--orang 
tidak sampai pada teori bahwa semua angsa berwarna putih. Tetapi cukuplah satu 
observasi terhadap seekor angsa hitam untuk menyangkal teori tadi.” Pandangan 
tentang ilmu pengetahuan yang berdasarkan metode induktif sebenarnya tidak 
membuat lain daripada berusaha membuktikan bahwa semua angsa berwarna 
putih. Sedangkan Popper beranggapan bahwa ilmu pengetahuan harus berusaha 
mencari satu ekor angsa yang tidak berwana putih. Selama angsa hitam itu belum 
ditemukan, pernyataan “Semua angsa berwarna putih” dapat dianggap benar. 
Dengan pendekatan ini Popper membuka perspektif baru bagi ilmu pengetahuan, 
yang sama sekali berbeda dengan perspektif yang berdasarkan konsepsi induksi. 

72 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2004), hlm. 4. Ada empat ciri studi kepustakaan: 1) peneliti berhadapan 
langsung dengan teks; 2) data pustaka bersifat siap pakai; 3) data pustaka umumnya 
adalah sumber sekunder; 4) kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan 
waktu. 
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Bayān al-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta‘līl, al-Mankhūl 
min Ta‘liqāt al-Uşūl, Asās al-Qiyās, Mi‘yār al-‘Ilm, Iĥyā’ ‘Ulūm al-
Dīn, Tahāfut al-Falāsifah dan al-Iqtişād fī al-I‘tiqād. Adapun untuk 
pemikiran al-Syāţibī, data pendukung penulis rujuk dari bukunya 
al-I‘tişām. Sementara data pendukung untuk pemikiran Ibn ‘Āsyūr 
penulis rujuk dari buku Tafsīr al-Taĥrīr wa al-Tanwīr, dan Uşūl al-
Niźām al-Ijtimā‘ al-Islāmiyyah. Selain buku-buku di atas, data 
pendukung juga penulis rujuk dari komentar peneliti lain (termasuk 
pentahkik), dan tulisan yang secara khusus menjadikan pemikiran 
masing-masing tokoh ini sebagai objek kajian tersendiri. 

Mengingat kajian ini berupa penelitian kepustakaan, maka pengum-
pulan data bersifat studi dokumen.73 Penulis melakukan pencarian 
di pustaka (manual dan digital) untuk mengumpulkan data tentang 
pemikiran ketiga tokoh yang dikaji, baik buku utama mau pun buku 
pendukung kajian. Pertama, dilakukan pencarian tentang ontologi dan 
epistemologi maqāşid al-syarī‘ah dan maqāşid al-khalq dalam tulisan 
al-Ghazzālī, al-Syāţibī, dan Ibn ‘Āsyūr. Kedua, melengkapinya dengan 
komentar penulis lain yang mengkritisi pandangan ketiga tokoh itu. 
Setelah mengumpulkan pendapat ketiga tokoh dan komentar peneliti 
lain, semua pendapat ini direduksi untuk kemudian dianalisis dengan 
menggunakan berbagai metode analisis yang relevan. 

Langkah pertama, dilakukan kajian deskriptif atas pemikiran masing-
masing tokoh. Mengingat pemikiran ketiga tokoh juga termuat di 
luar buku utama, maka penulis menerapkan metode analisis inter-
tekstualitas. Menurut Jacques Derrida (1930-2004 M),74 suatu teks 
tidak pernah terisolir, tetapi selalu berkaitan dengan teks-teks lain.75 

73 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, edisi 
revisi II (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202. Studi dokumen adalah upaya 
pencarian data mengenai hal atau variabel yang diteliti, baik berupa catatan, 
transkrip, buku, suratkabar, majalah, prasasti dan sebagainya.

74 Muhammad al-Fayyadl, Derrida (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 2, dst. 
Derrida keturunan Yahudi, lahir di El-Biar, salah satu wilayah Aljazair yang agak 
terpencil pada 13 Juli 1930, dan meninggal pada Sabtu dini hari, 9 Oktober 2004. 
Derrida memperoleh gelar doktor pada tahun 1980, dengan karya tulis berjudul: 
“The Time of a Thesis: Punctuations.” Pada tahun 1986 ia diangkat menjadi guru 
besar humaniora di Universitas California, Ivine. Karya fundamentalnya adalah Of 
Grammatology, Writing and Differences, dan Speech and Phenomena.

75 Bertens K., Filsafat Barat Abad XX; Jilid II Perancis (Jakarta: Gramedia, 
1985), hlm. 496. Menurut Jaques Derrida, tidak ada sesuatu yang di luar teks. Dan 
jika fenomenologi dulu asyik berbicara tentang intersubjektivitas, maka Derrida 
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Di sisi lain dugaan adanya pengaruh pemikiran tokoh terdahulu 
terhadap yang belakangan juga menjadi alasan tersendiri sehingga 
kajian deskriptif ini perlu dianalisis secara intertekstualitas.76 

Persoalan terminologi juga menuntut perhatian tersendiri. Penulis 
menemukan, tidak jarang ketiga tokoh ini menggunakan terminologi 
yang berbeda-beda, baik untuk objek yang sama, atau menunjukkan 
perbedaan objek. Misalnya untuk kata maqāşid al-syarī‘ah, tak 
jarang digunakan varian maqāşid al-syar‘ī, maqāşid al-Syāri‘, dan 
maqāşid al-tasyrī‘. Lalu kata maqāşid al-khalq dalam terminologi 
al-Ghazzālī, disebut al-maqāşid al-mukallaf oleh al-Syāţibī, dan 
Ibn ‘Āsyūr menyebut maqāşid li al-nās. Kata maqāşid al-syar‘iyyah 
juga dipakai saat membedakan maqāşid li al-nās dari maqāşid li al-
Syāri‘. Demikian pula kata al-maşlaĥat al-gharībah, juga digunakan 
varian istilah al-munāsib al-gharīb, dan al-maşlaĥat al-źanniyyah. 
Untuk masalah ini penulis menerapkan metode analisis isi (content 
analysis)77 sehingga jelas bahwa aspek yang dikaji dari pikiran para 
tokoh masih dalam konteks yang sama. 

Kajian deskriptif menjadi pendahuluan bagi penelitian tentang validitas 
maqāşid al-khalq yang dilakukan dalam tiga rentang tahapan, yaitu 
identifikasi, verifikasi, dan validasi. Ketiga tahap ini didedikasikan 
untuk menjawab rumusan masalah. Pada tahap identifikasi, dilakukan 
uji falsifikasi terhadap teori al-Ghazzālī (rujū‘ ilā aşl mu‘ayyan), teori 
al-Syāţibī (rujū‘ ilā uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah), dan teori Ibn ‘Āsyūr 
(an takūn al-qawā‘id malji’an nalji’ ‘ind al-ikhtilāf). Pada tahap ini, 
juga dilakukan upaya untuk menyingkap maksud masing-masing 
tokoh dalam menggunakan istilah: maqāşid al-khalq, maqāşid al-

sekarang berbicara tentang intertekstualitas, karena suatu teks tidak pernah terisolir, 
tetapi selalu berkaitan dengan teks-teks lain. 

76 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian; Paradigma Positivisme Objektif, 
Phenomenologi Interpretif, Logika Bahasa Platonis, Chomsky, Hegelian & 
Hermeneutik, Paradigma Studi Islam, Matematik Recursion, Set-Theory & Structural 
Equation Modeling, dan Mixed, Edisi Pengembangan 2011 (Yogyakarta: Rake 
Sarasin, 2011), hlm. 153. 

77 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rakesarasin, 
1992), hlm. 78. Menurut Noeng Muhajir, content analysis merupakan analisis 
ilmiah tentang isi atau pesan yang terkandung dalam komunikasi atau ungkapan 
yang mencakup upaya klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, 
menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik tertentu 
untuk membuat prediksi. 
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mukallaf dan maqāşid li al-nās.

Untuk menjawab masalah pertama tentang ontologi maqāşid al-khalq, 
penulis menerapkan metode analisis interpretif. Menurut Noeng 
Muhadjir, interpretif adalah membuat pemaknaan berdasar objek itu 
sendiri, sedangkan interpretasi adalah membuat pemaknaan berdasar 
subjek yang meneliti.78 Hal ini dimungkinkan karena deskripsi atas 
pemikiran ketiga tokoh dilakukan dengan metode intertekstualitas. 
Dengan demikian subjektivitas peneliti dapat ditekan. 

Hasil identifikasi ditindaklanjuti dengan verifikasi (al-taĥqīq) sebagai 
upaya untuk mengkritisi dasar kebenaran maqāşid. Kajian difokuskan 
pada asumsi dasar ontologis dan asumsi dasar epistemologis. Pada 
tahap ini, di samping melakukan analisis interpretif, penulis juga 
melakukan analisis secara dialektis agar dinamika teori maqāşid 
dalam pemikiran ketiga tokoh ini dapat diperlihatkan secara eksplisit. 
Dengan metode analisis ini penulis berusaha melihat adanya 
pengembangan yang dilakukan oleh ketiga tokoh yang sifatnya saling 
melengkapi atau menyempurnakan. Perlu ditegaskan penulis tidak 
menggunakan metode analisis komparatif, sebab kajian tidak mencari 
persamaan dan perbedaan dari pemikiran ketiga tokoh. 

Berpijak pada hasil identifikasi dan verifikasi penulis sampai pada 
tahap akhir, yaitu validitas maqāşid al-khalq. Untuk mengujinya 
penulis menerapkan teori kebenaran integratif.79 Setelah diuji, 
penulis berharap agar hasilnya dapat memberi kontribusi agar teori 
maqāşid—sebagai bagian dari satu sistem—dapat dinyatakan bersifat 
holistik. Hal ini didemonstrasikan dengan mengangkat contoh kasus 
yang relevan. 

Penelitian ini bermaksud memberi sumbangan pemikiran agar teori 
maqāşid menjadi pendekatan yang holistik dengan mengintegrasikan 
maqāşid al-khalq dalam teori al-maqāşid al-syar‘iyyah. Maka 
penelitian dimulai dari metode penemuan maqāşid menurut masing-
masing tokoh. Selanjutnya hasil yang diperoleh dari analisis data 
berdasar metode yang disebutkan di atas penulis tabulasikan, dan 
sebagian penulis gambarkan dalam bentuk diagram agar memudahkan 

78 Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu…, hlm. 32. 
79 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian…, hlm. 263. Menurut Noeng Muhadjir, 

kebenaran integratif antara ilmu dengan wahyu adalah kebenaran yang tuntas dan 
memberikan kepada kita pedoman hidup manusia ilmuwan. 
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dalam melihat pemikiran masing-masing tokoh. 

Dari langkah di atas penulis merumuskan hipotesis, bahwa al-
maşlaĥat al-gharībah merupakan maqāşid al-khalq yang boleh 
diamalkan karena sesuai dengan fitrah manusia. Hipotesis ini 
berangkat dari asumsi bahwa teori maqāşid akan bersifat atomistik 
jika hanya menggunakan perspektif maqāşid al-syarī‘ah semata yang 
bertumpu pada ayat-ayat tasyrī‘ saja. Jika terbukti bahwa ayat-ayat 
non-tasyrī‘ dan ayat-ayat kawniyyah dapat dijadikan dasar nilai bagi 
penetapan hukum, maka hipotesis penulis terbukti benar. Dari itu 
tidak ada halangan memasukkan maqāşid al-khalq sebagai bagian 
dari teori maqāşid. Hanya saja ia disebut al-maqāşid al-syar‘iyyah, 
karena ketiadaan khiţāb menjadi alasan yang membedakannya dari 
maqāşid al-Syāri‘. 

Selanjutnya perluasan paradigma dianalisis lebih lanjut sehingga 
dapat diajukan sebuah teori baru guna mengakomodir temuan Ibn 
‘Āsyūr menjadi pendekatan holistik. Dari itu validitas maqāşid al-
khalq menjadi sampel bagi pendekatan baru. Langkah terakhir dari 
penelitian ini adalah pembuktian hipotesis dengan sampel. Dalam 
hal ini penulis menerapkan kebenaran monistik multifaset yang 
dikembangkan oleh Noeng Muhadjir.80 Setelah ini dilakukan barulah 
penulis sampai pada kesimpulan. 

80 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian…, hlm. 264. 
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BAB DUA
IDENTIFIKASI MAQĀŞID AL-KHALQ

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengidentifikasi 
berarti menentukan atau menetapkan identitas (orang atau benda).1 
Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa bab ini bertujuan untuk 
mengungkap identitas maqāşid al-khalq. 

Umumnya kata maqāşid al-syarī‘ah dimaksudkan sebagai maqāşid li 
al-Syāri‘, yaitu tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam pensyariatan hukum 
syariat. Namun ketika mengkaji pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāţibī dan 
Ibn ‘Āsyūr, ditemukan terminologi maqāşid al-khalq, maqāşid al-
mukallaf, dan maqāşid li al-nās. Hal ini menimbulkan pertanyaan 
ontologis tentang hakikat masing-masing terminologi dan pertanyaan 
epistemologis dalam kaitannya dengan maqāşid al-syarī‘ah. 

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dilakukan eksplorasi terhadap 
pemikiran ketiga tokoh ini dengan dua tujuan. Pertama, apa yang 
dimaksud oleh al-Ghazzālī dengan istilah maqāşid al-khalq, al-
Syāţibī dengan istilah maqāşid al-mukallaf, dan Ibn ‘Āsyūr dengan 
istilah maqāşid li al-nās. Kedua, apakah maqāşid al-khalq, maqāşid 
al-mukallaf, dan maqāşid li al-nās identik dengan maqāşid li al-
Syāri‘ sehingga sah disebut sebagai maqāşid al-syarī‘ah? 

Kata maqşid (jamak: maqāşid) secara kebahasaan berarti arah (al-
hadaf), atau tujuan akhir (al-ghāyah).2 Selanjutnya dapat diamati 
makna kebahasaan ini tidak berubah dalam penggunaannya sebagai 
istilah oleh uşūliyyūn masa kini, khususnya saat mendefinisikan 
maqāşid al-syarī‘ah. Hal ini terlihat dalam karya penulis maqāşid 
kontemporer, antara lain Aĥmad al-Raysūnī, ia menyatakan:3

Bahwasanya maqāşid al-syarī‘ah adalah tujuan yang mana syariat 
diadakan untuk mewujudkan tujuan itu bagi kemaslahatan hamba.

1	 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 
keempat (Jakarta, Gramedia, 2008), hlm. 517.

2 Ibn Manźūr, Lisān al-‘Arab (Kairo: Dār al-Ĥadīŝ, 2002), jld. VII, hlm. 
377. 

3 Aĥmad al-Raysūnī, Naźariyyat al-Maqāşid ‘ind al-Imām al-Syāţibī (Herndon, 
USA: IIIT, 1995), hlm. 19. 
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Penulis lainnya ‘Izz al-Dīn ibn Zaghībah, ia mendefinisikan maqāşid 
al-syarī‘ah sebagai berikut:4 

Maqāşid al-syarī‘ah adalah ilmu yang mempelajari tentang tujuan dan 
rahasia dalam pensyariatan dan penetapan hukum, di mana kebaikan 
manusia (dunia, akhirat) akan tertata atas dasar kesesuaian dengannya. 
Sementara Muĥammad Sa‘ad al-Yūbī, mendefinisikannya sebagai 
berikut:5 

Maqāşid adalah al-ma‘nā, al-ĥikmah, dan seumpamanya yang 
dipelihara oleh al-Syāri‘ dalam pensyariatan—baik secara umum 
maupun khusus—untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan hamba.
Adapun Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī mendefinisikan sebagai 
berikut:6 

Al-Maqāşid adalah makna-makna (al-ma‘ānī) yang diperhatikan 
dalam hukum-hukum syariat dan terwujud berdasar hukum itu, baik 
makna itu berupa hukum partikular (juz’ī) maupun maslahat universal 
(kulliyyah) yang bersifat menyeluruh, ia terhimpun dan tercakup dalam 
tujuan yang satu, dan ia merupakan kebulatan dari peribadatan kepada 
Allah dan maslahat manusia dunia akhirat. 
Memerhatikan pembahasan penulis kontemporer tentang maqāşid, 
tampak kajian mereka terfokus pada maqāşid al-syarī‘ah, yaitu terbatas 

4 ‘Izz al-Dīn ibn Zaghībah, al-Maqāşid al-‘Āmmah li al-Syarī‘at al-Islāmiyyah 
(Kairo: Dār al-Şafwah, 1996), hlm. 45. 

5 Muĥammad Sa‘ad ibn Aĥmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī, Maqāşid al-Syarī‘at al-
Islāmiyyah (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 37. 

6 Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, ‘Ilm al-Maqāşid al-Syarī‘ah (Riyad: 
Maktabah al-‘Ubaykān, 2001), jld. I, hlm. 7. 
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pada al-maşlaĥat al-mu‘tabarah dan al-maşlaĥat al-mursalah.7 
Sedangkan al-maşlaĥat al-gharībah tidak mendapat perhatian. Hal 
ini perlu dikritisi, karena al-maşlaĥat al-gharībah merupakan bagian 
yang tidak bisa dipisahkan dari teori maqāşid. Maka tidak logis jika 
kajian ini ditinggalkan dan lantas melompat pada pembahasan al-
maşlaĥat al-mursalah seolah tidak ada masalah yang mengganjal. 

Kesimpulan tercakupnya al-maşlaĥat al-mursalah dalam maqāşid al-
syarī‘ah ditarik dari gambaran umum pembicaraan uşūliyyūn sejak 
abad klasik. Menurut Muĥammad Hisyām al-Burhānī, ketika uşūliyyūn 
membicarakan maslahat, objeknya bukan lagi maqāşid dalam artian 
al-kulliyyāt al-khamsah, tapi sarananya (wasā’il). Alasannya, karena 
hanya wasā’il yang bisa didiskusikan dalam konteks mulghā dan mursal, 
adapun al-kulliyyāt al-khamsah sudah dipastikan mu‘tabar.8 

Menurut Muşţafā Syalabī, ini muara dari perdebatan uşūliyyūn dalam 
konteks ilmu kalam. Mereka mempertanyakan tentang kausa finalis 
(final cause/al-‘illat al-ghā’iyyah) yang disebut maqāşid al-Syāri‘. Lalu 
mereka sampai pada pengakuan bahwa pensyariatan bertujuan untuk 
mewujudkan maslahat.9 Masalahnya, apakah hakikat maslahat pada 
sarana (wasā’il) adalah maqāşid li al-Syāri‘ atau maqāşid li al-nās?

Masalah ini kembali pada persoalan ta‘līl perbuatan Allah di mana 
maqāşid dipandang semakna dengan al-gharad. Menurut al-Tahānuwī, 
kata al-gharad berarti motivasi10 (al-bā‘iŝ) bagi pelaku, atau faktor yang 
menggerakkannya (al-muĥarrik) untuk berbuat. Dari itu al-‘illat al-
ghā’iyyah disebut juga al-‘illat al-fā‘iliyyah.11 Dalam kamus filsafat, 
al-Mu‘jam al-Falsafī, kata bā‘iŝ diartikan sebagai dorongan jiwa, yaitu 

7 Pandangan yang sama dapat dibaca pada karya Dr. Muşţafā ibn Karāmat 
Allāh Makhdūm, ia mengkritik tulisan tentang teori maqāşid yang terlalu umum. 
Muşţafá ibn Karāmat Allāh Makhdūm, Qawā‘id al-Wasā’il fī al-Syarī‘at al-
Islāmiyyah; Dirāsat Uşūliyyah fī Ďū’ al-Maqāşid al-Syarī‘ah (Riyad: Dār Isybīliya, 
1999), hlm. 36. 

8 Muĥammad Hisyām al-Burhānī, Sadd al-Żarā’i‘ fī al-Syarī‘at al-Islāmiyyah 
(Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 43. 

9 Muşţafā Syalabī, Ta‘līl al-Aĥkām (Beirut: Dār al-Nahďat al-‘Arabiyyah, 
1981), hlm. 126. 

10 Depdiknas, Kamus Besar..., hlm. 930. Motivasi adalah dorongan yang 
timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 
tindakan dengan tujuan tertentu. 

11 Muĥammad ‘Alī al-Tahānuwī, Mawsū‘ah Kasysyāf Isţilāĥāt al-Funūn wa 
‘Ulūm, tahkik: ‘Alī Dahrūj (Beirut: Maktabah Libnān, 1996), jld. II, hlm. 1249. 
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pikiran yang memberi dorongan untuk melakukan suatu perbuatan yang 
dikehendaki pada suatu waktu. Adapun pendorong itu ada kalanya 
berupa faktor eksternal.12 

Dibatasi dalam konteks pensyariatan, secara epistemologis,13 ontologi 
maqāşid al-syarī‘ah dapat dilihat sebagai motivasi bagi al-Syāri‘ (al-
gharad/al-bā‘iŝ/al-muĥarrik). Artinya maslahat yang dituju al-Syāri‘, 
dan ini masih berada dalam jangkauan pengetahuan manusia karena 
dua alasan. Pertama, Alquran sendiri menyatakan tujuan pensyariatan 
umum sebagaimana dapat dipahami dalam ayat berikut: 

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 
Tuhan mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam 
dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. 
Yūnus [10]: 57).
Selain dalam penjelasan umum, maqāşid li al-Syāri‘ juga diketahui 
adanya pada ayat-ayat yang menetapkan hukum secara detil (tafşīlī) 
seperti dalam ayat berikut ini: 

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan 
yang di dalamnya diturunkan permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk 
bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan 
pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa 

12 Majma‘ al-Luhghat al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Falsafī (Kairo: al-Amiriyyah, 
1983), hlm. 30. 

13 Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani “episteme” dan “logos”. 
Episteme artinya pengetahuan (knowledge), logos artinya teori. Dengan demikian 
epistemologi berarti teori pengetahuan. Rizal Mustansyir, dan Misnal Munir, Filsafat 
Ilmu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 16. A.M.W. Pranarka, Epistemologi 
Dasar; Suatu Pengantar (Jakarta: CSIS, 1987), hlm. 3. 
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di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka 
hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau 
dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), 
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari yang lain. Allah 
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan 
hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. al-Baqarah [2]: 185). 
Alasan yang kedua, semua hukum disyariatkan Allah dalam lingkup 
perbuatan manusia. Maka secara epistemologis,14 manusia bisa mem-
buktikan kebenaran maslahat sebagai maqāşid al-Syāri‘ itu berdasar 
apa yang terwujud dari penerapan hukum syariat itu sendiri. Dengan 
kata lain, yang dimaksud adalah maslahat sebagai maqāşid al-Syāri‘ 
berdasar Alquran, lalu dikorespondensikan dengan realitas empirik.

Di sisi lain, keberadaan nas partikular yang mengatur perbuatan 
manusia secara detil (tafşīlī) mengantar diskusi uşūliyyūn pada 
kategorisasi maslahat berdasar syahādat al-syar‘, yaitu mu‘tabār, 
mulghā, mursal dan gharīb. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari 
maslahat dalam realitas empirik kehidupan manusia merupakan 
maqāşid li al-Syāri‘, yaitu al-maşlaĥat al-mu‘tabarah. Lalu bagaimana 
dengan sebagian lainnya? Di sinilah terminologi maqāşid al-khalq 
muncul, sebab sebagian maslahat itu dapat dilihat sebagai maqāşid 
li al-nās, yaitu al-maşlaĥat al-mulghāh dan al-maşlaĥat al-gharībah. 
Hal inilah yang hendak diidentifikasi dalam pemikiran al-Ghazzālī, 
al-Syāţibī dan Ibn ‘Āsyūr, yaitu maslahat sebagai maqāşid al-khalq, 
maqāşid al-mukallaf dan maqāşid li al-nās. 

Maqāşid al-Khalq Menurut al-Ghazzālī 
Bagi al-Ghazzālī mewujudkan maslahat dan menolak mudarat adalah 
tujuan manusia (maqāşid al-khalq) dalam mencapai hajat hidupnya. 
Lalu ia menegaskan, bahwa yang ia maksud dengan maslahat adalah 
memelihara maslahat yang berupa maqşūd al-syar‘, yaitu memelihara 

14 Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, 
dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, cet. II (Yogyakarta: Belukar, 2005), hlm. 
20. Dalam bidang ini terdapat tiga persoalan pokok: (a) apakah sumber-sumber 
pengetahuan itu? Dari manakah pengetahuan yang benar itu datang, dan bagaimana 
kita mengetahuinya? (b) Apakah sifat dasar pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang 
benar-benar di luar pemikiran kita? Kalau ada, apakah kita dapat mengetahuinya? 
(ini adalah persoalan yang mengarah pada problem phenomena dan noumena). (c) 
Apakah pengetahuan kita itu benar (valid)? Bagaimanakah kita dapat membedakan 
yang benar dari yang salah? (poin terakhir ini mengarah pada problem verifikasi). 
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agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.15 

Adapun maslahat, pada dasarnya adalah ibarat dari mewujudkan 
manfaat atau menolak mudarat. Tetapi yang kami maksud bukan 
itu, karena mewujudkan manfaat dan menolak mudarat merupakan 
tujuan manusia (maqāşid al-khalq) dan kebaikan bagi manusia dalam 
menghasilkan tujuan mereka. Sebaliknya yang kami maksud dengan 
maslahat adalah memelihara tujuan syariat (maqşūd al-syar‘), dan tujuan 
syariat dari pada makhluk adalah lima, yaitu memelihara agama mereka, 
jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. 
Setelah uraian di atas, Imam al-Ghazzālī menambahkan;16 

Maka setiap perkara yang mengandung pemeliharaan kelima dasar 
itu (al-uşūl al-khamsah) adalah maslahat, dan setiap perkara yang 
mengabaikan kelima dasar itu adalah mafsadat, dan menolak mafsadat 
adalah maslahat.” 
Ungkapan di atas memperlihatkan garis besar pemikiran al-Ghazzālī, 
bahwa setiap hal yang mewujudkan pemeliharaan al-uşūl al-khamsah 
adalah maslahat yang merupakan maqşūd al-syar‘. Pada tataran ini, 
hakikat maqāşid al-Syāri‘ dilihat sebagai maslahat yang dituju al-Syāri‘, 
ia berupa nilai17 (qīmah/value).18 Ontologi nilai adalah makna atau 
konsep maslahat-mafsadat yang dirujuk saat melakukan verifikasi atas 

15 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā fī ‘Ilm al-Uşūl (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2000), hlm. 174. 

16 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 174. 
17 Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. 

Depdiknas, Kamus Besar…, hlm. 963. 
18 Majma‘, al-Mu‘jam…, hlm. 151. Qīmah, Valuer (F), Value (E): adalah 

sifat yang konkret (‘ayniyyah) dan imanen (kamīnah) dalam karakter perkataan 
(pengetahuan), perbuatan (akhlak), dan benda (asyyā’). 
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tiap kasus partikular yang dihadapi. Namun sebagaimana dikatakan 
oleh ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām (w. 660 H/1262 M), bahwa dalam 
realitas empirik, umumnya maslahat dan mafsadat bercampur.19 

(Faidah) maslahat murni sangat sedikit, demikian pula mafsadat 
murni. Kebanyakan darinya mencakup atas maslahat dan mafsadat 
sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Syurga dilingkupi dengan hal 
yang dibenci, dan neraka dilingkupi dengan hal yang disukai.” 
Mempertimbangkan pernyataan Sulţān al-‘Ulamā’ ini, lalu bagaimana 
maslahat yang dipikirkan manusia dapat dinyatakan sebagai maqāşid 
al-Syāri‘? Terkait pertanyaan ini, al-Ghazzālī mendasarkan maqāşid 
al-Syāri‘ pada keberlakuan kaidah umum (kullī) sehingga tidak butuh 
dalil tertentu (aşl mu‘ayyan). Ia menyatakan:20 

Dan kami mengetahui, bahwa syarak memberlakukan universalia 
(al-kullī) atas partikularia (juz’ī), maka memelihara nyawa masyarakat 
Islam dari pembinasaan oleh orang kafir lebih utama dalam tujuan 
syariat, dibanding memelihara darah satu orang muslim saja. Maka ini 
dapat dipastikan sebagai tujuan syariat, dan sesuatu yang bersifat pasti 
tidak memerlukan kesaksian nas (aşl) tertentu. 
Ungkapan ini menunjukkan bahwa al-Ghazzālī menerima maqāşid 
al-Syāri‘ dalam konteks universalia (al-kullī), yaitu makna (al-
ma‘nā) berupa konsep-konsep universal. Tetapi ketika masuk dalam 
kasus tertentu secara partikular (al-juz’ī) al-Ghazzālī mengharuskan 
rujukan kepada nas tertentu (aşl mu‘ayyan), kecuali pada tataran al-

19 ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām, Qawā‘id al-Aĥkām fī Maşāliĥ al-Anām 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), jld. I, hlm. 14. 

20 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 177. 
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ďarūriyyah saja. Ia menyatakan sebagai berikut:21 

Realitanya, pada dua tingkatan terakhir (ĥājiyyah dan taĥsīniyyah), 
tidak boleh menetapkan hukum dengan semata-mata maslahat 
tanpa pertolongan kesaksian nas (aşl), kecuali ia berada pada posisi 
ďarūriyyah, maka tidak lah sulit dibayangkan jika ijtihad seorang 
mujtahid sampai ke sana. Adapun jika tidak ada kesaksian syarak 
terhadap rakyu, maka itu sama seperti istiĥsān. 
Sekilas pendapat al-Ghazzālī ini terkesan kontradiksi dengan 
pernyataan sebelumnya, hal ini pula yang dikritik oleh al-Syāţibī. 
Kritik yang lebih kurang sama juga dapat dibaca dalam karya Wahbah 
al-Zuhaylī, alasannya karena ini artinya beramal dengan al-ďarūrah, 
bukan al-maşlaĥat al-mursalah, sebab kondisi darurat membolehkan 
sesuatu yang terlarang.22 

Sebenarnya ini bukan kontradiksi, tetapi konsistensi al-Ghazzālī 
terhadap paradigma23 teosentrisme agar hukum tetap bersifat tawqīfī. 
Oleh karena itu, wajar jika ia hanya membolehkan beramal dengan 
al-maşlaĥat al-mursalah dalam kondisi ďarūriyyah, selebihnya harus 
berdasarkan rujukan pada nas tertentu sebagaimana terlihat pada 
teori munāsib-nya.24 Sebagai contoh dapat dilihat pada paparan al-

21 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 175. 
22 Wahbah al-Zuhaylī, Naźariyyat al-Ďarūrat al-Syar‘iyyah; Muqāranah ma‘a 

al-Qānūn al-Waď‘ī (Beirut: Mū’assasah al-Risālah, 1985), hlm. 164. 
23 Paradigma adalah wacana atau discourses yang disepakati dalam 

mendiskusikan untuk membangun konsep keilmuan tertentu. Noeng Muhajir, Filsafat 
Ilmu; Kualitatif dan Kuantitatif untuk Pengembangan Ilmu dan Penelitian, edisi III 
revisi (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), hlm. 46. Persepsi terhadap anomali—artinya 
gejala yang untuk itu penyelidik belum dipersiapkan oleh paradigma—memainkan 
peran yang esensial dalam merintis jalan untuk memahami hal yang baru. Thomas 
S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Peran Paradigma dalam Revolusi 
Sains), terj. Tjun Surjaman (Bandung: Rosdakarya, cet. VI, 2008), hlm. 57. 

24 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 179. Al-Ghazzālī, Syifā’ al-Ghalīl; Bayān al-
Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta‘līl (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 
hlm. 79. Teori munāsib al-Ghazzālī dibangun dengan pendekatan epistemologi bayānī 
yang mengasumsikan maslahat ditentukan oleh al-Syāri‘ dalam teks nas (tawqīfī).
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Ghazzālī tentang kasus zindik yang bertobat, di mana ia menjadikan 
maslahat sebagai mukhaşşiş bagi Hadis. 

Zindik adalah orang yang secara lahiriah menampakkan imannya, 
tetapi menyembunyikan kekafiran dalam batinnya.25 Pertanyaannya, 
jika seorang zindik telah bertobat, apakah membunuhnya bernilai 
maslahat? Padahal Rasulullah melarang membunuh nonmuslim 
setelah mengucapkan syahadat sebagaimana Hadis berikut:26 

Abu Hurayrah berkata: “Manakala Rasulullah wafat dan Abu Bakar 
diangkat menjadi khalifah sebagian orang Arab menjadi kufur, Umar 
berkata: Wahai Abu Bakar, bagaimana orang-orang itu dibunuh 
sedangkan Rasulullah saw. telah bersabda: Aku diperintahkan untuk 
membunuh sampai mereka berkata la ilah illallah, barangsiapa yang 
mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga dariku harta dan jiwanya, 
kecuali berdasarkan haknya, sedangkan hisab atasnya terpulang 
kepada Allah.” (HR. Al-Bukhārī). 
Bagi al-Ghazzālī, kalimat syahadat menggugurkan hukum bunuh atas 
Yahudi dan Nasrani, sebab mengucap dua kalimat syahadat berarti 
itikad meninggalkan agama mereka. Berbeda halnya dengan zindik, 
sebab inti zindik adalah taqiyyah sehingga mengucap syahadat tidak 
bermakna sama dengan ucapan syahadat pada Yahudi dan Nasrani.27 
Lalu al-Ghazzālī memulangkan kasus ini pada hasil ijtihad terhadap 
realitas empirik secara kasuistik. 

Kasus zindik ini bisa saja tercakup dalam maqāşid pada peringkat 
ďarūriyyah, yaitu pemeliharaan agama. Maka terpenuhinya syarat 

25 Al-Tahānuwī, jld. I, hlm. 913. 
26 Al-Bukhārī, Şaĥīĥ al-Bukhārī (Beirut: Dār Tūq al-Nājah, 1422 H/2001 

M), jld. IX, hlm. 15. Kitāb Istitābat al-Murtaddīn wa al-Mu‘ānidīn wa Qitālihim, 
bāb qatl man abā qabūl al-farā’iď... 

27 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 176. 
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ďarūriyyah, qaţ‘iyyah dan kulliyyah pada kasus ini dianggap cukup 
untuk menjadikan kaidah umum sebagai bentuk kesaksian syarak. 
Kiranya sikap al-Ghazzālī memulangkan kasus ini pada hasil ijtihad, 
dikarenakan lewat ijtihad lah diketahui terpenuhinya tiga syarat, yaitu 
ďarūriyyah, qaţ‘iyyah dan kulliyyah. Jadi pada dasarnya al-Ghazzālī 
menjadikan kondisi darurat sebagai alasan kebolehan beramal 
dengan maslahat saat tidak ada khiţāb. Dari itu keberlakuan kullī 
atas juz’ī dibatasi pada tataran ďarūriyyah saja. 

Memerhatikan sikap al-Ghazzālī yang hanya memberlakukan kullī 
atas juz’ī pada al-ďarūriyyah, bisa dipahami bahwa ia melihat 
maqāşid al-Syāri‘ secara transenden (al-muta‘ālī).28 Dari itu, nilai 
maslahat sebagai maqāşid al-Syāri‘ berada di luar realitas empirik 
manusia yang imanen.29 Jadi al-Ghazzālī melihat ontologi maqāşid al-
Syāri‘ sebagai makna (al-ma‘nā/konsep) transenden yang dipahami 
berdasar Kitabullah, Sunah, dan ijmak, bukan realitas empirik.30 

Oleh karena itu, kami mengembalikan maslahat kepada pemeliharaan 
tujuan syarak, sedangkan tujuan syarak diketahui berdasar al-Kitāb, 
al-Sunnah dan al-ijmā‘. Maka setiap maslahat yang tidak kembali pada 
pemeliharaan maksud yang dipahami dari al-Kitāb, al-Sunnah dan al-
ijmā‘, dan merupakan bagian dari al-maşāliĥ al-gharībah yang tidak 
sesuai dengan kebiasaan praktik penetapan hukum syariat, maka ia 
adalah batal dan ditinggalkan. 
Kutipan di atas menunjukkan konsistensi al-Ghazzālī pada paradigma 
teosentrisme. Nyatanya pola ini sesuai dengan sikapnya terhadap 
nas partikular yang mengatur suatu perbuatan tertentu secara detil 
(tafşīlī). Dalam konteks al-qiyās, nas partikular ini dilihat al-Ghazzālī 
sebagai makna/konsep transenden yang dijadikan proposisi umum, 

28 Majma‘, al-Mu‘jam…, hlm. 169. Al-Muta‘ālī (A), Transcendant (F), 
Transcendent (E). 

29 Majma‘, al-Mu‘jam…, hlm. 153. Kamin (A), Immanent (F), Immanent 
(E). 

30 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 179. 
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lalu kias dilakukan berdasar ketercakupan furū‘ ke dalam proposisi 
umum secara dekomposisional.31 Dengan demikian, maqāşid al-
Syāri‘ bagi al-Ghazzālī terbagi dua, yaitu makna berupa universalia 
(al-qawā‘id al-kulliyyah) dan partikularia berupa ayat tertentu (aşl 
mu‘ayyan). Keduanya bersifat transenden sebagai maksud syariat. 

Melihat nilai maslahat sebagai makna/konsep transenden yang berupa 
maqāşid al-Syāri‘ tidak lepas dari soal epistemologi, sebab ia berada 
di luar pengalaman manusia.32 Dari itu maqāşid al-Syāri‘ hanya pasti 
pada tataran al-kulliyyāt al-khamsah, sebab disimpulkan berdasar 
induksi sempurna. Adapun nilai maslahat sebagai makna transenden 
pada nas partikular tidak bisa dinyatakan pasti karena sifat lafaz yang 
źannī al-dilālah. Namun al-Ghazzālī tetap berpegang pada makna 
dari nas partikular. Sebab bagi al-Ghazzālī, jika maslahat dinyatakan 
berdasar realitas semata, maka ia disebut al-maşlaĥat al-gharībah 
yang tidak bisa dijadikan dasar hukum syariat.33

Al-Maşlaĥat al-gharībah ini merupakan nilai maslahat atau manfaat 
yang dikonsepsikan manusia, dan tidak ada nas yang menjadi dasar 
makna (baik secara mu‘ayyan mau pun kulliyyan), lalu apakah nilai 
maslahat ini berarti konsep subjektif? Pandangan al-Ghazzālī pada 
masalah ini dapat dilihat dalam kitabnya Iĥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, bahwa 
manusia mencapai kebutuhan duniawinya dengan hawa nafsu yang 
berakibat timbulnya permusuhan di mana-mana. Ia menyatakan:34 

...jikalau mereka mencapai kebutuhan hidupnya dengan cara-cara 
yang adil, sungguh lenyaplah permusuhan dan para fukaha pun 

31 Perlu dicatat, bahwa nas partikular juga dijadikan proposisi umum. Bagi 
al-Ghazzālī, jika al-‘illah sebagai tempat bergantung hukum telah ditunjukkan oleh 
dalil, maka darinya tersusun proposisi umum yang berlaku seperti lafaz umum. 
Bahkan lebih kuat, karena keumuman lafaz masih memiliki kemungkinan takhşiş. 
Sedangkan manāţ al-ĥukm menghimpun semua sifat dan hal terkait lainnya yang 
tidak mungkin di-takhşiş. Al-Ghazzālī, Asās al-Qiyās (Riyad: Maktabah al-‘Ubaykān, 
1993), hlm. 43. 

32 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 91. 

33 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 179. 
34 Al-Ghazzālī, Iĥyā’ ‘Ulūm al-Dīn (Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, t.th.), 

jld. I, hlm. 34. 
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menganggur. Tetapi mereka mencapainya dengan syahwat, maka 
timbullah permusuhan...
Kutipan ini menunjukkan bahwa al-Ghazzālī menganggap negatif nilai 
maslahat atau manfaat yang dikonsepsikan manusia (al-maşlaĥat al-
gharībah). Oleh karena itu, hubungan nilai maslahat dengan hukum 
dibatasi sebagai hubungan antara sapaan Ilahi (khiţāb Allāh) dengan 
perbuatan mukallaf yang kadang berupa larangan, perintah, anjuran, 
atau pencegahan. Dari itu al-Ghazzālī menyimpulkan, bahwa suatu 
perbuatan dapat dikatakan baik jika diakui syarak melalui perintah 
melakukan, sebaliknya perbuatan buruk diketahui karena dicela dan 
dicegah melakukannya oleh al-Syāri‘.35 

Sikap al-Ghazzālī ini sesuai dengan konsepsinya tentang al-ĥusn wa 
al-qubĥ.36 Hal ini dapat dibaca dalam kitab al-Mustaşfā, di mana 
secara tegas ia menisbatkan hukum pada khiţāb al-syar‘, bukan pada 
sifat bagi perbuatan, bukan pada kebaikan, dan bukan pula pada 
keburukan. Ia menyatakan:37 

Hukum memiliki hakikat dalam dirinya sendiri dan dalam bagian-

35 Al-Ghazzālī, al-Mankhūl min Ta‘līqāt al-Uşūl (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 
hlm. 63. 

36 Menurut al-Ghazzālī, keburukan (al-qubĥ) adalah sesuatu yang tidak sesuai 
dengan maksud seseorang, sehingga kadang kala sesuatu yang dipandang buruk 
oleh seseorang justru baik bagi orang lain. Misalnya pembunuhan, ia dipandang 
buruk oleh keluarga orang yang terbunuh, sedangkan musuhnya menganggap ini 
baik. Jika disandarkan kepada Allah maka ini mustahil, sebab Allah tidak memiliki 
maksud dalam perbuatan-Nya, sehingga tidak dapat dibayangkan adanya keburukan 
pada-Nya. Sama seperti tak dapat dibayangkan adanya perbuatan zalim pada Allah, 
karena tidak dapat dibayangkan adanya penggunaan milik orang lain oleh Allah. 
Sebaliknya jika yang dimaksud dengan keburukan adalah sesuatu yang tidak sesuai 
dengan maksud orang lain, maka tidak boleh dikatakan bahwa keburukan itu 
mustahil pada Allah. Al-Ghazzālī, al-Iqtişād fī al-I‘tiqād (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1988), hlm. 104; Al-Ghazzālī, Iĥyā’…, jld. I, hlm. 173.

37 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 8.
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bagian. Bagi hukum ada hubungan dengan ĥākim yaitu al-Syāri‘, 
dengan maĥkūm ‘alayh yaitu mukallaf, dengan maĥkūm fīh yaitu 
perbuatan mukallaf, dengan yang melahirkan hukum yaitu sebab dan 
ilat. Maka dalam pembahasan hakikat hukum itu sendiri, jelaslah 
bahwasanya hukum adalah ibarat dari khiţāb al-syar‘, bukan sifat bagi 
perbuatan, bukan baik dan buruk, tidak ada jalan masuk bagi akal 
padanya, dan hukum tidak ada sebelum datangnya syariat. 
Pembatasan hukum pada khiţāb cukup realis, sebab ontologi hukum 
adalah penetapan boleh tidaknya melakukan sesuatu. Tetapi ketika 
pembatasan ini berpadu dengan cara pandang negatif terhadap nilai 
manfaat sebagai makna yang dikonsepsikan manusia (al-maşlaĥat 
al-gharībah), maka terjadilah dikotomi antara maqāşid al-Syāri‘ dan 
maqāşid al-khalq. Hal ini jelas karena maqāşid al-khalq dicurigai 
bersifat subjektif dan mengikuti hawa nafsu. Kiranya pandangan al-
Ghazzālī ini harus dikritisi kembali berdasar temuan ilmu psikologi, 
khususnya psikoanalisa. 

Sampai di sini sebuah pertanyaan perlu diajukan, dapatkah konsepsi 
dan pemahaman atas maslahat pada suatu kasus dilepas dari realitas? 
Tentu jawabnya tidak, nyatanya al-Ghazzālī menjadikan al-uşūl al-
khamsah sebagai dasar nilai bagi hukum setelah melakukan ijtihad 
taĥqīq al-manāţ. Ini membuktikan bahwa nilai maslahat sebagai 
makna/konsep pada nas partikular masih bisa di-takhşiş sehingga 
dapat dinyatakan tidak relevan dengan realitas yang dihadapi, 
lalu beralih pada al-kulliyyat al-khamsah. Dengan demikian nilai 
maslahat yang dikonsepsikan manusia tidak bisa dianggap negatif 
begitu saja. Di sini paradigma teosentrisme al-Ghazzālī perlu dikritisi, 
sebab realitas hanya dijadikan mukhaşşiş pada tataran ďarūriyyah, 
selebihnya dipulangkan kepada teks dan kias. 

Berdasar uraian di atas dapat dipahami bahwa al-Ghazzālī tidak 
menganggap sama ontologi maqāşid al-Syāri‘ dengan maqāşid al-
khalq. Setiap nilai maslahat yang memenuhi syarat ďarūriyyah, 
qaţ‘iyyah dan kulliyyah, dapat dinyatakan sebagai tujuan al-Syāri‘ 
(maqāşid al-Syāri‘), karena tercakup dalam kaidah darurat. Adapun 
al-maşlaĥat al-mursalah yang tidak memenuhi tiga syarat itu ditolak. 
Demikian pula al-maşlaĥat al-mursalah pada tataran al-ĥājiyyah dan 
al-taĥsīniyyah, tanpa syahādat al-syar tidak boleh diamalkan. 

Perspektif al-Ghazzālī yang memandang negatif maqāşid al-khalq 
mengesankan kekhawatiran akan terselubungnya subjektivitas dalam 
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apa yang dinyatakan sebagai nilai yang dituju al-Syāri‘ (maqāşid al-
Syāri‘). Penulis menduga, ini berkaitan erat dengan paradigma al-
Ghazzālī yang teosentris (linguistik-teologik), ia melihat maslahat dari 
perspektif syar‘ī dan khalqī berdasar teori rujū‘ ilā aşl mu‘ayyan.38

Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa ontologi maqāşid al-Syāri‘ 
bagi al-Ghazzālī adalah makna/konsep transenden yang disebut oleh 
uşūliyyūn sebagai rahasia syariat (asrār al-syarī‘ah).39 Adapun maqāşid 
al-khalq yang diidentifikasi dari pemikiran al-Ghazzālī dalam kitab-
kitabnya, dapat dinyatakan ontologinya berupa nilai maslahat atau 
manfaat yang dikonsepsikan oleh manusia secara subjektif, bahkan 
cenderung destruktif karena mengikuti hawa nafsu. 

Maqāşid al-Mukallaf Menurut al-Syāţibī 
Sebagaimana dinyatakan Khalid Masud, al-Syāţibī telah melakukan 
pembebasan hukum syariat (al-aĥkām al-syar‘iyyah) dari determinisme 
teologis.40 Menurut ‘Abd al-Ĥamīd al-‘Alamī, al-Syāţibī melakukannya 
karena meyakini; bahwa dari satu dalil naqliyyah hanya dapat 
dibangun proposisi yang źanniyyah pula. Maka setiap kesimpulan 
yang didasarkan pada proposisi źanniyyah, akan menghasilkan 
konklusi yang źanniyyah pula.41 Lalu ia merumuskan teori rujū‘ ilā 
uşūl al-syarī‘at al-kulliyah (kembali pada dasar-dasar umum syariat) 
sehingga memperoleh pijakan yang kuat (qaţ‘ī), ia menyatakan: 42 

38 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā..., hlm. 170. Ini merupakan asumsi yang lahir 
dari paradigma teosentrisme, sehingga muncul teori “rujū‘ ilā aşl mu‘ayyan,” 
bahwa maslahat dapat dinyatakan sebagai maqāşid al-syarī‘ah jika ada pengakuan 
syarak berdasar nas tertentu. Dari itu, maslahat diterima pada tingkat mū’aŝŝir 
dan mulā’im, karena bisa menghasilkan źann. Adapun al-munāsib al-mursal dan 
al-munāsib al-gharīb, hanya mengantar peneliti pada dugaan-dugaan yang tidak 
memiliki dasar untuk ditarjih, maka ia hanya merupakan wahm yang diduga 
sebagai maqāşid al-khalq. Itulah mengapa al-Ghazzālī menolak istiĥsān, sebab 
hanya berpijak kepada dugaan/wahm, dan ia hanya membolehkan beramal dengan 
al-maşlaĥat al-mursalah pada tataran ďarūriyyah. 

39 Ziyād Muĥammad Aĥmīdan, Maqāşid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Beirut: 
al-Risālah, 2004), hlm. 16. 

40 Muhammad Khalid Masud, Shātibī’s Philosophy of Islamic Law (Malaysia: 
Islamic Book Trust, 2000), hlm. 20. 

41 ‘Abd al-Ĥamīd al-‘Alamī, Manhaj al-Dars al-Dilālī ‘ind al-Imām al-Syāţibī 
(Maroko: al-Mamlakah al-Maghrībiyyah; Wizarat al-Awqāf wa Syu’ūn al-Islāmiyyah, 
2001), hlm. 249. 

42 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt fī Uşūl al-Syarī‘ah (Kairo: Maktabah al-
Tawfīqiyyah, t.th.), jld. I, hlm. 21. 
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Sesungguhnya uşūl al-fiqh dalam agama bersifat pasti, bukan zan, 
dalilnya adalah rujukan kepada universalia syariat, dan setiap yang 
seperti itu adalah pasti. 
Berdasarkan teori ini al-Syāţibī telah berhasil menunjukkan kesahihan 
al-maşlaĥat al-mursalah, ia menyatakan:43 

Di atas mukadimah ini terbina makna yang lain; bahwa setiap asal 
syariat yang tidak disaksikan oleh nas tertentu, sesuai dengan tasaruf 
syariat, dan maknanya diambil dari dalil syariat, maka ia sahih.  
Dengan demikian, al-Syāţibī telah memperluas cakupan nilai maslahat 
yang dituju al-Syāri‘ (maqāşid al-Syāri‘) sehingga menjangkau al-
maşlaĥat al-mursalah. Namun konsekuensinya, semua interpretasi 
atas nas partikular dianggap lemah karena berpotensi subjektif. 
Maka sebaran dugaan subjektivitas dalam pandangan al-Syāţibī lebih 
luas dari al-Ghazzālī, yaitu mencakup semua interpretasi atas nas 
yang tidak diverifikasi secara istiqrā’ ma‘nawī. Pada dasarnya apa 
yang dilakukan al-Syāţibī telah bergeser dari paradigma uşūl al-fiqh 
pendahulunya, dan menggiring pada paradigma antroposentrisme, di 
mana maqāşid al-syarī‘ah dilihat sebagai makna yang dikonsepsikan 
dari realitas kehidupan manusia, baik melalui nas maupun akal. 
Namun al-Syāţibī tetap bersikukuh dalam paradigma teosentrisme, 
seperti terlihat dalam definisinya tentang maslahat, yaitu:44 

Maslahat adalah sesuatu yang—secara umum—kembali pada 
penegakan hidup manusia, kesempurnaan kehidupannya, dan 
terpenuhinya kebutuhan hidup, baik yang bersifat biologis (al-
syahwaniyyah) mau pun intelektual, sehingga manusia mencapai 
kenikmatan hidup. 

43 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. I, hlm. 29. 
44 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 20. 
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Dalam kitab al-I‘tişām, ia juga menegaskan sebagai berikut:45 

Maslahat adalah sesuatu yang pemeliharaannya—dalam perspektif 
manusia—dipahami sebagai upaya mewujudkan kebaikan dan menolak 
kerusakan, di mana hal itu bukan dipahami berdasar akal semata. 
Ungkapan ini memperlihatkan pergeseran sudut pandang al-Syāţibī 
dari perspektif linguistik-teologik menjadi filosofik-antroposentrik. 
Lalu dikemas dalam bingkai nilai maslahat yang dituju syariat 
(maqāşid al-syarī‘ah).46 Ada pun hakikat tujuan manusia (maqāşid 
al-mukallaf) ia nyatakan harus sejalan dengan makna/konsep yang 
menjadi tujuan syariat (maqāşid al-syarī‘ah/maqāşid li al-Syāri‘).47 

Cara pandang al-Syāţibī terhadap nilai maslahat sebagai makna/
konsep sejalan dengan sikapnya yang moderat dalam konteks teologi.48 
Ia mengajak pada pembebasan uşūl al-fiqh dari topik ilmu kalam 
seperti masalah perintah terhadap sesuatu yang tidak ada (amr al-
ma‘dūm), tentang keharusan mengikuti syariat sebelumnya bagi Nabi 
saw., masalah taklīf pada hal-hal yang mubah, dan lain-lain.49 Bagi 
al-Syāţibī, hal-hal yang tidak bermanfaat terhadap fikih tidak perlu 
dimasukkan dalam pembahasan uşūl al-fiqh. Ia menyatakan:50 

45 Al-Syāţibī, al-I‘tişām (Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyyah, t.th.), jld. II, hlm. 
451.

46 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 3. Dalam abad ke delapan 
hijriyah, al-Syāţibī telah merumuskan kaidah-kaidah tasyrī‘iyyah dengan metode 
induksi (istiqrā’) dalam dua dimensi, yaitu maqāşid al-Syāri‘, dan maqāşid al-
mukallaf. Dimensi pertama disorot dari empat perspektif tujuan syarak: 1) yang 
paling utama, syariat bertujuan mewujudkan maslahat; 2) syariat bertujuan agar 
dipahami; 3) pensyariatan bertujuan untuk mengembankan (taklīf) tujuan syariat 
itu atas manusia; 4) pensyariatan bertujuan untuk memasukkan mukallaf di bawah 
keberlakuan hukum syariat. 

47 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 281.
48 Dalam kitab al-I‘tişām al-Syāţibī menjelaskan pendiriannya yang masih 

mengikuti sunah dan menunjukkan bidah yang dilakukan Muktazilah, Syi‘ah, 
Khawarij, dan lain-lain. Al-Syāţibī, al-I‘tişām, hlm. 150. 

49 ‘Abd al-Ĥamīd al-‘Alamī, Manhaj al-Dars al-Dilali…, hlm. 61.
50 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. I, hlm. 31.
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Setiap masalah yang dirumuskan dalam uşūl al-fiqh yang tidak menjadi 
dasar pembinaan cabang-cabang fikih, atau adab syariat atau tidak 
berguna untuk itu, maka memasukkannya sebagai subjek materi uşūl 
al-fiqh tidak berguna. 
Pendirian ini menjadi dasar bagi al-Syāţibī untuk memulai jilid dua 
kitabnya.51 Meski meninggalkan topik kalāmiyyah namun al-Syāţibī 
juga mendudukkan masalah yang berkaitan dengan nilai maslahat 
sebagai maqāşid—yaitu masalah al-ĥusn wa al-qubĥ—pada posisi yang 
dianggapnya proporsional. Dalam hal ini al-Syāţibī tidak sependapat 
dengan Muktazilah dan filosof yang mewajibkan berbuat baik bagi 
Allah. Al-Syāţibī keluar dari masalah ini dengan cara membedakan 
tujuan penciptaan dan penataan alam (al-qaşd al-khalqī al-takwīnī) 
dari tujuan pensyariatan (al-qaşd al-tasyrī‘ī). Ia menyatakan:52 

Maka jawabannya adalah; sesungguhnya pembicaraan filosof 
berada dalam ranah al-qaşd al-khalqī al-takwīnī, padahal kami 
tidak membicarakan itu. Sesungguhnya pembicaraan kami berada 
dalam ranah al-qaşd al-tasyrī‘ī, dan jelas perbedaan keduanya pada 
tempatnya dalam kitab perintah dan larangan. Dan dimaklumi, bahwa 
secara umum, syariat ditetapkan untuk tujuan maslahat makhluk (li 
maşāliĥ al-khalq). 
Meski telah menyatakan sikap yang berbeda dari filosof, tapi menurut 
Fahmī Muĥammad ‘Ulwān, al-Syāţibī meyakini sifat niscaya kausalitas 
dalam realitas empirik. Alasannya, karena salah satu syarat mematuhi 
perintah Allah adalah kemampuan berbuat (qudrah).53 Sementara itu 
al-Syāţibī sendiri menyatakan; bahwa ia bersikap pertengahan dalam 
hal kausalitas, yaitu berpegang pada keberlakuan kausalitas berdasar 
kebiasaan.54 

51 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 4. Bab dua kitabnya khusus 
membahas teori maqāşid.

52 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 24. 
53 Fahmī Muĥammad ‘Ulwān, al-Qiyam al-Ďarūriyyah wa Maqāşid al-Tasyrī‘ 

al-Islāmī (Kairo: al-Hay’ah al-Mişriyyah: 1989), hlm. 40.
54 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. I, hlm. 181. 
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Kiranya penilaian ‘Ulwān ada benarnya, sebab al-Syāţibī menyatakan, 
bahwa al-asbāb disyariatkan karena musabbab-nya, yaitu maslahat 
yang hendak diwujudkan, atau mafsadat yang hendak ditolak. Ia 
menyatakan sebagai berikut:55 

Dari sudut pandang sebab-sebab syar‘iyyah bagi akibat, sebab-sebab 
itu disyariatkan untuk menghasilkan akibatnya, yaitu maslahat yang 
hendak diwujudkan atau mafsadat yang hendak dihindarkan. 
Pernyataan di atas terkesan inkonsisten, sebab ada pula pernyataan 
al-Syāţibī yang menunjukkan ia tidak secara mutlak berpegang pada 
keniscayaan kausalitas. Misalnya saat melihat hubungan sebab-akibat 
yang dibaginya dalam dua klasifikasi:56

Pertama, sebab yang disyariatkan untuk akibat tertentu, ada kalanya 
sebab itu dimaksudkan sejak awal (bi qaşd al-awwal), yaitu sebab yang 
berkaitan dengan al-maqāşid al-aşliyyah atau al-maqāşid al-awwal 
pula. Adakala pula sebab itu dimaksudkan sebagai tujuan kedua (al-
qaşd al-ŝānī), yaitu berkaitan dengan al-maqāşid al-tābi‘ah... Kedua, 
sesuatu yang selain itu, yaitu sebab yang diketahui atau diduga tidak 
disyariatkan untuk akibat tertentu, atau tidak diketahui atau tidak 
diduga bahwa sebab itu disyariatkan bagi akibat tertentu atau tidak 
disyariatkan baginya.
Kedua kategori al-sabab dalam pernyataan al-Syāţibī di atas dapat 
dinyatakan kontradiksi. Karena di satu sisi ia menjadikan keniscayaan 
hubungan kausal antara fenomena dengan maslahat sebagai indikator 
maqāşid al-Syāri‘. Tetapi pada kesempatan lain ia menyatakan bahwa 
maslahat yang mu‘tabar hanya maslahat yang bermanfaat untuk 

55 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. I, hlm. 197. 
56 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. I, hlm. 197. 
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akhirat, bukan hawa nafsu (al-syahwaniyyah). Ia menyatakan:57 

Bersama itu, maka yang muktabar hanyalah perkara besar, yaitu sisi 
maslahat yang merupakan tiang agama dan dunia, bukan dari sisi 
hawa nafsu—sehingga orang-orang berakal menjadi sepakat atas jenis 
ini secara umum, walau mereka belum mendapatkan detilnya sebelum 
pensyariatan apa yang disyariatkan. 
Sekilas pernyataan ini menganulir keniscayaan hubungan kausal 
di atas sehingga pendiriannya sama dengan al-Ghazzālī, di mana 
maqāşid al-Syāri‘ dan maqāşid al-khalq memiliki perbedaan ontologi. 
Namun kesan ini hanya sepintas, sebab nyatanya al-Syāţibī memiliki 
pendirian tersendiri yang spesifik. 

Saat mengkritisi pendirian Asyā‘irah dan Muktazilah, al-Syāţibī 
menunjukkan bahwa nilai maslahat yang muktabar dapat dibedakan 
dari yang tidak muktabar dengan cara induksi tematik (istiqrā’ 
ma‘nawī). Hal ini disimpulkan berdasar apa yang bisa dicerap oleh 
akal sehat dari realitas yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, 
bagi al-Syāţibī perbedaan pendapat Asyā‘irah dan Muktazilah tidak 
meruntuhkan tesisnya, bahwa maslahat itu muktabar secara syar‘ī 
dan bersifat terukur dalam dirinya sendiri. Ia menyatakan:58 

Perbedaan pendapat mereka dalam hal ini tidak menimbulkan masalah 
pada keberadaan maslahat yang muktabar secara syarak dan terukur 
dalam dirinya sendiri. 
Diskusi yang dikutip di atas menjadi indikator moderatisme al-
Syāţibī, bahwa ia membatasi keniscayaan prinsip kausalitas dalam 
ranah tasyrī‘ saja, yaitu realitas dalam batas pengalaman manusia. 
Pendirian al-Syāţibī ini memperluas cakupan maslahat, sehingga 
maslahat yang dipandang mursal oleh al-Ghazzālī menjadi muktabar 
dengan teori rujū‘ ilā uşūl al-syarī‘ah. Maka setiap fenomena yang 

57 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 32. 
58 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 37. 
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dominan maslahatnya dapat dinyatakan tercakup dalam maqāşid al-
syarī‘ah (maqāşid al-Syāri‘). Ia menyatakan:59 

Jika demikian, maka maslahat dan mafsadat yang kembali kepada 
duniawi dipahami berdasar kandungan yang dominan. Apabila sisi 
maslahat lebih dominan, maka ia adalah maslahat yang dipahami 
secara ‘urf. Dan apabila yang dominan adalah sisi yang lain, maka 
itu adalah mafsadat yang dipahami secara ‘urf. Oleh karena itu, 
maka perbuatan memiliki dua sisi yang disandarkan kepada sisi yang 
dominan (rajih), maka jika sisi yang rajih adalah maslahat, maka itu lah 
yang dituntut oleh syarak dan dikatakan sebagai maslahat. 
Pendapat al-Syāţibī ini senada dengan pandangan Ibn ‘Abd al-Salām 
dalam konteks pertentangan maslahat dan mafsadat (ta‘āruď).60 
Adapun lawan dari sisi dominan dianggap tidak ada karena terikat 
dengan ruang dan waktu. Menurut al-Syāţibī, maslahat di suatu 
waktu bisa menjadi mafsadat di waktu lain, demikian pula mafsadat 
di suatu daerah bisa jadi maslahat di daerah lain.61 

Pemikiran al-Syāţibī ini menunjukkan ia membicarakan maqāşid dalam 
konteks realitas empirik. Di sini ia menggunakan istilah al-qaşd al-tasyrī‘ī, 
qaşd al-Syāri‘ dan maqşūd al-Syāri‘ dalam arti nilai maslahat yang dituju 
syariat (final cause/al-‘illat al-ghā’iyyah/al-‘illat al-fā‘iliyyah). Tapi nilai 
maslahat yang dituju syariat ini tidak dibedakannya dari nilai maslahat 
yang dituju manusia (maqāşid al-mukallaf) seperti yang dilakukan oleh 
al-Ghazzālī.62 Penulis berasumsi, bahwa al-Syāţibī menyamakan ontologi 

59 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 21. Dari sisi keterwujudan dalam 
realitas, suatu perbuatan dapat dinyatakan maslahat atau mafsadat sesuai hal yang 
dominan berdasar kebiasaan (‘urf). 

60 Ibn ‘Abd al-Salām, Qawā‘id al-Aĥkām…, jld. I, hlm. 43. 
61 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 33. 
62 Al-Ghazzālī membedakannya dengan cara menetapkan syarat yang ketat, 

yaitu syarat ďarūrah, qaţ‘iyyah, dan kulliyah untuk beramal dengan maslahat yang 
peringkatnya berada pada tataran ďarūrah. Adapun untuk maslahat pada tataran 
ĥājī dan taĥsīnī, disyaratkan adanya syahādat al-syara‘. Jika syarat ini terpenuhi, 
maka suatu maslahat dapat dinyatakan sebagai maqāşid al-Syāri‘. 
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maqāşid al-Syāri‘ dengan maqāşid al-mukallaf, yaitu nilai maslahat yang 
dikonsepsikan manusia, al-Ghazzālī menyebutnya maqāşid al-khalq. 

Jika dibandingkan, maqāşid al-Syāri yang bagi al-Ghazzālī berupa 
nilai transenden, bagi al-Syāţibī justru imanen karena berupa nilai 
maslahat dalam realitas itu sendiri. Maslahat itu pun di satu sisi dili-
hat dari keterwujudannya, dan di sisi lain dilihat dari sisi keterhubu-
ngannya dengan khiţāb al-syar‘ī. Ia menyatakan sebagai berikut:63 

Maslahat yang ditetapkan dalam dunia ini dilihat dari dua sisi: pertama 
dari sisi kerterwujudannya dalam realitas empirik, kedua dari sisi 
keterkaitannya dengan khiţāb al-syar‘ī. 
Kutipan di atas menunjukkan sikap al-Syāţibī, bahwa nilai maslahat yang 
muktabar secara syarak ialah nilai maslahat yang murni (al-khālişah), 
tidak bercampur dengan nilai mafsadat baik sedikit mau pun banyak.64 
Dengan kata lain, maslahat yang tercakup dalam khiţāb al-syar‘ī adalah 
maslahat yang murni, dan merupakan nilai maslahat yang dituju syariat 
dan manusia. Lalu bagaimana nilai maslahat murni dapat diketahui? 

Pertanyaan ini tidak mudah diselesaikan, terutama dari sisi ke-
terhubungannya dengan khiţāb al-syar‘ī. Jika sisi keterwujudannya 
dalam realitas dapat tuntas dengan penemuan hal yang dominan 
antara maslahat dan mafsadat, lalu apakah ini indikator nilai maslahat 
yang dituju al-Syāri‘ (maqāşid al-syarī‘ah)? Al-Syāţibī menyatakan 
iya, dan maksudnya dengan sisi dominan adalah berdasar apa yang 
berlaku dalam kebiasaan manusia (fi al-i‘tiyād al-kasb). 

Jawaban seperti ini tidak lepas dari masalah. Masalah pertama; 
memberlakukan maslahat secara mutlak berarti menafikan keber-
adaan hukum mubah. Padahal al-Syāţibī sendiri menyatakan tidak 
ada tuntutan (ţalb) pada perbuatan mubah, baik tuntutan untuk 
mengerjakan atau meninggalkan. Ia menyatakan sebagai berikut:65 

63 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 20. 
64 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 22. 
65 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. I, hlm. 83. 
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Perbuatan mubah dari sisi kebolehan tidak mengandung tuntutan 
untuk dilakukan, dan tidak mengandung tuntutan untuk ditinggalkan.
Masalah kedua, keberlakuan suatu hukum selalu berkaitan dengan 
kasus tertentu secara partikular, lalu bagaimana sesuatu yang sifatnya 
general atau umum dapat dipastikan berlaku pada suatu kasus 
partikular yang khusus? 

Untuk masalah yang pertama, al-Syāţibī menyatakan tidak mem-
berlakukan maslahat secara mutlak, tapi terbatas pada maslahat 
duniawi yang bermanfaat bagi akhirat saja.66 Kiranya jawaban ini 
mengandung kontradiksi, sebab mengandaikan adanya nilai maslahat 
yang dituju manusia (mukallaf) tapi tidak kembali manfaatnya pada 
kehidupan akhirat. Ia menyatakan sebagai berikut:67 

Kami mengatakan: bahwa ini tidak konsisten pada semua maslahat, 
karena sesungguhnya maslahat, sebagaimana sah dinyatakan sebagai 
hal yang diizinkan, maka sah pula dinyatakan sebagai hal yang 
diperintahkan. 
Pernyataan ini mengandung kontradiksi, sebab secara eksplisit al-
Syāţibī telah mewacanakan maqāşid al-mukallaf, maka dengan 
memberlakukan maslahat secara general (kullī), semua perbuatan 
mubah menjadi mandūb atau wajib.68 Artinya, dengan menjadikan nilai 
maslahat sebagai tujuan mukallaf, maka semua perbuatan manusia 
menjadi sejalan dengan maqāşid al-Syāri‘, termasuk mafsadat yang 
dilakukan manusia untuk mencapai maslahat. Tetapi al-Syāţibī juga 
menyatakan bahwa manusia tidak dituntut mengarahkan tujuannya 
pada akibat yang dikehendaki oleh al-Syāri‘.69 Kiranya kontradiksi 
dalam ungkapan al-Syāţibī ini menjadi argumen untuk membedakan 
ontologi maqāşid al-syarī‘ah (maqāşid li al-Syāri‘) dari maqāşid al-
mukallaf, sebab jika tidak, kategori hukum mubah tidak eksis. 

Adapun untuk masalah yang kedua, al-Syāţibī menyatakan bahwa 
suatu al-sabab disyariatkan terhadap fenomena tertentu yang diketahui 

66 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 34. 
67 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 23. 
68 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. I, hlm. 100. 
69 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. I, hlm. 154. 
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secara jelas, bukan disyariatkan terbuka secara umum (itlāq).70 Lalu 
bagaimana maslahat pada kasus tertentu bisa berlaku sebagai taklīf 
tanpa khiţāb? Dari perspektif taklīf bagi mukallaf—saat membahas 
tentang pemeliharaan al-qawā‘id al-kulliyyah—ia menyatakan bahwa 
maqşūd al-Syāri‘ tertuju pada kasus-kasus partikular. Menurut al-
Syāţibī, sesuatu yang umum (kullī) tidak bisa dimaksudkan sebagai 
taklīf, sebab ia bersifat general dan hanya terwujud dalam kasus 
partikular, maka esensi maqāşid ditujukan kepada kasus partikular.71 

Ini bertentangan dengan pernyataan al-Syāţibī tentang al-asbāb yang 
harus ditunda sebagai maqşūd al-Syāri‘:72 

Maka apabila ini telah ditetapkan dan jelas akibat tidak diketahui: 
apakah ia bagian dari maksud al-Syāri‘ berdasar penyebaban yang 
disyariatkan atau bukan? Wajiblah menunda sampai diketahui hukum 
padanya. Berdasar kaidah ini, jelaslah apa yang merupakan maksud 
syarak dari sebab-akibat, dan apa yang tidak disyariatkan, dan itu 
disebutkan dalam kitab al-maqāşid. 
Dari kutipan ini jelas bahwa ketiadaan khiţāb tidak bisa dianggap 
selesai dengan keberlakuan kullī atas juz’ī secara general.73 Maka 
dapat disimpulkan bahwa sikap al-Syāţibī yang tidak membedakan 
maqāşid al-mukallaf dari maqāşid al-Syāri‘ menimbulkan kontradiksi. 
Kiranya hal ini menjadi alasan bagi al-Khādimī untuk menggunakan 
istilah al-maqāşid al-syar‘iyyah, karena tidak semua maslahat bisa 
dinyatakan sebagai maqāşid li al-Syāri‘. Ini menjadi penguat untuk 
melakukan pembedaan ontologi maqāşid al-mukallaf dari maqāşid 
al-Syāri‘. Sebab dominannya sisi maslahat pada suatu kasus tidak 
serta-merta dapat dinyatakan sebagai indikator maqāşid al-Syāri‘.74 

70 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. I, hlm. 209. 
71 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 51.
72 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. I, hlm. 210. 
73 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld II, hlm. 51. 
74 Al-Khādimī, ‘Ilm al-Maqāşid..., hlm. 22. 
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Memerhatikan uraian di atas, penulis menduga permasalahan ini 
bersumber dari paradigma teosentris (linguistik-teologik) yang 
tidak bisa ditinggalkan, baik oleh al-Ghazzālī mau pun al-Syāţibī. 
Akibatnya, kaidah bahwa syariat bertujuan mewujudkan maslahat 
justru mengandung kontradiksi, sebab metodologi yang digunakan 
oleh keduanya mempertentangkan maqāşid al-syarī‘ah (maqāşid li 
al-Syāri‘) dengan maqāşid al-mukallaf/maqāşid al-khalq. Seperti 
ucapan Derrida dalam kutipan Sumaryono, “Jika terdapat dua hal 
yang berpasangan, maka yang satu akan menguasai yang lain.”75 

Maqāşid li al-Nās Menurut Ibn ‘Āsyūr 
Uşūliyyūn masa kini seperti Ibn Zaghībah, al-Raysūnī, al-Yūbī, 
dan al-Khādimī cenderung menyatukan al-maqāşid al-‘āmmah 
dan al-maqāşid al-khāşşah dalam satu definisi. Ini merupakan 
kecenderungan menyamakan ontologi maqāşid al-Syāri‘ dengan 
maqāşid al-khalq, lalu menyatukannya di bawah terminologi maqāşid 
al-syarī‘ah. Penulis menduga kecenderungan ini muncul karena 
mengikuti teori yang dikemukakan oleh al-Syāţibī. 

Berbeda dari tokoh yang namanya disebutkan di atas, al-Syaykh 
Muĥammad al-Ţāhir ibn ‘Āsyūr justru membedakan kategorisasi 
maqāşid menjadi al-maqāşid al-‘āmmah dan al-maqāşid al-khāşşah. 
Bagi Ibn ‘Āsyūr, maqāşid al-syarī‘ah hanya bisa dipastikan dalam 
al-maqāşid al-‘āmmah. Ada pun maqāşid al-syar‘iyyat al-khāşşah 
didefinisikannya sebagai cara-cara yang dimaksudkan al-Syāri‘ dalam 
memastikan tujuan manusia yang bermanfaat dalam muamalah, atau 
untuk memelihara kemaslahatan umum manusia dalam aktivitas 
mereka yang khusus.76 Terlihat Ibn ‘Āsyūr memakai kata al-maqāşid 
al-syar‘iyyah, ini indikator bahwa—bagi Ibn ‘Āsyūr—maqāsid al-
khāşşah tidak sama dengan maqāşid al-‘āmmah, dan tidak dapat 
sepenuhnya dinyatakan sebagai maqāşid li al-Syāri‘. 

Ibn ‘Āsyūr melihat maqāşid al-syar‘iyyat al-khāşşah dalam konteks 
realitas, dan membahasnya dalam dimensi tujuan (maqāşid) dan sarana 
(wasā’il). Dalam dimensi ini, di satu sisi objek bahasan maqāşid tertuju 
pada perbuatan (al-a‘māl wa al-taşarrufāt), dan di sisi lain tertuju pada 

75 Sumaryono, Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 
1999), hlm. 120. 

76 Muĥammad al-Ţāhir ibn ‘Āsyūr, Maqāşid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: 
Dār al-Salām, 2005), hlm. 142. 
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motivasi. Dari itu, ontologi maqāşid al-syar‘iyyat al-khāşşah dipecahnya 
kepada maqāşid li al-Syāri‘ dan maqāşid li al-nās.77 

Al-Maqāşid adalah perbuatan dan tindakan yang dimaksudkan pada 
dirinya sendiri, dan ia adalah sesuatu yang diingini oleh jiwa untuk 
diwujudkan dengan berbagai cara atau menempuhnya dimaksudkan 
sebagai bentuk kepatuhan. Maqāşid itu terbagi dua, yaitu maqāşid li 
al-Syāri‘ dan maqāşid li al-nās. 
Uraian ini menjadi indikator yang menunjukkan adanya pembedaan 
ontologi maqāşid al-Syāri‘ dan maqāşid al-khalq yang oleh Ibn 
‘Āsyūr disebut sebagai maqāşid li al-nās. Namun pembahasan teori 
maqāşid dilakukan Ibn ‘Āsyūr dalam perspektif maqāşid al-syarī‘ah 
sehingga pembedaan ini tidak terlihat secara eksplisit.  

Pemikiran Ibn ‘Āsyūr ini merupakan cara pandang tersendiri atas 
apa yang disebut al-Ghazzālī sebagai maqāşid al-khalq, sebab ia 
memasukkan maqāşid li al-nās sebagai bagian maqāşid al-syar‘iyyat 
al-khāşşah. Bagi Ibn ‘Āsyūr, al-maqāşid al-khāşşah didedikasikan 
sebagai sarana (wasā’il) untuk mewujudkan maqāşid al-syari‘at 
al-‘āmmah. Jadi maqāşid li al-nās juga dipandang sebagai bagian 
dari wasā’il untuk mewujudkan al-maqāşid al-‘āmmah sehingga 
tidak melulu dipandang subjektif dan negatif. Bahkan penemuannya 
sendiri dituntun oleh syariat lewat maqāşid al-khāşşah. 

Menurut Louay Safi, perspektif ini sudah muncul sejak masa imam 
mujtahid, namun landasan epistemologisnya baru muncul secara 
eksplisit di masa al-Syāţibī.78 Apa yang dikatakan Safi ada benarnya, 
sebab al-Syāţibī telah sampai pada perumusan kategorisasi maqāşid 
menjadi maqāşid al-aşliyyah, dan maqāşid al-tābi‘ah,79 tapi kategori 

77 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 142. 
78 Louay Safi, The Foundation of Knowledge; A Comparative Study in Islamic 

and Western Methods of Inquiry (Malaysia: International Islamic University Press, 
1996), hlm. 91.

79 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 150. 
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ini tidak dimaksudkan sebagai pembedaan ontologi maqāşid li al-
Syāri‘ dan maqāşid li al-nās. Maka rumusan ini dipetakan kembali 
oleh Ibn ‘Āsyūr menjadi maqāşid al-syarī‘at al-‘āmmah, dan maqāşid 
al-syarī‘at al-khāşşah. Ia mendefinisikan sebagai berikut:80 

Maqāşid al-syari‘at al-‘āmmah adalah al-ma‘ānī dan al-ĥikmah yang 
menjadi perhatian al-Syāri‘ pada semua pensyariatan, atau pada 
kebanyakan pensyariatan, di mana keberadaan al-ĥikmah itu tidak 
hanya berlaku pada satu jenis hukum syariat tertentu secara khusus.
Adapun maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah didefinisikannya sebagai 
berikut:81 

Maqāşid al-syar‘iyyat al-khāşşah adalah cara-cara yang dimaksudkan 
oleh al-Syāri‘ dalam memastikan tujuan manusia yang bermanfaat, 
atau untuk memelihara kemaslahatan umum manusia dalam aktivitas 
mereka yang khusus.
Oleh Ibn ‘Āsyūr, rumusan ini didedikasikan untuk menjawab status 
hukum pada kasus baru.82 Selain itu, rumusan ini menjadi alat veri-
fikasi bagi mujtahid dalam semua bentuk peristinbatan yang mereka 
lakukan, yaitu: 1) memahami teks nas; 2) mengkaji pertentangan 
dalil; 3) melakukan kias; 4) menjawab permasalahan yang belum 
ada ketentuan dari nas yang tidak bisa dikias; 5) menetapkan sifat 
ta‘abbud pada suatu hukum.83 Oleh karena itu Ibn ‘Āsyūr menyim-
pulkan seorang mujtahid membutuhkan penguasaan ilmu maqāşid. 

Dari tujuan yang dikemukakan Ibn ‘Āsyūr terpahami bahwa ontologi 
maqāşid al-syarī‘ah dilihatnya sebagai makna/konsep transenden 
yang dirujuk saat interpretasi atas nas dilakukan. Demikian pula 
manakala menjawab permasalahan baru, maqāşid al-syarī‘ah 

80 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 49. 
81 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 142. 
82 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 81.
83 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 13. 
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dijadikan sumber nilai transenden yang berupa makna, konsep atau 
kaidah umum syariat. Saat berbicara dalam konteks nilai ilāhiyyah 
ini, Ibn ‘Āsyūr menggunakan kata maqāşid al-tasyrī‘ al-‘āmmah. 
Ini diartikan sebagai al-ma‘nā dan al-ĥikmah (final cause), berupa 
konsep yang diperhatikan al-Syāri‘ dalam semua pensyariatan.84 

Sebaliknya pada saat membicarakan sifat-sifat tertentu sebagai ukuran 
al-maqāşid al-syar‘iyyah, Ibn ‘Āsyūr menggunakan kata maqāşid al-
syarī‘ah. Dari itu dapat disimpulkan, maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah 
terdiri dari kausa finalis (hikmah) dan perbuatan, atau realitas tertentu. 
Dari itu Ibn ‘Āsyūr menggunakan kata al-maqāşid al-syar‘iyyah dalam 
arti yang mencakup maqāşid li al-Syāri‘ dan maqāşid li al-nās. 

Sampai di sini terlihat kata al-maqāşid al-syar‘iyyah lebih tepat jika 
digunakan mewakili teori maqāşid, sebab mencakup maqāşid li al-
Syāri‘ dan maqāşid li al-nās. Sementara maqāşid li al-Syāri‘ terdiri 
dari al-maqāşid al-‘āmmah dan al-maqāşid al-khāşşah. Pembahasan 
tentang maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah merupakan pembicaraan 
maqāşid dalam konteks realitas kehidupan manusia secara kasuistik, 
jadi berdampingan dengan maqāşid li al-nās. Sementara maqāşid al-
syarī‘at al-‘āmmah dibicarakan sebagai makna transenden semata, 
namun juga harus bisa dipahami dalam konteks realitas. Dari itu Ibn 
‘Āsyūr membagi al-maqāşid al-syar‘iyyah menjadi maqāşid dalam 
arti hakiki (ma‘ānin haqīqiyyatin), dan maqāşid yang diperoleh 
berdasar pemahaman atas kebiasaan umum (ma‘ānin ‘urfiyyatin 
‘āmmatin). Ia juga menyatakan keharusan terpenuhinya syarat-syarat 
berikut, agar nilai maslahat sah dinyatakan sebagai tujuan syariat:85 

Al-Maqāşid al-syar‘iyyah ada dua macam, yaitu makna yang hakiki dan 
makna ‘urfī yang umum, dan disyaratkan pada semuanya agar bersifat 
tetap, jelas, terukur dan konsisten.  
Al-Maqāşid al-syar‘iyyah dalam arti hakiki adalah sesuatu yang me-
miliki hakikat dalam dirinya sendiri. Ia berupa makna abstrak yang 
keberadaannya mengikuti wujud yang lain. Sama dengan konsep 
nisbi yang ada karena disandarkan kepada yang lain seperti waktu, 

84 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 49. 
85 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 49. 
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tempat, dan hubungan bapak-anak. Bagi Ibn ‘Āsyūr, maqāşid dalam 
arti hakiki merupakan konsep abstrak yang dapat ditangkap akal sehat 
tentang kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan maslahat. Artinya, 
berdasar dirinya sendiri diketahui dapat menghasilkan manfaat atau 
menolak mudarat, bukan bersandar pada adat atau qanun tertentu. 
Misalnya pengetahuan bahwa adil bermanfaat, membahayakan jiwa 
membawa mudarat, menindak orang zalim berarti memberi manfaat 
bagi masyarakat.86 Di sini terlihat maqāşid al-syar‘iyyah merupakan 
konsep transenden yang membutuhkan ijtihad taĥqīq al-manāţ.
Adapun maqāşid dalam arti pemahaman berdasar kebiasaan umum 
(ma‘ānin ‘urfiyyatin ‘āmmatin), merupakan makna/konsep yang 
nilai maslahatnya—bagi umum—diukur berdasar pandangan umum. 
Contohnya pemahaman bahwa kebaikan (al-iĥsān) adalah sesuatu 
yang harus diamalkan oleh umat, atau seperti pemahaman bahwa 
sanksi kriminal dapat memberi efek jera sehingga pelaku tidak akan 
mengulangi perbuatannya, dan orang lain juga akan tercegah dari 
melakukan tindak kriminal serupa. Contoh lain, pemahaman umum 
bahwa kotoran menuntut dilakukannya penyucian.87 Ini merupakan 
makna atau konsep yang dikonstruk secara imanen. 
Menurut Bin Zaghībah, Ibn ‘Āsyūr adalah orang pertama yang 
memberi batasan (ďawābiţ) maqāşid seperti ini, dan menetapkan 
syarat-syaratnya. Ia menempatkan pembahasan ini pada bagian awal 
kitabnya, karena syarat-syarat ini dipandangnya sama berlaku untuk 
al-maqāşid al-‘āmmah dan al-maqāşid al-khāşşah.88 Secara detil Ibn 
‘Āsyūr menguraikannya sebagai berikut:89 

1.	Bersifat pasti (al-ŝubut), yaitu suatu tujuan syariat (maqāşid/al-
ma‘nā) harus diyakini benar, atau diyakini dengan keyakinan 
yang mendekati pasti. 

2.	 Bersifat jelas (al-źuhur), yaitu al-ma‘nā harus jelas (al-ittiďah), 
indikatornya; tidak terjadi perbedaan di kalangan fukaha dalam 
menentukan al-ma‘nā itu, dan tidak ada kemiripan (tasyābuh) 
dengan hal lain yang menimbulkan keraguan bagi kebanyakan 
mereka. Misalnya pemeliharaan keturunan yang merupakan 
tujuan dari pensyariatan nikah, ini merupakan al-ma‘nā yang 

86 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 49.
87 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 50.
88 Bin Zaghībah, al-Maqāşid al-‘Āmmah…, hlm. 87. 
89 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 50.
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jelas, pemeliharaannya tidak bercampur dengan hal lain seperti 
yang diakibatkan oleh paham pergaulan bebas.  

3.	 Bersifat terukur (al-inďibāţ), yaitu al-ma‘nā harus memiliki 
batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh 
diabaikan. Artinya, ada kadar tertentu yang menjadi indikator 
bahwa ia masih dalam batas tujuan syariat, dan kadar itu tidak 
diragukan. Contohnya pemeliharaan akal sampai kadar tertentu 
yang disepakati ahli pikir sebagai batas-batas keterpeliharaan 
akal. Tujuan syariat diketahui sampai batas disyariatkannya 
ta‘zīr ketika seseorang minum sampai mabuk. 

4.	 Bersifat konsisten (al-iţţirad), yaitu al-ma‘nā tidak boleh 
berbeda akibat perbedaan kondisi suatu daerah (al-aqţār), 
komunitas sosial (al-qabā’il), dan kota (al-a‘şār). Contohnya 
atribut Islam (sifat keislaman), atau kadar nafkah yang sesuai 
dalam memastikan tujuan syariat pada pergaulan suami 
isteri (kafā’ah) yang disyariatkan dalam nikah (sebagaimana 
pendapat Mālik dan kebanyakan fukaha). 

Selanjutnya dalam realitas, pada tataran maqāşid al-syarī‘at al-
khāşşah secara kasuistik, Ibn ‘Āsyūr melihat tidak semua al-ma‘nā 
memiliki empat syarat yang telah diidentifikasinya. Ada kasus di mana 
seorang mujtahid mengalami keraguan atas keadaan suatu al-ma‘nā, 
apakah ia maslahat, atau malah mengandung mafsadat. Dalam kasus 
seperti ini, objek yang diteliti kekurangan syarat, yaitu tidak konsisten 
(ghayr muţţarid), maka ia tidak patut dinyatakan sebagai maqāşid 
al-syarī‘ah secara mutlak, dan juga tidak bisa ditolak begitu saja. 
Bagi Ibn ‘Āsyūr, dalam kondisi ini, maqāşid al-syarī‘ah terpulang 
kepada telaah ulama dan pemerintah yang mengemban amanah 
kemaslahatan umat. Misalnya perang dan latihan militer, keduanya 
menjadi mudarat jika dimaksudkan untuk merusak persatuan umat, 
namun ia juga bermanfaat untuk menjaga kedaulatan negara, dan 
menghadapi serangan musuh.90 

Uraian di atas cukup jelas memberikan batasan bagi maqāşid al-
Syāri‘, termasuk dalam konteks maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah 
sehingga ontologinya dapat dibedakan dari maqāşid li al-nās, yaitu 
makna sebagai konsep transenden dan makna sebagai konsep imanen. 
Hanya saja Ibn ‘Āsyūr masih membicarakan teori maqāşid dalam 
perspektif maqāsid al-syarī‘ah saja, bukan perspektif syar‘ī-khalqī. 

90 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 50.
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Dari itu Ibn ‘Āsyūr melihat sebagian maqāşid al-syarī‘ah mencapai 
taraf pasti (maqāşid al-syarī‘at al-qaţ‘iyyah), sebagiannya hanya 
bersifat probabilitas yang mencapai taraf źannī (maqāşid al-syarī‘at 
al-źanniyyah), dan sebagian hanya berupa waham. Bagi Ibn ‘Āsyūr, 
tujuan syariat yang mencapai taraf pasti hanya bisa ditemukan lewat 
induksi sempurna (al-istiqrā’ al-tāmm). Artinya, induksi terhadap 
nas dilakukan sampai tidak ada lagi keraguan, baik yang disebabkan 
oleh metafora (majāz), atau keraguan yang diakibatkan oleh faktor 
dari ungkapan yang bombastis (mubālaghah).91 
Sampai di sini dapat ditarik simpulan, bahwa pendirian Ibn ‘Āsyūr tidak 
sama dengan al-Syāţibī, sebab ia membedakan ontologi maqāşid li al-
Syāri‘ dengan maqāşid li al-nās, sedangkan al-Syāţibī menyamakan 
keduanya. Sikap Ibn ‘Āsyūr lebih serupa dengan al-Ghazzālī yang 
membedakan ontologi maqāşid al-Syāri‘ dan maqāşid al-khalq, tetapi 
bedanya al-Ghazzālī memandang negatif maqāşid al-khalq. Sedangkan 
Ibn ‘Āsyūr tidak menganggap negatif, bahkan ia menjadikan maqāşid 
li al-nās sebagai bagian dari maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah. 
Sikap Ibn ‘Āsyūr yang menjadikan maqāşid li al-nās sebagai bagian 
dari maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah menunjukkan pendiriannya 
yang berbeda dari al-Syāţibī, bahwa maqāşid li al-nās/maqāşid al-
mukallaf tidak identik dengan maqāşid li al-Syāri‘. Sikap Ibn ‘Āsyūr 
juga berbeda dari al-Ghazzālī yang membedakan ontologi maqāşid al-
khalq dan maqāşid al-Syāri‘, tetapi juga mendikotomikan keduanya. 
Sedangkan Ibn ‘Āsyūr tidak mendikotomi, malah sebaliknya ia 
mengintegrasikan maqāşid li al-nās dan maqāşid li al-Syāri‘ dalam 
apa yang disebutnya sebagai al-maqāşid al-syar‘iyyah. 
Perbedaan sikap ketiga tokoh di atas menuntut pencarian sehingga 
ontologi maqāşid al-khalq sebagai ‘ada’ dalam realitas menjadi 
jelas. Dengan demikian, maqāşid al-khalq, maqāşid al-mukallaf dan 
maqāşid li al-nās dapat diidentifikasi, apakah berupa objek yang 
sama atau berbeda. 

Asumsi Dasar Ontologis Maqāşid al-Khalq
Bagi al-Ghazzālī, maqāşid al-khalq adalah tujuan manusia dalam 
mencapai hajat hidup.92 Ini menunjukkan ontologi  maqāşid al-khalq 
dilihat secara psikologis, yaitu sebagai motivasi dalam diri manusia, 

91 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 39.
92 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā..., hlm. 174. 
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dan subjektif sehingga ditolak oleh al-Ghazzālī. Adapun menurut al-
Syāţibī, maqāşid al-mukallaf adalah tujuan manusia, sejalan dengan 
maqāşid al-Syārī‘ dan bisa diobjektifkan.93 Ini juga menunjukkan 
pandangan terhadap ontologi maqāşid al-mukallaf sebagai motivasi 
dalam diri manusia (al-bā‘iŝ/al-muĥarrik). Tetapi pernyataan “bisa 
diobjektifkan” itu mengesankan ketidakpaduan antara asumsi dasar 
ontologis dengan asumsi dasar epistemologis. Sebab jika dilihat 
sebagai motivasi, maqāşid al-mukallaf bersifat psikologis-intuitif 
sehingga tidak bisa diobjektifkan. 
Berbeda dari dua tokoh di atas, Ibn ‘Āsyūr, justru melihat ontologi 
maqāşid li al-nās secara dualisme, di satu sisi sebagai perbuatan itu 
sendiri dan di sisi lain sebagai motivasi.94 Bagi penulis, hal ini patut 
dipertimbangkan untuk menentukan sikap terhadap perbedaan. 
Oleh karena itu, harus dilakukan penelusuran terhadap konteks 
pembicaraan ketiga tokoh ini tentang maqāşid. 
Sebagaimana terlihat pada sub bab terdahulu, al-Ghazzālī menerima 
maqāşid al-Syāri‘ dalam konteks universalia (al-kullī). Namun ketika 
masuk dalam kasus tertentu secara partikular (al-juz’ī) al-Ghazzālī 
mengharuskan rujukan kepada nas tertentu (aşl mu‘ayyan), kecuali 
pada tataran al-ďarūriyyah.95 Ini menunjukkan bahwa maqāşid al-
Syāri‘ dibicarakan dalam konteks makna (al-ma‘nā) atau konsep 
yang ilahiah-transenden. Sedangkan maqāşid al-khalq dibicarakan 
dalam konteks makna/konsep imanen pada perbuatan yang kasuistik-
partikular. Mengingat perbuatan terikat dalam ruang dan waktu 
tertentu, maka nilai maslahat sebagai makna/konsep yang dituju 
manusia bersifat nisbi dan subjektif. Dari itu al-Ghazzālī menolak 
maqāşid al-khalq karena subjektif. 
Berbeda dari al-Ghazzālī, al-Syāţibī justru membicarakan maqāşid 
al-Syāri‘ dan maqāşid al-mukallaf dalam konteks makna atau konsep 
insaniah-imanen, yaitu berupa nilai-nilai maslahat yang menjadi 
tujuan manusia dalam realitas kehidupan manusia itu sendiri.96 
Akibatnya al-Syāţibī mengalami kontradiksi antara sifat universal 

93 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 281.
94 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 142. 
95 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 175. 
96 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 20. Maslahat yang ditetapkan 

dalam dunia ini dilihat dari dua sisi: pertama dari sisi realitas empirik, kedua dari 
sisi keterkaitannya dengan khiţāb al-syar‘ī.
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maqāşid al-Syāri‘ sebagai makna, konsep atau kaidah umum yang 
pasti, dengan sifat partikular maqāşid al-mukallaf sebagai makna 
atau konsep yang nisbi dan subjektif. Hal ini meneguhkan pernyataan 
al-Burhānī yang dikutip pada awal bab ini, bahwa sebenarnya objek 
yang dibicarakan bukan lagi maqāşid dalam artian al-kulliyyāt al-
khamsah, tapi sarananya (wasā’il).97 

Belajar dari dinamika pemikiran al-Ghazzālī dan al-Syāţibī, Ibn ‘Āsyūr 
justru membuat pemilahan. Maka maqāşid li al-Syāri‘ ia bicarakan 
dalam konteks nilai-nilai maslahat yang berupa makna atau konsep 
ilahiah-transenden, yaitu tujuan syariat umum berupa universalia 
dan tujuan syariat khusus berupa partikularia. Sedangkan maqāşid 
li al-nās dibicarakannya sebagai bagian dari tujuan syariat khusus, 
yaitu nilai-nilai maslahat berupa makna atau konsep yang insaniah-
imanen, partikular dan kasuistik. Makna atau konsep imanen ini 
bersifat inheren dalam perbuatan yang  didedikasikan sebagai sarana 
(wasā’il) bagi maqāşid li al-Syāri‘.98 

Sampai di sini jelaslah bahwa maqāşid al-khalq, maqāşid al-mukallaf 
dan maqāşid li al-nās dibicarakan dalam konteks makna atau konsep 
insaniah-imanen pada perbuatan manusia (al-a‘māl wa taşarrufāt). 
Adapun perbuatan itu sendiri merupakan sarana (wasā’il) bagi maqāşid 
li al-Syāri‘. Jadi ketiga istilah ini dapat dinyatakan sama maksudnya, 
yaitu makna atau konsep pada perbuatan partikular-kasuistik. Maka 
ketiga varian terma ini bisa disatukan dalam satu istilah kunci, yaitu 
maqāşid al-khalq. Sebab secara konkret, pembicaraan al-Ghazzālī 
dan al-Syāţibī dapat dinyatakan sesuai dengan apa yang oleh Ibn 
‘Āsyūr disebut sebagai sarana (wasā’il) bagi maqāşid li al-Syāri‘. 

Jika maqāşid al-khalq dibicarakan dalam konteks sarana (wasā’il) bagi 
maqāşid li al-Syāri‘, apakah ontologinya berupa motivasi dalam diri 
manusia? Di sini ada kesulitan jika ontologi maqāşid al-khalq dilihat 
sebagai motivasi dalam diri manusia, sebab motivasi tidak terukur 
(ghayr munďabiţ). Maka ontologi maqāşid al-khalq harus dilihat 
dalam konteks makna atau konsep pada perbuatan atau tindakan (al-

97 Al-Burhānī, Sadd al-Żarā’i‘..., hlm. 43. 
98 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 142. Al-Maqāşid adalah perbuatan dan 

tindakan yang dimaksudkan pada dirinya sendiri, dan ia adalah sesuatu yang 
diingini oleh jiwa untuk diwujudkan dengan berbagai cara atau menempuhnya 
dimaksudkan sebagai bentuk kepatuhan. Maqāşid itu terbagi dua, yaitu maqāşid li 
al-Syāri‘ dan maqāşid li al-nās. 
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a‘māl wa taşarrufāt). Makna atau konsep ini di satu sisi terhubung 
dengan motivasi manusia, tapi di sisi lain dikonstruk dari perbuatan 
sebagai realitas empirik. Oleh karena itu, bisa diobjektifkan dengan 
penerapan empat syarat yang telah ditetapkan oleh Ibn ‘Āsyūr, yaitu 
bersifat tetap, jelas, terukur dan konsisten.99 
Upaya objektivikasi telah dilakukan sampai pada taraf pemetaan 
sebagaimana dapat disimak pada karya al-Syāţibī dan Bin Zaghībah.100 
Hal ini meneguhkan simpulan bahwa ontologi maqāşid al-khalq 
adalah al-ma‘nā yang abstrak-konseptual, tapi berupa efek dari 
perbuatan yang konkret-inderawi. Makna atau konsep ini dikonstruk 
berdasarkan apa yang berlaku dalam ‘urf, yaitu kebiasaan umum 
(ma‘ānin ‘urfiyyatin ‘āmmatin) dalam realitas empirik.101 Maka jelas 
ontologi maqāşid al-khalq berbeda dari maqāşid li al-Syāri‘. Sebab 
maqāşid al-khalq adalah makna atau konsep imanen dari realitas 
empirik, sedangkan maqāşid li al-Syāri‘ merupakan makna atau 
konsep transenden dari nas syariat. 
Untuk membedakan secara lebih detil, ada baiknya dikaji uraian Bin 
Zaghībah tentang al-ma‘nā sebagai efek perbuatan secara kasuistik. 
Dikonsepsikan bahwa al-ma‘nā bisa berupa efek mudarat terhadap 
orang lain, atau tidak menimbulkan mudarat. Pada kasus yang tidak 
menimbulkan efek mudarat terhadap orang lain, bisa terdapat tiga 
kemungkinan; 1) bisa saja pada satu perbuatan itu bersatu dua 
sisi efek, yaitu efeknya yang mewujudkan maslahat dan sekaligus 
berefek menolak mafsadat; 2) setara antara mewujudkan maslahat 
dan menolak mafsadat sehingga diharuskan memilih; 3) ada yang 
lebih unggul antara maslahat dan mafsadat. Dalam kasus di mana 
ada yang lebih unggul, terdapat dua kemungkinan; 1) mendahulukan 
perwujudan maslahat; atau 2) mendahulukan penolakan mafsadat.102 
Sementara pada kasus yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, 
maka terdapat dua kemungkinan; 1) bisa saja dilakukan dengan 
sengaja; dan 2) tidak disengaja. Dalam kasus merugikan orang lain yang 

99 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 49. Al-Maqāşid al-syar‘iyyah ada dua macam, 
yaitu makna yang hakiki dan makna ‘urfī yang umum, dan disyaratkan pada 
semuanya agar bersifat tetap, jelas, terukur dan konsisten. 

100 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 296. Bin Zaghībah, al-Maqāşid 
al-‘Āmmah…, hlm. 317. 

101 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 49. 
102 Bin Zaghībah, al-Maqāşid al-‘Āmmah…, hlm. 329. 



60 Bab DuA - Identifikasi Maqasid Al-Khalq

dilakukan dengan sengaja, maka terlihat ada dua kemungkinan efek; 
1) efeknya dapat bersifat umum; 2) efeknya bersifat khusus. Dalam 
hal efek mafsadat yang bersifat khusus, terdapat dua kemungkinan; 
1) pelaku melakukan dengan penuh kesadaran, dan memandang 
perlu untuk melakukannya; 2) pelaku sengaja melakukan, tapi tidak 
bermaksud menimbulkan mudarat terhadap orang lain. 

Pelaku tidak 
punya kepen-
tingan terha-
dap mudarat 

yg timbul

Efek mudarat 
disengaja & 
sesuai dng 

kepentingan 
pelaku

Sesuatu yang 
efek mudarat-

nya sering 
terjadi, bukan 
jarang/nadir

Sesuatu yang 
efek mudarat-

nya jarang 
terjadi/nadir

Sesuatu yang 
efek mudarat-

nya pasti 
berdasar ke-
biasaan/adat

Efek mudarat-
nya terhadap 

orang lain 
merupakan 
kebiasaan

Efek mudarat-
nya terhadap 

orang lain 
terjadi pada 

banyak kasus

Efek mudarat 
yg ditimbul-
kan lingkup-
nya khusus

Efek mudarat 
yg ditimbul-
kan lingkup-
nya umum

Mendahulu-
kan penola-

kan mafsadat

Mendahulu-
kan perwuju-
dan maslahat

Tidak bertuju-
an menimbul-
kan mudarat 

thd orang lain

Mudarat yg 
timbul me-

mang menjadi 
tujuan pelaku

Bersatu antara 
mewujudkan 

maslahat & me-
nolak mafsadat

Maslahat dan 
mafsadat se-
tara sehingga 
harus memilih

Tanpa unsur kesengajaan 
dan efek mudarat tdk pasti

Unsur kesengajaan dan    
efek mudarat yg pasti

Pertentangan 
maslahat-mafsadat

Ada yg lebih 
unggul di an-
tara maslahat 
dan mafsadat

Gb 1. Pertentangan Maslahat-Mafsadat

Dalam kasus tidak bermaksud menimbulkan mudarat terhadap orang 
lain, maka ada tiga kemungkinan; 1) efek mudaratnya dapat dipastikan; 
2) jarang berefek mudarat; 3) efek mudaratnya banyak terjadi pada 
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banyak kasus. Pada model kasus ketiga ini terdapat dua kemungkinan; 
1) umumnya memang dilakukan untuk menimbulkan mudarat terha-
dap orang lain; 2) banyak kasus yang menunjukkan bahwa perbuatan 
ini dilakukan untuk menimbulkan mudarat terhadap orang lain.103 
Uraian ini juga memperjelas alasan bagi sikap dualisme Ibn ‘Āsyūr, 
sebab makna yang dikonsep dari realitas itu terkait dengan motivasi 
di satu sisi, dan realitas di sisi lain. Maka dualisme Ibn ‘Āsyūr cukup 
beralasan dijadikan pendirian dalam menentukan sikap di tengah 
perbedaan pendapat al-Ghazzālī dan al-Syāţibī. 
Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa sebagian tujuan pembahasan 
Bab Dua ini telah tercapai, yaitu untuk mengungkap identitas maqāşid 
al-khalq. Dapat dinyatakan bahwa identitas maqāşid al-khalq secara 
ontologis adalah makna yang dikonsepsikan dari realitas empirik. 
Ini  merupakan asumsi dasar ontologis terhadap maqāşid al-khalq, 
tinggal sekarang dibahas tentang asumsi dasar epistemologisnya 
sehingga maqāşid al-khalq teridentifikasi secara lengkap. 

Asumsi Dasar Epistemologis Maqāşid al-Khalq
Pembahasan terhadap asumsi dasar epistemologis maqāşid al-khalq 
menuntut kajian tentang cara maqāşid al-khalq diketahui manusia. Se-
lain untuk menuntaskan problem identifikasi maqāşid al-khalq, kajian 
ini juga diperlukan untuk menjawab masalah yang diajukan di awal bab, 
yaitu soal ketercakupan maqāşid al-khalq dalam maqāşid al-syarī‘ah. 
Masalah ketercakupan maqāşid al-khalq dalam maqāşid al-syarī‘ah 
dibahas dalam konteks penetapan status hukum terhadap realitas. 
Apakah berdasar keberlakuan maslahat secara mutlak, atau harus 
melalui khiţāb dari nas syariat. Jika al-Ghazzālī menuntut adanya 
syahādat al-syar‘ (kecuali pada ďarūriyyah), maka menurut al-Syāţibī 
cukup berdasar keberlakuan umum maslahat saja. Menurut Ibn 
‘Āsyūr, pendapat al-Syāţibī ini justru membingungkan,104 maka ia 
mewacanakan al-qiyās al-kullī, dan jalan tengah dengan merumuskan 
tiga cara beristidlal berdasar maqāşid: 1) istiqrā’ terhadap ketetapan 
syarak, baik terhadap al-‘illah maupun dalil-dalilnya; 2) berpegang 

103 Bin Zaghibah, al-Maqāşid al-‘Āmmah…, hlm. 330.
104 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 38. Al-Syāţibī mewacanakan induksi 

sempurna (al-istiqrā’ al-tāmm) yang menjadi hujah kepastian kaidah uşūl al-fiqh. 
Tetapi dengan menyatakan adanya khiţāb pada masalah ĥadīŝah karena keberlakuan 
umum maslahat, maka induksi menjadi tidak sempurna. 
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pada ayat Alquran yang jelas dilālah-nya, yaitu ayat-ayat yang lemah 
petunjukannya kepada makna kedua; 3) berpegang pada Hadis 
mutawatir, baik mutawatir ma‘nawī, atau mutawatir ‘amalī.105 

Ketiga cara ber-istidlāl ini menunjukkan bahwa sebagian perbuatan 
tertentu dalam realitas empirik manusia telah ditetapkan hukumnya 
oleh al-Syāri‘ sehingga dapat disebut sebagai maqāşid li al-Syāri‘. 
Contohnya keharaman menikahi saudara sesusuan, walau diketahui 
nilai maslahatnya yang dituju syarak, tapi tidak menggugurkan riďa‘ 
dari perbuatan yang dimaksud syarak.106 Seperti dinyatakan al-Syāţibī, 
pensyariatan sebab tidak serta merta berkonsekuensi pada pensya-
riatan akibat, walau bersifat niscaya secara adat.107 Hal ini menjadi 
alasan untuk tidak memberlakukan maslahat secara mutlak. 

Di sisi lain, al-Syāţibī menyatakan adanya al-sabab yang pensyari-
atannya tidak diketahui untuk maslahat apa,108 dan Ibn ‘Āsyūr me-
nyatakan adanya maslahat yang kekurangan syarat untuk dinyatakan 
sebagai maqāşid li al-Syāri‘.109 Jika dikaitkan dengan tesis tidak bisa 
memberlakukan maslahat secara mutlak, maka dapat disimpulkan 
adanya maslahat yang tidak bisa diverifikasi sebagai maqāşid li al-
Syāri‘, tetapi juga tidak bisa serta merta dikeluarkan dari lingkup 
maqāşid al-syarī‘ah. Itulah kiranya maqāşid al-khalq yang disebut 
oleh al-Ghazzālī sebagai al-maşlaĥat al-gharībah. 

Lebih jauh lagi dalam konteks perijtihadan, pandangan ulama 
tertuju pada fenomena tertentu yang dicari rujukan nilainya berdasar 
syariat.110 Maka maqāşid al-Syāri‘—baik itu maqāşid al-syarī‘at al-
‘āmmah, mau pun maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah—dilihat sebagai 
makna atau konsep yang menjadi panduan bagi kasus-kasus yang 
tidak ditetapkan hukumnya oleh al-Syāri‘. Dari itu dalam perspektif 
penemuan hukum yang kasusnya belum ada di masa tasyrī‘, ontologi 

105 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 17-20. Ketiga cara beristidlal di atas me-
nunjukkan bahwa dalil tidak hanya terbatas pada hasil istiqrā’ (al-uşūl al-syarī‘ah). 

106 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 51. 
107 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. I, hlm. 151. 
108 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. I, hlm. 210.
109 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 50.
110 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. IV, hlm. 75. Nas syariat tidak menetapkan 

hukum atas setiap masalah partikular, tapi memberikan ketentuan umum yang 
mencakup hal-hal yang tidak terbatas. Oleh karena itu, setiap kasus memiliki 
kekhususan yang tidak ada pada kasus lain. 
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maqāşid al-Syāri‘ bukan lagi perbuatan mukallaf, tapi makna atau 
konsep transenden yang dirumuskan dari rahasia pensyariatan (asrār 
al-tasyrī‘) yang berupa kausa finalis (al-ĥikmah). Dalam hal ini, 
maqāşid al-syarī‘at al-‘āmmah dan maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah 
tidak berbeda, keduanya berupa makna atau konsep transenden. 

Menyatakan maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah sebagai makna atau 
konsep juga tidak lepas dari keberadaan nas partikular yang memberi 
ketentuan konkret atas perbuatan manusia. Dari itu Ibn ‘Āsyūr 
menyatakan bahwa pembicaraan tentang maqāşid bisa tertuju pada 
perbuatan itu sendiri (al-a‘māl wa al-taşarrufāt) atau pada motivasi, 
yaitu motivasi al-Syāri‘ di satu sisi, dan motivasi manusia di sisi lain.111 
Namun kajian atas motivasi dalam arti al-gharad tetap saja bersifat 
spekulatif, sebab masalah ta‘līl dalam uşūl al-fiqh tidak lepas dari 
esensinya sebagai al-bā‘iŝ bagi al-Syāri‘. Dari itu maqāşid al-syarī‘at 
al-khāşşah pada nas partikular tetap bersifat źannī. 

Seperti dinyatakan al-Syāţibī, dalil partikular yang terkait dengan 
kasus tertentu biasanya bersifat źannī.112 Ibn ‘Āsyūr mencontohkan 
maqāşid al-Syāri‘ pada nas yang melarang minum khamar. Pada 
kasus ini, maqāşid al-Syāri‘ cukup kuat (qaţ‘ī) sampai batas minum 
yang mengakibatkan mabuk. Tetapi maqāşid al-Syāri‘ pada minum 
sedikit khamar tidak qaţ‘ī sehingga ulama berbeda pendapat.113 Di sini 
uşūliyyūn menjadikan maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah sebagai makna/
konsep, lalu berpijak pada fitrah manusia untuk memberlakukan 
al-żarī‘ah.114 Maka ontologi maqāşid al-Syāri‘ ialah konsep dari nas 
partikular (aşl mu‘ayyan), uşūliyyūn menyebutnya rahasia syariat (asrār 
al-syarī‘ah) yang realisasinya membutuhkan ijtihad taĥqīq al-manāţ.115 

Berdasar uraian ini dapat disimpulkan, bahwa maqāşid al-khalq 
tidak serta merta tercakup dalam maqāşid al-syarī‘ah berdasar 
keberlakuan maslahat secara mutlak. Bahkan untuk menyatakannya 

111 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 142. 
112 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 241. 
113 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 40.
114 Al-Burhānī, Sadd al-Żarā’i‘…, hlm. 80. Al-Żarī‘ah adalah hal yang pada 

dasarnya tidak dilarang, tapi diyakini dapat mengantar pada hal yang terlarang. 
115 Al-Ghazzālī, Asās al-Qiyās…, hlm. 37. Taĥqīq al-manāţ al-ĥukm (memasti-

kan tempat bergantung hukum) dilakukan karena hukum telah diketahui melalui 
nas, hanya saja ada kesulitan dalam realisasi pada furū‘. Oleh karena itu agar manāţ 
pada furū‘ diketahui dengan yakin, maka diistinbat dengan dalil-dalil źanniyyah. 



64 Bab DuA - Identifikasi Maqasid Al-Khalq

sah sebagai bagian dari maqāşid al-syarī‘ah, dibutuhkan beragam 
metode seperti disebutkan oleh Ibn ‘Āsyūr. Tidak tercakupnya 
maqāşid al-khalq dalam maqāşid al-syarī‘ah merupakan konsekuensi 
dari perbedaan ontologi keduanya. Sebab jika ontologi keduanya 
sama, tentu keduanya menjadi identik sehingga maqāşid al-khalq 
dapat dinyatakan sebagai maqāşid al-syarī‘ah itu sendiri. 

Simpulan di atas mengantarkan kajian pada masalah asumsi dasar 
epistemologis, bahwa maqāşid al-khalq bisa diketahui dan ada cara 
untuk mengetahuinya. Jika ontologi maqāşid al-khalq dan maqāşid 
al-syarī‘ah berbeda, apakah epistemologinya juga berbeda? Jawaban 
terhadap pertanyaan ini menuntut kejelasan tentang cara atau metode 
untuk mengetahui maqāşid al-khalq. 

Memerhatikan ungkapan Ibn ‘Āsyūr dalam kitab maqāşid al-Syarī‘at 
al-Islāmiyyah, saat mendefinisikan maqāşid al-syarī‘at al-‘āmmah, 
ia menyatakannya sebagai jenis hikmah yang abstrak (al-ma‘ānī wa 
al-ĥikami).116 Tetapi ketika mendefinisikan maqāşid dalam konteks 
maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah, ia digolongkan dalam jenis perbuatan 
konkret (al-a‘māl wa al-taşarrufāt).117 Pada dasarnya ini bukan 
maqāşid, tapi perbuatan itu sendiri. Jadi jelas definisi ini disusun 
dari perspektif adanya perbuatan yang dimaksud al-Syāri‘ secara 
teknis (kayfiyyah) tanpa melihat hikmahnya. 
Stressing yang berbeda ini menunjukkan perbedaan ontologi maqāşid 
al-syarī‘at al-‘āmmah dengan maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah, yang 
pertama bersifat abstrak murni, sedang yang kedua bersifat konkret. 
Namun seperti terlihat pada kasus keharaman khamar, ia juga dilihat 
sebagai nilai yang bersifat abstrak. Artinya, dalam konteks penetapan 
hukum partikular, maqāşid al-Syāri‘ tertuju pada perbuatan konkret. 
Tetapi dalam konteks menjawab masalah ĥadīŝah, ia diabstraksikan 
kembali menjadi dasar nilai untuk diturunkan pada kasus baru. 
Seperti dikatakan al-Ghazzālī, jika al-‘illah sebagai tempat bergantung 
hukum telah ditunjukkan oleh dalil, maka darinya tersusun proposisi 
umum yang berlaku seperti lafaz umum.118 
Menyimak uraian di atas, maqāşid al-Syāri‘ pada kasus partikular 
tertuju pada perbuatan dan juga abstraksinya yang digeneralisasikan 

116 Ibn ‘Asyūr, Maqāşid..., hlm. 49. 
117 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 142.
118 Al-Ghazzālī, Asās al-Qiyās, hlm. 43.



65Validitas Maqasid al-kHalq

menjadi al-maqāşid al-‘āmmah. Menurut al-Zarkasyī, pada setiap 
hukum yang ma‘qūl al-ma‘nā terdapat dua maksud yang dikehendaki 
al-Syāri‘. Pertama al-ma‘nā itu sendiri yang berupa nilai maslahat, 
kedua, perbuatan yang mengantarkan kepada al-ma‘nā yang dimaksud.119 
Dengan kata lain, pada perbuatan yang ditentukan hukumnya oleh al-
Syāri‘ secara khusus, juga berlaku hukum ta‘abbud. Namun harus 
digarisbawahi, bahwa maqāşid al-Syāri‘ yang berupa al-ma‘nā pada 
kasus partikular itu bersifat źannī. 
Di sisi lain kebutuhan manusia bukan untuk mengetahui maqāşid al-
Syāri‘ itu sendiri, tapi untuk menemukan hukum bagi kasus baru yang 
tidak ditetapkan nas. Maka ontologi maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah juga 
makna, sebab mengetahui hukum untuk kasus itu sudah tuntas dengan 
adanya nas. Artinya, di luar soal yang ditimbulkan oleh ke-źannī-an 
dalil, evidensi120 sebagai dasar perbuatan untuk kasus itu diperoleh 
pada nas itu sendiri, baik tuntutan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. 
Tinggal sekarang kebutuhan untuk kasus baru, maka ontologi maqāşid 
al-syarī‘ah dalam dimensi ini adalah makna/konsep transenden untuk 
dirujuk saat melakukan taĥqīq al-manāţ. 
Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa maqāşid li al-nās/maqāşid 
al-khalq tertuju pada perbuatan tertentu secara partikular yang 
dicarikan nilainya dengan cara verifikasi berdasar hikmah dan rahasia 
pensyariatan (asrār al-syarī‘ah). Dalam hal ini, sebagian perbuatan 
yang dituju manusia dapat diketahui kesesuaiannya dengan nilai 
maslahat yang dikehendaki syariat (al-maşlaĥat al-mu‘tabarah), 
sebagiannya tidak bisa dibuktikan sesuai (al-maşlaĥat al-mursalah), 
dan sebagian yang lain justru menyimpang dari kehendak al-Syari‘ 
(al-maşlaĥat al-mulghāh). 
Selain tiga kategori ini, ada satu lagi yang disebut oleh al-Ghazzālī 
sebagai al-maşlaĥat al-gharībah. Kategori maslahat ini ditolak 
oleh al-Ghazzālī karena diduga subjektif dan mengikut hawa nafsu. 
Namun oleh Ibn ‘Āsyūr, kategori ini dianggap bisa diobjektifkan 
berdasar empat syarat yang ia tetapkan. Maka jelas lah Ibn ‘Āsyūr 
mengasumsikan bahwa al-maşlaĥat al-gharībah bisa diketahui dan 
ada cara untuk mengetahuinya. 

119 Al-Zarkasyī, al-Baĥr al-Muĥīţ, cet. III (Kairo: Dār al-Kutub, 2005), jld. 
VII, hlm. 158. 

120 Hardono Hadi, Epistemologi; Filsafat Pengetahuan Kenneth T. Gallagher, 
cet. VII (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 26.  
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Saat mendefinisikan maqāşid li al-nās, Ibn ‘Āsyūr menyatakannya 
sebagai abstraksi (al-ma‘ānī) yang menjadi dasar pengambilan 
keputusan.121 Ibn ‘Āsyūr membaginya dalam dua kategori, namun 
saat menjelaskan kedua kategori ini, ia menggunakan kata “al-
taşarrufāt“ yang berarti perbuatan-perbuatan tertentu. Kategori 
pertama dari maqāşid li al-nās adalah perbuatan (al-taşarrufāt) yang 
disepakati oleh kebanyakan ahli pikir tentang kesesuaiannya sebagai 
tatanan kehidupan sosial. Kategori ini diketahui berdasar induksi 
atas keadaan manusia.122 Kategori kedua, adalah sesuatu yang dituju 
oleh sekelompok orang, atau individu dalam aktivitas mereka karena 
sesuai bagi mereka secara khusus.123 

Apa yang dikemukakan Ibn ‘Āsyūr merupakan temuan baru yang 
dapat mengubah persepsi lama terhadap al-maşlaĥat al-gharībah. 
Oleh karena itu, Ibn ‘Āsyūr mendudukkan temuannya pada asas 
syariat yang kokoh, yaitu fitrah manusia. Ibn ‘Āsyūr membedakan 
perbuatan yang melanggar fitrah, dari yang sesuai dengan fitrah. 
Baginya praduga (al-awhām) dan khayalan (al-takhayyulāt) tidak ter-
masuk dalam fitrah, bahkan keduanya bertentangan dengan fitrah.124 
Ini menunjukkan aspek epistemologis dari al-maşlaĥat al-gharībah 
yang akan diperdalam pada Bab Tiga. Kajian ini sudah cukup untuk 
menunjukkan kebenaran asumsi dasar epistemologis, bahwa maqāşid 
al-khalq bisa diketahui, dan ada jalan untuk mengetahuinya.

Menutup pembahasan ini dapat disimpulkan, bahwa maqāşid al-khalq 
teridentifikasi sebagai makna (al-ma‘nā) yang dikonsepsikan berdasar 
fitrah manusia. Selanjutnya simpulan ini diverifikasi dalam Bab Tiga. 
Sementara kajian pada bab ini dianggap tuntas dengan terjawabnya 
pertanyaan yang diajukan pada awal bab. 

121 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 143. 
122 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 143.
123 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 143. 
124 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 57. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata verifikasi berarti 
pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan.1 Maka bab 
ini bermaksud memeriksa kebenaran tentang maqāşid al-khalq yang 
pada Bab Dua teridentifikasi sebagai makna (al-ma‘nā) yang dikonsep-
sikan berdasar fitrah manusia. Dalam hal ini, para ulama membuat 
kategori bahwa sebagian perbuatan manusia diketahui sebagai 
kehendak syariat (al-maşlaĥat al-mu‘tabarah), sebagian tidak ada 
referensi (al-maşlaĥat al-mursalah), dan sebagian yang lain justru 
menyimpang dari kehendak al-Syāri‘ (al-maşlaĥat al-mulghāh). 

Selain tiga kategori maslahat di atas, ada lagi kategori al-maşlaĥat 
al-gharībah yang oleh al-Ghazzālī dinyatakan mardūd, dan oleh al-
Syāţibī dinyatakan tidak ada. Namun oleh Ibn ‘Āsyūr, kategori ini 
dianggap bisa diobjektifkan berdasar empat syarat yang ia tetapkan. 
Maka jelas lah Ibn ‘Āsyūr mengasumsikan bahwa al-maşlaĥat al-
gharībah bisa diketahui dan ada cara untuk mengetahuinya. Maslahat 
pada kategori keempat ini yang akan diverifikasi dalam pemikiran 
al-Ghazzālī, al-Syāţibī dan Ibn ‘Āsyūr, lalu dikaitkan dengan fitrah 
manusia sehingga kebenaran asumsi dasar ini bisa diketahui. 

Batasan Maslahat antara Gharīb dan Mulghā
Maslahat secara kebahasaan berarti lawan mafsadat,2 jadi pada 
dasarnya maslahat merupakan kategori yang dipersepsi manusia 
berdasar fitrahnya. Lalu secara istilah ia dipahami sebagai sesuatu 
yang menghasilkan manfaat dan menolak mudarat. Bagi al-Ghazzālī, 
maslahat tidak ditentukan berdasar fitrah manusia, tapi dipulangkan 
pada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh al-Syāri‘. Oleh 
karena itu, yang dimaksud oleh al-Ghazzālī dengan maslahat adalah 
memelihara maksud al-Syāri‘, yaitu al-uşūl al-khamsah.3 Sikap yang 
sama juga ditunjukkan oleh al-Syāţibī, berikut pernyataannya:4 

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 
keempat (Jakarta, Gramedia, 2008), hlm. 1546. 

2 Ibn Manźūr, Lisān al-‘Arab (Kairo: Dār al-Ĥadīŝ, 2002), jld. V, hlm. 374. 
3 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā fī ‘Ilm al-Uşūl (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

2000), hlm. 174. 
4 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt fī Uşūl al-Syarī‘ah (Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, 

t.th.), jil. I, hal. 286. 
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Bahwa sesungguhnya maslahat yang dengannya ditegakkan hal-
ihwal hamba, tidak diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh Sang 
Penciptanya dan Yang Mengadakannya. Sedangkan manusia tidak 
memiliki ilmu tentangnya kecuali sebagian dari beberapa sisinya saja, 
dan yang tersembunyi darinya lebih banyak dari yang tampak bagi 
manusia. 
Ungkapan yang menyeluruh tentang maslahat ini dapat disimak 
dari batasan yang dikemukakan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam. Ia 
mengidentifikasi sebagai berikut;.5 

Maslahat itu ada empat macam: yaitu kenikmatan dan sebab-sebab 
yang mengantar pada kenikmatan itu, kesenangan dan sebab-sebab 
yang mengantar pada kesenangan itu. Sedangkan mafsadat ada empat 
macam: kepedihan dan sebab-sebabnya, kesusahan dan sebab-
sebabnya. 
Menurut Ziyād Muĥammad Ahmīdān, hal ini menggambarkan bahwa 
maslahat mencakup kategori lahiriah-inderawi, yaitu kenikmatan, dan 
juga mencakup kategori batiniah-ruhaniah, yaitu kesenangan. Selain 
itu, maslahat juga mencakup mafsadat yang di baliknya terkandung 
maslahat tersembunyi, yaitu mafsadat yang menjadi sebab tercapainya 
maslahat, maka ia pun disebut sebagai maslahat secara majāzī. 
Misalnya perintah jihad yang secara lahiriah terlihat menyusahkan 
umat, tapi ternyata hasilnya mengantar pada keterwujudan keamanan 
dan ketenteraman dalam negeri.6 

Perspektif lain dalam pendefinisian maslahat dapat dilihat dari Ibn 
‘Āsyūr. Baginya maslahat adalah sifat bagi perbuatan, yang dengan 
perbuatan itu akan terwujud kebaikan. Artinya, dari perbuatan 
tersebut diperoleh manfaat, baik manfaat temporal, atau eternal 

5 ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām, Qawā‘id al-Aĥkām fī Maşāliĥ al-Anām 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), jld. I, hlm. 12. 

6 Ziyād Muĥammad Aĥmīdan, Maqāşid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Beirut: al-
Risālah, 2004), hlm. 53. 
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yang berjangka panjang, baik terbatas untuk pribadi dan kelompok, 
atau dinikmati seluruh masyarakat.7 Dari definisi ini terlihat bahwa 
maslahat diukur dari fitrah perbuatan manusia, bukan niat. Di sisi 
lain, ada maslahat yang mencakup kebaikan masyarakat umum, dan 
ada yang khusus bagi kelompok atau individu saja. Hal ini akan 
dibahas pada sub bab berikutnya, adapun kajian pada sub bab ini 
diperkhusus pada pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāţibī dan Ibn ‘Āsyūr 
tentang al-maşlaĥat al-gharībah. 

Memulai diskusi ini, perlu diingat bahwa al-Ghazzālī, al-Syāţibī dan 
seluruh uşūliyyūn sepakat menolak al-maşlaĥat al-mulghāh. Pada 
uraian sebelumnya di Bab Dua, telah pula dijelaskan bahwa al-Ghazzāli 
hanya menerima al-maşlaĥat al-mursalah pada tingkat ďarūriyyah. 
Selebihnya diharuskan adanya syahadah syarak berdasarkan aşl 
mu‘ayyan. Sedangkan al-Syāţibī menerima al-maşlaĥat al-mursalah 
berdasar teori rujū‘ ilā al-uşūl al-syarī‘ah al-kulliyyah. Sebagaimana 
disimpulkan al-Būţī, bahwa ketiadaan dalil bukan berarti al-maşlaĥat 
al-mursalah itu batal, sebab ternyata tidak ada maslahat yang benar-
benar mursal.8 Pernyataan al-Būţī ini menguatkan sikap al-Syāţibī 
yang memperluas penerimaan terhadap al-maşlaĥat al-mursalah. 

Dengan perluasan terhadap al-maşlaĥat al-mursalah, al-Syāţibī menya-
takan bahwa al-maşlaĥat al-gharībah tidak ada. Namun ketika ditelu-
suri, ternyata dalam terminologi al-maşlaĥat al-mursalah yang ia guna-
kan terselip al-maşlaĥat al-gharībah. Misalnya seperti yang disebutkan 

7 Muĥammad al-Ţāhir ibn ‘Āsyūr, Maqāşid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: 
Dār al-Salām, 2005), hlm. 63. Al-Maşlaĥat al-‘āmmah adalah kebaikan umat secara 
umum (al-jumhur) tanpa melihat kepada kondisi personal, kecuali dalam konteks 
keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Contohnya 
memelihara harta dari perusakan, karena pemeliharaan harta ini merupakan 
maslahat, sebab semua orang dapat memperoleh harta sesuai dengan cara-cara 
yang dibolehkan syarak. Adapun al-maşlaĥat al-khāşşah adalah sesuatu yang di 
dalamnya terkandung manfaat bagi perseorangan dilihat dari efeknya yang dapat 
menimbulkan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Contohnya menahan harta milik 
seseorang yang dalam pengampuan (sāfiĥ).

8 Muĥammad Sa‘īd Ramaďān al-Būtī, Ďawābiţ al-Maşlaĥah fī Syarī‘at al-
Islāmiyyah (Beirut: Mū’assasah al-Risālah, 1992), hlm. 190. Ketiadaan dalil yang 
membatalkan tidak serta merta menunjukkan tidak sahnya al-maşlaĥat al-mursalah. 
Jika al-maşlaĥat al-mursalah tidak memiliki sandaran sama sekali, maka seorang 
mujtahid tidak dapat mejadikannya sebagai dalil syariat. Karena setiap hukum 
agama selalu masuk dalam perintah dan larangan Allah, lalu bagaimana sesuatu 
yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan perintah dan larangan dapat 
dikatakan sebagai hukum Allah?
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dalam kitabnya al-I‘tişām. Contohnya menghukum dengan kebalikan 
niat pelaku yang oleh al-Ghazzālī dikategorikan sebagai al-maşlaĥat al-
gharībah, tapi al-Syāţibī menyebutnya al-maşlaĥat al-mursalah.9 

Jelas dalam kutipan di atas bahwa seharusnya kategori al-maşlaĥat 
al-mursalah sudah tidak ada dalam tesis al-Syāţibī. Tapi ternyata teori 
al-Syāţibī tidak juga menjangkau al-maşlaĥat al-gharībah. Kiranya 
dapat disimpulkan, bahwa klasifikasi maslahat dalam kategori 
mu‘tabar, mulghā, dan mursal,10 hanya cocok untuk teori rujū‘ ilā 
aşl mu‘ayyan yang dipegang oleh al-Ghazzālī. Sebab standar mursal-
nya suatu maslahat bagi al-Ghazzālī, adalah tidak adanya rujukan 
tekstual kepada aşl mu‘ayyan. 

Adapun dalam teori rujukan kepada kaidah umum syariat (rujū‘ ilā 
al-uşūl al-syarī‘ah al-kulliyyah) yang dikemukakan oleh al-Syāţibī, 
kategori mursal seperti dalam perspektif al-Ghazzālī menjadi tidak 
memiliki tempat. Apalagi pergeseran teori ini tidak mendapat 
halangan, sebab al-Ghazzālī dan para pendukungnya menerima 
kehujahan al-maşlaĥat al-mursalah pada tataran ďarūriyyah, yang 
ia tolak hanya kemandirian al-maşlaĥat al-mursalah sebagai metode 
tersendiri.11 Maka patut dipertanyakan, mengapa masih ada kategori 
al-maşlaĥat al-gharībah dalam pembahasan al-Syāţibī, dan di mana 
posisi al-maşlaĥat al-gharībah?

Bagi penulis, hal ini menjadi indikator adanya kerancuan, sebab al-
maşlaĥat al-gharībah pada teori rujū‘ ilā aşl mu‘ayyan tertolak karena 
tidak ada syahādat al-syar‘ dan tidak sesuai dengan kebiasaan syarak. 
Lalu al-Ghazzālī mengatakan sangat sedikit al-maşlaĥat al-gharībah 
yang disepakati, karena al-ma‘ānī yang nyata munāsabah-nya, biasanya 
tidak lepas dari persaksian syarak pada jenisnya.12 Adapun dalam teori 
rujū‘ ilā uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah, al-maşlaĥat al-gharībah kembali 
pada aşl yang źannī, dan tidak bertentangan dengan aşl yang qaţ‘ī. 
Dalam kondisi ini al-Syāţibī menyatakan sikap, bahwa hasil istiqrā’ 

9 Al-Syāţibī, al-I‘tişām (Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyyah, t.th.), jld. II, hlm. 
452.

10 Selain tiga kategori itu masih ada kategori keempat, yaitu gharīb yang jarang 
disebut dalam pembicaraan tentang maslahat karena dianggap langka. Namun 
dalam pembicaraan tentang ma‘nā munāsib ia tetap dibahas.  

11 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā..., hlm. 180. 
12 Al-Ghazzālī, Syifā’ al-Ghalīl; Bayān al-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik 

al-Ta‘līl (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 76.
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menunjukkan al-maşlaĥat al-gharībah itu tidak ada. Lalu benarkah 
al-maşlaĥat al-gharībah tidak ada? 
Merujuk pendapat al-Ghazzālī dalam kitabnya Syifā’ al-Ghalīl, ia 
menyebutkan empat contoh, antara lain tentang keberlakuan tata tertib 
dalam wuduk yang mendahulukan wajah karena merupakan anggota 
tubuh terpenting. Sebagaimana dikutip oleh al-Ghazzālī, Imam al-
Syāfi‘ī ra. mengatakan, bahwa urutan dalam ayat adalah indikator 
(al-tanbīh) bahwa tertib dengan cara ini memang dimaksudkan oleh 
al-Syāri‘, kalau tidak, tidak mungkin tata tertib seperti ini ada.13 Maka 
sekarang perlu dipertanyakan, bagaimana halnya jika disorot dalam 
kerangka teoretik al-Syāţibī? 
Penulis menduga sikap al-Syāţibī yang menyatakan al-maşlaĥat al-
gharībah tidak ada, muncul dari sikap al-Syāţibī yang menganut 
prinsip derteminisme kausalitas dalam hal pensyariatan hukum. 
Tetapi ketika kerangka teoretik rujū‘ ilā uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah 
diterapkan, ternyata ia tidak mengakomodir rujukan dalil źannī. 
Akibatnya al-Syaţibī tidak bisa menolak pengamalan al-maşlaĥat al-
gharībah yang berdasarkan źann, di mana źann itu dihasilkan oleh 
rujukan kepada dalil yang źannī. Ini menunjukkan teori al-Syāţibī 
tidak bekerja pada al-maşlaĥat al-gharībah, sebab terkait dengan 
dalil źannī. Jadi teori al-Syāţibī tidak menafikan keberadaan al-
maşlaĥat al-gharībah walau ia sendiri mengatakan itu tidak ada. 
Sikap ini bisa dipahami, karena al-Syāţibī memandang dalil dalam dua 
bentuk, yaitu dalil naqlī (Alquran dan Sunah), dan rakyu (‘aqlī) di mana 
kedua dalil ini saling berketergantungan. Menurut al-Syāţibī, istidlal 
terhadap dalil naqlī membutuhkan penalaran (rakyu), dan penalaran 
itu sendiri tidak bisa diterima jika tidak didasarkan pada naql.14 Namun 
dalam konteks petunjukan dalil kepada hukum, ia menyatakan bahwa 
dalil syariat terbatas pada dalil naqlī saja. Alasannya, karena naql 
merupakan sumber hukum taklīfī dari dua sudut pandang. Pertama, 
dari petunjukannya kepada hukum syariat secara partikular. Kedua, 
sisi petunjukannya kepada kaidah umum, di mana hukum partikular 
disandarkan kepada kaidah umum itu.15 Hal ini menyebabkan al-Syāţibī 

13 Al-Ghazzālī, Syifā’ al-Ghalīl..., hlm. 78. 
14 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. III, hlm. 31. 
15 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. III, hlm. 32. Dalil utama adalah Alquran 

dan Sunah, lalu dalil lain berupa ijmak, mazhab sahabat, dan syariat sebelum Islam 
disandarkan kepadanya karena mengandung sifat ta‘abbud.
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tidak bisa secara penuh memberlakukan teorinya, maka persoalan al-
maşlaĥat al-gharībah tidak terselesaikan. 

Semestinya al-maşlaĥat al-gharībah bisa dianulir dengan sebab 
peralihan kepada teori rujū‘ ilā uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah, karena 
ketidaksesuaian dapat dianggap sebagai penyimpangan (mukhālafah). 
Al-Syāţibī sendiri menyatakan:”16 

Dan oleh karena itu, dari sudut pandang al-munāsib al-gharīb/al-
maşlaĥat al-gharībah itu tidak disaksikan oleh aşl yang pasti, maka itu 
merupakan pertentangan dengan al-uşūl al-syarī‘ah. Alasannya, karena 
kondisinya yang tidak sesuai (dengan al-uşūl al-syarī‘ah) adalah berarti 
pertentangan. 
Dalam hal ini, menyimpangnya suatu maslahat dari maqāşid al-
syarī‘ah sudah cukup untuk dinyatakan mulghā, tapi nyatanya al-
Syāţibī hanya menyatakan itu tidak ada. Sebaliknya jika dinyatakan 
ada, maka idealnya teori rujū‘ ilā uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah dapat 
menjangkau semua maslahat, termasuk al-maşlaĥat al-gharībah. 
Tetapi karena dalil juga menunjukkan pada hukum dengan sendirinya, 
maka al-maşlaĥat al-gharībah tidak bisa dinafikan sehingga terjadi 
kontradiksi saat al-maşlaĥat al-gharībah itu dinyatakan tidak ada. 
Jadi cukup dilematis saat al-Syāţibī tidak menutup kemungkinan 
bagi yang mengikuti źann. Lalu mengapa maslahat jenis ini tidak 
dinyatakan mulghā? 

Demikian pula al-Ghazzālī, ia hanya menyatakan al-maşlaĥat al-
gharībah tertolak (mardūd), berikut kutipannya:17 

Al-Munāsib al-gharīb/al-maşlaĥat al-gharībah yang tidak sesuai dan 
tidak ada syahadah syarak berdasar aşl mu‘ayyan, maka pasti (qaţ‘an) 
tidak diterima oleh ahli kias, karena sesungguhnya itu adalah istiĥsān 
dan mengada-adakan syariat berdasar rakyu. 
Kiranya di sinilah celah yang terbaca oleh Ibn ‘Āsyūr, maka ia 

16 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. III, hlm. 19. 
17 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā..., hlm. 315. 
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menyatakan:18 

Kami tidak memaksakan diri berpegang pada yang pasti atau yang 
mendekati pasti dalam syariat, karena syariat itu sendiri bergantung 
pada zan. Maka sesungguhnya yang saya kehendaki adalah agar 
sekumpulan kaidah yang pasti itu dijadikan tempat kembali, yang 
mana kita merujuk padanya ketika terjadi beda pendapat. 
Menyimak diskusi ini, tampaknya ada yang tidak tercakup jika 
berpegang pada teori tekstual saja (teori rujū‘ ilā aşl mu‘ayyan). 
Dan akan ada yang tertinggal jika berpegang pada teori kontekstual 
saja (teori rujū‘ ilā uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah). Penulis berasumsi, 
ketidaktegasan al-Ghazzālī dan al-Syāţibī terjadi karena standar 
mulghā-nya maslahat ditumpukan oleh keduanya pada penolakan 
syarak. Namun ketika dalil źannī tidak bertentangan dengan kaidah 
umum dan dalil lain, maka tidak ada bukti penolakan syarak sehingga 
tidak bisa dinyatakan mulghā, dan sekaligus tidak bisa dinyatakan 
mu‘tabar. Jadi hanya bisa dinyatakan mardūd berdasar teori yang 
dipegang al-Ghazzālī dan al-Syāţibī. 

Hal ini bisa dilihat pada contoh yang dikutip oleh al-Ghazzālī dan juga 
al-Syāţibī, yaitu kasus menghalangi mantan isteri dari hak mewarisi. 
Dicontohkan, seorang suami dalam masa sakitnya menjelang ajal, 
ia mentalak isterinya sehingga tidak memperoleh warisan. Maka 
ditetapkan si isteri tetap mendapat warisan. Ini dipandang sebagai 
putusan hukum yang berlawanan dengan maksud si suami dengan 
cara dikias pada kasus orang yang membunuh karena ingin segera 
mendapat warisan, di mana ketentuan ini ditetapkan berdasar Hadis.19 
Pembunuh menjadi terhalang dari mewarisi karena dihukum dengan 
kebalikan maksudnya. Maka demikian pula pada kasus talak, si isteri 
tetap mendapat harta warisan karena menghukum dengan kebalikan 
maksud si suami. 

18 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 39. 
19 Al-Tirmiżī, Jāmi‘ al-Tirmiżī (Riyad: Dār al-Salām, 1999), hlm. 484. 

Diriwayatkan pada bab farā’iď, hadis nomor 2109. Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah 
(Riyad: Dār al-Salām, 1999), hlm. 381, hadis nomor 2645. Rasulullah saw. 
bersabda: “Pembunuh tidak mewarisi.” 
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Bagi al-Ghazzālī ta‘līl di sini tetap tinggal dalam kondisi gharīb, 
karena jenis al-‘illah ini tidak ditemukan pada kasus lain yang 
sejenis.20 Demikian pula al-Syāţibī, tidak bisa menolak peristinbatan 
yang mengikuti źann selama ada dalil źannī yang tidak menentang aşl 
kullī.21 Jadi al-maşlaĥat al-gharībah tidak bisa dinyatakan mulghā 
walau dikatakan mardūd sebagai maqāşid al-Syāri‘. Lalu dengan 
paradigma teosentrisme, maka al-maşlaĥat al-gharībah dianggap 
subjektif (ikut hawa nafsu) dan berstatus waham, tapi anggapan ini 
pun tidak bisa didialektikakan dengan nas sehingga dipulangkan 
kepada ijtihad. 

Al-Maşlaĥat al-Gharībah sebagai Maqāşid al-Khalq 
Memerhatikan definisi maslahat yang dikutip di awal pembahasan 
bab ini, diperoleh gambaran bahwa maslahat adalah kebaikan. Baik 
itu dalam arti denotatif (haqīqī) maupun konotatif (majāzī), baik 
itu bersifat lahiriah maupun batiniah, baik itu mencakup maslahat 
masyarakat banyak mau pun terbatas pada kelompok dan individu 
tertentu saja, dan semua itu merupakan sifat bagi perbuatan yang 
disimpulkan berdasar petunjuk syariat. Dalam hal ini, menurut Ibn 
‘Āsyūr, maslahat dalam dimensi tujuan syariat (anwā‘ al-maşlaĥat al-
maqşūdah min al-tasyrī‘), dapat dilihat dari tiga aspek berikut:22 
1.	 Pengaruhnya dalam tatanan kehidupan umat, di sini terbagi tiga 

jenis, yaitu al-ďarūriyyah, al-ĥājiyyah, dan al-taĥsīniyyah; 
2.	 Aspek cakupannya (al-kulliyah wal al-juz’iyyah), di sini maslahat 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu maslahat komunal (al-maşlaĥat 
al-‘āmmah), dan maslahat individual yang khusus (al-maşlaĥat 
al-juz’iyyat al-khāşşah); 

3.	 Dilihat dari sifat kebutuhan atasnya, di sini maslahat terbagi 
menjadi tiga jenis, yaitu bersifat pasti (qaţ‘ī), probabilitas (źannī), 
dan dugaan (wahmī).

Aspek pertama dibahas ulama dalam konteks pemeliharaan maslahat 
dalam dua dimensi, yaitu dimensi wujūd dan ‘adam. Aspek kedua dari 
cakupannya memberi sisi lain kuat-tidaknya pemeliharaan maslahat 
oleh al-Syāri‘. Maslahat yang mencakup kebutuhan hidup komunitas 
masyarakat luas—secara umum—lebih diutamakan dari maslahat 

20 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā..., hlm. 312. 
21 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. III, hlm. 20.
22 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 76. 
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yang hanya merupakan kebutuhan kelompok, apalagi individu. 

Semua maslahat yang dipelihara oleh nas partikular—baik bersifat 
komunal maupun individual—diklasifikasikan uşūliyūn menjadi tiga 
pertingkatan, yaitu al-ďarūriyyah, al-ĥājiyyah, dan al-taĥsīniyyah. 
Dengan demikian dapat diasumsikan, bahwa maslahat lain di luar 
nas tertentu juga dipelihara syariat sesuai pertingkatan itu. Namun 
perlu diingat, bahwa al-Ghazzālī menolak al-maşlaĥat al-mursalah 
pada tingkat al-ĥājiyyah dan al-taĥsīniyyah tanpa kesaksian syarak. 
Al-Ghazzālī menyatakan:23 

Apabila engkau telah mengetahui kategori-kategori ini, maka kami 
nyatakan bahwa dalam kenyataannya, bahwa dalam dua peringkat 
terakhir tidak boleh menetapkan hukum dengan semata-mata maslahat 
jika tidak disokong oleh kesaksian asal (nas), kecuali jika berlaku 
dalam kondisi darurat. 
Berdasar ungkapan ini, maka patut dipertanyakan apakah penolakan 
al-Ghazzālī cukup beralasan? Untuk menjawabnya perlu dilihat dari 
aspek sifat kebutuhan atas maslahat di mana Ibn ‘Āsyūr membagi 
maslahat dalam tiga jenis pertingkatan:24 

1.	Maslahat qat‘i, yaitu jenis maslahat yang ditunjuk oleh dalil-dalil 
yang tidak bisa ditakwil, contohnya ayat tentang haji. 

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. 
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah 
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali 
‘Imrām [3]: 97) 
Maslahat qaţ‘ī lainnya adalah yang disimpulkan dari berbagai 
dalil partikular menjadi universal, seperti al-kulliyat al-khamsah. 

23 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 175. 
24 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid, hlm. 85.
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Termasuk juga maslahat qaţ‘ī adalah sesuatu yang secara akal 
dapat mewujudkan maslahat yang besar, atau menolak mafsadat 
yang besar, seperti kebijakan Abū Bakr memerangi orang yang 
menolak membayar zakat. 

2.	 Maslahat źannī, yaitu maslahat yang secara akal mencapai tingkat 
probabilitas tinggi, seperti sikap Abū Muĥammad ibn Abī Zayd 
yang menjadikan anjing sebagai penjaga rumah dalam masa-
masa krisis keamanan di Kairuwan. Saat ia diingatkan bahwa 
itu menyimpang dari mazhab Mālik, ia menjawab: “Seandainya 
Imām Mālik mengalami kondisi zaman seperti sekarang, sungguh 
ia juga akan menempatkan anjing di pintu rumahnya.” Bagi Ibn 
Abī Zayd, masalah ini juga didukung oleh dalil źannī, yaitu hadis 
tentang larangan memutus perkara bagi seorang hakim yang 
sedang dalam kondisi marah.25 

Dari ‘Abd al-Mālik ibn ‘Umayr: “Aku mendengar ‘Abd al-
Raĥmān ibn Abī Bakrah berkata, bahwa Abū Bakrah menulis surat 
kepada anaknya yang kala itu berada di Sijistan, agar dia tidak 
memutuskan perkara saat dalam kondisi marah, sebab Rasulullah 
saw. mengatakan: “Tidak boleh seorang hakim memutus perkara 
antara dua orang, sedang ia dalam kondisi marah.”

3.	 Maslahat wahmī, yaitu sesuatu yang dikhayalkan (diduga) sebagai 
maslahat, tapi ketika diteliti ternyata mudarat. Adakala ia terbatas 
sebagai waham saja karena samarnya mudarat yang terkandung, 
contohnya penyalahgunaan opium, ganja, kokain, dan heroin. 
Atau karena kebaikan di dalamnya bercampur dengan mafsadat, 
seperti informasi Alquran tentang khamar.

25 Ibn Ĥajar al-‘Asqalānī, Fatĥ al-Bārī fī Syarĥ Saĥīĥ al-Bukhārī (Kairo: Dār 
Maşr, 2001), jld. XIII, hlm. 196. Kitāb al-Aĥkām, bāb hal yaqďi al-qāďī...
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Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 
“Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat 
bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” 
Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, 
Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. 
al-Baqarah [2]: 219)

Penulis melihat ketiga kategori yang dibuat Ibn ‘Āsyūr berkaitan dengan 
tiga syarat yang ditetapkan al-Ghazzālī, yaitu ďarūrah, qaţ‘iyyah, dan 
kulliyah.26 Bagi al-Ghazzālī, ketiga syarat ini hanya terwujud dalam al-
maşlaĥat al-mursalah di tingkat al-ďarūriyyah, yaitu manakala hajat 
hidup primer (syarat ďarūrah) orang banyak (syarat kulliyah) sedang 
terancam. Dalam kasus seperti ini, syarat qaţ‘iyyah menjadi penentu 
dalam tahap eksekusi, sebab pastinya kebutuhan terhadap maslahat 
merupakan dasar bertindak. Hanya saja nilai qaţ‘ī-nya memiliki dua 
sisi pandang, pertama kepastiannya sebagai hal yang dikehendaki 
syariat, dan kedua kepastian terwujudnya maslahat. 

Jika sesuatu dapat dipastikan sebagai maqāşid al-syarī‘ah berdasar 
nas tertentu, maka keterwujudan maslahat padanya tidak diragukan 
lagi.27 Sementara sesuatu yang dipandang maslahat oleh akal (wahm), 
belum dapat dipastikan mewujudkan maslahat. Oleh karena itu bagi 
al-Ghazzālī, sifat qaţ‘ī keterwujudan maslahat hanya dapat ditolerir 
pada al-maşlaĥat al-mursalah tingkat kebutuhan primer (ďarūriyyah). 
Hal ini jelas karena kondisi mudarat itu sendiri yang memberi 
jaminan bagi dibolehkannya keringanan-keringanan tertentu secara 
syar‘ī, dasarnya adalah keberlakuan rukhşah.  

Adapun pada tingkat al-ĥājiyyah dan al-taĥsīniyyah, sifat maslahat 
yang dipersepsikan secara akal tidak bisa dinyatakan qaţ‘ī. Padahal 
yang namanya hukum syariat haruslah ditetapkan berdasarkan khiţāb 
Allah, maka jelaslah dibutuhkan kesaksian syarak sebagai dasar 

26 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā..., hlm. 176. 
27 Ibn ‘Abd al-Salam, Qawā‘id al-Aĥkām…, jld. II, hlm. 94.  
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nilai syar‘ī-nya.28 Tetapi aşl mu‘ayyan yang disyaratkan al-Ghazzālī 
pada al-ĥājiyyah dan al-taĥsīniyyah juga tidak lepas dari masalah, 
sebab umumnya nas partikular pada tataran ini bersifat źannī, jadi 
kesaksian syarak ini juga bersifat zannī. Dengan demikian diperlukan 
murajjiĥ untuk menguatkan salah satu dari keduanya. Dari itu Ibn 
‘Āsyūr mengkritik keraguan al-Ghazzālī, sebab nyatanya maslahat 
partikular dapat ditetapkan lewat tiga jalan, Pertama, melalui dalil-
dalil aşl bagi qiyās, kedua, lewat penelusuran al-‘illah, dan ketiga 
dengan sahihnya keserupaan. Ibn ‘Āsyūr  menyatakan:29 

Karena sesungguhnya partikularitas maslahat kadang kala disusupi 
keraguan: (1) pada dalil-dalil asal kias; (2) pada saat menentukan 
sifat-sifat yang dijadikan keserupaan padanya sebagai sebab 
menghubungkan dan mengiaskan, yaitu sifat-sifat yang disebut al-
‘illah; (3) pada kesahihan penyerupaan. 
Ketiga jalan yang disebut Ibn ‘Āsyūr itu juga berlaku pada al-ĥājiyyah 
dan al-taĥsīniyyah, jadi tidak khusus pada al-ďarūriyyah saja. Maka 
sifat źannī dalil (aşl mu‘ayyan) membuat syahādah syarak tidak lebih 
kuat dibanding maslahat yang dicapai tanpa aşl mu‘ayyan. Mengingat 
kebutuhannya untuk dasar tindakan, maka sifat qaţ‘ī sebagai evidensi 
yang ditetapkan berdasar kaidah al-kulliyyah sudah cukup memadai. 
Dari itu tingkat kebutuhan pada al-ĥājiyyah dapat ditetapkan dengan 
al-maşlaĥat al-mursalah.30 Hujah Ibn ‘Āsyūr ini telah memperluas 
al-maşlaĥat al-mu‘tabarah yang sebelumnya dibatasi al-Ghazzālī 

28 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā..., hlm. 176. Dalam hal al-ďarūriyyah saja 
maslahat yang dipikir manusia belum tentu benar. Misalnya orang yang kelaparan 
harus mempertahankan hidupnya, lalu apakah maslahat jika ia mengiris sedikit 
daging pahanya untuk dimakan? Keterwujudan maslahat dalam kasus ini tidak bisa 
dibenarkan sehingga bisa disebut sebagai waham saja.

29 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 82. 
30 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 85. Ibn ‘Āsyūr merumuskan bahwa pastinya 

kebutuhan dapat dinyatakan dengan tiga jalan: 1) nas partikular yang tidak bisa 
ditakwil; 2) nas-nas partikular yang digeneralisasi menjadi kaidah universal; 3) al-
maşlaĥat al-mursalah. 
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hanya dengan standar rujū‘ ilā aşl mu‘ayyan menjadi rujū‘ ila uşūl 
al-syarī‘at al-kulliyyah. 

Sebagaimana diketahui, al-Ghazzālī, dan uşūliyūn lainnya membagi 
maslahat menjadi al-maşlaĥat al-mu‘tabarah, al-maşlaĥat al-
mursalah dan al-maşlaĥat al-mulghāh. Adapun pada kategori Ibn 
‘Āsyūr di atas—menurut al-Khādimī—apa yang disebut oleh Ibn 
‘Āsyūr sebagai al-maşlaĥat al-wahmiyyah merupakan al-maşlaĥat 
al-mulghāh dalam istilah uşūliyūn lain.31 Jika dibandingkan dengan 
kategori al-munāsib dari al-Ghazzālī,32 terlihat ma‘nā al-munāsib 
al-maşlaĥī disatukan oleh Ibn ‘Āsyūr dengan ma‘nā al-munāsib al-
mū’aŝŝir dan ma‘nā al-munāsib al-mulā’im dalam kategori maslahat 
yang kebutuhan atasnya bersifat pasti (qat‘ī). Lebih jelas hal ini bisa 
dilihat sebagaimana tergambar dalam tabulasi berikut: 

Tabel I. Perbandingan Kategori Maslahat menurut Ibn ‘Asyur dan al-Ghazzali 

No. Kategori Ibn 
‘Āsyūr

Kategori al-Ghazzālī
Ma‘nā al-Munāsib Kategori Maslahat

1. Al-Maşlaĥat 
al-Qaţ‘iyyah

Ma‘nā al-Munāsib al-Mū’aŝŝir Al-Maşlaĥat al-
Mu‘tabarahMa‘nā al-Munāsib al-Mulā’im 

Ma‘nā al-Munāsib al-Maşlaĥī Al-Maşlaĥat al-
Mursalah

2. Al-Maşlaĥat 
al-Źanniyyah Ma‘nā al-Munāsib al-Gharīb Al-Maşlaĥat al-

Gharībah (Mardūd) 

3. Al-Maşlaĥat al-
Wahmiyyah - Al-Maşlaĥat al-

Mulghāh

Tabulasi ini menunjukkan perbedaan cara pandang kedua tokoh itu. 
Al-Ghazzālī menerima al-maşlaĥat al-mursalah pada tataran ďarūriyyah 
saja, karena kondisi ďarūrah memberi rukhşah. Adapun Ibn ‘Āsyūr 
melihat maslahat sebagai sifat perbuatan yang mengantar pada kebaikan 
sehingga al-maşlaĥat al-mursalah pada tataran al-ĥājiyyah dan al-
taĥsīniyyah tidak berbeda dari al-ďarūriyyah. Jadi keraguan al-Ghazzālī 
terhadap al-maşlaĥat al-mursalah semata-mata disebabkan oleh teori 
rujū‘ ilā aşl mu‘ayyan di bawah paradigma teosentrisme. Padahal aşl 
mu‘ayyan hanya menunjukkan bahwa al-Syāri‘ juga memerhatikan 

31 Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, ‘Ilm al-Maqāşid al-Syarī‘ah (Riyad: 
Maktabah al-‘Ubaykān, 2001), hlm. 73. 

32 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 315. 
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kausa efisien (al-‘illah) di samping kausa finalis (al-‘illat al-ghā’iyyah). 
Seperti dinyatakan al-Būţī, dalil kias merupakan maslahat umum, dan 
ditambah dengan atribut yang sesuai dengannya (al-waşf al-munāsib).33 

Cara pandang Ibn ‘Āsyūr ini sekaligus menunjukkan kerancuan 
pemikiran al-Syāţibī, sebab al-maşlaĥat al-gharībah dinyatakan 
mardūd dan tidak ada oleh al-Syāţibī.34 Al-Maşlaĥat al-gharībah 
adalah dalil źannī yang tidak ada syahadah dari aşl yang qaţ‘i, dan 
tidak bertentangan dengan asl yang qat‘i. Oleh Ibn ‘Āsyūr, maslahat 
jenis ini dimasukkan menjadi al-maşlaĥat al-źanniyyah, sebagaimana 
terlihat dalam tabulasi berikut:

Tabel II. Perbandingan Kategori Maslahat menurut Ibn ‘‘Asyur dan al-Syatibi

No. Kategori Ibn 
‘Āsyūr

Kategori al-Syāţibī

Al-Maşlaĥat Kategori al-Maşlaĥat

1. Al-Maşlaĥat 
al-Qaţ‘iyyah

Dalil yang qaţ‘ī 
(mutawatir ma‘nā)

Al-Maşlaĥat al-
Mu‘tabarah

Dalil źannī yang kembali 
kepada aşl yang qaţ‘ī Al-Maşlaĥat al-Mursalah

2. Al-Maşlaĥat 
al-Źanniyyah

Dalil źannī yang tidak 
ada syahādah dari aşl 
yang qaţ‘ī, dan tidak 
bertentangan dengan aşl 
yang qaţ‘ī

Al-Maşlaĥat al-Gharībah 
(ghayr mawjūd) 

3. Al-Maşlaĥat 
al-Wahmiyyah

Dalil źannī yang bertenta-
ngan dng aşl yang qaţ‘ī Al-Maşlaĥat al-Mulghāh

Melihat tabulasi di atas, kiranya cukup beralasan jika Ibn ‘Āsyūr 
memasukkan al-maşlaĥat al-mursalah dalam kategori al-maşlaĥat 
al-qaţ‘iyyah. Benar syahādat al-syar‘ atas maslahat menjadi dasar 
menyatakan kebenaran suatu maslahat sebagai tujuan syariat, tapi 
itu tidak harus secara tekstual, kaidah kulliyyah juga dapat dijadikan 
syāhid. Menurut Muĥammad Sa‘īd Ramaďān al-Būţī, sesuatu 
dapat dinyatakan maslahat secara syar‘ī jika memenuhi lima syarat 
berikut:35 

33 Al-Būtī, Ďawābiţ al-Maşlaĥah ..., hlm. 191. 
34 Al-Syāţibī, al-Muwafaqat..., jld. III, hlm. 19. Bahkan terkesan ada 

kontradiksi dalam pernyataan al-Syāţibī, sebab setelah menyatakan al-maşlaĥat al-
gharībah tidak ada, ia juga menyatakannya sebagai lapangan ijtihad. 

35 Al-Būtī, Ďawābiţ al-Maşlaĥah ..., hlm. 105. 
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1.	Masuk dalam tujuan syariat berdasar kategori ďarūriyyah, 
ĥajiyyah, taĥsīniyyah; 

2.	 Tidak bertentangan dengan Alquran; 

3.	 Tidak bertentangan dengan Sunah; 

4.	 Tidak bertentangan dengan kias, yaitu maslahat yang diterima, 
atau al-maşlaĥat al-mursalah; 

5.	 Tidak meruntuhkan maslahat yang lebih utama, atau yang setara 
dengannya. 

Kelima syarat yang diajukan al-Būţī ini cukup aman bagi al-maşlaĥat 
al-mursalah yang kuat dinyatakan sebagai maqāşid al-Syāri‘. Tetapi 
masih ada persoalan ketika berhadapan dengan dalil-dalil źannī 
yang tidak bertentangan dengan kaidah umum yang qaţ‘ī. Al-Syāţibī 
menganggapnya bagian dari al-maşlaĥat al-mursalah yang ditolak 
tanpa kesaksian aşl mu‘ayyan,36 padahal maslahat jenis ini tidak 
dapat dinyatakan mulghāh. Maka bagi Ibn ‘Āsyūr, cukup beralasan 
mengategorikan al-maşlaĥat al-gharībah sebagai al-maşlaĥat al-
źanniyyah. Dengan demikian, Ibn ‘Āsyūr telah menjangkau apa yang 
luput dari al-Ghazzālī dan al-Syāţibī, yaitu al-maşlaĥat al-gharībah 
sebagai al-maşlaĥat al-źanniyyah. 

Di sisi lain, pendirian al-Syāţibī berkonsekuensi pada pengguguran 
dalil źannī yang dianggap bertentangan dengan kaidah kulliyyah, 
atau setidaknya mengasumsikan adanya pertentangan nas dengan 
maslahat. Padahal seperti dikatakan al-Būţī, tidak mungkin nas 
bertentangan dengan maslahat, sebab isi yang terkandung dalam suatu 
wadah tidak bisa tetap eksis jika wadahnya sendiri dihancurkan.37 

Adapun al-Ghazzālī kadangkala menyebutnya sebagai al-istiĥsān 
dalam arti berfatwa tanpa dalil, dan juga disebutnya sebagai al-
maşlaĥat al-gharībah.38 Hal ini berakibat pada pengabaian realitas 
maslahat yang dihadapi umat di waktu dan tempat berbeda. Bagi 
penulis, luputnya al-maşlaĥat al-gharībah (al-maşlaĥat al-źanniyyah) 
sudah cukup beralasan menyatakan ekstremnya pendirian al-Ghazzālī 
dan al-Syāţibī, sehingga perlu moderasi. Adapun Ibn ‘Āsyūr dapat 

36 Al-Syāţibī, al-I‘tişām, jld. II, hlm. 452.
37 Al-Būtī, Ďawābiţ al-Maşlaĥah ..., hlm. 118.
38 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā..., hlm. 315. 
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dinyatakan telah berhasil memoderasi sebagaimana digambarkan 
pada diagram berikut: 

Gb 2. Maslahat sebagai Maqasid menurut Ibn ‘Asyur

Memerhatikan pembahasan di atas, al-maşlaĥat al-mursalah cukup 
beralasan untuk diteguhkan sebagai al-maşlaĥat al-qaţ‘iyyah, apalagi 
pada tingkat ďarūriyyah dan ĥājiyyah yang naik ke tingkat ďarūriyyah. 
Dengan kata lain, al-maşlaĥat al-mursalah sebagai maqāşid al-
Syāri‘ bukan lagi spekulasi, tapi telah menjadi suatu pengetahuan 
sistematis. Maka tinggal lah satu persoalan yang harus dituntaskan, 
yaitu sikap Ibn ‘Āsyūr yang memasukkan al-maşlaĥat al-źanniyyah 
dalam maqāşid al-syarī‘ah. 

Penulis melihat, tidak cukup alasan jika al-maşlaĥat al-źanniyyah 
dikategorikan sebagai maqāşid al-syarī‘ah. Sebab Ibn ‘Āsyūr me-
nawarkan teori yang menjadikan kelompok kaidah-kaidah qaţ‘iyyah 
itu sebagai tempat kembali (malji’) saat terjadi pertentangan.39 
Padahal al-maşlaĥat al-gharībah tidak dipayungi oleh dalil yang 
memadai, baik berupa nas mau pun kaidah umum. Berpijak pada 
fakta ini maka pembahasan berikut mencoba mengkritisinya.  

Langkah Ibn ‘Āsyūr yang menjadikan al-maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah 
sebagai dasar perluasan hukum meniscayakan penggunaan induksi 
tidak sempurna (al-istiqrā’ al-nāqiş). Jadi ia menolak pandangan serba 
qaţ‘ī seperti diskursus uşul al-syarī‘ah yang menurut al-Syāţibī bersifat 

39 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 39.
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qaţ‘ī karena menggunakan induksi sempurna (al-istiqrā’ al-tāmm).40 
Menurut Gallagher, induksi sempurna tidak memiliki pengecualian 
dan sekaligus tidak menarik. Sebab ia hanya berupa penyimpulan, 
bukan mengembangkan ilmu. Induksi tidak lengkap lebih penting 
dan lebih memusingkan, sebab penalaran ini melibatkan suatu proses 
melewati pertimbangan dari beberapa ke semua.41 

Berdasar hasil eksplorasi terhadap nas yang mengatur berbagai 
tindakan dalam satu jenis maqāşid al-syarī‘at al-khāşşah, timbul zan 
bahwa perbuatan sejenis yang tidak diatur dengan nas juga dituju 
syariat. Ibn ‘Āsyūr menyatakan:42 

Bagaiman seorang alim bisa menolak tentang keharusan iktibar genus 
atau keseluruhan tanpa masuk pada detil lebih dahulu?
Inilah dasar keberlakuan al-istiqrā’ al-nāqiş, sebab zan berpijak pada 
kebenaran koherensif yang mengandaikan bahwa kebenaran pada 
pernyataan-pernyataan sebelumnya juga berlaku kemudian. Model 
operasional seperti ini disebut al-qiyās al-kullī, yaitu menghubungkan 
suatu kejadian dengan yang sebanding berdasar kesamaan tujuan 
umum, seperti pemeliharaan agama.43 Sikap Ibn ‘Āsyūr ini sejalan 
dengan pandangan al-Ghazzālī, bahwa istiqrā’ boleh dijadikan 
pegangan pada perkara-perkara fiqhiyyah, tapi tidak pada masalah 
yaqīniyyāt. Dalam kitab Maqāşid al-Falāsifah, Imam al-Ghazzālī 
menyatakan sebagai berikut:44 

40 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 39. 
41 Kenneth T. Gallagher, The Philosophy of Knowledge (New York: Sheed and 

Ward, 1964, hlm. 207. The only thing is, I “reason” here in only the weakest sense, 
for all I am doing is stating succinetly what I already know. I have not advanced 
my knowledge, but only summed it up. Therefore, while this complete induction is 
unexceptionable, it is also uninteresting, since if our knowledge were confined to it, 
we would not progress at all. Incomplete induction is much more important and also 
much more puzzling. For it seems to involve a process of passing from “some to all,” 
a process against which formal logic has consistently warned us. 

42 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 82. 
43 Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, al-Ijtihād al-Maqāşidī; Ĥujjiyātuhu, 

Ďawābiţuhu, wa Majālātuhu (Qatar: Kitáb al-Ummah, 1998), jld. I, hlm. 117. 
44 Al-Ghazzālī, Maqāşid al-Falāsifah, tahkik: Sulaymān Dunyā, cet. II (Kairo: 

Dār al-Ma‘ārif, 1960), hlm. 90. 
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Dan pada masalah fiqhiyyah, manakala istiqrā’ mencapai hasil 
maksimal, dan dekat pada capaian hasil, maka ia cukup kuat dalam 
penguatan zan. 
Dengan demikian, argumen al-Syayrazī; bahwa sifat tertentu pada 
perbuatan telah ada jauh sebelum pensyariatan, tapi hukum baru 
ada setelah khiţāb,”45 sekarang dapat dijawab. Bahwa khiţāb pada 
perbuatan yang maqāşid-nya sejenis, juga berlaku pada perbuatan 
sejenis yang tidak ada khiţāb. 

Sumbangsih Ibn ‘Āsyūr dalam hal ini adalah mendekatkan maqāşid 
dengan realitas sehingga dimungkinkan penggunaan al-istiqrā’ al-
nāqiş. Masalahnya sekarang, bagaimana al-maşlaĥat al-gharībah 
dapat dinyatakan sebagai maqāşid al-syarī‘ah, sementara tidak 
ada aşl kullī yang mencakupnya? Jika diandaikan al-maşlaĥat al-
gharībah bisa menjadi maqāşid al-syarī‘ah dengan menerapkan al-
istiqrā’ al-nāqiş, ini berarti mengasumsikan kebenaran maqāşid pada 
jenis kasus yang dicakup oleh satu kaidah juga berlaku pada kasus di 
luar jenisnya. Jika ini yang menjadi asumsi dasar untuk menyatakan 
al-maşlaĥat al-gharībah sebagai maqāşid al-syarī‘ah, maka asumsi 
ini sangat lemah. Sebab kebenaran koherensif itu sendiri tidak 
menjamin kebenaran dalam kasus lain yang sejenis, apalagi kasus 
yang di luar jenisnya. 

Menurut A. C. Ewing, untuk mengatakan bahwa A melekat pada 
B, sama saja dengan mengatakan bahwa A konsisten dengan B, 
atau bahwa A pasti mengikuti B, atau sesuatu yang lebih kompleks 
yang bisa didefinisikan dalam istilah konsistensi atau “niscaya 
mengikuti.” Tetapi gagasan-gagasan ini sendiri sudah terlebih dahulu 
mengasumsikan gagasan kebenaran. Mengatakan bahwa A konsisten 
dengan B sama saja dengan mengatakan bahwa A dan B mungkin 
sama-sama benar; mengatakan bahwa A pasti mengikuti B sama saja 
dengan mengatakan bahwa jika B benar, maka A pasti benar. Oleh 
karena itu, tampaklah bahwa siapa pun yang mendefinisikan kebenaran 
dari sisi koherensi, berarti sedang mendefinisikan kebenaran dari sisi 

45 Al-Syayrāzī, al-Luma‘ fī Uşūl al-Fiqh (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2003), hlm. 105. 
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kebenaran itu sendiri, sehingga membuat suatu lingkaran. Akhirnya, 
sangatlah jelas bahwa penilaian-penilaian dianggap benar bukan 
karena keterkaitan mereka dengan penilaian-penilaian yang lain, 
melainkan karena keterkaitan mereka dengan sesuatu yang objektif 
yang bukan merupakan penilaian itu sendiri. Hal ini akan membawa 
kita kembali pada teori korespondensi mengenai kebenaran.46

Merujuk analisis Ewing di atas, maka jelas tidak cukup alasan untuk 
mempertahankan al-maşlaĥat al-gharībah sebagai maqāşid al-
syarī‘ah. Dari itu lebih tepat jika teori maqāşid dikonsepsikan sebagai 
al-maqāşid al-syar‘iyyah. Dengan demikian maqāşid al-khalq yang 
berupa al-maşlaĥat al-gharībah dapat dicakup oleh teori al-maqāşid 
al-syar‘iyyah tanpa mengalami kontradiksi terminologi. Di sisi lain, 
jika al-maşlaĥat al-gharībah menjadi bagian dari maqāşid al-
syarī‘ah, maka nama maqāşid al-syarī‘ah menjadi majāzī. Sebaliknya 
jika ia disebut sebagai al-maqāşid al-syar‘iyyah, maka penamaan 
secara majāzī bisa ditinggalkan dan kembali pada penamaan secara 
ĥaqīqī. Merujuk pada kaidah uşūliyyah yang disepakati para ulama, 
bukankah yang ĥaqīqī harus diutamakan dari yang majāzī?

Untuk bisa memoderasi problematika ini, maka perlu dilakukan kajian 
mendalam tentang fitrah. Sebab jika terbukti fitrah itu terpelihara 
dari penyimpangan, maka fitrah dapat dipertimbangkan sebagai 
bagian dari al-maqāşid al-syar‘iyyah. 

Fitrah sebagai Asas Maqāşid al-Khalq 
Menurut Ibn ‘Āsyūr, teori maqāşid didasarkan pada atribut syariat 
terbesar, yaitu fitrah sesuai firman Allah dalam surat al-Rum: 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); 
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 
fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 
lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S. al-Rum [30]: 
30).
Ayat ini memerintahkan umat agar tetap dalam agama Islam yang 

46 Ewing, A. C., Persoalan-persoalan Mendasar Fisafat, terj. Uzair Fauzan dan 
Fika Iffati Farikha, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 82. 
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mana manusia diciptakan dalam fitrah Islam. Menurut Ibn ‘Āsyūr, 
maksud kata agama (al-dīn) di sini mencakup keseluruhan ajaran 
Islam, baik akidah mau pun syariat.47 Berbeda dengan Fakhr al-
Dīn al-Rāzī dan al-Bayďawī, keduanya membatasi makna fitrah 
Islam dalam bidang akidah saja.48 Namun redaksi ayat mendukung 
penafsiran Ibn ‘Āsyūr, sebab ayat sebelumnya berbicara tentang syirik 
yang harus dijauhi umat. Lalu kata “fa aqim“ adalah perintah agar 
manusia mengikuti agama fitrah ini dan meninggalkan segala bentuk 
kekufuran. Penafsiran Ibn ‘Āsyūr ini senada dengan al-Zamakhsyarī, 
bahwa Allah menciptakan manusia dengan potensi yang membuatnya 
bisa menerima ajaran tauhid, dan ajaran Islam lainnya.49

Menurut Ibn Manźūr, fitrah berarti penciptaan (al-khalq), sebagaimana 
bunyi Hadis “Kullu mawlūd yūlad ‘alā al-fiţrah.”50 Ada pun secara 
terminologis, al-Jurjānī menyatakan fitrah sebagai penciptaan manusia 
yang dipersiapkan untuk dapat menerima agama.51 Adapun Ibn 
‘Āsyūr memilah terminologi fitrah dalam konteks umum dan khusus. 
Secara umum fitrah adalah suatu tatanan yang dijadikan Allah pada 
setiap makhluknya. Ia menyatakan:52 

Fitrah adalah penciptaan, artinya suatu tatanan yang diadakan Allah 
pada setiap makhluk. Adapun fitrah manusia adalah sesuatu yang 
dijadikan sejak semula, artinya manusia diciptakan oleh Allah berdasar 
fitrah itu, baik lahir maupun batin, artinya jasad dan akal. 
Ditambahkan, bahwa berjalan dengan kaki adalah fitrah jasad, 
maka berjalan dengan tangan berarti mengingkari fitrah. Adapun 

47 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 54. Ibn ‘Āsyūr, Uşūl al-Niźām al-Ijtimā‘ī fī 
al-Islām, cet. II (Tunisia: al-Syirkah al-Tūnīsiyyah li al-Tawzī‘, 1985), hlm. 17. 

48 Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Tafsīr al-Kabīr (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
t.th.), jld. I, hlm. 43. Al-Bayďawī, Tafsīr al-Bayďawī (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, t.th.), jld. I, hlm. 87. 

49 Al-Zamakhsyarī, Tafsīr al-Kasysyāf (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 
jld. I, hlm. 43.

50 Ibn Manźūr, Lisān al-‘Arab, jld. VII, hlm. 125. 
51 Al-Jurjānī, Kitāb al-Ta‘rīfāt (Singapura: al-Ĥarāmayn, t.th.), hlm. 168. 
52 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 55. 
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penyimpulan berdasar prinsip kausalitas secara rasional merupakan 
fitrah akal manusia, maka penyimpulan yang tidak rasional adalah 
pengingkaran terhadap fitrah.

Menurut M. ‘Usman Najati, dalam fitrah penciptaan manusia terdapat 
kesiapan alamiah untuk memahami keindahan ciptaan Allah dan 
menjadikannya bukti tentang adanya Allah.53 Ini senada dengan 
pandangan Ibn ‘Āsyūr, bahwa fitrah dalam konteks khusus berkaitan 
langsung dengan fitrah Islam sebagai agama, dari itu ia juga berbicara 
dalam konteks fitrah pensyariatan Islam. Dalam hal ini, Ibn ‘Āsyūr, 
menyimpulkan bahwa fitrah Islam adalah fitrah ‘aqliyyah. Artinya, 
seluruh ajaran Islam—baik akidah, maupun syariat—merupakan 
perkara ‘aqliyyah, atau sesuai dengan apa yang mampu ditangkap 
dan dibenarkan oleh akal.54 

Adapun fitrah manusia adalah suatu keadaan di mana akal manusia 
diciptakan dalam keadaan bersih, tidak bercampur dengan kerancuan 
(al-ra‘ūnāt) dan kebiasan buruk. Bagi Ibn ‘Āsyūr, inilah maksud dari 
kata “fiţrat Allāh allatī faţara al-nās ‘alayha” dalam ayat 30 surat al-

53 M. ‘Usman Najati, Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa, terj. Ahmad Rofi’i ‘Usmani 
(Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 40. 

54 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 55. Ia mengutip pendapat Ibn Sīnā dalam 
kitab al-Najāh, bahwa manusia mendapati dirinya terwujud di dunia ini dalam 
kondisi berakal. Andai manusia tidak mendengar suatu pendapat, mazhab, tidak 
bergaul, dan tidak mengenal politik, tapi ia bisa menyaksikan sesuatu yang terindera, 
maka manusia akan menangkap suatu kesan (al-ĥāl), lalu kesan itu bertentangan 
dengan keraguan yang muncul dari dalam dirinya. Dalam hal ini, jika kesan itu 
memungkinkan untuk diragui, maka fitrah tidak menerimanya, sebaliknya jika 
kesan itu tidak mungkin diragui, maka fitrah menerima. Menurut Ibn Sīnā, tidak 
semua yang diterima oleh fitrah manusia dapat dinyatakan benar, tetapi yang benar 
adalah fitrah yang terkuat, yaitu sesuatu yang dinamakan akal (rasionalitas). 

Ada pun fitrah pikiran (fiţrat al-żihn) kadang kala—secara umum—membawa 
pada kekeliruan, terutama pada hal-hal non inderawi. Maka fitrah yang benar 
adalah proposisi dan pandangan-pandangan umum terpuji yang diterima sebagai 
kebenaran, baik penerimaan umum (syahādat al-kullī), atau diterima kebanyakan 
orang (syahādat al-akŝar), diterima oleh ulama (syahādat al-‘ulamā’), atau diterima 
oleh pemuka masyarakat (syahādat al-afāďil). Sementara opini umum (al-ża’i‘āt), 
tidak serta merta menjadi benar secara fitrah karena diterima orang banyak. Opini 
umum tidak diawali oleh rasionalitas (‘aqlī) atau dugaan (wahmī), tapi terjadi 
karena melekat dalam jiwa berdasar kebiasaan sejak kecil, oleh karena itu ia bukan 
fitrah. Bisa saja opini umum diterima karena disenangi (maĥabbāt al-tasālum) 
atau pura-pura (iştinā‘), keduanya dibutuhkan manusia. Kadang kala ia dimotivasi 
oleh sesuatu yang bersumber dari akhlak manusia, seperti rasa malu, dan peri 
kemanusiaan (istinās). Opini bisa mewakili pandangan orang banyak (istiqrā’), atau 
pendapat satu orang yang dikemas sedemikian rupa sehingga terkesan benar. 
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Rum. Hal ini cocok dengan jiwa orang-orang yang diberi kelebihan 
oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Tin berikut ini: 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya (4), kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang 
serendah-rendahnya (neraka) (5), kecuali orang-orang yang beriman 
dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-
putusnya (6). (QS. al-Tīn [95]: 4-6).
Menurut Ibn ‘Āsyūr, maksud kata taqwīm dalam ayat 4 surat al-Tin 
adalah fitrah penciptaan akal manusia (taqwīm al-‘aql), bukan fitrah 
penciptaan fisik manusia (taqwīm al-şūrah).55 

Adapun Fitrah Islam yang mendasar adalah sesuatu yang di atasnya 
manusia diciptakan guna memakmurkan alam ini. Fitrah membuat 
manusia patut mengemban tugas menata alam sesempurna mungkin. 
Itulah yang dikandung Islam, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah 
untuk menjadikan alam ini indah setelah terjadi kerusakan.56 Namun 
sebagaimana dikutip sebelumnya, al-Ghazzālī cenderung melihat 
fitrah manusia secara negatif, bahwa manusia cenderung destruktif.57 
Lalu benarkah sifat destruktif merupakan bagian dari fitrah manusia 
sehingga fitrah mengandung konotasi negatif? 

Menghadapi pertanyaan ini penulis setuju dengan pendapat Erich 
Fromm (1900-1980 M)58 yang membantah dugaan kebanyakan 

55 Muĥammad al-Ţāhir ibn ‘Āsyūr, Tafsīr al-Taĥrīr wa al-Tanwīr (Tunisia: Dār 
al-Tūnīsiyyah, 1984), jld. XXX, hlm. 424. Maksud kata taqwīm dalam ayat adalah 
penciptaan akal (taqwīm al-‘aql) yang merupakan landasan akidah yang benar, 
dan amalan yang salih. Ada pun maksud kalimat radadnāhu asfala sāfilīn, adalah 
berbaliknya manusia melakukan perbuatan hina karena akidah yang rusak, dan 
perbuatan tercela. Kata taqwīm dalam ayat tidak bisa diartikan penciptaan rupa 
manusia (şūrah), karena rupa manusia tidak berubah menjadi rendah. Lagi pula 
yang dikecualikan (istiŝnā’) dalam ayat adalah sifat iman (illā al-lażīna āmanū), 
jadi tidak mungkin pengecualian itu dari hal yang lahiriah, karena tidak ada 
pengkhususan sifat iman dan amal salih kepada rupa yang cantik saja.

56 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 56.
57 Al-Ghazzālī, Iĥyā’ ‘Ulūm al-Dīn (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.th.), 

jld. I, hlm. 34. 
58 Nama lengkapnya Erich Pinchas Fromm, lahir di Frankfurt am Main, 

23 Maret 1900. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Heidelberg pada tahun 
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ilmuwan bahwa sifat destruktif adalah fitrah manusia.59 Sampai abad 
modern ilmuwan masih mengira kekerasan sebagai sifat bawaan 
manusia. Namun penelitian yang lebih belakangan membuktikan 
kesimpulan sebaliknya. Erich Fromm dalam buku The Anatomy of 
Human Destructiveness (terbit 1973) membuktikan bahwa agresi 
destruktif bukan sifat bawaan lahir manusia. Kesimpulan ini bukan 
sekadar spekulasi subjektif, tapi dibuktikannya secara ilmiah dengan 
sumbangan temuan berbagai bidang ilmu.

1922, dan berimigrasi ke Amerika serikat pada tahun 1934. Ia pernah menjabat 
sebagai profesor luar biasa di Bennington College, Vermont, tahun 1951. Fromm 
meninggal pada tanggal 18 Maret 1980, dikremasi di Bellizona, Swiss. Nur Iman 
Subono, Erich Fromm; Psikologi Sosial Materialis yang Humanis (Depok: Kepik 
Ungu, 2010), hlm. 22 dst.

59 Erich Fromm, Akar Kekerasan; Analisis Sosio-psikologis atas Watak 
Manusia, terj. Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 6, dst. 

Sigmund Freud (1856-1939 M), tokoh psikoanalisa, dalam bukunya The 
Ego and The Id (1923 M) berhujah tentang adanya insting kehidupan (eros), dan 
insting kematian (death instinct) dalam diri manusia. Insting kematian bisa tertuju 
kepada organisme itu sendiri, dengan demikian merupakan dorongan perusakan 
diri, atau tertuju ke luar yang berarti kecenderungan merusak pihak lain. Meski 
pun Freud berpendirian bahwa kekuatan insting kematian dapat dikurangi, namun 
asumsi dasarnya masih tetap, bahwa sejak lahir manusia telah membawa dorongan 
merusak. 

Sedikit berbeda dari Freud, Konrad Lorenz (1903-1989 M), seorang 
psikolog, dalam bukunya On Agression (1966 M), berteori bahwa manusia lahir 
dengan dianugerahi potensi agresi untuk pertahanan hidup. Agresi yang mulanya 
defensif ini bertransformasi dalam diri manusia menjadi dorongan spontan yang 
akan meledak meski tanpa stimuli (destruktif). Jika Sigmund Freud berpandangan, 
bahwa dorongan destruktif (insting kematian) berlawanan dengan eros (insting 
kehidupan), maka bagi Lorenz, cinta itu sendiri justru merupakan produk dari 
agresi. Jadi kedua tokoh ini memiliki konsepsi yang berbeda tentang agresi. 

Meski kedua tokoh ini berangkat dari landasan teoretis yang berbeda, namun 
dalam hal ketersaluran agresi, keduanya sepakat. Baik Freud mau pun Lorenz, 
sama-sama setuju bahwa kehidupan manusia tidak sehat jika agresi tidak tersalur 
dalam bentuk tindakan. Dari itu Lorenz mengatakan, bahwa manusia beradab 
masa kini menderita kekurangan penyaluran dorongan agresinya. Katakanlah ini 
kesimpulan sementara yang ditawarkan psikoanalisa, lalu bagaimana agresi dalam 
pandangan para antropolog? 

Dengan memanfaatkan hasil temuan arkeologi, para antropolog meyakini, 
bahwa semakin primitif seseorang, maka ia semakin agresif. Misalnya pemikiran 
S. L. Washburn, ia mengemukakan premis: “mengingat fakta bahwa dalam 99% 
sejarahnya, manusia hidup sebagai pemburu, maka ilmu hayat, ilmu jiwa, dan 
adat istiadat kita tidak lepas dari keberadaan sebagai pemburu di masa silam.” 
Dari itu Washburn sampai pada kesimpulan, bahwa manusia memiliki psikologi 
karnivora. Karenanya, mengajari orang membunuh adalah mudah, sedangkan 
mengembangkan adat istiadat yang bersih dari pembunuhan adalah sulit. 
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Erich Fromm menunjukkan dua contoh kesalahan dalam kesimpulan 
para ilmuwan, pertama, kerancuan dalam penggunaan kata “primitif.” 
Kata ini digunakan untuk merujuk masyarakat pra-peradaban yang 
dicirikan tidak memiliki bahasa tulis, teknik yang rumit, dan alat 
pembayaran, namun mengenai struktur ekonomi, sosial, dan politik, 
masing-masing mereka sangat berbeda. Saat dikomparasikan, 
ternyata tindakan destruktif justru kurang pada masyarakat pemburu 
pengumpul makanan, sebaliknya malah dominan pada masyarakat 
berperadaban. Kesalahan kedua, tidak diperhatikannya motivasi 
spiritual dan relijius dari tindakan destruktif yang dilakukan. 
Contohnya, persembahan anak sebagai korban seperti yang dilakukan 
Nabi Ibrahim, kasus ini justru menonjolkan rasa cinta Ibrahim kepada 
puteranya, bukan menonjolkan sisi destruktif.60 

Selanjutnya dengan pendekatan psikologi, psikologi sosial, anatomi, 
antropologi, sosiologi, sejarah, bahkan arkeologi, Erich Fromm mem-
buktikan agresi destruktif bukan lah fitrah manusia, tapi dorongan yang 
muncul karena faktor lingkungan. Bagi Erich Fromm, pada dasarnya 
manusia bukan makhluk brutal, destruktif, dan jahat, namun pertum-
buhan kota-kota yang kian memadat kemudian membentuk “karakter 
sosial” persaingan, di mana hasrat dasar manusia berpotensi memun-
culkan agresi destruktif. Jadi kedestruktifan bukan fitrah manusia.61 

Setelah membicarakan fitrah dalam konteks penciptaan alam dan 
manusia, serta mengungkapkan fitrah Islam yang ternyata bersifat 
‘aqliyyah, Ibn ‘Āsyūr masuk dalam pembahasan fitrah Islam yang 
kedua. Menurut Ibn ‘Āsyūr, Islam disifatkan sebagai agama fitrah 
karena dasar-dasar yang dibawa Islam adalah fitrah itu sendiri, 
demikian pula cabang-cabangnya. Pandangan yang benar yang 
bersumber dari adat yang baik, diterima dan dipelihara Islam, 
karena ia kembali kepada dasar fitrah, misalnya malu (al-ĥayā’), 
dan tidak malu (al-waqāĥah) pada tataran tidak merusak. Ibn ‘Āsyūr 
mengambil kesimpulan, bahwa yang masuk dalam fitrah hanya lah 
hal-hal yang tidak bercampur dengan praduga dan khayalan, karena 
kedua hal ini bukan bagian dari fitrah.62  

Praduga atau waham (al-awhām) merupakan dugaan (imajinasi) 

60 Erich Fromm, Akar Kekerasan…, hlm. 243. 
61 Erich Fromm, Akar Kekerasan…, hlm. 247.
62 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 57. 
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yang tercipta oleh waham itu sendiri, tanpa hubungan dengan suatu 
realitas yang benar. Contohnya rasa takut kebanyakan orang terhadap 
mayat sehingga menggerakkannya untuk lari. Dalam kasus ini, 
terpadu suatu pengimajinasian (al-fi‘l) dan respon (al-infi‘āl), karena 
seseorang menciptakan sendiri imajinasinya (al-fā‘il), dan sekaligus 
merespon (al-munfa‘il) seolah ia mendapatinya sebagai kenyataan.63 
Demikian pula halnya dengan khayalan, yaitu al-ma‘nā yang tercipta 
oleh kemampuan berfantasi (quwwat al-khayyāl). Fantasi ini tercipta 
oleh bantuan waham, di mana khayalan terbentuk oleh berbagai 
pemahaman dari empiri yang tersimpan dalam memori. Contoh, 
pemahaman sebagian orang bahwa babi laut haram karena ia disebut 
khinzīr.64 

Dari pembahasan ini tersimpul bahwa berdasar ayat 30 surat al-Rum, 
Ibn ‘Āsyūr mengemukakan dua sisi fitrah Islam. Pertama berupa 
fitrah batin yaitu sifat rasionalitas Islam, kedua fitrah lahir, bahwa 
dasar-dasar dan cabang ajaran yang dibawa Islam merupakan fitrah. 
Berpijak pada uraian ini, terlihat bahwa Ibn ‘Āsyūr mengutamakan 
sisi keterhubungan fitrah Islam—baik uşūl mau pun furū‘—dengan 
fitrah ‘aqliyyah manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang 
diciptakan Allah atas manusia sendiri sejak semula. 

Menurut Bin Zaghībah, fitrah adalah sifat yang dimiliki semua 
individu, menjadi pembatas gerak dan kecenderungan, serta me-
wujudkan kebutuhan dan kemaslahatan. Orang yang keluar dari 
fitrah—baik personal mau pun kolektif—berarti melanggar fitrah 
yang berupa faktor kemasyarakatan, kependidikan, dan sebagainya. 
Itulah mengapa Islam yang dikehendaki Allah berlaku sepanjang 
masa, implementasi ajarannya dikaitkan dengan fitrah. Di sisi lain, 
fitrah yang benar merupakan pergumulan untuk memperoleh yang 
terkuat dan terbesar dalam eksistensi, agar ia diikuti dengan penuh 
kesadaran dan ketaatan, baik pada perintah, mau pun larangan. 
Tujuan yang hendak dicapai di baliknya bukanlah perolehan manfaat 
materil, tapi filosofi (al-ruwāq) yang dapat menggerakkan penerimaan 
langit dan bumi.65 

63 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 51.
64 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 52.
65 ‘Izz al-Dīn ibn Zaghībah, al-Maqāşid al-‘Āmmah li al-Syarī‘at al-Islāmiyyah 

(Kairo: Dār al-Şafwah, 1996), hlm. 76. 
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Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa fitrah manusia adalah 
penciptaannya dalam kondisi lurus yang dapat memahami kebaikan. 
Menurut Erich Fromm, fitrah merupakan esensi manusia sehingga 
disebut makhluk berfikir, binatang sosial, binatang yang membuat 
alat (homo faber), atau binatang pembuat simbol.66 Namun fitrah 
bisa bercampur dengan kebiasaan yang menentang fitrah, maka 
ajaran Islam menjadi bagian dari keterpeliharaan manusia agar tetap 
dalam fitrah yang lurus. Berikut dikaji tentang fitrah keterpeliharaan 
manusia, dan pemeliharaan syariat Islam terhadap manusia. 

Fitrah dan al-Wāzi‘
Kata al-wāzi‘ berasal dari waza‘a yang secara kebahasaan berarti 
menahan diri dari hawa nafsu. Menurut Ibn Manźūr penggunaan kata 
waza‘a dalam makna ini dipahami sebagaimana bunyi hadis: “man yaza‘ 
al-sulţān akŝar mimman yaza‘ al-Qur’ān.” Artinya, orang yang menahan 
diri dari dosa karena takut kepada pemimpin lebih banyak daripada 
orang yang menghindari dosa karena takut kepada Allah (Alquran).67 
Menurut Ibn ‘Āsyūr, kalimat ini bukan Hadis Nabi, tapi ucapan ‘Uŝmān 
ibn ‘Affān. Berdasar ungkapan ini dapat disimpulkan, bahwa dasar tata 
negara Islam adalah menegakkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan 
perangkat pemerintahan lainnya agar syariat terlaksana.68 
Secara terminologis kata al-wāzi‘ berarti tabiat menahan diri terhadap 
sesuatu yang buruk. Makna terminologis ini hanya berbeda pada al-
wāzi‘ dalam konteks agama, karena tabiat merupakan sifat manusia, 
baik individu maupun masyarakat.69 Bagi Ibn ‘Āsyūr, membicarakan 
al-wāzi‘ berarti membahas tentang implementasi syariat. Ia membagi 
tiga kategori al-wāzi‘, keterpeliharaan yang bersumber dari dalam 
diri manusia (al-wāzi‘ al-jibillī), dari agama (al-wāzi‘ al-dīnī), dan 
dari penguasa (al-wāzi‘ al-sulţānī). 
Ibn ‘Āsyūr meyakini, bahwa al-wāzi‘ al-jibillī merupakan perpan-
jangan tangan syariat dalam pensyariatan hal yang dibutuhkan 
manusia. Syariat tidak mengabaikan kebutuhan manusia yang 
muncul berdasar dorongan dari fitrah. Demikian pula dalam hal 
larangan, mafsadat yang dilarang merupakan mafsadat yang ditolak 

66 Erich Fromm, Akar Kekerasan…, hlm. 310.
67 Ibn Manźūr, Lisán al-‘Arab, jld. IX, hlm. 289. 
68 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 120.
69 Bin Zaghībah, al-Maqāşid al-‘Āmmah…, hlm. 81.
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oleh pertimbangan fitrah. Contohnya dorongan karena manfaat pada 
makanan pokok, manfaat dari pakaian, manfaat dari pemeliharaan 
keturunan, dan perkawinan.70 Menurut Bin Zaghībah, pembahasan 
ini belum pernah diangkat oleh penulis lain.71 

Keterpeliharaan yang kedua adalah al-wāzi‘ al-dīnī yang mana ter-
laksananya sebagian besar syariat tergantung padanya. Al-Wāzi‘ al-
dīnī merupakan pengawalan dari iman yang benar, ia menghasilkan 
sikap harap dan takut (al-rajā’ wa al-khawf). Oleh karena itu, terlak-
sananya syariat--baik perintah maupun larangan--sangat bergantung 
kepada sikap beragama mukallaf. Manakala al-wāzi‘ al-dīnī lemah di 
suatu waktu, komunitas, atau kondisi, maka diyakini ada faktor ber-
lawanan yang lebih dominan dibanding al-wāzi‘ al-dīnī. Dari itu, di-
butuhkan al-wāzi‘ al-sulţānī. Dalam kondisi ini pelaksanaan syariat 
digantungkan kepada al-wāzi‘ al-sulţānī sebagaimana ucapan ‘Uŝmān 
ibn ‘Affān: “Allah melimpahkan pengawalan kepada penguasa, pada 
hal-hal yang tidak dikawal oleh Alquran.”72

Menurut Bin Zaghībah, keberlakuan al-wāzi‘ berjalan bersama nilai 
pentingnya pemeliharaan suatu maqāşid. Artinya, al-wāzi‘ diterapkan 
berjenjang sesuai pertingkatan dari nilai penting maqāşid itu sendiri. 
Sebagian maqāşid dituntut penerapannya oleh al-wāzi‘ al-jibillī saja, 
sebab dalam beberapa hal, jiwa manusia dituntun oleh tabiatnya 
sendiri sehingga tidak perlu diatur, seperti menutup aurat. Bagian lain 
dari maqāşid menuntut adanya pengawalan dari agama (al-wāzi‘ al-
dīnī). Alasannya, karena pada kasus itu terkandung banyak kekaburan 
pemikiran sehingga keterpeliharaan internal manusia (al-wāzi‘ al-
jibillī) kesulitan mengidentifikasi kebenaran. Jadi dalam kondisi ini, 
dibutuhkan adanya al-wāzi‘ al-dīnī yang menjelaskan hukum lewat 
perintah dan larangan, seperti larangan terhadap beberapa bentuk 
nikah, dan larangan terhadap beberapa bentuk muamalah yang 
mengandung riba. Namun demikian, agama tidak mengatur semua 
hal dalam kehidupan manusia, ada bagian yang dilimpahkan kepada 
al-wāzi‘ al-sulţānī untuk mewujudkan pemeliharaan agama.73 

70 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 123.
71 Bin Zaghībah, al-Maqāşid al-‘Āmmah…, hlm. 82, lihat uraian pada catatan 

kaki nomor 1.
72 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 125. 
73 Bin Zaghībah, al-Maqāşid al-‘Āmmah…, hlm. 84.
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Sampai di sini Ibn ‘Āsyūr mengingatkan, bahwa al-wāzi‘ al-dīnī 
harus selalu diperhatikan dalam berpegang dengan al-wāzi‘ al-jibillī, 
dan al-wāzi‘ al-sulţānī. Al-Wāzi‘ al-sulţānī merupakan pelaksana 
bagi al-wāzi‘ al-dīnī, sementara itu al-wāzi‘ al-jibillī merupakan 
persiapan untuk al-wāzi‘ al-dīnī. Oleh karena itu, yang terpenting 
dalam pandangan syariat adalah al-wāzi‘ al-dīnī, sehingga harus 
dijaga agar tidak dibatalkan. Jika ditakutkan terabai, atau tidak 
sempurnanya implementasi, maka al-wāzi‘ al-dīnī harus diwujudkan 
dengan perantaraan al-wāzi‘ al-sulţānī.74 

Meskipun al-wāzi‘ al-sulţānī menjadi pelaksana bagi al-wāzi‘ al-dīnī, 
namun perannya dibatasi agar tidak melanggar kemerdekaan dan 
kemuliaan mukallaf. Menurut Bin Zaghībah, pelimpahan kepada al-
wāzi‘ al-sulţānī hanya dibolehkan pada hal-hal yang mendesak saja 
(ďarūrah). Dapat diperhatikan, bahwa syariat lebih mendahulukan 
bentuk pengimplementasian hukum lewat penerimaan jiwa manusia.75 
Dari itu maqāşid al-khalq tidak boleh diabaikan begitu saja dalam 
kajian teori maqāşid, dan yang perlu dilakukan adalah mengembalikan 
manusia pada fitrahnya. Hal ini berarti masuk pada ranah aksiologis, 
oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan fitrah dengan nilai. 

Teori al-Syāţibī telah memperluas keberlakuan maslahat sehingga 
al-maşlaĥat al-mursalah pun tercakup dalam maqāşid al-Syāri‘.76 
Menurut ‘Ulwān, al-Syāţibī telah melakukan pergeseran ke ranah 
akhlak sehingga hal yang bersifat qanūnī bagi uşūliyyūn dijadikannya 
bersifat akhlāqī.77 Kiranya di sini lah sumber perbedaan pandangan 
al-Syāţibī dan al-Ghazzālī dalam teori maqāşid. Al-Ghazzālī terfokus 
pada penetapan hukum yang terkait dengan khiţāb al-Syāri‘ sehingga 
ia membedakan ontologi maqāşid al-Syāri‘ dari maqāşid al-khalq. 
Sementara al-Syāţibī melihat dalam dimensi akhlak sehingga ontologi 
maqāşid al-Syāri‘ dan maqāşid al-mukallaf menjadi satu. 

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang tegas antara hukum dengan 
74 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 126. 
75 Bin Zaghībah, al-Maqāşid al-‘Āmmah…, hlm. 84.
76 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 21, 26. Menurut al-Syāţibī maqāşid 

al-Syāri‘ tertuju pada sisi yang rajih antara maslahat dan mafsadat dalam realitas 
manusia, maka setiap maslahat yang rajih merupakan tujuan syariat (maqāşid al-
syarī‘ah). 

77  Fahmī Muĥammad ‘Ulwān, al-Qiyam al-Ďarūriyyah wa Maqāşid al-Tasyrī‘ 
al-Islāmī (Kairo: al-Hay’ah al-Mişriyyah: 1989), hlm. 10. 
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akhlak, sebab keduanya berupa perbuatan manusia yang sama-
sama diatur oleh Alquran dan Sunah.78 Jika hukum dilihat oleh ahli 
fikih sebagai akibat dari khiţāb al-Syāri‘ terhadap perbuatan, maka 
akhlak dilihat sebagai dimensi batin perbuatan manusia. Menurut 
Ibn Miskawayh, akhlak adalah hal kejiwaan yang menjadi pendorong 
melakukan perbuatan secara refleks, artinya tanpa melalui proses 
berpikir dan pertimbangan.79 Namun begitu aturan atas perbuatan 
manusia menjadi berbeda jika ditinjau dari aspek peradilan (qaďā’ī), 
sebab hakim hanya mengadili berdasar lahiriah perbuatan. Di sisi 
lain, dari aspek tatanan sosial (diyānī), yang dilihat adalah hakikat 
dan realitas,80 jadi termasuk niat pelaku. 

Bagi penulis dibutuhkan sikap moderat terhadap permasalahan ini. 
Nyatanya sikap seperti al-Ghazzālī terlalu terkekang, sebab hukum 
bagi uşūliyyūn adalah sapaan Ilahi (khiţāb Allāh) yang terkait dengan 
perbuatan mukallaf.81 

Hukum menurut uşūliyyūn adalah sapaan Ilahi yang terkait dengan 
perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, atau penyebaban. 
Sedangkan menurut fukaha, hukum adalah sifat yang merupakan 
konsekuensi dari al-khiţāb. 
Sebaliknya sikap seperti al-Syāţibī terlalu terbuka, sebab pada hal-
hal yang tidak ada nas, kebanyakan uşūliyyūn melihat ibāĥah sebagai 
hukum dasarnya.82 Jika nilai akhlak diberlakukan secara luas, 
maka kategori hukum mubah tidak ada lagi. Kiranya ini lah alasan 
mengapa Ibn ‘Āsyūr memilah tatanan kehidupan umat dalam dua 
kategori. Pertama, tatanan yang mengatur interaksi sosial, pijakannya 
adalah prinsip akhlak mulia, prinsip keadilan dan kesadaran, prinsip 
persatuan dan persamaan. Kedua, pemeliharaan stabilitas sosial 

78 Aĥmad al-Raysūnī, al-Kulliyyāt al-Asāsiyyah li al-Syarī‘at al-Islāmiyyah 
(Jeddah: Ĥarkat al-Tawhīd wa al-Işlāĥ, 2007), hlm. 13. 

79 Ibn Miskawayh, Tahzīb al-Akhlāq wa Taţhīr al-A‘rāq (Kairo: al-Maţba‘ah 
al-Mişriyyah wa al-Maktabah, t.th.), hlm. 41. 

80 Wahbah al-Zuhaylī, Naźariyyat al-Ďarūrat al-Syar‘iyyah; Muqāranah ma‘a 
al-Qānūn al-Waď‘ī (Beirut: Mū’assasah al-Risālah, 1985), hlm. 55.

81 Khuďarī Bikk, Uşūl al-Fiqh (Kairo: al-Maktabah al-Tujjāriyyah al-Kubrā, 
t.th.), hlm. 18. 

82 Al-Zuhaylī, Naźariyyat al-Ďarūrah…, hlm. 32. 
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(ri‘āyah) yang memerlukan peran peradilan.83 

Tatanan pertama merupakan ranah akhlak yang bersifat otonom 
karena terkait dengan niat.84 Sementara yang kedua bersentuhan 
dengan aspek peradilan (qaďā’ī) sehingga butuh aturan hukum 
(qānūn). Dari itu Ibn ‘Āsyūr merumuskan tiga cara85 ber-istidlal 
dengan maqāşid sebagai dasar keberlakuan nilai maslahat pada 
suatu perbuatan. Jadi secara moralitas, cukup alasan dinyatakan 
sebagai perbuatan yang diridai al-Syāri‘. Terkait dengan maslahat 
yang tidak memenuhi syarat sebagai maqāşid al-Syāri‘,86 Ibn ‘Āsyūr 
memulangkannya pada siyāsah berdasar ijtihad ulama. Menurut 
‘Abd al-Qādir ‘Awdah, pemerintah Islam dan para hakim terikat 
pada Alquran dan Sunah dalam hal yang didapati adanya nas (baik 
teks maupun konteks). Sementara dalam hal yang tidak ditemukan 
nas, mereka terikat kepada syūrā.87 

Siyāsah, menurut al-Syaykh ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, adalah aturan 
(qānūn) yang diterapkan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan 
dan stabilitas.88 Adapun al-siyāsah al-syar‘iyyah adalah pengaturan 
urusan umum dalam daulah Islam dengan menerapkan aturan yang 
mampu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. 
Aturan itu sendiri tidak boleh melanggar batas dan ketentuan umum 
syariat, meski tidak mengikuti pendapat imam mazhab.89 

Bagi Ibn ‘Āsyūr, masalah yang terkait dengan pemeliharaan stabilitas 
sosial (ri‘āyah) dipulangkan kepada pemerintah (al-wāzi‘ al-sulţānī). 
Tetapi penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar prinsip 
kesetaraan (al-musāwah), kemerdekaan (al-ĥurriyyah), kejelasan 
hak (ta‘yīn al-ĥaqq), keadilan (al-‘adl), kemaslahatan umat (mala 

83 Ibn ‘Āsyūr, Uşūl al-Niźām..., hlm. 122. 
84 Ibn Miskawayh, Tahzīb al-Akhlāq…, hlm. 98. 
85 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 17-20. 
86 Keempat syarat itu ialah: 1) bersifat pasti (al-ŝubūt); 2) bersifat jelas (al-

źuhur); 3) bersifat terukur (al-inďibāţ); 4) bersifat konsisten (al-iţţirād). Ibn ‘Āsyūr, 
Maqāşid…, hlm. 50. 

87 ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, al-Islām wa Awďā‘unā al-Siyāsiyyah (Kairo: Dār 
al-Kitāb al-‘Arabī, 1951), hlm. 78. 

88 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, al-Siyāsat al-Syar‘iyyah aw Niźām al-Dawlat al-
Islāmiyyah fī Syu’ūn al-Dusturiyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah (Kairo: Dār 
al-Anşar, 1977), hlm. 5. 

89 Khallāf, al-Siyāsat al-Syar‘iyyah…, hlm. 15. 



99Validitas Maqasid al-kHalq

al-ummah), memelihara harta (tawfīr al-amwāl), menjaga keamanan 
(ĥimāyat al-bayďah), toleransi (tasāmuh) dan pengembangan 
agama.90 

Terkait kekurangan syarat pada sebagian maslahat (tidak konsisten/
ghayr muţţarid) sehingga tidak bisa dinyatakan sebagai maqāşid al-
Syāri‘, bagi sebagian ulama hal ini terjawab dengan pelimpahan 
wewenang siyāsah kepada pemerintah. Misalnya Ibn Taymiyyah,91 ia 
melihat legitimasi pemerintah berdasar firman Allah dalam surat al-
Nisa’ ayat 58 berikut ini: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat.” (QS. al-Nisā’: [4] 58). 
Selanjutnya menurut Ibn Taymiyyah, ayat 59 merupakan perintah 
kepada rakyat agar menaati pemerintah. 

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah 
Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. al-Nisā’: [4] 59). 
Berdasar uraian ini dapat disimpulkan, bahwa dengan kewenangan 
yang dimiliki pemerintah, nilai-nilai moral dapat diberlakukan sebagai 

90 Ibn ‘Āsyūr, Uşūl al-Niźām…, hlm. 122-123. 
91 Ibn Taymiyyah, al-Siyāsat al-Syar‘iyyah fī Işlāĥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah 

(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 8. 
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norma hukum dengan cara dirumuskan menjadi qanun.92 

Di sisi lain kekurangan syarat pada maslahat bisa saja dianggap 
penetapan hukum oleh pemerintah tanpa landasan nilai. Apalagi jika 
syūrā dimaknai sebagai suara terbanyak, maka bisa terjadi justru 
kebenaran yang terkalahkan, seperti pernyataan al-Ghazzālī tentang 
ijmak ahl al-bāţil.93 Maka patut dipertanyakan, apakah kekurangan 
syarat ini berarti tidak ada nilai sama sekali untuk dijadikan pegangan? 
Jawaban atas pertanyaan ini harus dikembalikan pada teori nilai yang 
merupakan kerangka ketiga dalam tiga kerangka umum filsafat; teori 
pengalaman, teori hakikat dan teori nilai.94 

Secara etimologis kata qiyam (nilai) berarti sesuatu yang menempati 
posisi yang lain, ia juga berarti harga sesuatu (ŝamān al-syay’).95 Adapun 
secara terminologis, menurut al-Māni‘, nilai adalah ketentuan yang 
dijadikan sebagai dasar sesuatu, ia menjadi petunjuk atas keseluruhan 
asas dan standar keridaan al-Syāri‘, dan menjadi pembatas tindakan 
menyenangi atau membenci.96 Sebagai perbandingan, menurut K. 
Bertens, nilai adalah sesuatu yang menarik, dicari, menyenangkan, 
disukai, dan diingini. Secara singkat nilai adalah sesuatu yang baik. 
Bertens mengutip pendapat Hans Jonas, bahwa nilai adalah sesuatu 
yang ditujukan dengan kata “ya” (the addressee of a yes).97 

Sebagian penulis teori maqāşid melihat maslahat sebagai makna atau 
konsep yang semakna dengan nilai moral (al-qīmah al-khulūqiyyah).98 
Lalu, apakah konsepsi nilai-nilai moralitas itu bersifat transenden 
atau imanen? Bertens dengan berpijak pada pendapat Immanuel 
Kant menyatakan nilai moral berasal dari dalam kemanusiaan itu 

92 Khallāf, al-Siyāsat al-Syar‘iyyah…, hlm. 15 Menurut ‘Abd al-Wahhāb 
Khallāf, al-siyāsat al-syar‘iyyah merupakan peraturan yang dilahirkan oleh umara 
dan/atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan 
(qawānīn). 

93 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfa…, hlm. 153. 
94  Juhaya. S  Praja, Aliran-aliran Filsafat dan Etika (Jakarta: Kencana, 

2003), hlm. 58. 
95 Ibn Manźūr, Lisān al-‘Arab, jld. VII, hlm. 547. 
96 Māni‘ ibn Muĥammad ibn ‘Alī al-Māni‘, al-Qiyam bayn al-Islām wa al-

Gharb; Dirāsah Ta’sīliyyah Muqāranah (Riyad: Dār al-Faďīlah, 2005), hlm. 16. 
97 Bertens K., Etika (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 139. 
98 ‘Ulwān, al-Qiyam al-Ďarūriyyah…, hlm. 98. 
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sendiri sehingga memiliki kekuatan pengwajib.99 Adapun sumber 
objektif moral, menurut Gunawan Setiardja, adalah kodrat manusia.100 
Pendapat ini menekankan pentingnya sifat transenden bagi nilai, sebab 
tanpanya nilai menjadi relatif dan subjektif. Bertens menunjukkan tiga 
ciri nilai yang membuka peluang dugaan subjektif: 1) nilai berkaitan 
dengan subjek; 2) nilai tampil dalam suatu konteks praktis; 3) nilai 
menyangkut sifat yang ditambahkan oleh subjek pada objek.101 

Transendentalitas nilai penting bagi hukum yang oleh penganut 
neopositivisme--seperti H. L. A. Hart--dipisah secara tajam dari moral, 
karena hukum bersifat memaksa (coercion) dan disertai ancaman oleh 
pemegang kedaulatan.102 Menurut Theo Huijbers, meski membedakan 
hukum dari moral secara tajam. tapi penganut neopositivisme tidak 
bisa menyangkal bahwa sebenarnya hukum itu termasuk moral.103 
Dari itu transendentalitas nilai kembali pada sesuatu yang berupa 
fitrah manusia, menurut Gunawan Setiardja, di sinilah hukum dan 
moral berdialektika.104 Oleh Rudolf Stammler (seorang penganut 
Neokantianisme), fitrah dieksplisitkan sebagai kehendak yuridis yang 
transenden.105 Adapun dalam Islam transendentalitas dieksplisitkan 
sebagai khiţāb al-Syāri‘ dan ijmak. 

Sampai di sini jelaslah bawah fitrah manusia bukan bersifat destruktif 
dan ia menjadi bagian dari instrumen pelaksanaan hukum syariat. 
Dalam hal penerapan syariat Islam, keberadaan fitrah menjadi 
syarat keberlakuan syariat, namun perlu pengawalan dari agama dan 
pemerintah. Lalu bagaimana fitrah bisa diketahui? Kajian berikut ini 
difokuskan pada epistemologi fitrah, lalu dikaitkan dengan maqāşid 
al-khalq/al-maşlaĥat al-Gharībah. 

99 Bertens, Etika, hlm. 146. 
100 Gunawan Setiardja A., Dialektika Hukum dan Moral; dalam Pembangunan 

Masyarakat Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 99, 101. Moral (secara 
objektif) adalah relasi antara perbuatan manusia sebagai manusia dan tujuan akhir 
hidupnya. 

101 Bertens, Etika, hlm., 141.
102 Hart H. L. A., Konsep Hukum, cet. II (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 

40. 
103 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cet. VI (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), hlm. 190. 
104 Setiarjdja, Dialektika…, hlm. 116. 
105 Theo Huijbers, Filsafat Hukum…, hlm. 151. 
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Epistemologi Fitrah
Memerhatikan pemikiran al-Ghazzālī dan al-Syāţibī, tampak persoalan 
fitrah kurang mendapat perhatian.106 Hal ini karena kecenderungan 
uşūliyyūn merumuskan teori maqāşid berdasar ayat-ayat tasyrī‘ saja. 
Misalnya perintah menjauhi khamar pada ayat berikut ini:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, (ber-
korban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan 
keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 
agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Ma’idah [5]: 90).
Lalu al-‘illah dalam pelarangan minum khamar ini dijelaskan pada 
ayat berikutnya:  

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah 
dan sembahyang maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan 
itu. (QS. al-Ma’idah [5]: 91). 
Menurut al-Ghazzālī, ma‘nā munāsabah sebagai al-‘illah dalam ayat 
90 diperkuat oleh ayat 91 sehingga disebut sebagai al-munāsib al-
mū’atŝŝr.107 Jadi keterbatasan ini adalah akibat terbatasnya khiţāb 
dan ţalab dalam ayat-ayat tasyrī‘ dengan varian redaksi beragam.108 
Padahal fitrah manusia juga dijelaskan dalam ayat-ayat non-tasyrī‘. 

106 Jaser Audah, Al-Maqāşid untuk Pemula, terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im 
(Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 13. Salah satu contohnya adalah kritik Jasser 
Auda, bahwa teori maqāşid klasik lebih terfokus pada individu daripada keluarga 
dan masyarakat. Dari itu subjek pokok teori maqāşid klasik adalah individu 
(kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, 
harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). Jadi ada bagian dari 
fitrah yang tidak terungkap. 

107 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 311. 
108 Tentang keragaman uslub ţalab—antara lain—dapat dilihat dalam: 

Muhammad Amin Suma, Pengantar Tafsir Ahkam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2002), hlm. 59, dst. 
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Selanjutnya al-Syāţibī membicarakan maqāşid pada ayat non-tasyrī‘, 
tetapi ia membahasnya dalam dimensi akhlak sehingga maqāşid al-
aşliyyah dan maqāşid al-tābi‘ah dilihat dalam konteks niat (ikhlas/
ta‘abbud).109 Akibatnya teori maqāşid tidak memiliki cukup metode 
untuk menjawab masalah ĥadīŝah. Padahal teori maqāşid dirumuskan 
karena kesadaran akan terbatasnya nas, dan kesadaran bahwa masalah 
sosial manusia terus bertambah menurut masa dan tempat.110 Tetapi 
al-Syāţibī malah membatasinya dalam konteks akhlak sebagaimana 
bantahannya terhadap filosof.111 

Diskusi ini menunjukkan adanya fitrah manusia yang belum terungkap 
oleh teori maqāşid yang dirumuskan al-Syāţibī. Akibatnya timbul 
kesulitan dalam menyikapi al-maşlaĥat al-gharībah yang dari sudut 
pandang teori maqāşid identik dengan apa yang disebut sebagai 
maqāşid al-khalq oleh al-Ghazzālī, dan disebut sebagai maqāşid al-
mukallaf oleh al-Syāţibī. 

Adapun Ibn ‘Āsyūr mengakomodir al-maşlaĥat al-gharībah dan 
menyebutnya al-maşlaĥat al-źanniyyah. Ini semakna dengan maqāşid 
li al-nās yang berupa perbuatan (al-taşarrufāt) yang disepakati oleh 
kebanyakan ahli pikir. Dasar kesepakatan inilah yang menurut Ibn 
‘Āsyūr berpijak pada fitrah manusia itu sendiri. Dari itu, ia melihat 
ontologi fitrah sebagai proposisi yang diterima kebenarannya oleh 
semua orang dan bersifat universal, misalnya proposisi: “keadilan itu 
indah,” atau diterima oleh kebanyakan orang, atau diakui oleh ulama 
serta orang-orang terpilih (al-afāďil).112 Jadi fitrah berbeda dengan 
budaya yang sifatnya lokal. 

Menurut Koentjaraningrat, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta 
buddayah, bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau kekal. 

109 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 159, dst. 
110 Wahbah al-Zuhaylī, Uşūl al-Fiqh al-Islāmī (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 

jld.I, hlm. 762.
111 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 24. Ia meninggalkan al-qaşd al-

khalq al-takwīnī dan berbicara dalam ranah al-qaşd al-tasyrī‘ī.
112 Ibn ‘Āsyūr, Uşūl al-Niźām…, hlm. 18. Ulama yang dimaksud oleh Ibn 

‘Āsyūr adalah ahli pikir dan ahli hikmah, dan yang dimaksud dengan orang terpi-
lih (al-afāďil) adalah orang yang mencapai taraf tertinggi dalam hal keilmuan dan 
terpelihara dari kerancuan berfikir. Misalnya para mujtahid dalam keilmuan syariat, 
dan orang bijak dari kalangan filosof. Jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan 
ulama, maka yang diikuti adalah dari yang paling alim di antara mereka. 
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Kemudian kata ini berkembang menjadi segala daya upaya serta 
tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam.113 
Koentjaraningrat—mengutip Kluckhohn—mengemukakan pada 
semua bangsa di dunia dapat ditemukan tujuh aspek kebudayaan 
universal, yaitu: 1) bahasa; 2) sistem pengetahuan; 3) organisasi 
sosial; 4) sistem peralatan hidup dan teknologi; 5) sistem mata 
pencaharian hidup; 6) sistem religi; 7) kesenian.114

Jika kodrat manusia (fitrah) merupakan sumber objektif nilai 
menurut para filosof hukum alam,115 apakah ini berarti lepas dari 
nas syariat? Penulis yakin jawabnya adalah tidak, sebab Alquran juga 
memberi tuntunan lewat apa yang diwacanakan oleh para ulama--
khususnya para mufasir--sebagai ayat-ayat kawniyyah. Sebagian 
ulama memaknai ayat kawniyyah dalam arti ayat-ayat Alquran yang 
menguraikan tentang alam raya dan fenomenanya.116 Menurut Agus 
Purwanto, ayat tentang fenomena alam dalam Alquran berjumlah 
800 ayat.117 Jumlah ini lebih banyak dari hitungan Syaykh Ţanţawī 
Jawharī yang menyebut angka 750 ayat.118

Perspektif yang sedikit berbeda tentang ayat kawniyyah bisa dilihat 
dari pendapat Syaykh Muĥammad Muţawallī al-Sya‘rawī. Baginya alam 
ini merupakan ayat kawniyyah, di mana sapaan (khiţāb) ditujukan 
kepada makhluk yang berakal di setiap zaman.119 Pandangan serupa 
juga bisa disimak dari Yūsuf al-Qaraďāwī, ia melihat alam sebagai 
objek bagi aktivitas akal. Alquran memerintahkan manusia untuk 
menyelidiki alam dengan potensi akalnya, maka alamlah yang 
merupakan ayat kawniyyah.120 Misalnya dalam ayat berikut: 

113 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi I (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 
hlm. 73, dst. 

114 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi..., hlm. 121, dst. 
115 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral…, hlm. 64,
116 Quraish Shihab, Membumikan al-Quran, cet. XXIX (Bandung: Mizan, 

2006), hlm. 131. 
117 Agus Purwanto, Ayat-Ayat Semesta: Sisi Al-Qur’an yang Terlupakan 

(Bandung: Mizan, 2008), hlm. 8. 
118 Ţanţawī Jawharī, al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’ān (Kairo: Muşţafā al-Bāb al-

Ĥalabī wa Awlādihhh,1928), jld. I, hlm. 3. 
119 Muĥammad Mutawallī al-Sya‘rawī, al-Ayāt al-Kawniyyah wa Dilālatuha 

‘alā Wujūd Allāh Ta‘ālā (www.islammi.8m.com, 2011), hlm. 3. 
120 Yūsuf al-Qaraďāwī, al-‘Aql wa al-‘Ilm fī al-Qur’ān al-Karīm, cet. I (Kairo: 

Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 19.  
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Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang 
berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa 
air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya, 
dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran 
angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh 
(terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 
memikirkan. (Q.S. al-Baqarah [2]: 164)
Kedua pendapat ini tidak bertentangan, sebab Alquran memerintah-
kan manusia untuk meneliti alam, dan di sisi lain Allah menjelaskan 
tentang alam ciptaan-Nya dalam Alquran. Oleh karena itu kajian 
Alquran dan penyelidikan alam semesta harus dilakukan dengan 
pendekatan multi-dimensional. Pendekatan bayānī-burhānī diinte-
grasikan dengan kajian ilmu-ilmu kealaman serta keilmuan sosial agar 
tidak terjadi distorsi. Misalnya distorsi dalam penafsiran ayat 22 surah 
al-Hijr yang dikritik oleh Quraish Shihab. Oleh Dewan Penterjemah 
Departeman Agama RI, ayat tersebut ditafsirkan sebagai berikut:

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-
tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri 
minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang 
menyimpannya. (QS. Al-Hijr [15]: 22). 
Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan tentang fenomena hu-
jan yang memiliki hubungan sebab akibat dengan tiupan angin. Ini 
ditunjukkan oleh huruf “fā’” dengan arti “maka” (wa arsalnā…, fa 
anzalnā), jadi bukan berarti tiupan angin yang mengawinkan tum-
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buh-tumbuhan. Pada terjemahan di atas terjadi kekeliruan dalam 
penerjemahan huruf “fā’” dengan arti “dan” lalu ditambahkan sisi-
pan kata “tumbuh-tumbuhan.” Bagi Quraish Shihab terjemahan ini 
menjadi contoh atas usaha memberi legitimasi dari ayat-ayat Alquran 
terhadap penemuan ilmiah, tetapi terjadi pengabaikan kaidah ba-
hasa.121 Jadi jelaslah penafsiran perlu mengakomodir temuan sains, 
tapi temuan sain tidak boleh dipaksakan dalam penafsiran Alquran.

Contoh di atas menjadi pelajaran untuk bersikap moderat, bahwa 
Alquran serius memerintahkan manusia menyelidiki alam, dan 
Alquran sendiri juga menginformasikan tentang fenomena alam. Di 
sisi lain aktivitas akal dalam memahami ayat Alquran tentang alam 
semesta tidak bisa dilepas dari temuan ilmiah. Bahkan sebagian teks 
ayat baru bisa dipahami secara objektif setelah ada temuan ilmiah. 
Misalnya ayat tentang medis, 

Dan apabila aku sakit, Dia-lah Yang menyembuhkan aku. (QS. Al-
Syu‘ara’ [26]: 80). 
Menurut Imam al-Ghazzālī, ayat ini tidak akan bisa dipahami 
kecuali oleh orang yang memahami ilmu kedokteran dengan baik.122 
Sebaliknya temuan ilmiah juga tidak bisa dilepaskan dari Alquran, 
sebab ia akan kehilangan sisi aksiologisnya. 

Persoalan ini dibahas dalam konteks al-Tafsīr al-‘Ilmī di mana 
sebagian ulama menolak dan sebagian mendukung. Di sini Yūsuf 
al-Qaraďāwī menyarankan sikap moderat, yaitu sikap yang tidak 
ekstrem dalam penerimaan, dan tidak menolak secara ekstrem. 
Dalam hal ini, tidak boleh dilupakan bahwa Alquran merupakan 
kitab petunjuk, atas berbagai aspek kehidupan manusia.123 Dari itu 
keberadaan ayat tentang alam semesta menjadi salah satu bukti sifat 
kemenyeluruhan Alquran, di samping menjadi bukti kemukjizatan 
Alquran. Jadi ayat-ayat tentang alam semesta bukan dimaksudkan 

121 Quraish Shihab, Membumikan..., hlm. 135. Muhammad Jamaluddin el-
Fandy, Alqur’an Tentang Alam Semesta, terj. Abdul Bar Salim, cet. II (Jakarta: 
Bumi Aksara, 1995), hlm. 27. 

122 Al-Ghazzālī, Jawāhir al-Qur’ān wa Durāruh, cet. II (Beirut: Dar al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 2005), hlm. 32. 

123 Yūsuf al-Qaraďāwī, Kafya Nata‘āmal ma‘a al-Qur’ān al-‘Aźīm, cet. III 
(Kairo: Dār al-Syurūq, 2000), hlm. 379, dan 418. 
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sebagai penjelasan ilmiah atas fenomena alam. Menurut Yūsuf al-
Qaraďāwī, ini menjadi bukti bahwa sapaan Alquran (khiţāb) tidak 
ditujukan kepada akal semata, tapi juga tertuju kepada eksistensi 
manusia itu sendiri. Dengan demikian, Alquran dapat membuat akal 
tunduk, dan sekaligus dapat menggerakkan hati manusia.124 

Sampai di sini terlihat ada perbedaan dalam penggunaan istilah 
ayat kawniyyah. Namun khusus bagi tulisan ini, penulis cenderung 
melihat ayat kawniyyah secara terpadu. Maka secara epistemologis, 
fitrah manusia dapat diketahui berdasar ayat-ayat Alquran dalam 
arti dalil nukilan, baik yang bersifat tasyrī‘iyyah, kawniyyah, qaşaş 
dan sebagainya. Fitrah manusia juga harus diperlakukan sebagai 
pengetahuan empiri (ĥissī) yang objeknya adalah alam (kawn). Dalam 
konteks kajian maqāşid al-khalq yang spesifik ini, istilah ayat-ayat 
kawniyyah dilihat sebagai fitrah manusia yang harus dipahami di 
bawah tuntunan ayat-ayat Alquran. Selama ini para ulama cenderung 
menjadikan ayat-ayat tasyrī‘ saja sebagai sumber dalam perumusan 
teori maqāşid sehingga teori maqāşid terjebak dalam dikotomi, dan 
atomistik karena dilakukan dari perspektif maqāşid al-tasyrī‘ saja. 

Fitrah Jasad 
Kata jasad dalam bahasa Indonesia berarti tubuh, atau badan, baik 
pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.125 Sementara dalam bahasa 
Arab, kata al-jasad semakna dengan kata al-jism dan al-badan yang 
berarti tubuh manusia (al-jism al-insān). Menurut Ibn Manźūr kata 
ini digunakan khusus untuk tubuh manusia.126 Kata jasad disebutkan 
sebanyak empat kali dalam Alquran,127 yang mana jasad berarti fisik. 
Jasad dalam arti fisik dapat dilihat dari dua ayat berikut:

124 Yūsuf al-Qaraďāwī, Madkhal li Dirāsat al-Syarī‘at al-Islāmiyyah, cet. I 
(Beirut: Mū’assasah al-Risālah, 1993), hlm. 40. 

125 Depdiknas, Kamus Besar…, hlm. 569. 
126 Ibn Manźūr, Lisān al-‘Arab, jld. II, hlm. 128. 
127 Muĥammad Fū’ad ‘Abd al-Bāqī, al-Mu‘jam al-Mufahras; li Alfāź  al-

Qur’ān (Kairo: Dār al-Ĥadīŝ, 2001), hlm. 208. Keempat ayat itu adalah al-A‘raf (7) 
ayat 148, Taha (20) ayat 88, al-Anbiya’ (21) ayat 8, Sad (34) ayat 38.  
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Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung Thur membuat 
dari perhiasan-perhiasan (emas) mereka anak lembu yang bertubuh 
dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu 
itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat (pula) 
menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannnya (sebagai 
sembahan) dan mereka adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-A ‘raf 
[7]: 148). 

Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka (dari lobang itu) anak 
lembu yang bertubuh dan bersuara), maka mereka berkata: “Itulah 
Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa.” (QS. Taha [20]: 
88).  
Alquran menjelaskan bahwa jasad itu membutuhkan makan: 

Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan 
makanan, dan tidak (pula) mereka itu orang-orang yang kekal. (QS. 
Al-Anbiya’ [21]: 8). 
Alquran juga menjelaskan bahwa jasad dapat menjadi lemah tak 
berdaya: 

Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan 
(dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena 
sakit), kemudian ia bertaubat. (QS. Shad [38]: 34). 
Alquran juga menjelaskan bahwa jasad dibuat dari materi yang 
bersumber dari bumi (tanah) sehingga terikat dengan hukum alam, 
dan ia bersentuhan langsung dengan alam dalam aktivitasnya memak-
murkan bumi. 

...Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu 
pemakmurnya... (QS. Hud [11]: 61).
Menurut ‘Usman Najati, dalam fitrah jasad manusia terkandung 
dorongan-dorongan fisiologis yang berhubungan dengan kebutuhan 
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tubuh dan kekurangan atau hilangnya keseimbangan yang terjadi 
dalam jaringan tubuh. Dorongan ini mengarahkan tingkah laku 
individu pada tujuan-tujuan yang bisa memenuhi kebutuhan fisiologis 
tubuh atau menutup kekurangan yang terjadi pada jaringan tubuh 
dan mengembalikannya pada keseimbangan yang ada sebelumnya. 
‘Usman Najati mencontohkan dua dorongan fisiologis yang disebut 
dalam Alquran: 1) dorongan menjaga diri; 2) dorongan untuk 
mempertahankan kelestarian hidup jenis yang terdiri dari dorongan 
seksual dan dorongan keibuan.128 Dari uraian ini terlihat bahwa 
dorongan fisiologis memiliki pengaruh bagi kemanusiaan manusia 
sehingga perlu pengendalian secara psikis. 

Memerhatikan ayat 8 surat al-Anbiya’, dapat dipetik nilai, bahwa 
manusia tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar fitrah 
jasadnya. Hal itu tercermin dari Hadis Nabi saw. tentang puasa dan 
berbuka, berikut kutipannya:129 

Tiga orang lelaki berkunjung ke rumah para isteri Nabi menanyakan 
tentang ibadah Nabi Muhammad saw. Setelah diberitahu mereka 
berkata: “Di mana kita dibanding Nabi saw.? Padahal Allah telah 
mengampunkan dosa masa lalu beliau dan masa akan datang.” Lalu 
seseorang berkata: “Aku akan salat sepanjang malam.” Seorang yang 

128 Najati, Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa…, hlm. 10, 13, dst.  
129 Al-Bukhārī, Saĥīĥ..., Kitāb al-Nikāh, Bāb al-targhīb fī al-nikāh.



110 Bab TIGA - VERfikasi Maqasid Al-Khalq

lain berkata: “Aku akan puasa selamanya, tidak akan berbuka.” Dan 
seseorang berkata: “Aku akan menjauhi wanita, tidak akan kawin 
selamanya.” Kemudian Rasulullah saw. datang menemui mereka dan 
berkata: “Kalian yang berkata begini? Demi Allah aku lebih takut 
dan patuh kepada Allah, tetapi aku puasa dan berbuka, aku salat dan 
tidur, dan aku menikah. Barangsiapa yang membenci sunahku maka ia 
bukan bagian dari golonganku.” (HR. Al-Bukhārī). 
Hadis ini menjadi contoh bagaimana ayat kawniyyah juga merupakan 
sumber hukum. Dari itu suatu perbuatan harus diidentifikasi, apakah 
masih dalam lingkup fitrah, atau malah melanggar fitrah. Hal ini 
sangat kompleks karena berhubungan dengan perbuatan manusia 
yang membudaya. Menurut Musa Asy’arie, melalui tubuh manusia 
bersentuhan dengan benda-benda di sekitarnya, mengolah dan 
membentuknya menjadi benda-benda kebudayaan.130 Namun 
keduanya masih bisa dipilah, sebab dorongan psikis diperoleh lewat 
belajar selama proses sosialisasi yang dilalui seseorang.131 Dari itu 
fitrah jasad manusia tidak bisa dipisahkan dari fitrah manusia secara 
keseluruhan, sebab jasad ikut menjadi unsur yang membentuk fitrah 
manusia itu sendiri. 

Memerhatikan ayat-ayat kawniyyah di bawah tuntunan ayat Alquran, 
Ibn ‘Āsyūr menyimpulkan beberapa nilai maqāşid al-syarī‘ah 
berdasar fitrah penciptaan jasad manusia. Dalam konteks maqāşid 
al-syarī‘at al-khāşşah, Ibn ‘Āsyūr merujuk ayat berikut: 

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 
dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikan-Nya tujuh 
langit! Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 
29). 
Berdasar tuntunan ayat 29 surat al-Baqarah ini, disimpulkan satu 
ketentuan yang masih harus diperdetil; bahwa manusia memiliki 
hak asasi untuk memanfaatkan potensi alam. Contoh lain berdasar 
tuntunan ayat 102 surat al-Safat, 

130 Musa Asy’arie, Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Alquran 
(Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat [LESFI], 1992), hlm. 65. 

131 Najati. Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa…, hlm. 10. 
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Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-
sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku 
melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah 
apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang 
diperintahkan kepadamu; Insya Allah kamu akan mendapatkanku 
termasuk orang-orang yang sabar.” (QS. al-Safat [37]: 102). 
Berdasar ayat ini, disimpulkan adanya satu ketentuan sebagai maqāşid 
al-syarī‘ah, bahwa manusia memiliki hak asasi mempergunakan 
tubuhnya untuk berpikir, melihat, mendengar, dan sebagainya. 
Berdasar tuntunan ayat ini disimpulkan juga adanya hak ibu terhadap 
anaknya selama anak belum mengenal hak dirinya.132 

Fitrah Akal 
Kata akal dalam bahasa Indonesia berarti daya pikir,133 sementara 
dalam bahasa Arab berarti menahan (al-ĥajr/al-nuhy).134 Secara 
terminologis, al-Ghazzālī menyebut dua pengertian akal, pertama 
dipahami sebagai sifat ilmu (hakikat sesuatu), kedua dipahami 
sebagai alat memperoleh ilmu, yaitu hati (al-qalb).135 Menurut al-
Jarjānī, akal adalah substansi (al-jawhar) yang hakikatnya berdiri 
sendiri dan lepas dari materi (al-māddah), tetapi secara eksistensial 
ia ada bersama materi. Akal adalah jiwa rasional (al-nafs al-naţīqah) 
yang ditunjukkan oleh setiap orang dengan ucapan “aku.” Ada yang 
mengatakan akal adalah substansi yang diciptakan bergantung pada 
badan manusia. Ada pula yang mengatakan akal adalah cahaya dalam 
hati yang membuat manusia bisa membedakan antara kebenaran dan 
kebatilan.136 Tampak pada definisi al-Jarjani bahwa akal digolongkan 
dalam jenis jiwa intelak (al-nafs al-naţīqah) yang bersifat mental. 

132 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 146-147. 
133 Depdiknas, Kamus Besar…, hlm. 24. 
134 Ibn Manźūr, Lisān al-‘Arab, jld. VI, hlm. 371. 
135 Al-Ghazzālī, Iĥyā’ ‘Ulūm al-Dīn…, jld. III, hlm. 6. 
136 Al-Jarjānī, Kitāb al-Ta‘rīfāt, hlm. 151. 
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Selain akal, sisi jiwa manusia yang bersifat mental ini juga kerap 
dibicarakan Alquran dengan terminologi ruh dan nafsu. Ruh secara 
umum dipahami sebagai sumber kehidupan (mabdā’ al-ĥayāh). 
Namun secara filosofis ruh adalah hakikat pemikiran, yaitu potensi 
yang membuat manusia mampu mengonsepsikan sesuatu di balik 
materi.137 Al-Ghazzālī mendefinisikan ruh sebagai potensi mengetahui, 
yaitu substansi abstrak (al-laţīfah) yang membuat manusia mampu 
mencerap. Ia semakna dengan kata al-qalb yang bersifat ketuhanan 
(rabbāniyyah) dan bersifat spiritual (rūĥaniyyah).138 
Adapun kata al-nafs--secara umum--juga diartikan sebagai sumber 
kehidupan. Tim penyusun al-Mu‘jam al-Falsafī merujukkan 
pengertian umum ini kepada pendapat Aristoteles.139 Adapun al-
Ghazzālī memberi dua pengertian berbeda. Pertama, berarti potensi 
defensif (quwwat al-ghaďb) dan potensi ofensif (quwwat al-syahwah) 
dalam diri manusia. Kedua, berarti jiwa manusia yang merupakan 
hakikat manusia yang sesungguhnya, kadangkala ia disebut al-nafs 
al-mutma’innah, kadang disebut al-nafs al-lawwāmah, dan kadang 
disebut al-nafs al-ammārah bi al-sū’.140 Menurut Musa Asy’ari, kata 
al-nafs yang seringkali dipergunakan Alquran dan diterjemahkan 
menjadi jiwa sesungguhnya berarti pribadi atau keakuan. Dari itu 
Musa Asy’ari menyimpulkan, bahwa selama akal tidak dipahami 
sebagai substansi terpisah, maka ia dapat digolongkan sebagai 
sesuatu yang bersifat mental.141 
Pembahasan di atas menunjukkan bahwa fitrah batin manusia terdiri 
dari tiga potensi yang menurut Juhaya S. Praja terdiri dari: 1) potensi 
intelektual (quwwat al-‘aql); 2) potensi defensif (quwwat al-ghaďb); 
3) potensi ofensif (quwwat al-syahwah).142 Ketiga potensi batin ini 

137 Majma‘, al-Mu‘jam…, hlm. 93. 
138 Al-Ghazzālī, Iĥyā’ ‘Ulūm al-Dīn…, jld. III, hlm. 5. 
139 Majma‘, al-Mu‘jam…, hlm. 204.
140 Al-Ghazzālī, Iĥyā’ ‘Ulūm al-Dīn…, jld. III, hlm. 5-6.
141 Musa Asy’arie, Manusia…, hlm. 78-79. Ucapan-ucapan seperti al-nafs 

al-mut’ainnah dan al-nafs al-lawwāmah (yang biasanya diterjemahkan menjadi 
“jiwa yang merasa puas dan jiwa yang mengutuk”) sebaiknya kita pahami sebagai 
keadaan-keadaan, aspek-aspek, watak-watak, atau kecenderungan-kecenderungan 
dari pribadi manusia. Semua ini dapat kita pandang bersifat “mental” (yang berbeda 
dari “fisikal”), asalkan akal pikiran tidak dipahamai sebagai substansi terpisah. 

142 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: LPPM UI Bandung, 
1995), hlm. 33
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berpengaruh bagi dorongan psikis. ‘Usman Najati mencontohkan 
empat dorongan psikis yang disebutkan Alquran: 1) dorongan 
memiliki; 2) dorongan memusuhi; 3) dorongan berkompetisi; 4) 
dorongan beragama.143 

Dari ketiga potensi batin manusia di atas, banyak penulis yang me-
nyimpulkan bahwa Alquran menekankan pentingnya akal. Alasannya, 
sebab Alquran menyebut akal dalam bentuk aktivitas (kata kerja), 
bukan dalam bentuk potensi pada diri manusia.144 Berpijak pada tesis 
ini, maka pantas Ibn ‘Āsyūr melihat fitrah jiwa manusia tersimpul 
pada akal. Bahwa fitrah jiwa manusia adalah suatu kondisi di mana 
akal manusia diciptakan Allah lepas dari percampuran dengan 
kerancuan dan kebiasaan buruk.145 

Kata akal disebutkan Alquran sebanyak empat puluh sembilan kali. 
Di antaranya dalam bentuk kata kerja “ta‘qilūn” sejumlah dua puluh 
empat kali, kata kerja “ya‘qilūn” sebanyak dua puluh dua kali, dan 
kata kerja “‘aqala, na‘qilu, dan ya‘qilu” masing-masing satu kali.146 
Jika dikaitkan dengan penegasan Alquran, bahwa yang dilihat dari 
manusia adalah amal perbuatannya, 

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.” (QS. al-Tawbah [9]: 105)
Berdasar ayat ini, dapat disimpulkan bahwa peran akal sangat 
utama dalam mengarahkan perbuatan manusia, termasuk budaya. 
Dalam konteks kebudayaan, Musa Asy’ari menyimpulkan hakikat 
manusia adalah amal dan karyanya. Dalam karya terjelma nilai-

143 Najati, Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa…, hlm. 31, dst. 
144 Al-Qaraďāwī, al-‘Aql wa al-‘Ilm…, hlm. 22. Menurut al-Qaraďāwī, hal ini 

hanya benar jika dibatasi pada penggunaan kata ‘aql, sebab pemakaan akal sebagai 
potensi manusia terdapat dalam kata ulū al-albāb. Jadi tidak sepenuhnya kata akal 
digunakan dalam bentuk aktivitas (kata kerja). 

145 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 56.
146 ‘Abd al-Bāqī, al-Mu‘jam al-Mufahras…, hlm. 575. 
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nilai kemanusiaan. Manusia menampakkan diri secara nyata dalam 
karyanya, dalam wujud kebudayaan.147 

Hal ini memperlihatkan ranah berpadunya fitrah Islam dengan fitrah 
manusia, namun harus diwaspadai adanya kemungkinan bercampur 
dengan budaya yang buruk. Dalam hal ini, menurut Sidi Gazalba, 
akal yang disebut sebagai budi menjadi alat ukur kebenaran. Bagi 
Sidi Gazalba, yang memutuskan sesuatu itu benar atau tidak ialah 
pikiran. Pikiran ialah kerja akal atau aktivitas budi. Adapun alat 
untuk menilai bukanlah budi, tapi hati yang merasa. Apakah sesuatu 
bernilai atau tidak, perasaanlah yang memutuskan. Perasaan itu kerja 
atau aktivitas hati, Islam menyebut hati itu kalbu.148 

Menurut Ibn ‘Āsyūr, syariat Islam mengajak pemeluknya menegakkan 
fitrah dan berbuat untuk memeliharanya. Ia mencontohkan, perkawinan 
dan menyusui adalah fitrah manusia yang bukti-buktinya cukup jelas 
dalam realitas penciptaan. Kerjasama dan adab pergaulan merupakan 
fitrah, sebab berarti tolong-menolong dalam eksistensi. Memelihara 
jiwa, dan memelihara keturunan juga bagian dari fitrah. Demikian pula 
peradaban yang baik (al-ĥaďarat al-ĥaqq), karena ia adalah efek dari 
gerakan pemikiran yang merupakan fitrah. Berbagai jenis ilmu yang 
baik adalah fitrah, sebab ia muncul dari kedalaman akal, demikian 
pula temuan ilmiah dan teknologi. Bahkan bagi Ibn ‘Āsyūr, menyukai 
apa yang lahir dari penciptaan juga termasuk fitrah manusia.149 

Sebagian fitrah yang dikemukakan Ibn ‘Āsyūr di atas diketahui 
berdasar ayat tasyrī‘, dan sebagian berdasar ayat non-tasyrī‘. Hal ini 
bisa dilihat dalam kajian tafsir tematik (tafsīr mawďū‘ī) yang banyak 
dilakukan oleh para ulama ahli tafsir.150 Misalnya tentang fitrah 
bermasyarakat atau berperadaban baik (al-ĥaďarat al-ĥaqq). Quraish 
Shihab menyatakan Alquran lah buku pertama yang memperkenalkan 
hukum-hukum kemasyarakatan. Ia menyatakan ayat kedua surat al-
‘Alaq menunjukkan fitrah penciptaan manusia sebagai makhluk 

147 Musa Asy’arie, Manusia…, hlm. 91. 
148 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat; Buku Keempat: Pengantar Kepada Teori 

Nilai, cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 27. 
149 Ibn ‘Āsyūr, Maqāsid…, hlm. 57. 
150 Muşţafā Muslim, Mabāĥiŝ fī al-Tafsīr al-Mawďū‘ī (Damaskus: Dār al-

Qalam, 2005),  hlm. 16. Tafsir tematik (tafsīr mawďū‘ī) pertama kali muncul pada 
abad ke empat belas Hijriyyah. Ilmu tafsir mawďū‘ī adalah ilmu yang mencakup 
berbagai topik sesuai dengan maksud Alquran dalam berbagai surat. 
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sosial yang bergantung kepada pihak lain, atau tidak dapat hidup 
sendiri. Khalaqal insana min ‘alaq bukan saja diartikan sebagai 
“menciptakan manusia dari segumpal darah” atau “sesuatu yang 
berdempet di dinding rahim,” tetapi juga dapat dipahami sebagai 
“diciptakan dinding dalam keadaan selalu bergantung kepada pihak 
lain atau tidak dapat hidup sendiri.” Ayat ini dikaitkannya dengan 
ayat 13 surat al-Hujurat151 yang berbunyi: 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal. (QS. al-Hujurat [49]: 13) 
Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa fitrah manusia yang sesung-
guhnya adalah perbuatan yang didasarkan pada pertimbangan akal 
sehat yang bekerja sesuai dengan fitrahnya, bukan melanggar fitrah 
akal itu sendiri. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Ibn Āsyūr 
menyimpulkan bahwa yang termasuk dalam fitrah hanya lah hal-hal 
yang tidak bercampur dengan praduga dan khayalan, karena pra-
duga dan khayalan adalah lawan dari fitrah (khilāf al-fiţrah).152 

Hubungan Fitrah dengan Maqāşid al-Khalq 
Ibn ‘Āsyūr menunjukkan bahwa fitrah merupakan asas teori maqāşid 
sehingga nilai dapat dirumuskan, baik nilai umum maupun khusus, 
seperti hak asasi, persamaan, kemerdekaan dan lain-lain. Usaha 
Ibn ‘Āsyūr ini telah melampaui pendahulunya yang berpegang 
pada ayat tasyrī‘ lalu dijeneralisasikan secara induktif.153 Dibanding 

151 Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai 
Persoalan Umat, cet. XVI (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 319, 320.  

152 Ibn ‘Āsyūr. Maqāşid…, hlm. 57. 
153 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 177. Menurut Imam al-Ghazzālī, al-

Syāri‘ memberlakukan kaidah umum (kullī) atas partikular (juz’ī) sehingga tidak 
butuh dalil tertentu (aşl mu‘ayyan). 
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dengan teori al-Ghazzālī dan al-Syāţibī, maka dapat dikatakan Ibn 
‘Āsyūr telah merintis usaha penemuan fitrah manusia berdasar ayat 
kawniyyah di bawah tuntunan Alquran. 

Memerhatikan pembicaraan Alquran tentang berbagai dorongan 
fitrah manusia, tampak pensyariatan hukum partikular oleh nas 
Alquran dan Sunah (khiţāb) dominan tertuju pada pengaturan 
dorongan fisiologis. Adapun dorongan psikis lebih ditekankan pada 
kesadaran moralitas manusia. Misalnya dorongan psikis cinta dan 
kasih sayang dalam ayat 21 surat al-Rum. 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikann-Nya di antaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21)
Ayat ini ditutup dengan pernyataan bahwa itu merupakan tanda 
bagi orang-orang yang berpikir, ini merupakan indikator bahwa 
Alquran menuntut kesadaran moralitas. Umumnya ayat-ayat non-
tasyrī‘ seperti ini mengandung informasi tentang fitrah manusia. Dari 
itu dapat dipahami bahwa al-Syāri‘ juga bermaksud menjelaskan 
fitrah manusia lewat ayat-ayat non-tasyrī‘. Tetapi manusia diharuskan 
memahami informasi itu berdasar akal yang dianugerahkan Allah 
padanya. Menurut al-Qaraďāwī, itulah alasan mengapa Alquran 
menghadapkan akal pada fenomena alam (ayat kawniyyah).154 

Pengetahuan tentang fitrah berhubungan erat dengan maslahat yang 
menjadi tujuan dalam hidup manusia (maqāşid al-khalq). Sebab 
dorongan fisiologis dan dorongan psikis berhubungan dengan emosi 
yang bersifat intuitif.155 Misalnya emosi marah yang mengarahkan 
tingkah laku untuk mempertahankan diri. Dengan mengetahui fitrah 

154 Al-Qaraďāwī, al-‘Aql wa al-‘Ilm…, hlm. 249. 
155 Ketika suatu dorongan menjadi intens dan terhalang untuk bisa dipenuhi 

untuk beberapa lama, biasanya ia dibarengi oleh ketegangan yang terjadi dalam 
tubuh. Biasanya ia dibarengi oleh keadaan intuitif yang kacau. Sementara 
pemenuhan dorongan biasanya dibarengi oleh keadaan intuitif yang ceria. Najati, 
Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa…, hlm. 31, dst. 
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manusia yang memiliki dorongan pertahanan diri, maka dapat 
diketahui marah yang tidak pada tempatnya adalah khilāf al-fiţrah. 
Demikian pula emosi takut yang mengarahkan tingkah laku untuk 
menghindari bahaya. Dengan mengetahui fitrah ini, maka disadari 
bahwa takut yang tidak pada tempatnya bertentangan dengan fitrah. 

Sebagian perilaku yang terkait dengan dorongan fisiologis dan 
dorongan psikis telah diatur lewat ayat-ayat Alquran, baik ayat tasyrī‘ 
maupun non-tasyrī‘. Misalnya tuntunan emosi marah dalam ayat 29 
surat al-Fath, berikut kutipannya:

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orsang yang bersama 
dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih 
sayang sesama mereka... (QS. Al-Fath [48]: 29). 
Arahan berperilaku dalam ayat ini harus dipahami saling mengisi 
dengan ayat 123 surat al-Tawbah: 

Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang 
di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari 
padamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa. (QS. Al-Tawbah [9]: 123). 
Jika sebagian perbuatan telah diatur, lalu bagaimana dengan 
perilaku lain yang tidak diatur oleh nas? Di sinilah maqāşid al-khalq 
berhubungan erat dengan fitrah manusia, sebab maqāşid al-khalq 
tertuju pada perbuatan tertentu. Dengan demikian, pengetahuan 
tentang fitrah menjadi dasar untuk memahami realitas yang dihadapi. 
Dalam hal ini, memahami realitas sebagai evidensi menjadi dasar 
tindakan dan tingkah laku. Di sinilah akal dituntut untuk bekerja 
sesuai dengan fitrahnya agar sampai pada kebenaran. 

Memerhatikan wacana yang dikembangkan Alquran tentang 
akal, terlihat bahwa akal hanya bekerja sebagai alat memperoleh 
pengetahuan. Adapun objeknya yang menjadi sumber pengetahuan 
adalah ayat-ayat Alquran dan ayat-ayat kawniyyah. Tetapi menurut 
Ibn Khaldūn, akal berpotensi mengalami penyimpangan. Alasannya 
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karena pengetahuan yang bersumber dari indera lahiriah manusia 
bercampur dengan potensi kebinatangan, lalu masuk ke dalam 
indera batin (al-ĥiss al-bāţin).156 Hal ini harus diwaspadai sehingga 
Ibn ‘Āsyūr mengembalikan maqāşid li al-nās (maqāşid al-khalq) 
pada fitrah berpikir akal manusia.157 

Berpijak pada pendirian Ibn ‘Āsyūr, maka akal dapat bertindak 
sebagai sensor, atau filter selama aktivitasnya mengikuti fitrah akal itu 
sendiri. Oleh karena itu Ibn ‘Āsyūr menegaskan, bahwa penyimpulan 
yang tidak rasional adalah perlawanan terhadap fitrah akal.158 Dalam 
hal ini, berulang-ulang nas Alquran memerintahkan manusia untuk 
menerapkan rasionalitas ilmiah (al-‘aqliyyat al-‘ilmiyyah). Yūsuf 
al-Qaraďāwī mengeksplisitkannya sebagai jeneralisasi dari larangan 
mengikuti takhyul (al-‘aqliyyat al-kharāfiyyah), taklid (al-‘aqliyyat al-
muqallidah), dugaan (al-‘aqliyyat al-mutakharrişah), dan hawa nafsu 
(al-‘aqliyat al-mutbi‘ah li al-hawā).159 

Uraian al-Qaraďāwī menunjukkan bahwa rasionalitas ilmiah menurut 
Alquran tidak seideal gambaran Ibn Rusyd, bahwa perintah bertadabur 
berarti perintah menggunakan kias. Ibn Rusyd terlalu simplistis, 
karena ia mereduksi filsafat menjadi usaha untuk mengetahui hal 
yang belum diketahui berdasar apa yang telah diketahui (istinbāţ 
al-majhūl min al-ma‘lūm).160 Ini terlalu berorientasi pada idealita, 
maka sepatutnya filsafat dibebaskan dari kungkungan idealisme 
dan diarahkan pada hubungan primordial kesadaran dan dunia 

156 Ibn Khaldūn, Muqaddimah Ibn Khaldūn (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 
104. Menurut Ibn Khaldūn, secara fitrah manusia diberi potensi lahiriah berupa 
panca indera (al-khawās al-khams), dan potensi batin berupa kemampuan berpikir 
(al-quwat al-dimāghiyyah). Keduanya merupakan persiapan bagi potensi yang lebih 
tinggi secara fitrah, yaitu potensi rohani (rūĥaniyyah). Bagi Ibn Khadūn, potensi 
inderawi dan akal potensial mengalami penyimpangan akibat tercampurnya potensi 
kebinatangan (al-rūĥ al-ĥayāwanī) dalam indera lahiriah manusia. 

157 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 143, dan 57. Kategori pertama dari maqāşid 
li al-nās adalah perbuatan (al-taşarrufāt) yang disepakati oleh kebanyakan ahli pikir 
tentang kesesuaiannya sebagai tatanan kehidupan sosial. Kategori ini diketahui 
berdasar induksi atas keadaan manusia. Kategori kedua, adalah sesuatu yang dituju 
oleh sekelompok orang, atau individu dalam aktivitas mereka (al-taāarrufāt) karena 
sesuai bagi mereka secara khusus.

158 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 55. 
159 Al-Qaraďāwī, al-‘Aql wa al-‘Ilm…, hlm. 249. 
160 Ibn Rusyd, Faşl al-Maqāl fīmā Bayn al-Ĥikmah wa al-Syarī‘ah min al-

Ittişāl (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1969), hlm. 22, dan 23. 
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yang melingkupinya.161 Di sini jelas keberadaan akal harus dilihat 
secara moderat, yaitu sebagai alat yang secara substansial dapat 
memahami dirinya, dan secara instrumental dapat memahami hal di 
luar dirinya. 

Terkait dengan aktivitas akal dalam konteks rasionalitas ilmiah, 
menurut Yūsuf al-Qaraďāwī, Alquran juga memberikan contoh 
tentang jenis-jenis argumen (al-burhān) yang dapat dijadikan hujah 
oleh akal. Hal ini dapat dipahami sebagai tuntunan Alquran bagi 
akal. Al-Qaraďāwī mengelompokkannya dalam empat jenis argumen, 
yaitu:162 

1.	Argumen yang bersifat sensual empirik (al-burhān al-ĥissī), 
contohnya antara lain terlihat dalam ayat berikut:

Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah 
hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang 
perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-
malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka 
akan dimintai pertanggungjawaban. (QS. al-Zukhruf [43]: 19). 

2.	Argumen yang berupa nukilan (al-burhān al-sam‘ī), antara lain 
terlihat dalam ayat berikut:

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: 
“Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian 
itu, dan Allah menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji.” 
Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak 
kamu ketahui? (QS. al-A‘raf [7]: 28). 

3.	Argumen yang bersifat historik (al-burhān al-tārīkhī), misalnya 
dalam ayat berikut: 

161 Donny Gahral Adian, Pengantar Fenomenologi (Depok: Koekoesan, 2010), 
hlm. 59. 

162 Al-Qaraďāwī, al-‘Aql wa al-‘Ilm…, hlm. 271, dst. 
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Katakanlah; “Terangkan kepadaku tentang apa yang kamu sembah 
selain Allah; perlihatkan kepada-Ku apakah yang telah mereka 
ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka berserikat (dengan 
Allah) dalam (penciptaan) langit? Bawalah kepada-Ku Kitab yang 
sebelum (Al-Qur’an) ini atau peninggalan dan pengetahuan (orang-
orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang benar. (QS. 
al-Ahqaf [46]: 4). 

4.	 Argumen yang bersifat rasional (al-burhān al-naźarī aw al-‘aqlī), 
seperti dalam ayat berikut: 

Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain-Nya? Katakanlah: 
“Unjukkanlah hujjahmu!” (Al-Qur’an) ini adalah peringatan bagi 
orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang 
sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka itu tiada mengetahui 
yang hak, karena itu mereka berpaling. (QS. al-Anbiya’ [21]: 24). 

Keempat jenis argumen ini menunjukkan, bahwa secara fitrah 
akal harus mengikuti epistemologi masing-masing argumen agar 
dapat menyensor kebenaran. Dengan demikian akan terbebas dari 
penyimpangan akibat potensi kebinatangan pada indera. 

Bagi penulis, keempat argumen yang dicontohkan Alquran itu 
menunjukkan fitrah akal yang bekerja sebagai alat. Jadi tidak tepat 
jika akal dilihat sebagai dalil dalam arti sumber sehingga disandingkan 
dengan wahyu.163 Padahal sumber pengetahuan bagi akal adalah 
wahyu itu sendiri, realitas, dan sejarah.164 Sumber-sumber ini juga 
menunjukkan fitrah akal itu sendiri, bahwa akal mampu menangkap 
pengetahuan dari realitas empirik-sensual, dan mampu memahami 

163 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. III, hlm. 31. Bagi al-Syāţibī, dalil ada dua 
bentuk, yaitu dalil naqlī (Alquran dan Sunah), dan rakyu (‘aqlī) di mana kedua dalil 
ini saling berketergantungan.

164 Sebagai perbandingan, sumber ilmu menurut Iqbal adalah alam (al-afāq), 
diri manusia (al-anfūs), dan sejarah (al-tārīkh). Danusiri, Epistemologi dalam 
Tasawuf Iqbal, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 41. 
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realitas transenden. Dengan kata lain, asumsi dasar Alquran terhadap 
akal adalah; bahwa akal mampu menangkap eksistensi dan juga 
mampu memahami esensi. 

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa akal bisa dipercaya selama 
bekerja sesuai dengan fitrahnya. Alquran menunjukkan bahwa 
akal harus melakukan penyimpulan berdasar prosedur yang sesuai 
menurut jenis argumen yang dipakai. Jadi fitrah kerja akal ini ber-
hubungan erat dengan maqāşid al-khalq, sebab harus ditunjukkan 
bahwa perbuatan yang dikehendaki (maqāşid al-khalq/al-maşlaĥat 
al-gharībah) masih dalam lingkup fitrah. Di sisi lain, apa yang 
diungkapkan itu juga dipastikan bahwa penyimpulannya dilakukan 
berdasar cara-cara yang dapat dijangkau oleh fitrah kerja akal itu 
sendiri. Dengan demikian al-maşlaĥat al-gharībah, dapat diketahui 
dan ada cara untuk mengetahuinya. 

Sampai di sini, pertanyaan yang diajukan pada awal bab ini telah 
terjawab, bahwa al-maşlaĥat al-gharībah bisa diketahui dan ada 
cara mengetahuinya. Kebenaran pernyataan ini bisa dibuktikan 
dengan merujuk kepada fitrah, yaitu fitrah jasmani dan akal manusia 
yang diketahui dari ayat-ayat qur’āniyyah dan ayat-ayat kawniyyah. 
Tentunya kebenaran simpulan ini masih harus diuji, oleh karena itu 
akan dilakukan uji validasi pada bab berikutnya. 

Menutup kajian pada bab ini, ada baiknya ditarik beberapa poin 
simpulan: 

Al-Ghazzālī dan al-Syāţibī menolak •	 al-maşlaĥat al-gharībah 
karena menilai negatif fitrah manusia. Cara pandang seperti ini 
cukup lama mendominasi alam pikir intelektual, bahkan di dunia 
barat modern. Namun beberapa ilmuwan, di antaranya Erich 
Fromm (1900-1980 M) telah meruntuhkan cara pandang ini, 
sehingga fitrah manusia dinyatakan positif. 
Nilai positif fitrah ditunjukkan oleh Ibn ‘Āsyūr dengan mengemu-•	
kakan teori keterpeliharaan manusia berdasar fitrahnya, yaitu 
teori al-wāzi‘. Dalam kondisi terjadinya distorsi terhadap fitrah, 
maka dibutuhkan peran agama dan campur tangan pemerintah. 
Ibn ‘Āsyūr melihat fitrah manusia secara positif, yaitu selama •	
disimpulkan dengan pola-pola yang mengikuti akal sehat. 
Maka penyimpulan yang melanggar akal sehat, oleh Ibn ‘Āsyūr 
dinyatakan sebagai penyimpangan (khilāf al-fiţrah). 



122 Bab TIGA - VERfikasi Maqasid Al-Khalq

Hakikat (ontologi) fitrah dilihat sebagai proposisi yang diterima •	
kebenarannya oleh semua orang dan bersifat universal, misalnya 
proposisi: “keadilan itu indah.”
Fitrah manusia terdiri dari fitrah jasad dan fitrah akal. Kedua •	
macam fitrah ini dijelaskan di dalam Alquran, baik berdasar 
ayat-ayat tasyrī‘ mau pun ayat-ayat non-tasyrī‘. Dengan demikian, 
pengetahuan manusia tentang fitrah dirinya mendapat tuntunan 
dari nas syariat. Maka apa yang dinyatakan orang sebagai fitrah 
dapat diverifikasi kebenarannya berdasar Alquran dan Sunah. 
Terkait dengan fitrah akal sehat, Alquran bukan hanya memberi •	
informasi, bahkan membimbing dan menuntun. Hal ini terlihat 
dari perintah berpikir, bertadabur dan celaan terhadap pola 
berpikir yang tidak sesuai dengan fitrah akal sehat. 
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BAB EMPAT
VALIDASI MAQĀŞID AL-KHALQ

Hasil identifikasi dan verifikasi pada bab sebelumnya menunjukkan 
bahwa maqāşid al-khalq adalah nilai berupa makna yang dikon-
sepsikan berdasar fitrah manusia. Secara terminologis, nilai ini 
disebut sebagai al-maşlaĥat al-gharībah yang ditolak oleh al-
Ghazzālī dan al-Syāţibī. Namun setelah dikaji, penolakan itu terjadi 
karena kecenderungan berpegang pada ayat-ayat tasyrī‘. Sementara 
Ibn ‘Āsyūr mempertimbangkan ayat-ayat non-tasyrī‘ tentang fitrah 
manusia sehingga mengakomodir al-maşlaĥat al-gharībah, lalu 
disebutnya sebagai al-maşlaĥat al-źanniyyah.
Jenis al-maşlaĥat al-źanniyyah/al-maşlaĥat al-gharībah ini telah 
disimpulkan pada bab tiga, adalah maqāşid al-khalq yang bisa 
diketahui berdasarkan fitrah. Lalu epistemologi fitrah menjadi 
argumen, bahwa fitrah manusia tidak lepas dari tuntunan syarak, 
yaitu melalui ayat-ayat non-tasyrī‘. Maka pada bab ini dilakukan uji 
validasi al-maşlaĥat al-źanniyyah sehingga diketahui keabsahannya 
sebagai bagian dari maqāşid al-syar‘iyyah. 
Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, validasi berarti pengesahan 
atau pengujian kebenaran.1 Berangkat dari pengertian ini, maka 
diperlukan perangkat validasi yang memadai, terutama di tingkat 
paradigmatik. Mengingat kerangka paradigmatik yang di bangun oleh 
al-Ghazzālī, al-Syāţibī dan Ibn ‘Āsyūr masih menyisakan persoalan, 
maka dilakukan perluasan paradigma sebagai bentuk moderasi. 
Al-Ghazzālī berpijak pada paradigma teosentrisme, sedangkan al-
Syāţibī juga berangkat dari paradigma teosentrisme tapi kajiannya 
ternyata bernuansa antroposentrisme.2 Berdasar kajian dialektis 
atas pemikiran keduanya, tampaklah peluang moderasi dengan cara 
perluasan paradigma teosentrisme menjadi teoantroposentrisme.3 

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 
keempat (Jakarta, Gramedia, 2008), hlm. 1543. 

2 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, 
edisi kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 51. Antroposentrisme dalam 
rasionalisme manusia menempati kedudukan yang tinggi. Manusia menjadi pusat 
kebenaran, etika, kebijaksanaan dan pengetahuan. Manusia adalah pencipta, 
pelaksana, dan konsumen produk-produk manusia sendiri. 

3 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu..., hlm. 54. Agama tidak pernah menjadikan 
wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan melupakan kecerdasan 
manusia, atau sebaliknya, menganggap pikiran manusia sebagai satu-satunya 



126 Bab EMPAT - VALIDasi Maqasid Al-Khalq

Penulis berasumsi bahwa perluasan ini sejalan dengan tuntutan untuk 
memahami teori maqāşid secara holistik. Sebab kompleksitas masalah 
ĥadīŝah menuntut cara pandang yang komprehensif dan holistik. 
Maka maqāşid li al-Syāri‘ dan maqāşid li al-nās selalu merupakan 
dua sisi yang harus diseimbangkan dalam istinbat. Pijakannya adalah 
kebenaran monistik multifaset yang diajukan Noeng Muhadjir.4 
Asumsi penulis, paradigma ini cukup memadai untuk memvalidasi 
al-maşlaĥat al-źanniyyah. 

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa maqāşid li al-nās bagi Ibn 
‘Āsyūr adalah perbuatan (al-taşarrufāt) yang disepakati kebanyakan 
ahli pikir tentang kesesuaiannya sebagai tatanan kehidupan sosial. 
Menurut Ibn ‘Āsyūr kategori maqāşid li al-nās ini bisa diketahui ber-
dasar induksi atas keadaan umat manusia.5 Dengan demikian, dasar 

sumber pengetahuan dan melupakan Tuhan. Jadi sumber pengetahuan itu dua 
macam, yaitu yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari manusia, dengan kata 
lain teoantroposentrisme. 

4 Menurut Noeng Muhadjir, kebenaran insaniyah adalah kebenaran yang 
dibangun oleh akal budi manusia, yang tumbuh dari zaman ke zaman. Kebenaran 
Ilahiyah adalah kebenaran yang tertuang dalam nas Alquran dan Hadis. 
Epistemologis, kebenaran Ilahiyah termasuk yang empirik transendental; artinya: 
untuk menjangkau itu memerlukan penghayatan empirik lewat akal budi-keimanan 
kita. Kritik bahwa yang transendental itu tak teramati perlu dijawab dengan 
pernyataan bahwa kebenaran itu tidak terbatas pada yang empirik sensual seperti 
yang dianut positivisme. Manusia adalah makhluk yang lebih dari sekedar yang 
sensual: manusia punya akal, punya budi/hati nurani, dan punya iman. Aksiologi 
kebenaran Ilahiyah integratif, bukan yang berkontradiksi. Kebenaran wahyu yang 
transendental adalah kebenaran berdasar nas Alquran dan Hadis. Kebenaran itu 
merupakan kebenaran tertinggi, mengandung ayat (bukti), isyarah, hudan (pedoman 
hidup), dan rahmah. Stratifikasi kebenaran wahyu dapat ditata menjadi kebenaran 
muamalah manusia terhadap alam, muamalah antarmanusia, muamalah manusia 
dengan Allah dan ubudiyah. Kebenaran sebagai sesuatu yang integratif monistik 
mempunyai strata, dimensi dan karakteristik deterministik dan indeterministik. 
Dilihat pada dataran Ilahiyah hukum alam semesta ini deterministik, hukum fisika, 
biologi bersifat deterministik, yaitu berupa keteraturan semesta. Pada dataran 
insaniyah berubahnya teori tesis dan lainnya disebabkan karena manusia belum 
mampu mengungkap sifat yang sebenarnya. Apa hikmahnya dan rahmah kita harus 
beribadah, mengimani kodrat dan hari kiamat, dan melarang kita manusia untuk 
memikirkan Dzat Allah dan memikirkan yang gaib, hanya Allah yang tahu. Noeng 
Muhadjir, Metode Penelitian; Paradigma Positivisme Objektif, Phenomenologi 
Interpretif, Logika Bahasa Platonis, Chomsky, Hegelian & Hermeneutik, Paradigma 
Studi Islam, Matematik Recursion, Set-Theory & Structural Equation Modeling, dan 
Mixed, Edisi Pengembangan 2011 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), hlm. 264.

5 Muĥammad al-Ţāhir ibn ‘Āsyūr, Maqāşid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: 
Dār al-Salām, 2005, hlm. 143.
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bagi kehujahannya adalah kebenaran intersubjektif yang disepakati 
oleh uşūliyyūn sebagai ijmak sebagaimana diamalkan Sahabat. 

Menurut Ibn ‘Āsyūr, ijmak Sahabat disandarkan pada al-maşlaĥat 
al-mursalah, sebab jika memiliki rujukan nas, tentu mereka 
mengemukakannya.6 Jadi ijmak berlaku karena mengikuti fitrah 
manusia itu sendiri sehingga tercapai suatu kesepakatan, maka syūrā 
adalah wajib hukumnya.7 Dari itu perbuatan yang nilai maslahatnya 
tidak bisa diverifikasi dengan aşl mu‘ayyan dan kaidah umum 
syariat, dapat ditemukan hukumnya berdasar fitrah. Maka fitrah tidak 
boleh diingkari dan dianggap subjektif melulu, karena ia bagian dari 
sunnatullah. Bahkan atas dasar fitrah, uşūliyyūn bisa sepakat dalam 
memberlakukan ‘urf,8 dan adat (al-‘awā’id al-mustamirrah).9 Jadi 
berpegang pada fitrah tidak berarti memperturutkan hawa nafsu. 

Merujuk pada pembahasan sebelumnya tentang fitrah dan keterpe-
liharaan (al-wāzi‘), dan memerhatikan bahwa hukum berdialektika 
dengan moral, maka dapat disimpulkan bahwa fitrah dapat menjadi 
dasar hukum karena bersumber dari ayat-ayat Alquran dan ayat-ayat 
kawniyyah. Adapun akal, selama mengikuti fitrah kerja akal, meru-
pakan alat untuk memperoleh pengetahuan tentang fitrah manusia. 

Selain itu, akal juga menjadi alat untuk dapat mengetahui kesesuaian 
perbuatan tertentu (maqāşid al-khalq) dengan fitrah manusia. Dari itu 
dapat didefinisikan, bahwa maqāşid al-khalq adalah perbuatan tertentu 
yang dapat ditunjukkan kesesuaiannya dengan fitrah manusia sebagai 
evidensi untuk dasar tindakan. Dari itu, perbuatan yang tidak bisa 
dibuktikan sesuai dengan fitrah adalah khilāf al-fiţrah. Ini menjadi 
solusi saat aşl mu‘ayyan dan uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah tidak bisa 
memberi jawaban bagi masalah ĥadīŝah. Untuk memperdalam masalah 
ini sehingga uji validasi bisa diterapkan, maka dikaji kemungkinan 
integrasi maqāşid al-khalq ke dalam maqāşid al-syarī‘ah.

6 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 83. 
7 Muĥammad al-Ţāhir ibn ‘Āsyūr, Tafsīr al-Taĥrīr wa al-Tanwīr (Tunisia: Dār 

al-Tūnīsiyyah, 1984), jld. II, hlm. 103. 
8 Wahbah al-Zuhaylī, Naźariyyat al-Ďarūrat al-Syar‘iyyah; Muqāranah ma‘a 

al-Qānūn al-Waď‘ī (Beirut: Mū’assasah al-Risālah, 1985), hlm. 170. ‘Urf bukan 
lah dalil mandiri karena dibangun atas pemeliharaan al-ďarūriyyah, al-ĥājiyyah, 
al-maşlaĥat, menolak kesempitan dan kesulitan, atau memberi kemudahan. 

9 Al-Syāţibī, al-I‘tisam (Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyyah, t.th.), jld. II, hlm. 
241-242. 
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Pengintegrasian Maqāşid al-Khalq 
Pembahasan pada bab tiga memperlihatkan bahwa al-Syāri‘ 
memulangkan sebagian hukum kepada al-wāzi‘ al-jibillī yang 
merupakan dorongan dari fitrah.10 Terlihat pula ada kalanya al-
wāzi‘ al-jibillī menjadi lemah sehingga diperlukan keterlibatan al-
wāzi‘ al-sulţānī, seperti contoh kasus kebijakan ‘Alī ibn Abī Ţālib 
dan ‘Umar ibn al-Khaţţāb. Mengingat manusia diciptakan sebagai 
makhluk sosial, maka al-wāzi‘ al-sulţānī juga berupa dorongan dari 
fitrah manusia. Adapun pada masyaqqah, hajat, dan darurat, ini 
memperlihatkan bahwa al-wāzi‘ al-dīnī diberlakukan dalam batas 
normal kesanggupan manusia secara fitrah. Lalu apakah hal-hal yang 
tidak diatur syariat berarti dipulangkan pada fitrah manusia? 

 Pertanyaan ini dapat dijawab oleh para ulama dengan merumuskan 
metode penalaran ta‘līlī dan maqāşidī. Jadi terkesan adanya tolak 
tarik antara keberlakuan fitrah sebagai bagian dari syariat dengan 
penolakan atas fitrah karena alasan subjektivitas. Akibatnya menjadi 
sulit menentukan sikap terhadap al-maşlaĥat al-gharībah sehingga ia 
dianggap mardūd, tapi juga tidak bisa ditolak dalam perijtihadan. 

Dari ketiga tokoh yang dikaji dalam tulisan ini, kiranya baru Ibn 
‘Āsyūr yang menghargai fitrah sebagai bagian syariat. Ia menyatakan 
bahwa yang butuh qawl (nas syariat) hanya untuk pembatalan waham, 
menjawab pertanyaan, atau mencegah sesuatu,11 lalu maqāşid li al-
nās dimasukkannya sebagai bagian dari wasā’il untuk mewujudkan 
maqāşid li al-Syāri‘.12 Adapun al-Ghazzālī dan al-Syāţibī, keduanya 
tidak memberi perhatian yang memadai bagi persoalan fitrah. 

Sebagaimana telah dibahas dalam Bab Dua, al-Ghazzālī melihat fitrah 
manusia secara negatif. Akibatnya teori maqāşid al-Ghazzālī hanya 
mengkomodir al-maşlaĥat al-mursalah pada tataran al-ďarūrah. 
Sementara al-Syāţibī telah mengakomodir al-maşlaĥat al-mursalah, 
tapi masih meninggalkan persoalan al-maşlaĥat al-gharībah yang 

10 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 123. Menurut Ibn ‘Asyūr, Syariat tidak 
mengabaikan kebutuhan manusia yang muncul berdasar dorongan dari fitrah yang 
salim. Demikian pula dalam hal larangan, mafsadat yang dilarang merupakan 
mafsadat yang ditolak oleh pertimbangan fitrah yang salim. Contohnya dorongan 
karena manfaat pada makanan pokok, manfaat dari pakaian, manfaat dari 
pemeliharaan keturunan, dan perkawinan. 

11 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 101.
12 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 142. 
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juga ditinggalkan oleh al-Ghazzālī. Persoalan al-maşlaĥat al-
gharībah ini kemudian diakomodir oleh Ibn ‘Āsyūr, ia menyebutnya 
al-maşlaĥat al-źanniyyah yang dianggapnya termasuk sebagai bagian 
dari maqāşid al-syarī‘ah. 

Tidak jauh berbeda dari al-Ghazzālī, al-Syāţibī juga melihat sisi 
negatif sebagai bagian dari fitrah manusia. Bahkan ia mengikuti pan-
dangan al-Ghazzālī dalam kitab Iĥyā’ ‘Ulūm al-Dīn—pada Rubū‘ al-
Muhlikāt—tentang sifat hati antara yang terpuji dan yang tercela.13 
Bagi al-Syāţibī fitrah adalah tabiat manusia (gharīzah) yang tidak bisa 
dihilangkan dan tidak bisa diadakan oleh manusia. Contohnya keingi-
nan (syahwat) makan dan biologis, oleh karena itu taklīf tidak berlaku 
atasnya. Menurut al-Syāţibī, sifat batin seperti tergesa-gesa (‘ajalah) 
dan berani juga termasuk fitrah.14 Sementara menurut Ibn ‘Āsyūr, 
sifat-sifat negatif itu bukan fitrah, tapi pelanggaran terhadap fitrah. 

Fitrah manusia menurut Ibn ‘Āsyūr adalah suatu tatanan yang dijadi-
kan Allah atas manusia, baik lahir maupun batin, artinya jasmani dan 
akal.15 Telah pula dibahas bahwa fitrah manusia adalah cenderung 
pada kebaikan, atau bisa membedakan antara yang baik dari yang 
buruk. Seperti dikatakan Erich Fromm, manusia bukan makhluk 
brutal, destruktif, dan jahat, namun pertumbuhan kota-kota yang kian 
memadat kemudian membentuk “karakter sosial” persaingan, di mana 
hasrat dasar manusia berpotensi memunculkan agresi destruktif. Jadi 
menurut Erich Fromm, kedestruktifan bukan fitrah manusia.16 

Penulis melihat pendirian al-Syāţibī tentang fitrah kontradiksi dengan 
kaidah yang dirumuskannya, ia menyatakan:17 

...tetapi al-Syāri‘—dengan menetapkan syariat—sesungguhnya 

13 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 94
14 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 92. 
15 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 55. Berjalan dengan kaki adalah fitrah 

jasmaniah, maka berjalan dengan tangan berarti mengingkari fitrah. Penyimpulan 
dengan kausalitas secara rasional merupakan fitrah akal manusia, maka penyimpulan 
yang tidak rasional adalah pengingkaran terhadap fitrah

16 Erich Fromm, Akar Kekerasan; Analisis Sosio-psikologis atas Watak 
Manusia, terj. Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 247. 

17 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 131. 
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bermaksud mengeluarkan mukallaf dari mengikuti hawa nafsu, 
sehingga ia menjadi hamba Allah...
Hal ini jelas, sebab jika sifat-sifat destruktif dianggap sebagai bagian 
dari fitrah manusia, maka mustahil manusia bisa keluar darinya. 
Dengan kata lain, jika sifat destruktif adalah fitrah atau kodrat 
bagi manusia, maka manusia tidak bisa melepaskan diri dari sifat 
destruktif itu. Dari itu perlu cara pandang yang moderat terhadap 
fitrah, seperti perspektif Ibn ‘Āsyūr. Kiranya pandangan moderat ini 
menjadi dasar mendudukkan maqāşid al-khalq dalam bingkai al-
maqāşid al-syar‘iyyah. 
Merujuk pendapat Ibn ‘Āsyūr, munculnya agresi destruktif berarti 
telah terjadi pelanggaran fitrah, maka dibutuhkan al-wāzi‘ al-dīnī. 
Jika ini lemah di suatu waktu, komunitas, atau kondisi, maka diyakini 
ada faktor berlawanan, dari itu dibutuhkan al-wāzi‘ al-sulţānī.”18 
Yang terakhir ini menunjuk pada fitrah yang lain di luar fitrah per 
individu, yaitu mencakup fitrah bermasyarakat. Ini tercakup dalam 
fitrah sosial yang disebut al-Syāţibī sebagai al-‘ādat al-mustamirrah 
yang berlaku tetap.19 
Al-Syāţibī melihat adat sebagai bagian dari syariat, baik yang 
ditetapkan syariat lewat perintah, larangan, dan pembolehan, maupun 
yang tanpa penetapan. Contohnya adat bahwa efek jera (al-zajr) 
merupakan sebab bagi tercegahnya manusia dari kemunkaran. Jika 
sebab ini tidak diiktibar al-Syāri‘ tentu kisas tidak disyariatkan, sebab 
ia berarti pensyariatan sesuatu tanpa faidah, padahal Allah berfirman: 
”wa lakum fi al-qişaş hayāh.”20 Melihat adat sebagai bagian syariat di 
bawah paradigma teosentris potensial membuat pandangan berjalan 
dari satu perspektif saja, akibatnya al-Syāţibī menolak al-maşlaĥat al-
gharībah, tapi tidak bisa menolaknya dari lapangan ijtihad. 
Apa yang disebutkan oleh al-Syāţibī sebagai al-‘ādat al-mustamirrah 
merupakan tujuan umum al-Syāri‘ yang diabstraksikan berdasar 

18 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 125. 
19 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt, jld. II, hlm. 241-242. Al-Syāţibī mendasarkan 

keberlakuan adat (‘awā’id) pada kontinuitas keberlakuannya (al-‘ādat al-
mustamirrah) yang dibagi menjadi adat yang diakui syar‘ dan adat yang ditolak syar‘. 
Dari esensinya, ‘awā’id dikategorikan dalam ‘awā’id al-syar‘iyyah dan ‘awā’id al-
jāriyyah bayn al-khalq (adat yang berlaku di kalangan manusia). Kemudian adat 
yang berlaku di kalangan manusia dipilah lagi dalam adat yang berlaku tetap dan 
adat yang berubah-ubah sesuai tempat dan masa. 

20 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 244. 
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kebiasaan umum (ma‘ānin ‘urfiyyatin ‘āmmatin).21 Namun al-Syāţibī 
hanya melihat teori maqāşid dari perspektif kesaksian syarak, berdasar 
teori rujū‘ ilā uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah. Berbeda dari al-Syāţibī, 
Ibn ‘Āsyūr malah membagi maqāşid al-syarī‘at al-‘āmmah menjadi 
maqāşid dalam arti hakiki (ma‘ānin ĥaqīqiyyatin), dan maqāşid yang 
diperoleh berdasar pemahaman atas kebiasaan umum (ma‘ānin 
‘urfiyyatin ‘āmmatin).22 Kiranya ini menjadi alasan mengapa teori 
Ibn ‘Āsyūr bisa mengakomodir al-maşlaĥat al-gharībah. 

Sampai di sini dapat disimpulkan adanya maqāşid al-Syāri‘ yang 
diabstraksikan berdasar fitrah manusia, yaitu sunnat Allāh fi al-‘ālam. 
Dari itu tujuan penciptaan dan penataan alam (al-qaşd al-khalq al-
takwīnī) tidak bisa dipisahkan begitu saja dari teori maqāşid. Jika 
dipisahkan berakibat terjadinya kontradiksi seperti dalam penolakan al-
Syāţibī terhadap pendapat para filosof.23 Oleh karena itu harus disikapi 
secara moderat, bahwa selain berlandaskan maqāşid al-Syāri‘, teori al-
maqāşid al-syar‘iyyah juga harus mempertimbangkan fitrah manusia. 

Sikap moderat juga menjadi batasan sehingga fitrah tidak dimasukkan 
secara total dalam teori al-maqāşid al-syar‘iyyah. Sebab sebagaimana 
dibahas sebelumnya, bahwa tidak semua perubahan ditolak syariat, 
bahkan sebagiannya justru diakomodir sebagai konsekuensi 
eternalitas syariat Islam. Bukankah salah satu fitrah manusia adalah 
perubahan itu sendiri,24 bahkan menurut Ibn Khaldūn (w. 808 
H/1406 M) kondisi geografis suatu daerah memengaruhi karakter 

21 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 50. Menurut Ibn ‘Āsyūr, ia merupakan nilai 
maslahat yang diukur berdasar pandangan umum (jumhūr). Contohnya pemahaman 
bahwa kebaikan (al-iĥsān) adalah sesuatu yang harus diamalkan oleh umat, atau 
seperti pemahaman bahwa sanksi kriminal dapat memberi efek jera sehingga 
pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya, dan orang lain juga akan tercegah 
dari melakukan tindak kriminal serupa. Contoh lain, pemahaman umum bahwa 
kotoran menuntut dilakukannya penyucian. 

22 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 49.  
23 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 24. Menurut al-Syāţibī, 

pembicaraan filosof berada dalam ranah al-qaşd al-khalq al-takwīnī, sedangkan 
ia berbicara dalam ranah al-qaşd al-tasyrī‘ī yang jelas bertujuan bagi maslahat 
semata. 

24 Gunawan Setiardja A., Dialektika Hukum dan Moral; dalam Pembangunan 
Masyarakat Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 87. Hukum alam sama 
sekali tidak berarti pengambilan suatu situasi historis secara mutlak, melainkan suatu 
usaha untuk mendapatkan dalam setiap konteks historis pengaturan kemasyarakatan 
yang menunjang pengembangan manusia yang paling baik. 
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manusia.25 Maka penerimaan atas sisi yang berlaku tetap saja dari 
fitrah justru mengakibatkan pikiran terjebak dalam pola atomistik 
pula. Itulah mengapa sikap al-Syātibī yang menerima fitrah (al-
‘ādat al-mustamirrah) sebagai bagian dari syariat justru kontradiksi 
dengan penolakannya terhadap al-maşlaĥat al-gharībah. Sebaliknya 
sikap Ibn ‘Āsyūr yang mengakomodir al-maşlaĥat al-gharībah dalam 
bentuk al-maşlaĥat al-źanniyyah, mengalami kontradiksi karena 
berhadapan dengan persoalan epistemologi. 

Memerhatikan pembahasan sebelumnya, tampak problem episte-
mologis menjadi hambatan sehingga al-Ghazzālī dan al-Syāţibī mem-
batasi benar maqāşid al-khalq sampai-sampai terkesan dikotomis. 
Akibatnya tertangkap kesan kontradiksi terhadap sikap mereka yang 
menerima ‘urf sebagai hujah. Oleh karena itu penulis melihat pen-
tingnya menempatkan tawaran Ibn ‘Āsyūr dalam satu sistematika yang 
mengintegrasikan maqāşid al-Syāri‘ dan maqāşid al-khalq secara 
holistik. Asumsi penulis, jika ini tidak dilakukan, teori Ibn ‘Āsyūr 
akan terkesan subjektif sehingga dapat diduga membuka peluang 
bagi masuknya hawa nafsu. Maka di sini penulis mengilustrasikannya 
sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

Gb. 3. Pengintegrasian Maqasid al-Khalq dalam Teori al-Maqasid al-Syar‘iyyah

25 Ibn Khaldūn, Muqaddimah Ibn Khaldūn (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 
87. 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa maqāşid al-Syāri‘ dipilah dalam 
dua kategori, yaitu al-maqāşid al-‘āmmah dan al-maqāşid al-khāşşah. 
Al-Maqāşid al-‘āmmah merupakan generalisasi dari berbagai nas 
partikular, baik yang mengandung ketentuan umum maupun ketentuan 
khusus. Adapun al-maqāşid al-khāşşah merupakan ketentuan khusus 
dari nas-nas partikular yang generalisasinya terbatas dalam lingkup 
muamalah khusus. Ibn ‘Āsyūr menyatakan al-maqāşid al-khāşşah 
ini sebagai cara-cara (kayfiyyah) yang dimaksudkan oleh al-Syāri‘, 
seperti dalam masalah keluarga, transaksi dagang dalam konteks 
terbatas, dan sebagainya.26 

Selanjutnya al-maqāşid al-‘āmmah dibagi dalam kategori yang 
disebut Ibn ‘Āsyūr sebagai tujuan tertinggi (al-maqāşid al-‘āliyyah) 
dan tujuan dekat (al-maqāşid al-qarībah), di mana al-maqāşid al-
‘āliyyah merupakan maslahat dan mafsadat itu sendiri.27 Mengingat 
maqāşid tidak lepas dari nilai akhlāqī, maka penulis meminjam istilah 
Muĥammad Fahmū ‘Ulwān, yaitu nilai tujuan (al-qiyam al-ghā’iyyah) 
dan nilai sarana (al-qiyam al-wasīliyyah), karena nilai akhlāqī terdiri 
dari dua pertingkatan, yaitu tujuan (ghāyah) dan sarana (wasīlah).28 

Menurut ‘Ulwān, nilai tujuan (al-qiyam al-ghā’iyyah) adalah 
kehidupan yang layak bagi seluruh manusia, baik itu individu mau 
pun masyarakat. Ia menyatakan:29 

Tujuan yang dimaksud adalah kehidupan yang patut/layak bagi seluruh 
manusia, baik individu mau pun masyarakat. Tujuan ini disandarkan 
pada nilai-nilai sarana yang lima, dan artinya supaya memastikan 
kesempurnaan eksistensi manusia. Oleh karena itu, jadilah ia nilai-nilai 
moralitas (akhlāqī) yang terukur. 
Pendapat ‘Ulwān ini senada dengan pandangan Ibn ‘Āsyūr, hanya 
saja dikemukakan dalam konteks aksiologi, sedangkan Ibn ‘Āsyūr 

26 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 151, dst. 
27 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 104. 
28 Fahmī Muĥammad ‘Ulwān, al-Qiyam al-Ďarūriyyah wa Maqāşid al-Tasyrī‘ 

al-Islāmī (Kairo: al-Hay’ah al-Mişriyyah: 1989), hlm. 98. 
29 ‘Ulwān, al-Qiyam al-Ďarūriyyah …, hlm. 94. 
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membicarakannya dalam konteks epistemologi. Ibn ‘Āsyūr menyatakan 
tujuan syariat adalah memelihara tatanan hidup umat (ĥifź niźām 
al-ummah), dan memelihara tatanan itu lewat perbaikan manusia 
yang meliputi perbaikan akal, amal, dan alam/lingkungan.30 Adapun 
nilai sarana (al-qiyam al-wasīliyyah) merupakan keseluruhan dari 
ďarūriyyat, ĥājiyyāt, dan taĥsīniyyat, yaitu al-kulliyyat al-khamsah. 
Menurut Ibn ‘Āsyūr, seluruh al-kulliyyāt al-khamsah merupakan 
sarana mewujudkan tujuan utama yang aspeknya meliputi perbaikan 
tiga sarana, yaitu akal, amal, dan alam. 

Adapun pada al-maqāşid al-khāşşah, Ibn ‘Āsyūr merumuskan nilai-
nilai khusus untuk mendekatkan masalah ĥadīŝah dengan nas. Nilai 
ini digeneralisasikan dari kasus-kasus partikular yang sejenis sehingga 
bisa disebut al-qiyam al-khāşşah. Sebagai terminologi, kata ini sesuai 
dengan istilah al-maqāşid al-khāşşah dari Ibn ‘Āsyūr. Hal ini dapat 
digambarkan seperti dalam ilustrasi berikut: 

Nilai Tujuan (al-qiyam al-gha’iyyah),
yaitu memelihara tatanan hidup umat (hifz nizam al-ummah), dan memelihara 

tatanan itu lewat perbaikan manusia yang meliputi perbaikan akal, amal, dan alam.

Memelihara 
Akal 

(hifz al-‘aql)

Memelihara 
Jiwa 

(hifz al-nafs)

Memelihara 
Keturunan 

(hifz al-nasl)

Memelihara 
Agama 

(hifz al-din)

Memelihara 
Harta 

(hifz al-mal)

Nilai Khusus 
(al-qiyam al-

khassah)

Nilai Khusus 
(al-qiyam al-

khassah)

Nilai Khusus 
(al-qiyam al-

khassah)

Nilai Khusus 
(al-qiyam al-

khassah)

Nilai Khusus 
(al-qiyam al-

khassah)

Norma Norma Norma Norma Norma 

Nilai Sarana (al-qiyam al-wasiliyyah),
yaitu al-kulliyyat al-khamsah

Gb. 4. Pertingkatan Nilai Berdasar Teori Ibn ‘Asyur

Ilustrasi di atas menunjukkan, bahwa selain maqāşid al-Syāri‘, al-
maqāşid al-syar‘iyyah, dipertimbangkan juga maqāşid al-khalq. 
Oleh karena itu maqāşid al-khalq diintegrasikan dalam al-maqāşid 
al-syar‘iyyah dengan dua kategori, yaitu tujuan yang boleh diamalkan 
(al-maqāşid al-mu‘malah) dan tujuan yang digugurkan (al-maqāşid 
al-muhmalah). Kategori pertama merupakan maslahat yang sesuai 

30 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 60. 
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dengan fitrah, Ibn ‘Āsyūr menyebutnya sebagai al-maşlaĥat al-
źanniyyah. Ini merupakan maslahat yang ditolak oleh al-Ghazzālī dan 
al-Syāţibī, keduanya menyebut maslahat ini sebagai al-maşlaĥat al-
gharībah. Adapun kategori kedua merupakan maslahat yang melawan 
fitrah, Ibn ‘Āsyūr menyebut sebagai al-maşlaĥat al-wahmiyyah. Ini 
merupakan kategori al-maşlaĥat al-mulghāh. 

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa teori al-maqāşid al-syar‘iyyah 
dapat mencakup semua maslahat dengan menggunakan pendekatan 
holistik, tapi dengan syarat dilakukan perluasan paradigma. Seba-
gaimana terlihat dalam ilustrasi di atas, maqāşid al-Syāri‘ yang terdiri 
dari al-maqāşid al-‘āmmah dan al-maqāşid al-khāşşah mencakup al-
maşlaĥat al-mu‘tabarah dan al-maşlaĥat al-mursalah. Kedua jenis 
maslahat ini disatukan oleh Ibn ‘Āsyūr dalam kategori al-maşlaĥat 
al-qaţ‘iyyah. Sementara al-maşlaĥat al-gharībah tercakup dalam apa 
yang disebut Ibn ‘Āsyūr sebagai al-maşlaĥat al-źanniyyah. Adapun 
al-maşlaĥat al-mulghāh disebut al-maşlaĥat al-wahmiyyah. 

Sampai di sini masih perlu didiskusikan tentang maslahat atau mafsa-
dat yang marjūĥ. Maka anak bab berikut akan mendiskusikan tentang 
sisi ta‘abbud dalam wasa’il, dan tentang maslahat yang marjuh.

Sisi Ta‘abbud dalam Wasā’il 
Menurut Ibn ‘Āsyūr, umumnya kajian tentang maqāşid al-khāşşah 
hanya dipadai oleh para ulama di bawah pembahasan sadd al-żarī‘ah. 
Lalu karena mengingat pentingnya pembahasan tentang sadd al-
żarī‘ah, maka Ibn ‘Āsyūr memperdalamnya dalam konteks maqāşid 
dan wasā’il.31 Menurut Ibn Manźūr, al-żarī‘ah secara kebahasaan, 
berarti meraih, lalu digunakan untuk sesuatu yang dijadikan sarana 
atau sebab bagi yang lain.32 

Asal kata al-żar‘ berarti menghamparkan tangan (basţ al-yad), 

31 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 141. Menurut Ibn ‘Āsyūr, pembahasan 
tentang sadd al-żarī‘ah kurang mendapat perhatian uşūliyyūn. Ia menyatakan 
bahwa perhatian memadai hanya terlihat dari Ibn ‘Abd al-Salām dan Syihāb al-Dīn 
al-Qarāfī. Maka Ibn ‘Āsyūr menghimpun pembahasan keduanya, dan melanjutkan 
kajian sesuai tuntutan topik itu sendiri. 

32 Ibn Manźūr, Lisān al-‘Arab (Kairo: Dār al-Ĥadīŝ, 2002), jld. III, hlm. 500, 
dan 501. 
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maka seolah-olah engkau menjulurkan tangan kepadanya tapi tidak 
mencapainya. Al-Żarī‘ah adalah sarana (al-wasīlah), kata al-żarī‘ah 
juga berarti sebab menuju sesuatu. 
Adapun secara istilah al-żarī‘ah adalah hal yang tidak dilarang dengan 
sendirinya, tapi diyakini dapat mengantar pada hal yang terlarang.33 

Al-Żarī‘ah adalah ibarat dari perkara yang tidak dilarang dengan 
sendirinya, namun kuat dugaan bahwa ia akan mengantar pada 
perbuatan yang dilarang. 
Al-Żarī‘ah berhubungan erat dengan teori maqāşid karena keber-adaan 
hukum detil dari nas partikular sebagai sarana (wasā’il) untuk mewujud-
kan maqāşid. Dari itu al-Qarāfī menyatakan, bahwa kadang kala wasā’il 
juga disebut sebagai al-żarī‘ah.34 Namun al-żarī‘ah lebih khusus dari 
wasā’il, sebab al-żarī‘ah berkaitan dengan perbuatan mubah yang ka-
dangkala menjadi sarana mafsadat, atau menjadi sarana bagi maslahat. 
Dari itu muncul teori sadd al-żarī‘ah dan fatĥ al-żarī‘ah.35 

Di sisi lain maqāşid dengan wasā’il juga memiliki hubungan umum-
khusus, di mana maslahat adalah tujuan al-Syāri‘. Maka maqāşid 
lebih umum karena mencakup wasā’il yang berupa sifat maupun 
perbuatan yang mengandung maslahat atau mafsadat secara żātī 
dalam dirinya. Dari itu semua khiţāb syarak yang terkait dengan 
perbuatan konkret manusia merupakan wasā’il bagi maqāşid al-
Syāri‘ dalam arti umum. Namun tertujunya khiţāb syarak terhadap 
perbuatan tertentu yang mengandung maslahat dalam dirinya, berarti 
ia maqāşid al-Syāri‘ dalam artian khusus (al-maqāşid al-khāşşah). 

Sebagaimana telah disinggung pada Bab Dua, bahwa kebanyakan 
penulis teori maqāşid cenderung menyatukan maqāşid al-khāşşah 
dengan maqāşid al-‘āmmah dalam pendefinisiannya. Ini menjadi 
indikator bahwa al-maşlaĥat al-mursalah dipandang sama dengan 

33 Muĥammad Hisyām al-Burhānī, Sadd al-Żarā’i‘ fī al-Syarī‘at al-Islāmiyyah 
(Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 80. 

34 Aĥmad ibn Idrīs ibn ‘Abd Allāh al-Şanhājī al-Qarāfī, Kitāb al-Furūq Anwār 
al-Burūq fī Anwā‘ al-Furūq, tahkik: Muĥammad Aĥmad Sarrāj dan ‘Alī Jumu‘ah 
Muĥammad (Kairo: Dār al-Salām, 2001), jld. II, hlm. 450. 

35 Muşţafá ibn Karāmat Allāh Makhdūm, Qawā‘id al-Wasā’il fī al-Syarī‘at al-
Islāmiyyah; Dirāsat Uşūliyyah fī Ďū’ al-Maqāşid al-Syarī‘ah (Riyad: Dār Isybīliya, 
1999), hlm. 367. 
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al-maşlaĥat al-mu‘tabarah. Dengan kata lain, nilai syar‘ī hukum yang 
ditemukan berdasar kaidah umum tidak berbeda dengan hukum syar‘ī 
yang ditetapkan langsung oleh nas. Sebab maslahat yang dimaksud 
al-Syāri‘ adalah maslahat manusia itu sendiri, baik mu‘tabar mau 
pun mursal. Tetapi hal ini berakibat pada penolakan terhadap al-
maşlaĥat al-gharībah. 
Beranjak dari fakta ini penulis melihat pentingnya memilah antara 
maqāşid al-khāşşah (berupa nas partikular yang memuat detil hukum 
khusus) dengan maqāşid al-‘āmmah sebagaimana sikap Ibn ‘Āsyūr. Lalu 
langkah selanjutnya yang tidak dilakukan Ibn ‘Āsyūr, ialah menempatkan 
perbuatan konkret dari nas sebagai ibadah dan melihat ontologi maqāşid 
al-Syāri‘ sebagai nilai yang berupa al-qiyam al-ghā’iyyah, al-qiyam al-
wasīliyyah, dan al-qiyam al-khāşşah. Hal ini dapat dilakukan karena 
sifat ta‘abbud menyertai setiap perintah dan larangan langsung dari al-
Syāri‘. Oleh karena itu nas partikular yang menetapkan hukum pada 
perbuatan tertentu harus dilihat sisi ta‘abbud-nya, sebab pada setiap 
hukum yang ma‘qūl al-ma‘nā, maksud al-Syāri‘ tertuju pada al-ma‘nā 
yang berupa nilai maslahat dan juga pada perbuatan itu sendiri.36 
Sisi ta‘abbud ini menjadi aspek tertutup dari fikih,37 sebab hukum 
atas perbuatan yang dinaskan oleh al-Syāri‘ berlaku tetap. Adapun 
al-ma‘nā dari maqāşid al-khāşşah (disebut juga al-qiyam al-khāşşah) 
menjadi sisi terbuka dari fikih. Itulah sebabnya mengapa al-Mansī 
menyatakan bahwa itu bukan perubahan yang meruntuhkan hukum 
syariat.38 Dengan demikian, sisi ta‘abbud adalah syariat itu sendiri, 
karena ia dinaskan secara langsung. Adapun al-ma‘nā sebagai nilai 
merupakan bagian tidak langsung dari syariat tapi masih bersifat 
syar‘iyyah. Hal ini bisa dipahami dengan melihat hubungan antara 

36 Al-Zarkasyī, al-Baĥr al-Muĥīţ, cet. III (Kairo: Dār al-Kutub, 2005), jld. 
VII, hlm. 158. Menurut al-Zarkasyī, pada setiap hukum yang ma‘qūl al-ma‘nā 
terdapat dua maksud yang dikehendaki al-Syāri‘. Pertama al-ma‘nā itu sendiri yang 
berupa nilai maslahat, kedua, perbuatan yang mengantarkan kepada al-ma‘nā yang 
dimaksud itu. 

37 Yūsuf al-Qaraďāwī, Bayyināt al-Ĥill al-Islāmī (Kairo: Maktabah Wahbah, 
1988), hlm. 71. 

38 Muĥammad Qāsim al-Mansī, Taghayyur al-Źurūf wa Aŝaruh fī Ikhtilāf al-
Aĥkām fī Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 66. Menurut Dr. 
Muĥammad Qāsim al-Mansī, dalam kondisi ini hukum dapat bergeser, misalnya dari 
mubah menjadi makruh. Pergeseran ini bukan perubahan, sebab hukum asalnya 
masih tetap berlaku. Perubahan yang menentang syariat adalah merubah hukum 
asal sehingga meruntuhkan syariat itu sendiri. 
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fikih dengan syariat, di mana fikih adalah bagian dari syariat, tapi 
lebih khusus dari syariat.39 
Menurut al-Syāţibī Alquran telah menunjukkan ciri ini lewat penetapan 
sebagian hukum secara detil dan sebagian lainnya secara umum. Hukum 
yang bersifat umum kembali pada ma‘na ma‘qūl dan nalar mukallaf, sep-
erti keadilan, kebaikan, pemaafan, sabar dan syukur, zalim dan aniaya, 
dan sebagainya. Sedangkan yang detil kembali pada ma‘nā ta‘abbudī di 
mana nalar manusia tidak mampu menjangkaunya. Sebab akal bukan 
alat untuk menalar masalah ibadah, apalagi menetapkan tatacaranya.40 
Umumnya persoalan ini dibahas uşūliyyūn dalam konteks kias, maka 
terkesan ta‘abbud hanya berlaku pada masalah ibadah. Misalnya kesan 
yang tertangkap dari ungkapan Ilkiyā—dalam kutipan al-Zarkasyī—bahwa 
hukum ta‘abbudī tidak mungkin dikias karena kekurangan syarat, yaitu 
tidak adanya źann, sebab masalah ta‘abbudī berada di luar jangkauan 
pengetahuan manusia.41 Kesan ini perlu diluruskan agar ontologi maqāşid 
al-Syāri‘ dapat dilihat secara proporsional. Ibn Qayyim al-Jawziyyah 
menyatakan sebagian kasus ta‘abbud di bidang muamalah berlaku tetap, 
ia mencontohkan seperti ketentuan tentang masa ‘iddah.42 
Al-Syāţibī menyatakan bahwa pada sebagian kasus ‘ādiyyah ditemu-
kan sifat ta‘abbud. Misalnya tuntutan mahar pada masalah nikah, me-
nyembelih hewan pada tempat yang ditentukan, kadar bagian pada 
warisan, bilangan idah pada wanita yang ditalak dan lain-lain.43 Dari 
itu Muşţafā Syalabī menyimpulkan adanya dua makna ta‘abbud. Per-
tama hukum yang tidak dapat dinalar hikmahnya secara khusus, walau 
diketahui hikmahnya secara umum. Kedua, ta‘abbud dengan makna 
yang lebih umum, yaitu hukum yang terkait hak Allah. Maksudnya, 
hukum yang jika dikerjakan akan mendapatkan hak yang dijanjikan 
Allah, sebaliknya jika ditinggalkan akan terkena sanksi.44 Lalu ba-

39 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2007), hlm. 5-6. 

40 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. III, hlm. 33-36. 
41 Al-Zarkasyī, al-Baĥr al-Muĥīţ, jld. VII, hlm. 131. 
42 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I‘lām al-Muwāqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn (Riyad: 

Maktabah Ibn Ĥazm, 2002), jld. III, hlm. 295.  
43 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 262. 
44 Muşţafā Syalabī, Ta‘līl al-Aĥkām (Beirut: Dār al-Nahďat al-‘Arabiyyah, 

1981), hlm. 299. Makna ta‘abbud di sini dipahami semata-mata dari sudut pandang 
adanya tuntutan dari syarak, baik berbentuk perintah maupun larangan, dan ini tidak 
menafikan kebolehan kias dan ta‘diyyah. 
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gaimana dengan wasā’il yang tidak ditentukan oleh al-Syāri‘? 
Jenis wasā’il yang tidak ditentukan oleh al-Syāri‘ ini dibicarakan 
dalam konteks wasā’il secara khusus, yaitu al-żarī‘ah, sebab al-Syāri‘ 
tidak menetapkan hukum perbuatan itu secara nas. Dari itu para 
ulama berbeda pendapat tentang keberlakuan al-żarī‘ah. Namun 
menurut Muşţafā ibn Karāmat Allāh Makhdūm, perbedaan ini 
hanya pada tataran istilah, bukan substansi. Sebab apa yang disebut 
ulama Mālikiyyah sebagai sadd al-żarī‘ah, disebut oleh para ulama 
Syāfi‘iyyah sebagai taĥrīm al-wasīlah.45 Jadi pada dasarnya mereka 
sepakat tentang keberlakuan hukum maqāşid terhadap wasā’il. 
Dengan demikian status hukum wasā’il yang ditetapkan berdasar 
sadd al-żarī‘ah masih bersifat syar‘iyyah, karena mengikuti status 
hukum maqāşid. 
Sebenarnya perbedaan pendapat tentang al-żarī‘ah kembali pada 
perbedaan perspektif. Jadi perbedaan pendapat itu menjadi bukti 
bahwa keberadaan nas partikular yang berisi ketentuan konkret 
berpotensi membentuk perspektif determinisme dalam memaknai 
transendentalitas hukum syariat. Akibatnya timbul kehati-hatian 
berlebih atas hukum yang secara metodologis terkesan kekurangan 
ciri transendentalitas sehingga diduga subjektif dan mengikut 
hawa nafsu. Padahal hukum syariat tetap bersifat transenden walau 
mengakomodir realitas sosial dan perubahan sosial, sebab akal hanya 
bertindak sebagai penemu bagi hukum. 

Merujuk pada sifat tasyrī‘, kehati-hatian berlebih sudah tergolong 
sikap ekstrem sehingga penulis yakin perlunya jalan tengah sebagai 
moderasi. Tanpa moderasi, pandangan yang menolak al-żarī‘ah 
menjadi kontraproduktif dengan pandangan yang menyatukan 
maqāşid al-‘āmmah dengan maqāşid al-khāşşah (bahkan bisa 
dinyatakan menyatukan ontologi maqāşid al-Syāri‘ dengan maqāşid 
al-khalq). Padahal keduanya berangkat dari tesis yang sama, yaitu 
tertujunya maqāşid al-Syāri‘ pada perbuatan konkret, tapi yang satu 
menolak al-żarī‘ah dan yang lain menerimanya. 

Sikap moderat dalam masalah ini dapat ditunjukkan dengan melihat 
maqāşid secara holistik, bahwa maqāşid ada yang konkret dan ada 
yang berupa nilai. Tapi kedua jenis maqāsid ini memiliki perbedaan 
konteks. Maqāşid yang pertama adalah perintah dan larangan, maka 

45 Makhdūm, Qawā‘id al-Wasā’il …, hlm. 369. 
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ia berupa maqāşid dalam konteks ketaatan penuh. Sedangkan yang 
kedua adalah nilai (al-qiyam al-ghā’iyyah, al-qiyam al-wasīliyyah, 
dan al-qiyam al-khāşşah), maka ia berupa maqāşid dalam konteks 
kebijaksanaan. Kedua sisi ini bersifat transenden, sebab perintah 
dan larangan hanya datang dari yang lebih tinggi. Maka maqāşid al-
khāşşah tidak semakna dengan maqāşid al-khalq, ia harus disikapi 
sebagai realitas transenden di luar realitas empiris yang imanen, 
yaitu syariat itu sendiri.  

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa maqāşid al-khāşşah pada 
nas partikular yang menetapkan hukum atas sesuatu secara detil, 
harus dilihat sisi ta‘abbud-nya. Ini adalah syariat itu sendiri yang 
meneguhkan tujuan syariat terbesar, yaitu agar aktifitas dan tindakan 
manusia didedikasikan untuk ibadah kepada Allah, sebagaimana 
ia tidak bisa menyangkal dirinya sebagai hamba Allah. Menurut 
Muhammad Sa‘īd Ramaďān al-Būţī, semua wasā’il didedikasikan 
untuk mewujudkan tujuan yang satu ini.46 Bagi penulis, nas qaţ‘ī 
yang memberi ketentuan detil tidak termasuk dalam wacana wasā’il 
yang berubah, maka ia menjadi terpilah dari maqāşid al-Syāri‘ yang 
berarti nilai dalam tiga peringkat, al-qiyam al-ghā’iyyah, al-qiyam 
al-wasīliyyah, dan al-qiyam al-khāşşah. 

Berangkat dari dasar pemikiran ini, penulis melihat bahwa ontologi 
maqāşid al-Syāri‘ dalam konsepsi al-maqāşid al-syar‘iyyah adalah nilai 
maslahat-mafsadat itu sendiri, dan ontologi maqāşid al-khalq adalah 
fitrah manusia. Namun fitrah ini tidak bisa dipahami tanpa melihat 
sisi yang merupakan pelanggaran fitrah, hal ini akan dibahas pada 
sub bab Maslahat yang Marjūĥ. Namun sebelumnya perlu ditegaskan 
bahwa fitrah dapat dinyatakan syar‘iyyah karena bersumber dari al-
qaşd al-khalq al-takwīnī.47 Jadi hukum syariat bersumber dari ayat 
Alquran dan ayat kawniyyah, bukan akal dan hawa nafsu. 

Maslahat yang Marjūĥ 
Diskusi tentang pentingnya sikap moderat dalam hal kausalitas terkait 
erat dengan diskusi al-Ghazzālī dan Ibn Rusyd tentang pelaku yang 
sebenarnya (al-fā‘il al-ĥaqīqī), apakah pelaku berdasar kehendak 

46 Muĥammad Sa‘īd Ramaďān al-Būţī, Ďawābiţ al-Maşlaĥah (Beirut: 
Mū’assasah al-Risālah, 1992), hlm. 112. 

47 Yūsuf al-Qaraďāwī, al-Ĥalāl wa al-Ĥarām fī al-Islām, cet. XXVIII (Kairo: 
Maktabah Wahbah, 2004), hlm. 209.  
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bebas (al-fā‘il bi al-irādah) atau pelaku berdasar tabiat/kodrat (al-
fā‘il bi al-ţab‘ī). Imam al-Ghazzālī menyatakan sebagai berikut:48 

Pelaku (al-fā‘il) adalah ibarat dari subjek yang darinya terjadi suatu 
perbuatan, ada kehendak bebas dalam berbuat berdasarkan pilihan, 
dan dibarengi pengetahuan serta keinginan berbuat. 
Ungkapan di atas menunjukkan pandangan al-Ghazzālī, bahwa al-fā‘il 
hakiki adalah pelaku dengan kehendak bebas. Sementara bagi Ibn 
Rusyd, pelaku sebenarnya adalah al-fā‘il bi al-ţab‘ī, ia menyatakan 
sebagai berikut:49 

Maka sesungguhnya (pelaku yang sebenarnya) adalah apa yang 
mengeluarkan sesuatu yang lain dari tiada menjadi ada, artinya 
melakukan sesuatu padanya (pada yang menjadi ada dari tiada). Tidak 
dikatakan padanya: sebagai pelaku dalam arti diserupakan dengan 
yang lain, bahkan ia adalah pelaku yang sebenarnya, karena definisi 
pelaku terpenuhi padanya. 
Beranjak dari diskusi di atas, maka sikap moderat terhadap kausali-
tas juga berarti keharusan bersikap moderat dalam melihat hakikat 
perbuatan manusia. Dalam hal ini, perbuatan manusia bersifat dua-
lisme, sebab di satu sisi manusia adalah al-fā‘il bi al-irādah sehingga 
taklīf bisa dikenakan padanya, dan di sisi lain manusia juga al-fā‘il 
bi al-ţabī‘ah sehingga tidak ada taklīf di luar batas kemampuannya. 

Demikian pula tentang ketentuan hukum yang tidak dijelaskan detilnya 
oleh al-Syāri‘, tentu tidak mungkin ditinggalkan jika penemuannya 
keluar dari batas yang mampu dicapai oleh fitrah akal manusia. Di 
sisi lain, permasalahan yang muncul juga tidak akan keluar dari 
fitrah jasmaniah manusia sebagai bagian dari alam yang terikat 
dengan sunnat Allāh fī al-‘ālam. Dari itu diskursus al-żarī‘ah adalah 
bagian dari al-fā‘il bi al-ţabī‘ah, karena kausalitas berlaku meski 

48 Al-Ghazzālī, Tahāfut al-Falāsifah, cet. VI (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1972), 
hlm. 135. 

49 Ibn Rusyd, Tahāfut al-Tahāfut, tahkik: Sulaymān Dunyā, cet. II (Kairo: Dār 
al-Ma‘ārif, 1964), hlm. 263. 
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tidak harus bersifat determinan. Lalu sebagai al-fā‘il bi al-irādah 
dalam arti terbatas, manusia menggunakan kemampuan ikhtiar yang 
dianugerahkan Allah untuk menentukan pilihan atas al-sabab. 

Menghadapi realitas hidupnya manusia dituntut jeli melihat sekian ke-
mungkinan sebab untuk satu akibat. Kondisi ini lah yang sebenarnya 
terjadi saat berhadapan dengan persoalan kontradiksi antar dalil 
(ta‘āruď al-adillah). Sebab menurut Wahbah al-Zuhaylī, kontradiksi 
hanyalah persepsi para mujtahid, bukan realitas yang sebenarnya.50 
Mengingat soal relevansi, topik ta‘āruď yang merupakan subjek materi 
ilmu uşūl al-fiqh51 pada bab tarjih52 tidak dibahas dalam kajian ini. 
Tapi ada satu hal yang menarik, yaitu fakta yang diangkat Ibn ‘Abd 
al-Salām, bahwa maslahat dalam realitas kehidupan manusia umum-
nya bercampur dengan mafsadat.53 Lalu muncul pertanyaan dalam 
diskusi uşūliyūn, apakah dalil marjūĥ menjadi seperti tidak ada? 
Al-Zarkasyī menukil pendapat al-Juwaynī bahwa ia menjadikannya 
seperti tidak ada. Tetapi ada yang mengatakan bahwa pendapat yang 
masyhur di kalangan ulama justru sebaliknya, sebab jika dalil marjūĥ 
dianggap tidak ada, maka keyakinan terhadap dalil yang rajih menjadi 
lemah. Namun begitu, sebagian ulama menyatakan adanya ijmak 
meninggalkan dalil marjūĥ (suqūţ al-i‘tibār).54 Bagi penulis, ijmak 
ulama dalam hal meninggalkan daril marjūĥ tidak berhubungan 
dengan diskusi tentang keberadaan dalil marjūĥ itu sendiri, sebab 
meninggalkan bukan berarti menganggap tidak ada. Maka dalil yang 
marjūĥ tidak bisa dinafikan meski ditinggalkan (suqūţ al-i‘tibār), 
buktinya ia berpengaruh bagi keabsahan pentarjihan. 
Kiranya kasus di atas juga berlaku pada al-maşlaĥat al-mulghāh, dan 
al-maşlaĥat al-gharībah, keberadaan keduanya tidak bisa dinafikan 

50 Wahbah al-Zuhaylī, Uşūl al-Fiqh al-Islāmī (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), jld. 
II, hlm. 1171. 

51 Kata al-tarjīĥ secara kebahasaan berarti condong (al-tamlīl). Lihat: Ibn 
Manźūr. Lisan al-‘Arab, jld. IV, hlm. 71. Menurut uşūliyūn, tarjih dilakukan terhadap 
dua dalil yang bertentangan, yaitu setelah dinyatakan tidak adanya nāsikh-mansūkh. 
Al-Zuhaylī, Uŝūl al-Fiqh..., jld. II, hlm. 1177. 

52 Dalam terminologi uşūliyūn tarjih berarti menyertakan tanda—berupa dalil 
źannī—pada sesuatu yang lebih kuat dari lawannya. Muĥibb al-Dīn ibn ‘Abd al-
Syakūr al-Bahārī, Musallam al-Ŝubūt (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), jld. II, hlm. 161. 

53 ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām, Qawā‘id al-Aĥkām fī Maşāliĥ al-Anām 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), jld. I, hlm. 14. 

54 Al-Zarkasyī, al-Baĥr al-Muĥīţ…, jld. VIII, hlm. 146. 
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meski ditinggalkan. Bahkan meninggalkan al-maşlaĥat al-gharībah 
tidak memiliki alasan kuat, berbeda dengan al-maşlaĥat al-mulghāh 
yang bertentangan dengan nas syariat. Maka melihat maslahat dari 
perspektif maqāşid al-syarī‘ah saja menjadikan kajian atas maslahat 
mengalami ketimpangan. Hal ini jelas karena perspektif yang 
digunakan menentukan metode yang akan diterapkan.55 Mengingat 
hukum juga bersumber dari ayat kawniyyah di samping ayat Alquran, 
maka maqāşid al-khalq harus menjadi bagian dari teori al-maqāşid 
al-syar‘iyyah, lalu diterapkan pendekatan holistik terhadapnya. Tetapi 
masalahnya, bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan?

Memerhatikan pembahasan sebelumnya tampak bahwa keberadaan 
al-maşlaĥat al-źanniyyah merupakan konsekuensi dari adanya dalil 
źannī, dan ia tidak bisa dinafikan begitu saja. Nyatanya ia muncul da-
lam teori al-Syāţibī dengan terminologi ma‘nā al-munāsib al-gharīb. 
Sebagian di antaranya memiliki syahādah dari aşl yang źannī dan 
sebagian tidak, masing-masing kategori ini pun ada yang bertenta-
ngan dengan qawā‘id al-kulliyyah dan ada yang tidak. Lalu dengan 
penelusuran dari perspektif maqāşid al-syarī‘ah, al-Syāţibī menyata-
kan al-maşlaĥat al-gharībah itu mardūd. Namun harus diakui bahwa 
ketentuan nas partikular juga menunjuk kepada maksud partikular 
tertentu,56 maka zan sebagian mujtahid tidak bisa ditolak begitu saja. 

Dalil źannī harus dilihat sebagai evidensi dalam konteks dasar nilai 
yang bertanggungjawab. Maka al-istiqrā’ al-nāqiş juga ada saatnya 
dianggap cukup memadai sebagai dasar nilai. Hal ini sebagaimana 
dikemukakan oleh Ibn ‘Āsyūr, bahwa dalil keberlakuan dapat 
disimpulkan dari induksi sempurna, atau mendekati sempurna, lalu 
ia berdiri sendiri tanpa butuh penyerupaan aşl dan furū‘.57 Bagi 
penulis, pernyataan Ibn ‘Āsyūr merupakan sikap moderat dalam 
hal takhrīj al-manāţ. Dari itu dalil źannī tidak bisa dianggap tiada, 
misalnya karena alasan sifatnya yang lokal.58 Tapi lokalitasnya sebagai 
evidensi menjadi alasan untuk tidak diamalkan pada waktu tertentu. 

55 Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, 
dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, cet. II (Yogyakarta: Belukar, 2005), hlm. 
23. 

56 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt..., jld. III, hlm. 32. 
57 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 82. 
58 Muĥammad Syahrūr, al-Kitāb wa al-Qur’ān; Qirā’ah Mu‘āşirah (Damaskus: 

al-Ahālī, 1992), hlm. 549, 553. 
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Jika evidensi bisa dicapai dalam takhrīj al-manāţ, maka dalam taĥqiq 
al-manāţ juga bisa ditemukan dengan syarat bersikap moderat, yaitu 
penemuan evidensi sebagai dasar tindakan yang bertanggung jawab,59 
bukan sikap idealis determinis. Menurut Ibn ‘Āsyūr, evidensi dalam 
realitas sosial adalah maslahat źannī yang secara akal mencapai 
tingkat probabilitas tinggi. Contohnya, seperti kebijakan al-Syaykh 
Abū Muĥammad ibn Abī Zayd yang menjadikan anjing sebagai 
penjaga rumah dalam masa-masa krisis keamanan di Kairuwan.60 Di 
sini metodologi keilmuan sosial modern dibutuhkan. 

Dapat diyakini temuan ilmu sosial sangat membantu, sebab bagian ini 
memang ditinggalkan terbuka oleh al-Syāri‘. Sebagaimana dinyatakan 
Ibn ‘Āsyūr, syariat hadir untuk hal yang butuh qawl, yaitu dalam 
pembatalan wahm, menjawab pertanyaan, atau mencegah sesuatu.61 
Adapun selain itu dipulangkan pada ijtihad para ulama. Namun 
tidak berarti para ulama boleh membiarkan ruang ini terbuka secara 
bebas, tetap saja dibutuhkan metode sebagai penuntun bagi akal. 

Bagian yang didiamkan syarak ini biasanya berstatus hukum boleh 
(al-mubāĥ). Secara kebahasaan kata al-mubāĥ berasal (musytaq) dari 
kata al-ibāĥah yang bentuk lampaunya adalah bāĥa (b-w-h), artinya 
jelas (źahara).62 Adapun secara terminologis, para ulama berbeda-
beda dalam melihat hakikat ibāĥah. Menurut Salām Madkūr, rumusan 
yang sempurna adalah definisi dari al-Amūdī, berikut kutipannya:63 

Al-Mubāĥ ialah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalīl sam‘ī berdasar 
sapaan ilahi (khiţāb Allāh) untuk memilih antara melakukan atau 
meninggalkan sesuatu, dan tanpa balasan. 

59 Kenneth T. Gallagher, The Philosophy of Knowledge (New York: Sheed and 
Ward, 1964), hlm. 151. Most of our lives are spent in acting, and acting does not 
require and most often does not allow hidebound certitude. It can be satisfied with 
probability. What we most frequently act upon is opinion: a cognitive response to 
evidence not grasped as coercive but seen as sufficient to warrant action.

60 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 85. 
61 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 101.
62 Ibn Manźūr, Lisān al-‘Arab, jld. I, hlm. 547. 
63 Muĥammad Salām Madkūr, al-Ibāĥah ‘ind al-Uşūliyyīn wa al-Fuqahā’; 

Baĥŝ Muqāran (Kairo: Dār al-Nahďat al-‘Arab, 1965), hlm. 36. 
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Sebagian fukaha cenderung berlebihan dalam melihat hakikat al-
mubāĥ. Mereka berpendapat al-mubāĥ mengandung tuntutan untuk 
ditinggalkan (maţlūb al-tark), sebab ia menjadi sarana untuk hal-
hal yang terlarang. Tetapi menurut Ĥusayn Ĥāmid Ĥassān, pendapat 
ini kurang tepat, karena semua perbuatan mubah dapat dinyatakan 
terlarang (maţlūb al-tark) atau dianjurkan (maţlūb al-fi‘l) sesuai 
dengan apa yang dituju. Dengan kata lain, status itu dilekatkan 
pada perbuatan mubah saat ia menjadi sarana bagi yang lain. Jika 
ia menjadi sarana keburukan, maka ia pun harus ditinggalkan, 
sebaliknya ia boleh dikerjakan jika menjadi sarana kebaikan, bahkan 
menjadi wajib dalam kondisi tertentu.64 

Menurut Ibn ‘Āsyūr, adat umat manusia yang beragam dipelihara 
syariat lewat pensyariatan hukum mubah. Tetapi jika perbuatan mubah 
itu memiliki konsekuensi bagi maslahat, baik al-ďarūriyyah maupun 
al-ĥājiyyah, maka hukumnya menjadi wajib karena mengikuti kaidah 
umum syariat. Demikian pula sebaliknya dengan mafsadat, hukumnya 
menjadi haram.65 Dari itu kebanyakan ulama berpendapat bahwa 
hukum dasar syariat adalah mubah. Menurut al-Isnawī, dasar hukum 
perbuatan sebelum Rasul saw. diutus adalah tawaqquf, artinya tidak 
dinyatakan mubah atau haram. Adapun setelah pengutusan Rasul, 
hukum dasar bagi hal yang bermanfaat adalah mubah, dalilnya 
sebagaimana firman Allah dalam ayat 29 surat al-Baqarah.66 

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 
dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit! 
Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 29). 
Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan mubah tidak 
memiliki dasar nilai dalam artian khiţāb Allāh berupa tuntutan. Dari 
itu jelas mengapa maqāşid al-Syāri‘ tidak dapat ditemukan dalam 
diri perbuatan mubah itu sendiri, baik berupa anjuran melakukan 

64 Ĥusayn Ĥāmid Hassān, al-Ĥukm al-Syar‘ī ‘ind al-Uşūliyyīn (Kairo: Dār 
al-Nahďat al-‘Arab, 1972), hlm. 61. 

65 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid…, hlm. 89. 
66 Al-Isnawī, al-Tamĥīd fī Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Uşūl, tahkik: Muĥammad 

Ĥasan Haytū (Beirut: Mū’assasah al-Risālah, 1980), hlm. 487.  
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atau anjuran meninggalkan.67 Nilai anjuran atau larangan terhadap 
perbuatan mubah hanya ada karena faktor eksternal (li ‘āriď) bukan 
dari dirinya (li żātihi). Dari itu suatu maslahat tidak bisa dikatakan 
rajih tanpa membandingkan dengan yang marjūĥ. Maka jelaslah 
diperlukan pendekatan holistik yang bersumber dari kemampuan 
bersikap moderat. 

Pendekatan Holistik  
Sebagaimana diungkap pada Bab Tiga, bahwa al-Ghazzālī dengan 
tegas menyatakan pemandirian al-maşlaĥat al-mursalah—dalam 
konteks dalil tersendiri—sebagai suatu kesalahan. Ia menyebutnya 
sebagai al-uşūl al-mawhūmah yang secara operasional kadang ia 
sebut al-maşlaĥat al-gharībah, dan kadang kala juga ia samakan 
dengan al-istiĥsān.68 

Kami tegaskan: bahwa ini termasuk dalam dasar-dasar  hukum 
yang berupa waham. Oleh karena itu, barangsiapa yang mengira ia 
menjadi dasar hukum yang kelima (setelah Alquran, Sunah, ijmak 
dan kias), maka ia salah. Karena kami mengembalikan maslahat 
kepada pemeliharaan tujuan syarak, dan tujuan syarak diketahui 
berdasar al-Kitab, al-Sunnah dan ijmak. Sementara ini termasuk 
dalam al-maşlaĥat al-gharībah yang tidak sesuai dengan perilaku 
syariat sehingga batal dan harus ditinggalkan. Barang siapa yang 
menerapkannya, maka sungguh ia telah membuat-buat syariat, 
sebagaimana halnya orang yang ber-istiĥsān, sungguh ia telah 
mengada-ada syariat. 
Meski al-Ghazzālī menyatakan demikian, namun berdasarkan iden-
tifikasi dan verifikasi yang dilakukan dalam dua bab sebelumnya, 
ternyata al-maşlaĥat al-gharībah tidak identik dengan al-istiĥsān. Se-

67 Hassān, al-Ĥukm al-Syar‘ī..., hlm. 62. 
68 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā fī ‘Ilm al-Uşūl (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

2000), hlm. 179. 
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bab al-istiĥsān tidak keluar dari al-uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah,69 jadi 
masih bersifat syar‘ī berdasar ukuran al-qawā‘id al-maqāşidiyyah. 

Demikian pula halnya al-maşlaĥat al-gharībah tidak bisa diidentikkan 
dengan al-uşūl al-mawhūmah, buktinya al-Ghazzālī sendiri tidak 
bisa menolaknya dalam lapangan ijtihad. Maka al-maşlaĥat al-
gharībah bukan waham, karena ia berpijak pada fitrah manusia. Dari 
itu yang mawhūmah hanyalah al-maşlaĥat al-mulghāh, sedangkan 
al-maşlaĥat al-gharībah yang berpijak pada fitrah merupakan al-
maşlaĥat al-źanniyyah sebagaimana kategori yang dibuat oleh Ibn 
‘Āsyūr (maslahat qaţ’iyyah, źanniyyah, dan wahmiyyah).70  

Secara ontologis, terkesan al-maşlaĥat al-gharībah bukan bersumber 
dari nas syariat, karena tidak memiliki rujukan kepada nas tasyrī‘ (aşl 
mu‘ayyan) dan kaidah umum (al-uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah). Tetapi 
dengan melihat ayat kawniyyah sebagai sunnat Allāh fī al-‘ālam 
yang penemuannya dituntun oleh ayat non-tasyrī‘, maka al-maşlaĥat 
al-gharībah (al-maşlaĥat al-źanniyyah) dapat dinyatakan bersifat 
syar‘iyyah. Hal ini cukup beralasan, sebab para ulama merumuskan 
metode penemuan hukum yang di samping berpijak pada al-ma‘nā 
dari nas tasyrī‘ī, juga mempertimbangkan ayat kawniyyah seperti 
al-‘ādat al-mustamirrah. Secara operasional metode itu disebut 
al-istiĥsān, al-istişlāĥ, al-maşlaĥat al-mursalah, ‘urf, dan sadd al-
żarī‘ah. Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut. 

Ayat-ayat Allah

Ayat-ayat
Alquran

Ayat-ayat 
Kawniyyah

Al-Maslahat 
al-Mursalah

Nilai

Hukum Universal

Al-Maslahat 
al-Mu‘tabarah

Digeneralisasikan 

Hukum Partikular

Al-Maslahat 
al-Gharibah

Nilai

Berdasar Fitrah

Gb. 5. Ayat Alquran dan Ayat Kawniyyah sebagai Sumber Nilai

69 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt…, jld. I, hlm. 30. 
70 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 85.
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Dalam hal ini penulis cenderung melihat dalil untuk fikih dalam 
dua bentuk. Pertama, dalil secara ontologis, yaitu nas (Alquran dan 
Hadis). Kedua, dalil secara epistemologis, yaitu al-ma‘nā yang berupa 
nilai (al-maşlaĥāt/al-ĥikmah/asrār al-syarī‘ah), baik al-ma‘nā dalam 
artian ĥaqīqī mau pun al-ma‘nā dalam artian ‘urfī sebagaimana 
dikategorikan oleh Ibn ‘Āsyūr.71 

Bagi penulis, nilai (maslahat-mafsadat) merupakan al-ma‘nā yang 
dikonsepsikan dari nas dan juga ayat kawniyyah. Dari sudut pandang 
maqāsid, al-ma‘nā dari ayat Alquran dan Hadis dapat dinyatakan 
maqāsid al-Syāri‘. Sedang al-ma‘nā dari ayat kawniyyah adalah 
maqāsid al-khalq, namun tetap bersifat syar‘iyyah karena bersumber 
dari fitrah dan dituntun oleh ayat non-tasyrī‘. Di sisi lain untuk 
konteks fikih, dalil dalam arti ontologis hanya valid pada nas, adapun 
al-ma‘nā harus dilihat sebagai dalil dalam artian epistemologis. 

Dalil dalam artian epistemologis dapat berupa nilai (al-ma‘nā/
maslahat) yang digeneralisasikan dari nas tasyrī‘, dan nilai yang 
dipetik dari ayat kawniyyah. Jadi ayat kawniyyah dalam konteks dalil 
bagi fikih hanya valid dalam arti epistemologis, yaitu nilai. Hakikatnya 
sama dengan nilai dari ayat Alquran yang didekati dengan metode 
al-istiĥsān, al-istişlāĥ, al-maşlaĥat al-mursalah, ‘urf, dan sadd al-
żarī‘ah (uşūliyyūn menyebut semua metode ini sebagai al-istidlāl al-
mursal). Al-Syāţibī menyatakan:72 

Demikian pula sumber hukum al-istiĥsān berdasar pendapat Mālik, 
terbina atas dasar ini. Karena sungguh maknanya kembali kepada 
mendahulukan al-istidlāl al-mursal atas kias, sebagaimana disebutkan 
pada tempat pembahasannya. 
Adapun nilai yang di konsep atau diabstraksikan dari ayat-ayat 
kawniyyah dianggap mardūd oleh al-Ghazzālī dan al-Syātibī, hanya 
Ibn ‘Āsyūr yang mengakomodir dengan menyebutnya sebagai al-
maşlaĥat al-źanniyyah. 
Mengingat kebutuhan fikih untuk menetapkan hukum syarak, maka 

71 Ibn ‘Āsyūr, Maqāşid..., hlm. 49. 
72 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt…, jld. I, hlm. 30. 
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nilai yang diabstraksikan berdasar ayat-ayat Alquran berbeda 
peringkat sifat syar‘ī-nya dengan nilai yang dikonsep dari ayat 
kawniyyah (al-maşlaĥat al-gharībah). Kiranya inilah alasan mengapa 
Ibn ‘Āsyūr menyebut al-maşlaĥat al-gharībah sebagai al-maşlaĥat al-
źanniyyah. Demikian pula makna berupa kaidah umum (al-munāsib 
al-mursal/al-mulā’im al-mursal), berbeda peringkat dibanding nilai 
yang digeneralisasikan dari ayat-ayat Alquran berupa nas partikular 
(al-munāsib al-mū’aŝŝir) karena potensi ta‘abbud. Penulis berasumsi, 
ini menjadi alasan al-Ghazzālī menyatakan kias lebih kuat dari al-
istidlāl al-mursal karena potensi ta‘abbud pada nas.73 Oleh karena 
itu kias berbeda dengan al-istidlāl al-mursal, sebab al-ma‘nā dalam 
kias masih merujuk pada nas partikular (aşl mu‘ayyan) sebagaimana 
ciri pembeda dari al-Būţī.74 

Beranjak dari perbedaan ini, maka pendekatan yang digunakan 
dalam kias berbeda dengan pendekatan dalam al-istidlāl al-mursal. 
Jika kias masih menggunakan pendekatan epistemologi bayānī 
(akibat rujukan pada aşl mu‘ayyan), maka al-istidlāl al-mursal justru 
telah menggunakan pendekatan epistemologi burhānī. Demikian 
pula metodenya, sebab metode untuk mendekati dalil dalam artian 
ontologis, berbeda dengan metode untuk mendekati dalil dalam 
artian epistemologis. Kedua metode itu menjadi berbeda akibat 
perbedaan objek materialnya. Dari itu dapat disimpulkan, bahwa 
secara metodologis, kias berbeda dari al-istidlāl al-mursal. 

Mengingat perbedaan kias dengan al-istidlāl al-mursal bukan hanya 
pada metode, tapi mencakup dalil (sumber), maka dalil dalam al-
istidlāl al-mursal tidak bisa dinyatakan tercakup oleh kias.75 Dengan 
demikian al-istidlāl al-mursal merupakan suatu pendekatan yang 
dilakukan dengan berbagai modus di luar nas dan kias, karena 
dalilnya berupa makna. Merujuk diskusi uşūliyyūn abad klasik, 
modus itu bisa berupa takhşīş al-‘āmm (pengecualian dari hukum 

73 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 307.
74 Al-Būţī, Ďawābiţ al-Maşlaĥah…, hlm. 122. Al-Būţī mencirikan penemuan 

al-ma‘nā (maslahat) dalam lingkup teks selama pencarian masih berkutat pada teks 
yang bersangkutan. 

75 Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, al-Ijtihād al-Maqāşidī; Ĥujjiyatuhu, 
Ďawābiţuhu, wa Majālātuhu (Qatar: Kitāb al-Ummah, 1998), jld. I, hlm. 135. 
Al-Khādimī menyatakan bahwa maqāşid diterapkan dalam kias, al-istiĥsān, al-
maşlaĥat al-mursalah, dan lain-lain. 
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umum), atau takhşīş al-‘illah (beralih dari qiyās jālī ke qiyās khāfi)76 
yang istilah operasionalnya disebut al-istiĥsān. Modusnya juga bisa 
berupa mengamalkan kaidah umum, secara operasional disebut 
al-maşlaĥat al-mursalah atau al-istişlāĥ. Modus lainnya berupa 
pemberlakuan hukum maqāsid pada wasā’il yang secara operasional 
disebut sadd al-żarī‘ah atau taĥrīm al-wasīlah.77 

Berdasar uraian di atas, pernyataan al-Ghazzālī bahwa al-maşlaĥat 
al-mursalah bukan dalil tersendiri dapat diterima. Sebab modus 
operandi al-istidlāl al-mursal harus melewati tahap penyisihan dalil 
umum, atau dalil partikular źannī. Tetapi pernyataan itu tidak dapat 
diartikan bahwa kias adalah satu-satunya bentuk inferensi yang absah, 
sebab teks tidak lepas dari sifat źannī, baik ke-źannī-an proposisi 
sebagai anteseden, atau akibat terlalu fokus pada satu kausa saja. 
Dari itu dibutuhkan pendekatan holistik, dalam hal ini pendekatan 
sistem patut dipertimbangkan. 

Pendekatan Sistem 
Kata sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang berarti 
keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian, atau hubungan 
yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara 
teratur.78 Dalam kamus al-Mu‘jam al-Falsafī, kata sistem dipadankan 
dengan kata al-nasaq yang secara etimologis berarti tatanan (niźām). 
Lalu secara istilah diartikan sebagai kumpulan unsur yang saling 
berhubungan sebagai satu kesatuan.79 

Sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan 
antara satu dengan lainnya sehingga semuanya menjadi satu tatanan.
Tatang M. Amirin dengan merujuk Shrode dan Voich, dan Murdick 
dan Ross mendefinisikan sistem sebagai berikut:80

“…sehimpunan unsur yang melakukan sesuatu kegiatan atau 

76 Al-Ghazzālī, al-Mustaşfā…, hlm. 334. Meski menolak al-istiĥsān, ternyata 
al-Ghazzālī menerima takhşīş al-‘illah yang modusnya sama dengan al-istiĥsān. 

77 Makhdūm, Qawā‘id al-Wasā’il…, hlm. 369. 
78 Tatang M. Amirin, Pokok-pokok Teori Sistem, cet. VIII (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2003), hlm. 1 
79 Majma‘ al-Luhghah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Falsafī (Kairo: al-

Amīriyyah, 1983), hlm. 200. 
80 Amirin, Pokok-pokok…, hlm. 11. 
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menyusun skema atau tata cara melakukan sesuatu kegiatan 
pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan, dan hal 
ini dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau 
barang (benda) di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan 
informasi dan/atau energi dan/atau barang (benda). 

Memerhatikan definisi ini, terlihat bahwa sistem berkenaan dengan 
alat atau organ, dan juga berkenaan dengan ide atau gagasan. Dari 
itu pemikiran tentang sistem dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek 
keilmuan (sciences), aspek teknologi, dan aspek filosofi.81 Dari aspek 
filosofi, Jasser Auda melihatnya sebagai sistem analisis, di mana 
entitas analisis diasumsikan sebagai sebuah sistem.82 

Di sisi lain entitas analisis juga dilihat sebagai sistem yang berlaku 
sebagai metode, atau prosedur yang bersifat preskriptif. Menurut 
Amirin, inilah yang dikenal sebagai pendekatan sistem (system 
approach). Pendekatan ini beranggapan ada banyak sebab terjadinya 
sesuatu, jadi pendekatan sistem berusaha menyadari adanya kerumitan 
di dalam kebanyakan benda, sehingga terhindar dari memandangnya 
sebagai sesuatu yang amat sederhana atau bahkan keliru.83 

Merujuk pada pendekatan yang dibicarakan telah dibicarakan se-
belumnya, tampak pendekatan bayānī dan burhānī secara sendiri-
sendiri, belum menjawab kasus ĥadīŝah dengan komprehensif. Dari 
itu penulis lebih cenderung pada penerapan pendekatan sistem 
dari pada berpegang pada pendekatan bayānī semata. Demikian 
pula penulis tidak sepakat menjadikan pendekatan burhānī sebagai 
satu pendekatan tersendiri, karena ini juga masih bersifat atomistik, 
kebalikan dari sifat atomistik pada pendekatan bayānī. Sementara 
yang dibutuhkan adalah pendekatan holistik. 

81 Nasuka, Teori Sistem; Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-
ilmu Agama Islam (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 18. Dalam aspek keilmuan, sistem 
adalah eksplorasi ilmiah dan teori tentang sistem dalam berbagai bidang ilmu seperti 
Fisika, Biologi, Psikologi, ilmu-ilmu sosial, dan teori sistem umum sebagai doktrin 
atau prinsip yang berlaku bagi semua atau subklas sistem. Sistem dari aspek teknologi 
membahas tentang problem yang muncul pada teknologi modern dan masyarakat. 
Sistem teknologi mencakup piranti keras dan lunak, perkembangan teori dan disiplin. 
Sistem filosofi merupakan reorientasi pemikiran dan pandangan dunia yang timbul 
karena diperkenalkannya sistem sebagai sebuah paradigma ilmiah baru.

82 Jasser Auda, Maqāşid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System 
Approach (London: IIIT, 2007), hlm. 33. Systems analysis is based on the definition 
of system itself, i.e., the analiyst assumes that the analysed entity is ‘a system.’

83 Amirin, Pokok-pokok…, hlm. 7.
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Terkait dengan penemuan hukum Islam, Jasser Auda mengasumsikan 
uşūl al-fiqh sebagai sebuah sistem yang dipakai melakukan analisa. 
Bagi Auda, uşūl al-fiqh sebagai pendekatan sistem harus memenuhi 
enam ciri berikut, 1) mampu menyesuaikan diri secara alamiah 
(cognitive nature of systems); 2) bersifat holistik (wholeness); 3) bersifat 
terbuka (openness); 4) hirarkinya saling berhubungan (interrelated 
hierarchy); 5) bersifat multi dimensi (multy-dimensionality); 6) 
memiliki tujuan (purposefulness).84 
Memerhatikan keenam ciri di atas, penulis merasa masih ada yang 
kurang dalam teori maqāşid sebagai filosofi hukum Islam. Fakta 
yang telah diungkap dalam bab sebelumnya tentang terabainya al-
maşlaĥat al-gharībah, adalah bukti tidak holistiknya teori maqāşid 
sebelum masa Ibn ‘Āsyūr. Penulis berasumsi teori maqāşid menjadi 
holistik dengan mengintegrasikan maqāşid al-khalq ke dalamnya. 
Namun asumsi ini harus dibuktikan dengan cara menguji validitas 
maqāşid al-khalq.  

Maqāşid al-Khalq sebagai al-Maqāşid al-Syar‘iyyah 
Maqāsid al-khalq adalah perbuatan tertentu yang dapat ditunjukkan 
kesesuaiannya dengan fitrah manusia sebagai evidensi untuk dasar 
tindakan. Maqāşid al-khalq identik dengan al-maşlaĥat al-gharībah 
yang tidak memiliki kesaksian syarak, baik dari aşl mu‘ayyan, mau pun 
uşūl al-syarī‘at al-kulliyyah. Di sini perlu dibuktikan bahwa menga-
malkan al-maşlaĥat al-gharībah tidak subjektif, dari itu perlu dilaku-
kan uji validitas maqāşid al-khalq sebagai al-maqāşid al-syar‘iyyah. 
Uji validitas dilakukan pada suatu kasus partikular (masalah 
ĥadīŝah), namun sebelumnya harus dilakukan uji validitas terhadap 
fitrah sebagai dasar nilai bagi kasus itu. Baru kemudian uji validitas 
dilakukan terhadap kasus partikular, untuk mengetahui kesesuaian 
perbuatan tertentu dengan fitrah. Setelah ditunjukkan kesesuaiannya 
dengan fitrah, kasus partikular masih harus diuji untuk melihat apakah 
ia bertentangan dengan satu nas tertentu. Jika tidak bertentangan, 
maka ia bisa dinyatakan valid sebagai al-maqāşid al-syar‘iyyah. Dari 
hasil uji ini disimpulkan bahwa kasus atau perbuatan itu benar-benar 
didiamkan syariat sebagai rahmat bagi manusia. 
Jika fitrah adalah nilai yang hakikatnya adalah al-ma‘nā, lalu ba-
gaimana validitas dapat diuji? Sebagaimana diketahui nilai bukanlah 

84 Auda, Maqāsid…, hlm. 45. 
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soal benar atau salah, tapi soal dikehendaki atau tidak, disenangi 
atau tidak. Menurut Sidi Gazalba, nilai adalah soal diri, subjektif, 
dan berbeda dengan pengetahuan.85 Oleh karena itu, hal ini kembali 
pada apa yang dikatakan al-Ghazzālī tentang al-‘ilm al-taşdīqī, bahwa 
yang hendak dicapai adalah pengetahuan di dalamnya. Tetapi penge-
tahuan ini sangat bergantung pada kebenaran proposisi, sebab ia 
berupa pengetahuan tentang hubungan sesuatu dengan yang lain.86 

Ungkapan lain untuk proposisi di sini adalah keputusan. Menurut 
Adelbert Snijders, keputusan adalah puncak pengetahuan yang di 
dalamnya terjadi afirmasi atau negasi. Bagi setiap keputusan berlaku 
sifat benar atau tidak benar.87 Sebagai keputusan, menurut Ibn ‘Āsyūr, 
fitrah yang teruji validitasnya adalah proposisi universal (misalnya 
proposisi: “keadilan itu indah”) yang diterima oleh semua orang, 
atau diterima oleh kebanyakan orang, atau diakui oleh ulama serta 
orang-orang terpilih (al-afādil).88 Hal penerimaan ini juga berlaku 
pada perbuatan tertentu sebagai al-maşlaĥat al-gharībah. Dari itu 
maqāşid al-khalq juga berupa proposisi atau keputusan tentang 
perbuatan tertentu yang dapat diuji validitasnya. Namun harus 
digarisbawahi, bahwa proposisi itu bukan wujud yang mempunyai 

85 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat; Buku Keempat: Pengantar Kepada Teori 
Nilai, cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 6. 

86 Al-Ghazzālī, Mi‘yār al-‘Ilm, tahkik Sulaymān Dunyā (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 
1961), hlm. 182. 

87 Adelbert Snijders, Manusia dan Kebenaran (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 
hlm. 129. 

88 Ibn ‘Āsyūr, Uşūl al-Niźām al-Ijtimā‘ī fī al-Islām, cet. II (Tunisia: al-Syirkah 
al-Tūnisiyyah li al-Tawzī‘, 1985), hlm. 18. Ulama yang dimaksud oleh Ibn ‘Āsyūr 
adalah ahli pikir dan ahli hikmah, dan yang dimaksud dengan orang terpilih (al-afāďil) 
adalah orang yang mencapai taraf tertinggi dalam hal keilmuan dan terpelihara dari 
kerancuan berfikir. Misalnya para mujtahid dalam keilmuan syariat, dan orang bijak 
dari kalangan filosof. Jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka 
pandangan yang diikuti adalah dari yang paling alim di antara mereka. 
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entitas sendiri. Masih ada fakta-fakta yang menjadi acuan bagi 
kebenaran proposisi.89 

Fitrah dan al-maşlaĥat al-gharībah, masing-masing memiliki acuan 
kebenaran berbeda sesuai perbedaan keduanya sebagai objek yang 
diketahui. Di sini diperlukan sikap moderat seperti asumsi dasar 
ontologis al-Ghazzālī yang melihat realitas tidak melulu empirik, 
tapi juga metafisik.90 Lalu dinyatakan bahwa segala sesuatu memiliki 
esensi, ada jalan untuk diketahui, dan manusia bisa menempuh jalan 
itu meskipun sulit.91 

Dan sesungguhnya benar bahwa sesuatu memiliki hakikat, dan ada 
jalan untuk mencapainya, dan pada upaya manusia itu ada jalan untuk 
mencapainya, kalau ia tepat maka ia menjadi petunjuk. Akan tetapi 
jalan itu panjang dan banyak rintangan, sedangkan petunjuk sangat 
lemah, oleh karena itu jadilah jalan itu sebagai penghambat bagi 
banyak orang, yaitu ketika jalan itu tidak diketahui. 
Fitrah sebagai mawjūdāt merupakan realitas metafisik yang 
penerimaan atasnya merujuk pada kepastian metafisik, yaitu prinsip-
prinsip rasionalitas. Dengan demikian, penerimaan atas proposisi/
keputusan tentang fitrah hanya terwujud jika akal mengikuti fitrah 
akal itu sendiri.92 Sementara dalam konteks perbuatan tertentu, 
penerimaan atas proposisi/keputusan didasarkan pada realitas empirik 
yang teramati oleh indera. Dalam hal ini, mustahil wujud empiri 
tertentu (mawjūd fī al-a‘yān) menjadi prediket (al-maĥmūl) bagi 

89 Ewing A.C., Persoalan-persoalan Mendasar Fisafat, terj. Uzair Fauzan dan 
Fika Iffati Farikha, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 79.

90 Al-Ghazzālī, Mi‘yār al-‘Ilm…, hlm. 76. 
91 Al-Ghazzālī, Miĥak al-Naźar fī al-Manţiq (Beirut: Dār al-Nahźat al-Ĥadīŝah, 

1966), hlm. 94.
92 Yūsuf al-Qaraďāwī, al-‘Aql wa al-‘Ilm fī al-Qur’ān al-Karīm, cet. I (Kairo: 

Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 249. Menurut Yūsuf al-Qaraďāwī, akal yang sesuai 
dengan fitrah adalah akal yang tidak mengikuti takhyul (al-‘aqliyyat al-kharāfiyyah), 
taklid (al-‘aqliyyat al-muqallidah), dugaan (al-‘aqliyyat al-mutakharrişah), dan 
hawa nafsu (al-‘aqliyat al-mutbi‘ah li al-hawā). 
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yang lain dalam satu waktu (prinsip identitas).93 Dapat disimpulkan 
bahwa benar-tidaknya fitrah dan maqāşid al-khalq bukan diukur dari 
penerimaan orangnya, tapi kesesuaiannya dengan realitas empirik 
atau metafisik yang mengudang penerimaan akal sehat. Berpijak 
pada sikap moderat yang mengakui kedua realitas itu (empirik dan 
metafisik), maka maqāşid al-khalq dapat dinyatakan valid dari dua 
sisi: 1) valid berdasar kausalitas moral; 2) valid dalam arti sesuai 
dengan fitrah manusia. 

Sebagai contoh, dapat dilihat pada pernyataan bahwa fitrah manusia 
mencintai anaknya. Menurut Snijders, di sini berlaku kepastian 
moral yang didasarkan pada kodrat manusia, yaitu kebebasan. 
Meski diyakini seorang ibu pasti mencintai anaknya, namun tetap 
ada kemungkinan bagi pengecualian. Jadi bisa saja ada ibu yang 
tidak mencintai anaknya.94 Di sini jelas, fitrah sebagai makna/nilai 
bisa ditunjukkan validitasnya secara induktif (al-istiqrā’ al-nāqiş) dan 
benar secara korespondensi. Lalu perbuatan tertentu (ibu yang tidak 
mencintai anaknya) dapat dinyatakan tidak sesuai dengan fitrah. 

Bagi seorang muslim, pengetahuan tentang fitrah; bahwa manusia 
mencintai anaknya dituntun oleh ayat-ayat Alquran non-tasyrī‘. Hal 
ini akan dibahas dalam contoh kasus nafkah anak zina. Hanya saja 
validitas maqāşid al-khalq (perbuatan tertentu) sebagai al-maqāşid 
al-syar‘iyyah harus dilanjutkan dengan pembuktian, bahwa ia tidak 
bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, pembuktian kebenaran 
maqāşid al-khalq sebagai al-maqāşid al-syar‘iyyah dilakukan secara 
holistik dalam empat langkah berikut:

1.	Membuktikan validitas fitrah sebagai nilai/makna. 
2.	Membuktikan validitas maqāsid al-khalq berdasar kausalitas 

filosofis. 
3.	Membuktikan kesesuaian maqāşid al-khalq dengan fitrah. 
4.	Membuktikan bahwa maqāşid al-khalq tidak bertentangan 

dengan nas syariat. 

Memerhatikan keempat langkah ini, jelaslah validitas maqāşid al-
khalq menuntut pembuktian kebenaran secara holistik. Al-Farābī—
seperti dikutip Osman Bakar—meletakkan bukti dialektis di bawah 

93 Al-Ghazzālī, Mi‘yār al-‘Ilm…, hlm. 339. 
94 Snijders, Manusia dan Kebenaran, hlm. 131. 
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peringkat keutamaan demonstrasi.95 Pandangan seperti ini terlalu 
simplistis, sebab nyatanya kebenaran koherensi juga kembali pada 
bentuk kebenaran korespondensi. A.C. Ewing menyatakan, bahwa 
penilaian dianggap benar bukan karena keterkaitan dengan penilaian-
penilaian lain, tapi karena keterkaitan dengan sesuatu yang objektif 
yang bukan penilaian itu sendiri.96 

Menurut Noeng Muhadjir, kebenaran positivistik, bukanlah ke-
benaran tuntas; kebenaran rasionalistik bukanlah kebenaran yang 
tuntas; kebenaran dikotomis ilmu dan wahyu, bukanlah kebenaran 
yang memecahkan masalah; kebenaran integratif antara ilmu dengan 
wahyu adalah kebenaran yang tuntas dan memberikan kepada kita 
pedoman hidup manusia ilmuwan.97 Di sinilah wahyu dan ilmu 
berpadu, sebab dalam menemukan fitrah, manusia harus melakukan 
observasi dengan menerapkan metode keilmuan alam dan sosial, dan 
ini tidak bisa lepas dari tuntunan wahyu. 

Mengingat maqāşid al-khalq merupakan al-maşlaĥat al-gharībah 
yang tidak memiliki rujukan pada proposisi tertentu (a priori) dan 
kaidah umum tertentu (a posteriori), maka bukti demonstratif saja, atau 
bukti dialektik saja tidak lah memadai. Dengan kata lain, kebutuhan 
terhadap pendekatan integratif dalam kajian maqāşid al-khalq bukan 
karena ketidakcukupan kebenaran dialektik dan demonstratif saja. 
Tetapi lebih karena tuntutan dari dalam diri al-maşlaĥat al-gharībah 
itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menguji validitas maqāşid al-
khalq (al-maşlaĥat al-gharībah), penulis cenderung pada kebenaran 
monistik multi faset yang dikembangkan Noeng Muhadjir. 

Sebagaimana dikemukakan pada Bab Tiga, bahwa al-Ghazzālī dan al-
Syātibī cenderung membatasi pada ayat-ayat tasyrī‘ saja. Sementara 
pengetahuan tentang fitrah manusia juga terkandung dalam ayat-ayat 
non-tasyrī‘, maka jelaslah usaha penemuan fitrah tidak lepas dari 
tuntunan ayat-ayat Alquran. Dari itu pantas al-Qaraďāwī mengingatkan 

95 Osman Bakar, Hirarki Ilmu; Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu, 
terj. Purwanto (Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 107. 

96 Ewing, Persoalan-persoalan Mendasar…, hlm. 82. 
97 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian; Paradigma Positivisme Objektif, 

Phenomenologi Interpretif, Logika Bahasa Platonis, Chomsky, Hegelian & 
Hermeneutik, Paradigma Studi Islam, Matematik Recursion, Set-Theory & Structural 
Equation Modeling, dan Mixed, edisi Pengembangan 2011. Yogyakarta: Rake 
Sarasin, 2011), hlm. 123. 
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pentingnya memerhatikan al-sunan al-kawniyyah.98 Sebab ini berarti 
perpaduan kebenaran insāniyyah yang dibangun oleh akal budi 
manusia dari zaman ke zaman dengan kebenaran Ilāhiyyah yang 
tertuang dalam nas Alquran dan Hadis.99 

Langkah kedua membuktikan validitas maqāşid al-khalq berdasar kau-
salitas moral. Hal ini harus dilakukan dengan sikap moderat terhadap 
prinsip kausalitas, bukan determinisme, melainkan cukup berpegang 
pada kausalitas filosofis.100 Misalnya praktik sodomi sebagai wujud 
kondisi mental homoseksualitas.101 Alquran mencatat homoseksualitas 
sebagai perbuatan keji yang dilakukan pertama sekali oleh kaum Nabi 
Lūţ, belum pernah sebelumnya dilakukan oleh bangsa lain. 

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) 
tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan 
perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang 
pun (di dunia ini) sebelummu.” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki 
untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, 
malah kamu ini adalah kaum yang memampaui batas. (Q.S. al-A ‘raf 
[7]: 80-81).
Melalui ayat-ayat non-tasyrī‘, Alquran mengisahkan, bahwa sebab 
dihukumnya kaum Sodom (umat Nabi Lūţ) adalah sodomi. Azab 
yang diberikan menunjukkan perbuatan itu merupakan mafāsid 
secara żātī. 

98 Al-Qaraďāwī, al-Ĥalāl wa al-Ĥarām…, hlm. 209.
99 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian…, hlm. 264. 
100 Kenneth T. Gallagher, The Philosophy of Knowledge (New York: Sheed and 

Ward, 1964), hlm. 141. Now this scientific principle carries built-in epistemological 
puzzles of its own” but the present intention is only to distinguish it from the philosophical 
principle of causality with which it could be confused. 

101 David A. Statt, The Concise Dictionary of Psychology, edisi III (London: 
Harper & Row, 1981), hlm. 66. Homoseksualitas adalah ketertarikan seksual 
terhadap jenis kelamin yang sama. Ini berlawanan dengan heteroseksualitas yang 
berupa ketertarikan seksual terhadap lawan jenis kelamin. (Homosexuality Being 
attracted to people of the same sex. Contrast with HETEROSEXUALITY). 
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Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu 
yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka 
dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. (Q.S. Hud 
[11]: 82).
Hubungan kausal secara filosofis antara praktik sodomi dengan 
terputusnya keturunan manusia sudah cukup untuk menyatakan 
validnya perbuatan itu sebagai sebab. Adapun dasar nilai bagi 
perbuatan itu dapat dirujuk pada hasil observasi ilmiah dalam 
bidang psikoanalisa. Temuan mutakhir psikoanalisa dapat dijadikan 
landasan untuk menunjukkan bahwa praktik sodomi bertentangan 
dengan fitrah manusia sehingga status hukumnya jelas. 

Merujuk temuan psikoanalisa, ternyata homoseksualitas bukan fitrah ma-
nusia. Secara falsifikasi Erich Fromm membantah pendapat Sigmund 
Freud yang menyatakan homoseksualitas sebagai fitrah. Berdasar 
teori libidonya,102 Freud menyebut tiga bentuk homoseksualitas; 
1) homoseksualitas laten (laten homosexuality); 2) homoseksualitas 
terepresi (repressed homosexuality); 3) homoseksualitas terbuka (overt 
homosexuality). Menurut Freud, homoseksualitas bawah sadar dapat 
ditemukan dalam diri setiap orang, sebab ia bagian dari kemampuan 
libido asal yang tidak bisa diubah. Lalu Erich Fromm mempertanyakan, 
bagaimana tendensi bawah sadar ini menjadi sadar dan jelas?103 

Pertanyaan Fromm menjadikan teori Freud tidak membuktikan apa-
apa, sebab esensi homoseksualitas hanya disimpulkan dari salah 
satu varian perbuatan dalam hal menyalurkan dorongan fisiologis 
(kebutuhan biologis-seksual). Jadi tidak otomatis menjelaskan fitrah 
kebutuhan biologis itu sendiri. Dengan kata lain, sodomi dapat 
diidentifikasi sebagai indikator homoseksualitas. Tetapi tidak ada 
hubungan kausal yang menjadikan homoseksual sebagai indikator 
bagi libido biseksual dalam diri manusia. Sebaliknya jika teori 

102 Statt, The Concise…, hlm. 80. Libido adalah terminologi yang digunakan 
Freud untuk energi seksual yang mengendalikan perilaku manusia. (Libido 
FREUD’S term for sexual energy, the driving force of human BEHAVIOUR).

103 Erich Fromm, Cinta, Seksualitas, dan Matriarkhi; Kajian Komprehensif 
Tentang Gender, terj. Pipiet Maizier (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 184. 
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dasar Freud diikuti, bahwa struktur karakter merupakan hasil dari 
sublimasi dorongan seksual, maka homoseksualitas terepresi dan 
homoseksualitas terbuka bukan permasalahan klinis. Nyatanya tidak 
ada kondisi yang pasti, sebab gejala sadomasokistis juga sering 
ditemukan pada orang yang menjalani kehidupan heteroseksualitas.104 

Mengingat tidak ada penjelasan tentang bagaimana tendensi bawah 
sadar ini menjadi sadar dan jelas, maka asumsi bahwa homoseksualitas 
sebagai fitrah tidak bisa dipertahankan. Erich Fromm menyimpulkan 
bahwa homoseksualitas bukanlah gejala klinis, melainkan sebuah 
gejala dengan makna berbeda dalam sistem kepribadian yang 
berbeda. Ia menyatakan:105 

Mirip dengan homoseksualitas terbuka yang mungkin saja 
mengekspresikan rasa takut terhadap terhadap lawan jenis, takut 
terhadap tanggung jawab orang dewasa, sebuah kebutuhan akan 
otoritas yang menantang, sebuah upaya dalam mengatasi sikap-
sikap benci ataupun kompetitif terhadap anggota-anggota dari jenis 
kelaminnya sendiri, atau ia mungkin merepresentasikan sebuah 
perjalanan dari realitas ke dalam penyerapan dalam stimulasi 
tubuh, yang sangat serupa dengan aktivitas-aktivitas autoerotik 
dari schizoprenik, atau ia mungkin merupakan sebuah gejala 
pengrusakan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Semua ini 
tidak menghabiskan beragam kemungkinan makna. 

Terbuktinya homoseksualitas bukan fitrah manusia menjadi dasar 
untuk menilai bahwa perbuatan sadomasokistis bertentangan dengan 
fitrah manusia. Ini merupakan langkah lanjutan untuk menilai 
perbuatan tertentu (maqāşid al-khalq), apakah ia sesuai dengan 
fitrah, atau malah bertentangan dengan fitrah manusia. 

Langkah ketiga membuktikan kesesuaian maqāşid al-khalq dengan 
fitrah. Hal ini dapat dilakukan melalui metode ilmu alam dan sosial 
yang menggunakan observasi, eksperimen, pengukuran, dan lain-
lain. Di sini dilakukan pemilahan antara fitrah dan budaya.106 Hal 

104 Fromm, Cinta, Seksualitas, dan Matriarkhi…, hlm. 186. 
105 Fromm, Cinta, Seksualitas, dan Matriarkhi…, hlm. 193. 
106 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi I (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 

hlm. 73, dan 121. Menurut Koentjaraningrat, budaya adalah segala daya upaya serta 
tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Koentjaraningrat-
-mengutip Clyde Kay Maben kluckhohn--mengemukakan pada semua bangsa di 
dunia dapat diketemukan tujuh aspek kebudayaan universal, yaitu: 1) bahasa; 2) 
sistem pengetahuan; 3) organisasi sosial; 4) sistem peralatan hidup dan teknologi; 
5) sistem mata pencaharian hidup; 6) sistem religi; 7) kesenian. 
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ini dimungkinkan karena relativitas merupakan ciri utama yang 
membedakan budaya dari fitrah. Relativisme kebudayaan memahami 
bahwa bahwa para pendukung kebudayaan yang berbeda-beda juga 
berbeda dalam menerima apa yang baik atau buruk, benar (right) 
atau salah, nyata (true) atau palsu.107 Fitrah juga bisa dibedakan 
dari budaya karena sifatnya yang heteronom (ţab‘ī). Sedangkan 
budaya diperoleh lewat belajar selama proses sosialisasi yang 
dilalui seseorang.108 Dengan terbedanya fitrah dari budaya, maka 
suatu perbuatan tertentu (maqāşid al-khalq) dapat diuji validitas 
kesesuaiannya dengan fitrah.  

Langkah keempat membuktikan bahwa maqāşid al-khalq tidak 
bertentangan dengan syariat, baik dalam arti aşl mu‘ayyan maupun asl 
kullī. Jika tiga langkah uji validitas sebelumnya telah terbukti benar, 
maka langkah keempat ini menjadi dasar pertimbangan hukum. Uji 
ini dilakukan secara integratif dengan menerapkan pendekatan bayānī 
dan burhānī sekaligus. Jika terbukti tidak bertentangan dengan nas 
syariat, maka al-maşlaĥat al-gharībah bisa dinyatakan valid sebagai 
al-maqāşid al-syar‘iyyah sehingga boleh diamalkan (mu‘mal). 

107 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia 
(Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm. 171. 

108 ‘Usman Najati M., Alquran dan Ilmu Jiwa, terj. Ahmad Rofi’i ‘Usmani 
(Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 10. 
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BAB LIMA
VALIDITAS MAQĀŞID AL-KHALQ

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Satu, fokus kajian tulisan ini 
adalah tentang validitas maqāşid al-khalq, untuk mempertimbangkan 
paradigma dan pendekatan baru bagi ijtihad kontemporer. Kajian 
dilakukan terhadap pemikiran tiga orang tokoh, yaitu al-Ghazzālī, al-
Syāţibī, dan Ibn ‘Āsyūr. Untuk itu pada bab ini disertakan sebuah 
contoh kasus tentang al-maşlaĥat al-gharībah yang menuntut 
pendekatan holistik.  

Contoh Kasus: Nafkah Anak Zina
Kasus yang diangkat adalah tentang nafkah anak zina, apakah 
boleh dibebankan kepada ayah biologisnya? Masalah ini menuntut 
kajian yang holistik dan integratif. Untuk mejawab pertanyaan 
ini kajian dipecah dalam lima sub kajian. Sub kajian satu sampai 
empat dimaksud sebagai pendahuluan. Berbagai hal yang dapat 
menimbulkan bias didudukkan secara proporsional sebelum masuk 
pada pokok permasalahan. 

Kebutuhan terhadap penetapan nasab
Salah satu maqāşid al-Syāri‘ ialah memelihara keturunan (ĥifź al-
nasl). Dari istiqrā’ terhadap nas, uşūliyyūn meyimpulkan bahwa 
al-Syāri‘ memeliharanya dari sisi wujūd dan ‘adam:1 

Pemeliharan baginya adalah dengan dua cara: Pertama, sesuatu 
yang menegakkan rukun-rukunnya dan menetapkan kaidah-kaidah, 
dan ini ibarat dari memeliharanya dari sisi wujūd. Kedua, sesuau 
yang menolaknya dari kerusakan yang ril, dan itu ibarat dari 
memeliharanya dari sisi ‘adam. 
Untuk contoh kasus nafkah anak zina, dari sisi ‘adam, al-Syāri‘ 
menetapkan hukum haramnya zina, yaitu dalam ayat: 

1 Al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt fī Uşūl al-Syarī‘ah (Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, 
t.th.), jld. II, hlm. 6. Kelima hal pokok ini dipelihara dari sisi eksistensinya (wujūd) 
dan dari sisi kerusakannya (‘adam). 
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Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-
Isrā’ [17]: 32). 
Terkait dengan hakikat zina, Ibn Rusyd mendefinisikan zina 
sebagai hubungan intim yang terjadi tanpa nikah yang sah, bukan 
karena syubhat nikah, atau bukan karena syubhat waţ’, dan bukan 
dalam kondisi kepemilikan budak.2 

Penetapan hukum haram zina oleh al-Syāri‘ dibarengi penetapan 
hukuman fisik sebagaimana pejelasan ayat berikut: 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan 
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, 
dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. 
al-Nūr [24]: 2)
Selain itu, al-Syāri‘ juga menjelaskan ketentuan yang bersifat 
akhlāqī,3 yaitu keharaman menikahi pezina. Hukum ini dijelaskan 
beriringan dengan ayat yang menjelaskan hukuman fisik (surat 
al-Nūr ayat 2 dan 3). 

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 
yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang 
berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau 

2 Ibn Rusyd, Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaşid (Beirut: Dār al-
Kutub al-Islāmiyyah, t.th.), jld. II, hlm. 324. 

3 Yūsuf al-Qaraďāwī, al-Ĥalāl wa al-Ĥarām fī al-Islām, cet. XXVIII (Kairo: 
Maktabah Wahbah, 2004), hlm. 167. 
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laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas 
orang-orang yang mukmin. (QS. al-Nūr [24]:3). 
Menjelaskan ayat ini, al-Qurţubī mengangkat perbedaan penafsiran, 
bahwa kata nikah dalam ayat 3 surat al-Nūr diartikan sebagai 
hubungan intim oleh sebagian ulama.4 Namun menurut ‘Alī al-
Şābūnī, redaksi ayat justru mendukung penafsiran kata nikah dalam 
arti akad nikah, dan didukung oleh asbāb al-nuzūl ayat.5 Dari sisi 
ini ulama berbeda pendapat tentang hukum menikahi pezina.6 
Menyikapi hal ini penulis cenderung pada sikap moderat, bahwa 
ketentuan ini bersifat akhlāqī seperti pendirian Yūsuf al-Qaraďāwī. 

Selain ketetapan hukum di atas, dalam konteks pemeliharaan 
keturunan, al-Syāri‘ juga mengubah kebiasaan mengangkat anak 
(tabannī) masa jahiliyah. Jika sebelumnya anak angkat dinasabkan 
kepada ayah angkatnya, maka dalam surat al-Ahzāb ayat 4 dan 5, 
Alquran mengubah dan memerintahkan agar anak itu dipanggil 
dengan nasab kepada ayah kandungnya. 

4 Al-Qurţubī, al-Jāmi‘ li Aĥkām al-Qur’ān (Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, 
t.th.), jld. XII, hlm. 139. Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās bahwa nikah dalam ayat ini 
bermakna hubungan intim (al-waţ’), tapi pendapat ini ditolak oleh al-Zujāj. 

5 ‘Alī al-Şābūnī, Rawā’i‘ al-Bayān: Tafsīr Ayāt al-Aĥkām min al-Qur’ān 
(Kairo: Dār al-Şābūnī, 2007), jld. II, hlm. 6, dan 8. Sebagaimana diangkat juga 
oleh al-Qurţubī, al-Şābūnī mengutip riwayat dari al-Hākim dan al-Tirmiżī, bahwa 
ayat ini turun berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh Marŝad al-Ghanawī yang 
bertanya kepada Rasul tentang keinginannya menikahi wanita bernama ‘Anāq. 

6 Al-Qurţubī, al-Jāmi‘…, jld. XII, hlm. 142. Menurut sebagian ulama—antara 
lain Ibn ‘Amru—ayat 3 surat al-Nūr itu mansūkh oleh ayat 32 surat al-Nūr. Tetapi 
jamaah mutaqaddimīn mengatakan ayat itu muĥkamat, dan tidak mansūkh sehingga 
muncul dua pendapat di kalangan mereka. Sebagian jamaah mutaqaddimīn 
mengatakan barangsiapa yang berzina maka rusaklah nikah dengan istrinya. 
Sementara sebagian yang lain mengatakan nikah tidak rusak, tetapi dianjurkan 
agar suami menjatuhkan talak, jika yang berzina adalah pihak istri. Jika ia tidak 
mentalaknya, maka ia berdosa. Bagi kelompok ini, hukum menikahi pezina adalah 
haram, kecuali jika nyata diketahui bahwa ia telah bertaubat. Menurut al-Şābūnī, 
pendapat yang mengharamkan kawin dengan pezina dinukilkan dari ‘Alī, al-Barrā’, 
‘Ā’isyah dan Ibn Mas‘ūd. Sementara pendapat yang membolehkan dinukil dari 
Abū Bakr, ‘Umar, Ibn ‘Abbās, dan jumhur ulama, juga diikuti imam mazhab yang 
empat. Al-Şābūnī, Rawā’i‘ al-Bayān…, jld. II, hlm. 34.
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Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 
dalam rongganya: dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 
zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak 
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu 
hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah mengatakan yang 
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). [4] Panggillah 
mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak 
mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) 
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada 
dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang [5]. (QS. al-Ahzāb [33]: 4 dan 5).
Menurut Ibn ‘Āsyūr, maqāşid al-Syāri‘ di sini adalah mengem-
balikan nasab anak sesuai dengan yang sebenarnya.7 Jadi ayat ini 
merupakan bagian dari sejumlah dalil bagi kondisi ideal yang menjadi 
tujuan al-Syāri‘, yaitu pemeliharaan keturunan. Namun tak jarang 
fukaha menghadapi realitas yang tidak seideal harapan, akibatnya 
beberapa kondisi menuntut penetapan nasab secara teknis. 

Menurut Ibn Rusyd kasus ini bisa terjadi dalam dua bentuk. 
Pertama, jika ada dua orang atau lebih yang menggauli seorang 
wanita, baik wanita merdeka atau budak. Kedua, anak temuan 
(luqaţah), yaitu seorang anak temuan yang diakui nasab oleh dua 
orang atau lebih.8 Untuk yang pertama, modusnya bisa berupa al-
waţ’ al-syubhat,9 atau zina. Dalam kedua modus ini, nasab hanya 

7 Muĥammad al-Ţāhir ibn ‘Āsyūr, Tafsīr al-Taĥrīr wa al-Tanwīr (Tunisia: Dār 
al-Tūnisiyyah, 1984), jld. XXI, hlm. 259. 

8 Ibn Rusyd, Bidāyat…, jld. II, hlm. 269. 
9 Ibn Qudāmah al-Ĥanbalī, al-Mughnī (Kairo: Dār al-Ĥadīŝ, 2004), jld. IX, 

hlm. 291. Al-Waţ’ al-syubhat adalah hubungan intim yang terjadi dalam nikah 
yang fasid atau jual beli fasid (pada kasus budak), atau menyetubuhi wanita yang 
dikiranya istri sendiri atau budak milik bersama. 
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berlaku pada al-waţ’ al-syubhat, oleh karena itu diperlukan upaya 
mengenali ayah biologis dari anak. Adapun pada zina, nasab 
ditautkan kepada ibu, jadi tidak diperlukan upaya mengetahui 
ayah biologis. Demikian pula pada li‘ān, sebagaimana dapat 
dipahami pada ayat berikut: 

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka 
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka 
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama 
Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar 
[6]. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la‘nat Allah atasnya, jika dia 
termasuk orang-orang yang berdusta [7]. (Q.S. al-Nūr [24]: 6-7)
Untuk kasus li’ān, penetapan nasab tidak dibutuhkan karena 
suami telah menolak hubungan nasab dengan anak.10 Hal ini 
akan ditinjau lebih jauh dengan pendekatan integratif. 

Masalah teknis penetapan nasab 
Para ulama menempuh dua cara untuk menetapkan nasab kepada 
ayah kandung, yaitu dengan memperhitungkan masa kehamilan, 
kedua dengan cara meminta bantuan al-qā’if. Menurut Ibn Rusyd, 
al-qā’if adalah orang yang memiliki keahlian tentang kesamaan 
ciri fisik manusia.11 Para ulama sepakat berpegang pada petunjuk 
al-qā’if, bahkan menurut Imam al-Syāfi‘ī, seseorang tidak boleh 
mengingkari apa yang diputuskan al-qā’if.12 
Sebagian ulama cenderung berlebihan menyikapi keahlian al-
qā’if, saking percanyanya terhadap al-qā’if, ada ulama yang 
membolehkan seorang anak memiliki dua ayah biologis, bahkan 

10 Ibn Ĥajar al-Haytamī, Tuĥfat al-Muĥtāj, cet. II (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2007), jld. X, hlm. 388. Li‘ān adalah tuduhan zina dari suami terhadap 
istri yang dikuatkan dengan empat kali sumpah, dan diiringi dengan penafian anak. 

11 Ibn Rusyd, Bidāyat…, jld. II, hlm. 269. 
12 Al-Syāfi‘ī, al-Umm, cet. II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), jld. 

VI, hlm. 343. 
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ada yang membolehkan tiga ayah biologis sekaligus.13 Bagi 
sebagian ulama hal ini tidak bisa dibenarkan, antara lain Imam 
al-Syāfi‘ī, beliau menangguhkan sampai anak cukup dewasa untuk 
menentukan sendiri siapa ayahnya.14 Kiranya sikap yang diambil 
al-Syāfi‘ī ini lebih disebabkan oleh belum adanya cara lain untuk 
mengetahui ayah kandung si anak secara meyakinkan. Sebaliknya 
di masa kini, temuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu 
memberi solusi lewat penelitian DNA (Deoxyribo Nucleic Acid).15 
Permasalahan yang sama juga terjadi pada penentuan masa 
kehamilan. Menurut Ibn Rusyd, para ulama sepakat bahwa waktu 
tersingkat kehamilan adalah enam bulan, baik terhitung dari waktu 
akad nikah, atau dihitung dari masa terjadinya hubungan intim 
pertama. Nasab si anak ditautkan kepada ayah kandungnya jika ia 
lahir antara jangka terpendek kehamilan sampai batas maksimal 
masa kehamilan. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang batas 
waktu terpanjang masa kehamilan. Menurut Mālik; lima tahun, al-
Syāfi‘ī; empat tahun, ulama Kufah; dua tahun, Muĥammad ibn 
al-Ĥakam; satu tahun, dan Dāwd; enam bulan. Bagi Ibn Rusyd, 
hal ini kembali pada hasil penelitian dan kebiasaan, dari itu ia 
cenderung setuju dengan pendapat Muhammad ibn al-Ĥakam 
dan Dāwd.16 Jika dibandingkan dengan masa kini, embryologi 
telah memberi jawaban yang relatif akurat tentang masalah masa 
kehamilan ini.17 Maka dapat disimpulkan perbedaan pendapat 
para ulama di abad klasik adalah representasi dari tingkat 
perkembangan sains kala itu. 

13 Ibn Rusyd, Bidāyat…, jld. II, hlm. 269. 
14 Al-Syāfi‘ī, al-Umm, jld. VI, hlm. 344.
15 Harun Yahya, Rahasia DNA, terj.: Halfino Berry (Bandung: Dzikra, 2003), 

hlm. 7. DNA merupakan sebuah molekul yang terlindung dengan baik dalam 
bungkusan yang disebut kromosom di dalam nukleus sel yang ukurannya seratus 
ribu kali lebih kecil dari satu milimeter, dan berfungsi sebagai semacam bank data 
bagi tubuh manusia. Data genetika yang tersembunyi di dalam DNA mengendalikan 
ribuan kejadian yang berlangsung di dalam sel tubuh manusia dan makhluk hidup 
lainnya. Dalam memungsikan sisterm-sistemnya, mulai dari sifat-sifat fisik seperti 
warna rambut, warna mata dan tinggi badan, hingga tinggi rendahnya tekanan 
darah seseorang, tergantung pada data yang tersimpan di dalam DNA.

16 Ibn Rusyd, Bidāyat…, jld. II, hlm. 268. 
17 Wildan Yatim, Reproduksi dan Embryologi (Bandung: Tarsito, 1982), 

hlm. 9. Embryologi (ilmu tentang embryo), ialah suatu periode besar dan faktor 
menentukan dalam reproduksi. Periodenya: 1) persiapan; 2) pembuahan; 3) 
pertumbuhan awal; 4) periode antara; 5) pertumbuhan akhir. 
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Hubungan nasab dan kaitaannya dengan nafkah
Memerhatikan pembahasan ulama tentang nasab, tampak ia dibi-
carakan terkait dengan masalah warisan, nafkah, dan pengasuhan 
anak. Namun al-Syāri‘ tidak menghubungkan langsung semua 
masalah ini dengan nasab. Satria Effendi saat menganalisa perkara 
gugatan nafkah, ia membedakan filosofi nafkah anak dari nafkah 
istri. Menurut Satria Effendi, yang menjadi sebab kewajiban nafkah 
anak kandung adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan 
pertolongan. Akibatnya ayah tidak berkewajiban menafkahi anak 
yang memiliki harta untuk membiayai dirinya sendiri.18 

Pandangan yang dikemukakan Satria Effendi cukup beralasan, 
sebab pendekatan bayānī terhadap Alquran dan Sunah mengantar 
pada kesimpulan itu. Ayat 233 surat al-Baqarah yang berbicara 
tentang nafkah istri19 menyatakan sebagai berikut:  

18 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisa 
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, cet. III (Jakarta: Kencana, 2010), 
hlm. 159. Sebagai pengaruh dari adanya perbedaan di antara keduanya adalah 
bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi istri selama haknya untuk membatasi 
kewenangan istri atau selama hubungan suami-istri masih ada, meskipun pihak istri 
sedang berada dalam keadan berkecukupan untuk membiayai dirinya. Sebaliknya, 
pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya 
dalam keadaan membutuhkan nafkah. 

19 Al-Qurţubī, al-Jāmi‘…, jld. III, hlm. 139. Sebagian ulama menyatakan ayat 
ini berbicara tentang nafkah istri yang ditalak, tapi pendapat yang kuat menurut al-
Qurtubī adalah, bahwa ayat ini berbicara tentang nafkah istri dalam nikah.
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya 
dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 233)
Nas lainnya, Rasulullah membenarkan perbuatan Hindun yang 
mengambil uang Abu Sufyan (tanpa izin) sejumlah yang ia 
butuhkan untuk memenuhi nafkah diri dan anaknya. Berikut 
kutipan Hadis tersebut:20 

Diberitakan oleh Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: “Ya 
Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu lelaki yang pelit dan 
tidak memberi kami nafkah yang mencukupi hidupku dan anak-
anakku, kecuali apa yang aku ambil tanpa sepengetahuan dirinya.” 
Rasulullah menjawab: “Ambillah sekadar yang mencukupimu dan 
anak-anakmu secara makruf.” 
Memerhatikan redaksi keduanya, ayat dan Hadis ini tidak eksplisit 
mewajibkan nafkah anak kepada ayah biologis. Oleh karena itu, 
Imam al-Syāfi‘ī menggabungkan ayat dan Hadis ini dengan ayat 6 
surat al-Talāq yang juga tidak tegas tentang nafkah anak. Perhatikan 

20 Muĥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī, Şaĥīĥ al-Bukhārī 
(Beirut: Dār Tūq al-Najāh, 1422 H/2001 M), Kitāb al-Nafaqāt, bāb iża lam yanfaq 
al-rajul…

Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah (Riyad: Dār al-Salām, 1999), jld. VII, hlm. 74. 
Kitāb al-Tijārāt, bāb mā li al-mar’ah min māl zawjihā. 
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kutipan redaksi ayat berikut:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri 
yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada 
mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 
perempuan lain boleh meyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. al-
Talāq [65]: 6)
Berdasar gabungan nas-nas ini secara demonstratif, lalu Imam al-
Syāfi‘ī menyimpulkan satu al-ma‘nā, yaitu terpundaknya urusan 
nafkah anak kepada ayah kandungnya.21 Namun al-Syāfi‘ī tidak 
menyatakannya wajib dalam arti sampai ke taraf dapat dituntut, 
jadi berbeda dengan nafkah istri. Menurut Ibn Ĥajar al-Haytamī, 
nafkah anak hanya wajib jika anak tidak memiliki harta sendiri, 
atau dalam kondisi lemah meski sudah dewasa (bāligh), Ibn Ĥajar 
al-Haytamī menyatakan adanya ijmak dalam masalah ini.22 

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa Alquran dan Sunah 
tidak memberi ketetapan yang menunjukkan hubungan langsung 
antara nasab dengan nafkah bagi anak kandung. Berbeda dengan 
nafkah istri yang menurut al-Qurţubī perlu ditetapkan sebagai 
syarat keberlangsungan nikah itu sendiri.23 Penulis berasumsi 
masalah nafkah bagi anak dipulangkan pada al-wāzi‘ al-jibillī. 
Karena ia bisa dipahami berdasar fitrah manusia, maka pantas 
jika al-Syāri‘ tidak memberi ketetapan secara khusus. Sementara 

21 Al-Syāfi‘ī, al-Umm, jld. V, hlm. 127. 
22 Ibn Ĥajar al-Haytamī, Tuĥfat..., jld. X, hlm. 622.
23 Al-Qurţubī, al-Jāmi‘… , jld. III, hlm. 139. 
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masalah nafkah istri tidak cukup untuk dipercayakan pada al-
wāzi‘ al-jibillī saja, bahkan perlu peran al-wāzi‘ al-dīnī dan al-
wāzi‘ al-sulţānī. 

Maqāşid al-Syāri‘ dalam penetapan firāsy
Terkait masalah yang sedang dikaji ini, Imam al-Bukhāri 
membukukan sebuah Hadis dari ‘Ā’isyah, riwayat ini diterima 
dari ‘Abd Allāh ibn Yūsuf: 24

Aisyah ra. berkata: “‘Utbah mewasiatkan kepada saudaranya, 
Sa‘ad, bahwa anak pada budak Zam‘ah itu adalah anaknya, maka 
hendaklah ia mengambilnya. Pada tahun penaklukan Mekah, 
Sa‘ad datang mengambil anak itu, ia berkata: Ini anak saudaraku 
yang diwasiatkan padaku. Maka ‘Abdun ibn Zam‘ah berdiri dari 
duduknya dan berkata: Saudaraku dan anak dari budak perempuan 
ayahku lahir di atas ranjang ayahku. Lalu keduanya membawa 

24 Al-Bukhārī, Şaĥīĥ..., Kitāb al-Farā’id, bāb al-walad li al-firāsy hurratan 
kanāt aw amatan. Hadis yang sama juga diriwayat al-Bukhārī dari jalur Yahyā ibn 
Qaza‘ah, ditempatkan pada Kitāb Buyū‘, bāb tafsīr al-mutasyabbahāt. 
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masalah itu kepada Rasulullah saw. Maka Sa‘ad berkata: Ya 
Rasulullah, anak saudaraku ini telah diwasiatkan kepadaku untuk 
mengambilnya. Lalu ‘Abdun ibn Zam‘ah berkata: Saudaraku dan 
anak budak perempuan ayahku dilahirkan atas ranjangnya. Maka 
Rasulullah bersabda: Dia hakmu wahai ‘Abdun ibn Zam‘ah, anak 
bagi pemilik ranjang, sedangkan pezina tidak mendapat apa-apa. 
Kemudian beliau berkata kepada Saudah binti Zam‘ah: Berhijablah 
kamu darinya, karena aku melihat keserupaannya dengan ‘Utbah. 
Maka Saudah tidak pernah berhadapan dengan anak itu sampai 
akhir hayatnya. 
Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani, secara kronologis dari Hadis 
ini terpahami telah terjadi zina antara ‘Utbah dengan budak 
milik Zam‘ah. Berdasarkan tradisi jahiliyyah, nasab anak dari 
budak akan terhubung kepada pemiliknya jika ia mengakuinya. 
Sebaliknya nasab anak tidak terhubung kepada pemilik budak 
jika ia menolaknya. Dalam kasus tidak ada pengakuan dari 
pemilik budak, jika ada orang lain yang mengakui nasab anak 
itu, maka penetapan nasab harus disetujui pemilik budak, atau 
dengan bantuan al-qā’if. Lalu Ibn Ĥajar menyatakan ini kasus 
pertama penetapkan nasab anak zina berdasarkan firāsy, yaitu 
lewat ucapan Nabi saw.: “al-walad li al-firāsy wa li al-‘āhir al-
ĥajar.” (Anak adalah bagi pemilik ranjang, dan pezina tidak 
mendapat apa-apa), maka ucapan Rasul ini berarti penghapusan 
tradisi jahiliyyah.25 

Ada dua hal yang perlu dikaji dari hadis ini. Pertama tentang 
maqāşid al-Syāri‘ dalam penetapan firāsy pada potongan kalimat 
“al-walad li al-firāsy.” Kedua, maksud al-Syāri‘ dalam kalimat 
“wa li al-‘āhir al-ĥajar,” terkait konsekuensi bagi pezina. 

Terkait dengan kalimat “wa li al-‘āhir al-ĥajar,” terjadi perbedaaan 
pendapat dalam memaknai maksud Hadis seputar konsekuensi 
bagi pezina. Menurut Ibn Manźūr, kata “al-‘āhir“ (kata kerja 
‘ahara) bermakna mendatangi wanita di malam hari dengan 
maksud tidak baik (li al-fujūr) yang secara umum cenderung pada 
zina.26 Sementara kata “al-ĥajar“ yang berarti batu, memiliki 

25 Ibn Ĥajar al-‘Asqalānī, Fatĥ al-Bārī fī Syarĥ Şaĥīĥ al-Bukhārī (Kairo: Dār 
Maşr, 2001), jld. XII, hlm. 49.  

26 Ibn Manźūr, Lisān al-‘Arab (Kairo: Dār al-Ĥadīŝ, 2002), jld. VI, hlm. 
497. 
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makna konotatif al-khaybah,27 artinya tidak tercapai maksud, 
atau tidak mendapat apa-apa. Dengan demikian dimungkinkan 
dua makna konotatif pada Hadis di atas: 1) kata “al-ĥajar/batu” 
secara metafor bisa dipahami tidak mendapat apa-apa. 2) kata 
“al-ĥajar/batu” dipahami dalam bentuk kiasan untuk konsekuensi 
hukumnya, yaitu rajam. 

Dua kemungkinan di atas menimbulkan perbedaan pendapat 
ulama, sebagian memaknainya sebagai rajam dan sebagian 
ulama memaknainya sebagai al-khaybah. Dari dua pendapat 
ini, al-Nawawī menguatkan pendapat kedua dengan dua alasan. 
Pertama, dalam keseharian orang Arab terdapat kebiasaan 
menggunakan kata “al-ĥajar” untuk makna “al-khaybah” (sesuatu 
yang tidak bernilai). Misalnya dalam ungkapan: “lahu al-ĥajar 
wa bi fayh al-aŝlab/ia hanya mendapat batu, dan di mulutnya 
hanyalah debu.” Ungkapan ini menunjukkan “kesia-siaan” bahwa 
seseorang tidak mendapat apa-apa (al-khaybah). Alasan kedua, 
pendapat yang mengatakan “al-ĥajar” berarti batu, lemah dengan 
sendirinya karena kontradiksi dengan pokok pikiran dalam Hadis. 
Jika yang dimaksud dengan kata “al-ĥajar” adalah rajam, maka 
yang dirajam hanyalah pezina yang sudah menikah (muĥşan). 
Dengan tidak tercakupnya ghayr muĥşan dalam Hadis, maka 
pokok pikiran bergeser, dari masalah penafian keturunan menjadi 
masalah rajam. Padahal masalah konsekuensi bagi pezina pada 
kata “al-ĥajar” dalam Hadis ini hanya pikiran penjelas, bukan 
pokok pikiran.28 

Pandangan al-Nawawī ini diikuti oleh Ibn Ĥajar al-‘Asqalānī. 
Sebagai tambahan hujah, ia menukil pendapat al-Subkī, bahwa 
masalah rajam ditetapkan pada dalil lain, jadi tidak perlu 
pengkhususan sedemikian rupa pada Hadis ini. Lalu Ibn Ĥajar 
al-‘Asqalānī menambahkan, bahwa pemahaman ini didukung 
oleh Hadis semakna yang diriwayatkan dalam redaksi berbeda. 1) 
Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Aĥmad al-Ĥākim berdasarkan 
hadis marfū‘ dari Zayd ibn Arqam yang menambahkan kata 
“famm” (mulut), redaksinya: “al-walad li al-firāsy, wa fī famm 

27 Ibn Manźūr, Lisān al-‘Arab…, jld. II, hlm. 330. 
28 Al-Nawawī, Syarĥ Şaĥīĥ Muslim (Kairo: Maktabah al-Tawfîqiyyah, t.th.), 

jld. X, hlm. 39.
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al-‘āhir al-ĥajar/anak bagi ranjang, sedangkan di mulut pezina 
hanyalah batu.” 2) Hadis yang diriwayatkan Ibn ‘Amr dari Ibn 
Ĥibban, redaksinya: “al-walad li al-firāsy, wa baqiya al-‘āhir al-
aŝlab/anak bagi ranjang, sedangkan yang tersisa bagi si pezina 
hanyalah debu.”29 

Memerhatikan argumen yang dikemukakan al-Nawawī, al-Subkī, 
dan Ibn Ĥajar, penulis cenderung memaknai kata “al-ĥajar” 
dalam Hadis ini dalam arti si pezina tidak mendapat apa-apa. 
Alasannya jelas, sebab pemaknaan kata “al-ĥajar” dalam arti 
rajam justru kontradiksi dengan pokok pikiran Hadis itu sendiri. 

Adapun tentang maqāşid al-Syāri‘ pada kalimat “al-walad li al-
firāsy,” Imam al-Nawawī dalam Syarĥ Şaĥīĥ Muslim menyatakan 
bahwa ucapan Rasul itu berarti; apabila seseorang memiliki isteri 
atau budak, maka ia menjadi ‘ranjang’ (firāsy) baginya.30 Jika 
kemudian lahir seorang anak dalam rentang waktu yang sesuai, 
maka anak itu dinasabkan padanya sehingga berlaku saling 
mewarisi dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan anak, baik 
anak itu mirip dengannya atau tidak.31 Kesimpulan al-Nawawī ini 
merupakan perluasan (ta‘mīm) dari nas, sebab Hadis berbicara 
dalam konteks anak yang lahir dari seorang budak, sedang al-
Nawawī melihatnya secara umum. Secara bayānī, ta‘mīm seperti 
ini tidak lepas dari masalah, pertanyaannya, apakah firāsy berarti 
nikah atau hubungan intim? 

Jika firāsy berarti nikah, maka budak tidak termasuk di dalamnya, 
sedangkan kasus di atas terjadi pada budak. Sebaliknya jika yang 
dimaksud adalah hubungan intim (waţ’), maka terjadi kekhususan 
al-‘illah, sehingga keberlakuan “al-walad li al-firāsy“ ini tidak 
bisa diperluas (ta‘diyyah) kepada isteri. Namun menurut Ibn 
Ĥajar, para ulama sepakat memberlakukan hadis itu secara umum 
dan meninggalkan kekhususan sebab (al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafź, 
lā bi khuşūş al-sabab). Hanya saja al-Syāfi‘ī dan jumhur ulama 
mensyaratkan waktu dan tempat yang memungkinkan terjadinya 
hubungan intim agar seorang anak dinisbatkan kepada suami 
ibunya. Sedangkan Abū Ĥanīfah mencukupkan adanya akad 

29 Ibn Ĥajar al-‘Asqalānī, Fatĥ al-Bārī…, jld. XII, hlm. 51. 
30 Muslim, Şaĥīĥ..., Kitāb al-Riďā‘, bāb al-walad li al-firāsy. 
31 Al-Nawawī, Syarĥ Şaĥīĥ..., jld. X, hlm. 39. 
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nikah saja sebagai dasar penetapan nasab.32 

Memerhatikan diskusi di atas, maka maqāşid al-Syāri‘ dalam 
hadis ini adalah menetapkan ketentuan baru (tasyri‘) yang 
menghapus adat jahiliyyah. Jika jahiliyyah Arab menganggap sah 
nasab meski tanpa firāsy, maka Islam hanya mengakui nasab anak 
berdasar hubungan yang sah (firāsy), baik berupa nikah maupun 
kepemilikan budak.33 Itulah mengapa—dalam kasus di atas—Rasul 
menghubungkan nasab kepada Zam‘ah dengan menggunakan 
firāsy sebagai indikator, bukan tanda-tanda fisik yang menunjukkan 
adanya hubungan darah. Padahal dalam kasus di atas, Rasulullah 
melihat bahwa tanda-tanda fisik menunjukkan anak itu adalah 
keturunan ‘Utbah. Lalu beliau meminta isterinya, Saudah binti 
Zam‘ah, agar berhijab darinya. Dengan demikian tidak bisa 
dikatakan bahwa penetapan al-walad li al-firāsy dilakukan kerena 
kesulitan membuktikan nasab akibat keterbatasan teknologi. 
Demikian pula tidak kuat alasan menyatakan Hadis itu sebagai 
dalil penetapan nasab anak zina kepada ibunya.  

Bagi penulis, penetapan nasab berdasarkan firāsy secara syarak, 
berkonsekuensi pada tidak terhubungnya nasab seseorang dengan 
anak yang lahir bukan dalam firāsy-nya. Untuk konteks hadis 
di atas—menurut penulis—konsekuensi ini masuk wilayah al-
mafhūm yang disebut dilālat al-iltizāmiyyah dalam ilmu manţiq.34 
Dengan asumsi hadis itu menetapkan ketentuan “al-walad li 
al-firāsy,“35 maka pemahaman bahwa anak zina dinasabkan 
kepada ibu merupakan al-mafhūm al-mukhālafah. Pemahaman 
ini disimpulkan dengan pendekatan epistemologi bayānī, namun 
ia juga dikuatkan oleh penjelasan para sahabat yang mungkin 
saja tahu maksud Rasul yang sebenarnya. Sebagai contoh, dapat 

32 Ibn Ĥajar al-‘Asqalānī, Fatĥ al-Bārī…, jld. XII, hlm. 49. 
33 Al-Nawawī, Syarĥ Şaĥīĥ…, jld. X, hlm. 39.
34 Wahbah al-Zuhaylī, Uşūl al-Fiqh al-Islāmī (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), jld 

I, hlm. 361. Al-Syawkānī, Irsyād al-Fuĥūl (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 178. 
Bagi Mutakallimin, mafhūm terbagi kepada muwāfaqah, dan mukhālafah. Mafhūm 
muwāfaqah adalah pemahaman yang tak terucap (al-maskūt ‘anh) tapi sejalan 
dengan ucapan (al-malfūź bih). Jika ia menunjuk kepada hukum yang lebih utama 
(al-awlā) dari yang ada pada teks, maka ia disebut fahwā al-khiţāb, dan jika setara, 
disebut laĥn al-khiţāb. 

35 Sebagian riwayat hanya menyebut kata “al-walad li al-firāsy,“ tanpa 
tambahan “wa li al-‘āhir al-ĥajar.” Al-Nawawī, Syarĥ Şaĥīĥ…, jld. X, hlm. 38. 
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dilihat pernyataan ‘Amrū ibn al-‘Ās yang diriwayatkan Ahmad ibn 
Hanbal dalam Musnad-nya.36 Lalu pendapat ini dipegang oleh 
mayoritas ulama sehingga Ibn Rusyd menyatakan asing (syażż) 
pendapat ulama yang membolehkan hubungan nasab anak zina 
kepada ayah biologisnya (ayah zina).37  

Selain laporan sahabat, penulis tidak menemukan nas eksplisit 
yang menetapkan bahwa nasab anak zina ditautkan kepada ibu, 
baik dari Alquran maupun Sunah. Dari itu dapat disimpulkan 
bahwa penetapan nasab anak zina kepada ibu bukan pensyariatan 
tersendiri (ibtidā’an), demikian pula pada kasus li‘ān. Jika benar 
pemberlakuan al-walad li al-firāsy pertama terjadi pada saat 
pembebasan Mekah, berarti itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 
8 H.38 Sedangkan ayat 6-10 surat al-Nūr turun menjelang kasus 
li‘ān pertama, yaitu pada bulan Syakban tahun 9 H.39 Jadi pada 
saat li‘ān berlaku, penisbatan nasab anak tanpa firāsy kepada ibu 
sudah berlaku, lalu diberlakukan pula sebagai konsekuensi bagi 
anak yang ditolak nasabnya oleh ayah li‘ān. 

Merujuk adat jahiliyyah, nasab pada ibu bukan hal yang asing 
bagi masyarakat Arab. Sebab jauh sebelum Islam sudah berlaku 
kebiasaan yang menetapkan kekerabatan pada garis keturunan 
wanita, yaitu praktik perkawinan şadīqah yang dilakukan dalam 
dua model. Model pertama perkawinan tetap yang disebut bannā 
di mana isteri tetap tinggal bersama sukunya sehingga memperoleh 
kekuasaan besar dalam perkawinan. Model kedua perkawinan 

36 Aĥmad ibn Ĥanbal, Musnad al-Imām Aĥmad ibn Ĥanbal (Beirut: Dār al-
Sādir, t.th.). 

37 Ibn Rusyd. Bidāyat…, jld. II, hlm. 268. 
38 Ibn Hisyām, Sīrah al-Nabī (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), jld. IV, hlm. 3. 
39 Al-Nawawī, Syarh Şaĥīĥ…, jld. X, hlm. 112. 
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sementara yang disebut mut‘ah, biasanya terjadi antara dua suku 
bermusuhan sehingga suami hanya bisa mengunjungi isterinya 
secara sembunyi-sembunyi.40 Jadi tautan nasab kepada ibu 
memang lumrah bagi masyarakat Arab. 

Kembali pada masalah di atas, jika penautan nasab kepada ibu 
merupakan akibat pemberlakuan al-walad li al-firāsy, maka 
ia bukan maqāşid, tapi konsekuensi dari ketetapan lain. Dari 
itu tidak bisa ditemukan tujuan al-Syāri‘ dalam hal ini. Lalu 
apakah konsekuensi ini tidak bertentangan dengan maqāşid al-
Syāri‘ dalam hal pemeliharaan keturunan? Pertentangan ini 
dapat dideskripsikan dengan jelas, karena ayat 5 surat al-Ahzāb 
memerintahkan agar anak dipanggil berdasar nasab kepada ayah 
kandungnya, kecuali jika ayahnya tidak diketahui. 

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan 
jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah 
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. 
Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. 
Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [5]. (Q.S. 
al-Ahzāb [33]: 5.
Sedangkan di zaman sekarang, teknologi memungkinkan untuk 
mengetahui ayah biologis seseorang, jadi untuk anak zina bisa 
dibuktikan siapa ayah biologisnya.  

Penulis melihat eksistensi masing-masing aturan ini berdiri 
sendiri, lalu esensi darinya digeneralisasikan menjadi al-maqāşid 
al-‘āmmah yang berupa al-qiyam al-wasīliyyah dan al-qiyam al-
ghā’iyyah. Bagi penulis, ayat 5 surat al-Ahzāb berbicara dalam 
konteks anak angkat, bukan dalam konteks percampuran nasab. 
Jadi perintah dalam ayat ini tidak bertentangan dengan tujuan 

40 Lamya’ al-Farūqī, ‘Ailah, Masa Depan Kaum Wanita; Model Masyarakat 
Ideal Tawaran Islam, Studi Kasus Amerika dan Masyarakat Modern, terj. Masyhur 
Abadi (Surabaya: Alfikr, 1997), hlm. 44. 
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pemeliharaan keturunan, malah menjadi bagian dari sarana 
yang mendukung tujuan ini. Demikian pula pengharaman zina, 
ia juga salah satu sarana yang mendukung tujuan pemeliharaan 
keturunan. Namun secara partikular, zina dilarang karena mafsadat 
yang dikandungnya secara żātī.41 

Menurut ‘Abd al-Mālik Manşūr, tepat Alquran menyebut zina 
sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk sebagaimana dapat 
dibaca dalam ayat berikut: 

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. al-
Isrā’ [17]: 32)
Alasan sebutan perbuatan keji ini karena zina itu sendiri mengan-
dung banyak keburukan. Untuk individu, zina menjadi sebab per-
musuhan, bahkan pembunuhan, zina juga berakibat pada rusaknya 
kehormatan, menimbulkan penyakit kelamin, dan menghilangkan 
garis keturunan. Dalam konteks kemasyarakatan, zina mengakibat-
kan hilangnya sikap saling percaya antara suami dan isteri. Di sisi 
lain zina menggoyahkan kasih sayang orang tua terhadap anak-
anak mereka, karena keraguan atas nasab anak. Lebih jauh zina 
membuat kehidupan manusia menjadi seperti binatang.42 

Larangan zina sebagai taklīf dari al-Syāri‘ bersifat ta‘abbud, hal 
ini menutup peluang untuk membolehkannya jika tidak berakibat 
pada rusaknya nasab. Kalau pun zina dilihat sebagai wasā’il, tapi 
bukan wasā’il yang boleh diruntuhkan. Dari itu penulis tidak 
sependapat dengan butir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
yang menetapkan adanya hubungan perdata antara anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah biologis (tanpa firāsy).43 

41 Abū Zahrah, Aĥmad ibn Ĥanbal (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 319. 
42 ‘Abd al-Mālik Manşūr, Jarīmah al-Zinā wa Aĥkāmuhā fī al-Syarī‘at al-

Islāmiyyah (Kairo: Dār al-Nūr wa al-‘Amal, 1985), hlm. 6-7. 
43 Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bernomor 46/PUU-

VIII/2010, pada halaman 37, memuat lima butir putusan yang mana butir ketiga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
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Terlihat butir putusan itu berpijak pada asumsi bahwa pertautan 
nasab anak zina kepada ibu dilakukan karena sulitnya pembuktian 
akibat keterbatasan teknologi di masa tasyrī‘. Padahal tujuan al-
Syāri‘ adalah penetapan hubungan yang sah secara syarak (firāsy) 
sebagai dasar nasab. Jadi asumsi yang mendasari putusan MK ini 
adalah ma‘nā al-munāsib al-gharīb dari jenis yang bertentangan 
dengan syarak (mulghā).  

Jika diteruskan asumsi di atas akan meningkat, bahwa zina dilarang 
karena mengakibatkan ketidakjelasan nasab. Lalu logikanya dapat 
dibalik, jika ketidakjelasan nasab bisa dihindari, maka zina 
menjadi boleh. Logika seperti ini tidak bisa dibenarkan, karena 
berkonsekuensi pada pembatalan keharaman zina dan syariat 
nikah. Dari sudut pandang teori maqāşid, tertautnya nasab anak 
zina kepada ibu merupakan penyempurna (al-mukammil) bagi 
al-ďarūriyyah pensyariatan nikah.44 Dalam hal ini al-qawā‘id al-
maqāşidiyyah menyatakan:45 

“Setiap penyempurna yang meruntuhkan asalnya adalah batal.”
Maka nasab anak zina kepada ayah zina harus dibatalkan karena 
ternyata meruntuhkan asal, yaitu meruntuhkan hukum haramnya 
zina. 

dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 
bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 
ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

44 Ibn al-Najjār, Syarĥ al-Kawkab al-Munīr, tahkik: Muĥammad al-Zuhaylī 
(Riyad: Maktabah al-‘Ubaykān, 1993), jld. IV, hlm. 163. Menurut Ibn Najjār, 
makna keberadaannya sebagai al-mukammil ialah ketidakmandiriannya sebagai 
bagian dari darūriyyah. Al-Mukammil ini tercakup dalam darūriyyah karena 
tuntutan kebutuhan pemeliharaan ekstra (mubālaghah) terhadap darūriyyah. 

45 Muĥammad Sa‘ad ibn Aĥmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī, Maqāşid al-Syarī‘ah 
al-Islāmiyyah (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 456. 
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Validitas Nafkah Anak Zina
Jika nasab anak zina kepada ibu merupakan konsekuensi dari 
pemberlakuan al-walad li al-firāsy, dan nasab tidak berhubungan 
langsung dengan masalah nafkah, lalu siapa yang bertanggungjawab 
atas nafkah anak zina? Pertama, harus digarisbawahi bahwa nasab 
disyariatkan dalam lingkup tujuan pemeliharaan keturunan (ĥifź 
al-nasl). Sedangkan nafkah termasuk dalam tujuan pemeliharaan 
jiwa (ĥifź al-nafs), keduanya merupakan maqāşid dari al-qiyam 
al-wasīliyyah yang berbeda. Dari itu tidak logis jika yang pertama 
dianggap mencakup yang kedua. Menyatakan ĥifź al-nasl mencakup 
nafkah adalah kontradiksi, sebab ia diinduksikan dari nas tentang 
pemeliharaan keturunan, jadi tidak mungkin memasukkan masalah 
nafkah ke dalamnya. Kedua, perlu diingat bahwa kewajiban nafkah 
dipahami berdasar ‘urf, dalam arti dipulangkan kepada al-wāzi‘ al-
jibillī, sedangkan nasab berdasar firāsy diatur oleh al-wāzi‘ al-dīnī. 

Dilihat dari perspektif tujuan pemeliharaan keturunan (ĥifź al-nasl), 
menurut Yūsuf al-Qaraďāwī, Islam tidak membolehkan seorang 
mengingkari keturunannya, karena dapat menimbulkan mudarat bagi 
isteri dan anaknya. Tetapi jika diyakini telah terjadi pengkhianatan, 
maka Islam memberlakukan li‘ān sebagai solusi. Menurut al-
Qaraďāwī, syariat Islam tidak membiarkan seseorang mengasuh anak 
yang diyakini bukan keturunannya sendiri.46 

Bagi penulis, pensyariatan nikah dan li‘ān menunjukkan sisi realis 
dan sifat moderatnya ajaran Islam dalam hal nasab. Sebab dengan 
nikah seseorang tidak bisa mengingkari keturunannya, dan jika ia 
dikhianati, ia diberikan jalan keluar lewat li‘ān. Jadi cukup realis 
jika nasab anak tidak ditautkan pada orang yang malah menolaknya. 
Di sisi lain dalam konteks hubungan sosial, Rasulullah dengan keras 
mengancam orang yang berani menuduh anak li‘ān sebagai anak 
zina. Perhatikan penjelasan dalam Hadis berikut:47 

46 Al-Qaraďāwī, al-Ĥalāl wa al-Ĥarām…, hlm. 196. 
47 Aĥmad, Musnad…, musnad ‘abd Allāh ibn ‘Amrū ibn al-‘Ās.
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Meriwayatkan dari ayahnya, ‘Umar ibn Syu‘ayb menyebutkan: 
“Rasulullah memutuskan perkara terkait masalah anak orang yang 
ber-li‘ān, bahwa ia mewarisi dari ibunya, dan ibunya mewarisi darinya, 
dan barangsiapa yang menghinanya dihukum cambuk delapan puluh 
kali, dan barangsiapa yang memanggilnya dengan sebutan anak zina 
dicambuk delapan puluh kali. (HR. Aĥmad). 
Berdasar Hadis ini, maka seorang anak yang hanya punya nasab 
kepada ibu tidak boleh dikucilkan. Bahkan al-Qurţubī meriwayatkan, 
bahwa seorang anak li‘ān dalam masyarakat muslim malah sempat 
menjabat sebagai gubernur di Mesir walau ia sendiri tidak kenal 
siapa ayahnya.48 
Jika pada li‘ān nasab anak ditautkan pada ibu akibat penolakan 
ayahnya, lalu bagaimana pada zina? Penulis melihat satu-satunya 
perbedaan hanyalah penolakan, sementara pada zina, tidak ada 
pengakuan. Bagi penulis, penolakan dan tidak ada pengakuan sama-
sama berujung pada putusnya hubungan nasab kepada ayah biologis. 
Maka secara alamiah tanggung jawab terpundak pada ibu. Tetapi ini 
tidak otomatis bisa diartikan sebagai kezaliman terhadap anak dan 
ibunya. Sebab sebagaimana dinyatakan oleh Satria Effendi, filosofi 
nafkah anak adalah kebutuhan, sementara kewajiban terhadap ayah 
berkaitan dengan kemampuan ekonomi si ayah. 
Terkait dengan masalah nafkah anak kandung, al-Qurţubī mengangkat 
beberapa pendapat. Jika dalam suatu kasus seorang ayah meninggal 
dunia, sementara anak tidak memiliki harta sendiri untuk membiayai 
hidupnya, lalu siapa yang membiayainya? Menurut mazhab Mālik, si 
ibu wajib menanggung penyusuan si anak, tapi tidak nafkah lainnya. 
Salah seorang pengikut mazhab Mālik berpendapat bahwa penyusuan 
dan nafkah menjadi tanggung jawab baitul mal. Sementara menurut 
mazhab al-Syāfi‘ī, penyusuan menjadi tanggung jawab ayah, atau 
kakek dan seterusnya.49 
Bagi penulis, pendapat para yuris yang diangkat al-Qurţubī 
merupakan contoh tentang bagaimana nafkah anak dipahami dalam 
realitas masyarakat di mana pendapat itu difatwakan. Hal yang harus 
diperhatikan di sini adalah maqāşid al-Syāri‘ dalam masalah nafkah 

48 Al-Qurţubī, al-Jāmi‘…, jld. XII, hlm. 151. 
49 Al-Qurţubī, al-Jāmi‘…, jld. III, hlm. 140. 
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anak, bahwa intinya jangan sampai melanggar tujuan pemeliharaan 
jiwa (ĥifź al-nafs). Penulis yakin, Islam tidak membuat penetapan 
detil dalam masalah ini karena adanya perbedaan kebiasaan antara 
satu dan lain daerah, dan antara satu masyarakat dengan masyarakat 
lain. Maka kajian tentang nafkah anak zina dilakukan menurut 
empat langkah pembuktian validitas maqāşid al-khalq (al-maşlaĥat 
al-gharībah/ al-maşlaĥat al-źanniyyah) sebagai al-maqāşid al-
syar‘iyyah. 

Membuktikan validitas fitrah 
Telah dibahas sebelumnya bahwa Alquran dan Sunah tidak mem-
beri ketetapan khusus tentang nafkah bagi anak kandung, berbeda 
halnya dengan nafkah istri. Menurut al-Qurţubī, masalah nafkah 
isteri perlu ditetapkan sebagai syarat keberlangsungan nikah itu 
sendiri.50 Ini menjadi hikmah dalam penetapan hukum. Sebaliknya 
hikmah tidak diaturnya nafkah anak berarti dipulangkan pada al-
wāzi‘ al-jibillī, karena bisa dipahami berdasar fitrah manusia. 
Namun manusia tidak dibiarkan sendiri, Alquran juga memberi 
tuntunan bagi usaha penemuan fitrah ini lewat ayat-ayat non-
tasyrī‘. 

Sebelumnya dalam Bab Dua telah dibahas tentang berbagai 
dorongan yang merupakan fitrah manusia, baik fisiologis seperti 
dorongan mempertahankan kelestarian hidup, maupun dorongan 
psikis seperti cinta. Menurut ‘Usman Najati, dorongan keibuan 
merupakan dorongan fisiologis. Alasannya karena ada landasan 
fisiologis, yaitu perubahan fisiologis dan fisik yang terjadi pada 
ibu sewaktu mengandung, melahirkan, dan menyusui yang 
menimbulkan ikatan erat antara ibu dengan anak. Sementara 
antara ayah dengan anak tidak ada hubungan dalam arti ikatan 
fisiologis. Maka para ahli psikologi menyimpulkan bahwa dorongan 
cinta kebapakan adalah dorongan psikis.51 

Dorongan psikis dalam arti emosi dipelajari dari tingkah laku. 
Di satu sisi tingkah laku belum tentu merupakan pantulan emosi, 
meskipun akibat yang paling penting dari emosi adalah tingkah 
laku. Dengan kata lain tingkah laku yang sama belum tentu 

50 Al-Qurţubī, al-Jāmi‘…, jld. III, hlm. 139. 
51 M. ‘Usman Najati, Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa, terj. Ahmad Rofi’i ‘Usmani 

(Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 88. 
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mempunyai arti yang sama. Namun demikian, berdasar kausalitas 
filosofis antara tingkah laku dan emosi dapat diketahui adanya 
empat macam emosi yang merupakan fitrah pada diri manusia, 
yaitu marah, takut, cinta, dan depresi.52 Dalam hal ini, ilmu 
psikologi membuktikannya berdasar eksperimen dan pengamatan 
intensif. 

Jika temuan dari berbagai eksperimen dapat dinyatakan sebagai 
proposisi secara induktif (a posteriori), maka ayat-ayat Alquran 
dapat dinyatakan sebagai proposisi secara deduktif (a priori) tentang 
fitrah manusia. Alquran menjelaskan tentang fitrah dorongan cinta 
pada diri manusia dalam ayat-ayat non-tasyrī‘. Antara lain, Alquran 
mengisahkan tentang kekhawatiran Nabi Ya‘qūb karena belum punya 
anak yang akan mewarisinya. Alquran mengisahkan tentang doa 
Nabi Ya’qub:

Ia berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan 
kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa 
dalam berdo’a kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku 
khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah 
seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau 
seorang putera, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian 
keluarga Ya‘qub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang 
diridhai.” (Q.S. Maryam [19]: 4-6.
Menurut al-Qurţubī, Nabi Ya‘qūb khawatir tidak ada yang me-
neruskan misi dakwahnya, sebab Hadis Nabi saw. menyatakan 
bahwa para nabi tidak mewariskan harta.53 Dari itu pendapat yang 
menafsirkan kata “inni khiftu al-mawāliya” sebagai pewarisan 

52 Dimyati Mahmud, Pengantar Psikologi, edisi I (Yogyakarta: BPFE, 1990), 
hlm. 167. 

53 Muslim, Şaĥīĥ..., Kitāb al-Jihād wa al-Sayr. 
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harta dipandang lemah oleh al-Qurţubī.54 

Kekhawatiran Nabi Ya‘qūb lumrah dialaminya, karena sejalan 
dengan fitrah penciptaan manusia itu sendiri. Dalam ayat 14 surat 
Ali ‘Imrān, Alquran menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah 
memiliki rasa cinta kepada anak. 

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 
apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wnita, anak-anak, harta yang 
banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 
ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan 
di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (syurga). (Q.S. Ali Imrān 
[3]: 14)
Satu hal yang ditinggalkan oleh kebanyakan mufasir, adalah 
dikaitkannya kata “zuyyina” dengan “ĥubb.” Seolah di sini terjadi 
pemborosan kata, sebab secara lahiriah-redaksional kalimat ini 
lebih mudah dipahami tanpa kata “ĥubb.” Redaksinya menjadi 
“zuyyina li al-nās al-syahawāt min al-nisā’ wa al-banīn…,” 
sebab yang dihiaskan bagi manusia adalah apa yang diinginkan 
syahwatnya, bukan mencintai syahwatnya. 

Menurut Ibn ‘Āsyūr, redaksi ayat 14 surat Ali ‘Imrān ini 
mengandung makna yang lebih dalam dibandingkan asumsi 
lahiriah-redaksional yang dicontohkan di atas. Logika yang 
terbangun, jika dihiaskan bagi manusia, maka mereka akan 
mencintainya. Sebab dorongan cinta timbul karena nilai kebaikan 
(istiĥsān), bukan karena penghiasan (muzayyan). Ini merupakan 
bentuk majāz sehingga tidak perlu kalimat yang lebih panjang 
semisal: “zuyyina li al-nās al-syahawāt, fa ahabbahu.”55 

Di sisi lain, tidak disebutnya subjek (al-fā‘il) pada ayat (karena 
fi‘l majhūl) menunjukkan bahwa kebanyakan manusia tidak 
menyadari kapan dorongan cinta hadir. Hal ini disebabkan oleh 

54 Al-Qurţubī, al-Jāmi‘…, jld. XI, hlm. 67. 
55 Ibn ‘Āsyūr, Tafsīr al-Taĥrīr…, jld. III, hlm. 179. 
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keberadaan cinta yang berupa instink (gharīzah).56 Dari itu 
dapat disimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa dorongan 
mencintai anak adalah fitrah dalam diri manusia yang tertanam 
dalam jiwa seiring penciptaannya. 

Sebagai proposisi deduktif (a priori) tentang fitrah manusia, 
penjelasan ayat di atas tidak bisa dianggap sebagai bentuk tasyrī‘. 
Ketiadaan khiţāb dalam ayat ini menjadikannya lemah sebagai 
instrumen penetapan hukum. Ayat 14 surat Ali ‘Imrān ini 
disampaikan dalam konteks peringatan bagi manusia agar tidak 
lalai oleh perhiasan dunia,57 sedangkan hukum adalah khiţāb 
Allah. Di sisi lain ayat ini juga tidak bisa dinyatakan sebagai 
penjelasan ilmiah atas fitrah manusia, sebab Alquran adalah 
kitab petunjuk, bukan kitab ilmiah. Dari itu penjelasan ayat hanya 
bisa dijadikan panduan bagi penelitian ilmiah terhadap ayat-ayat 
kawniyyah. Lalu temuan fitrah mencintai anak dapat dijadikan 
dasar nilai yang dirujuk untuk menjawab masalah ĥadīŝah. 

Temuan psikoanalisa tentang fitrah mencintai anak berdasar 
eksperimen juga dikuatkan oleh Alquran lewat kisah-kisah umat 
masa lalu. Pada dasarnya Alquran menyajikan berbagai fenomena 
yang menginspirasi manusia untuk meneliti realitas empirik sensual 
agar sampai pada hakikat fitrah ini. Antara lain realitas manusiawinya 
Nabi Nūh saat anaknya tidak mau ikut dalam bahtera. Alquran 
mengisahkan bagaimana Nabi Nuh dengan pilu memanggil 
anaknya:

Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang 
laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu 
berada di tempat yang jauh terpencil: “Hai anakku, naiklah (ke 
kapal) bersama kami dan jaanganlah kamu berada bersama orang-
orang yang kafir.” (Q.S. Hūd [11]: 42). 
Dalam ayat 45 dikisahkan bahwa Nabi Nūh berdoa untuk 

56 Ibn ‘Āsyūr, Tafsīr al-Taĥrīr…, jld. III, hlm. 180.
57 Ibn ‘Āsyūr, Tafsīr al-Taĥrīr…, jld. III, hlm. 178. Menurut Ibn ‘Āsyūr ayat ini 

merupakan pembanding bagi ayat 10 dibelakangnya yang berbunyi “lan tughniya 
‘anhum amwāluhum wa awlāduhum…” 
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anaknya:

Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: “Ya Tuhanku, 
sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji 
Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-
adilnya.” (Q.S. Hūd [11]: 45).
Ayat ini dan ayat-ayat lain yang sama temanya menjadi penuntun 
bagi psikoanalisa dalam eksperimennya tentang fitrah mencintai 
anak. Temuan ini sudah cukup sebagai evidensi untuk dasar 
bertindak.

Membuktikan validitas maqāşid al-khalq 
Setelah validitas fitrah sebagai nilai terbuktikan, langkah 
berikutnya adalah membuktikan validitas maqāşid al-khalq 
berdasar kausalitas moral. Untuk kasus ini, perbuatan yang dituju 
(maqāşid al-khalq) adalah membebankan nafkah anak zina pada 
ayah zina (ayah biologis). Pertanyaannya, apakah membebankan 
nafkah kepada ayah zina menimbulkan maslahat, atau mafsadat? 

Hal ini harus dikaji secara komprehensif dengan mempertim-
bangkan realitas yang ada sesuai kondisi dalam lingkup kasus yang 
dihadapi. Jika suatu kasus mencapai tingkat darurat, misalnya 
mengancam jiwa anak, atau dapat menimbulkan cacat fisik seperti 
yang diakibatkan gizi buruk. Maka ini tidak perlu dibahas lagi, 
sebab kondisi darurat sudah dijamin oleh kaidah terbesar syariat, 
yaitu:.58 

“Kemudaratan dihilangkan.” 
Satu-satunya pertimbangan yang diperlukan di sini hanyalah 
penetapan suatu kondisi sebagai darurat. Masalah yang menuntut 
pembuktian validitas adalah kebutuhan pada tingkat sekunder 
(al-hājiyyah), bahwa pemenuhan kebutuhan itu benar-benar 
mendatangkan maslahat, misalnya biaya kuliah sampai ke 

58 Jalāl al-Dīn al-Suyūţī, al-Asybāh wa al-Naźā’ir (Singapura: al-Ĥarāmayn, 
1960), hlm. 59. 
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tingkat perguruan tinggi. Sebagaimana dibahas pada anak bab 
“Perubahan akibat kondisi darurat (al-darūrah),” diyakini hal ini 
juga dapat menjangkau hajat yang posisinya berada setingkat di 
bawah darurat.59 Untuk anak yang hidup di tengah kota besar, 
pemenuhan kebutuhan ini dapat dibuktikan valid sebagai sebab 
bagi maslahat yang timbul sebagai akibat darinya. Demikian pula 
pembebanan kebutuhan ini tidak boleh menimbulkan mudarat 
bagi ayah zina. Jadi hakim harus memastikan bahwa pembebanan 
itu berakibat bagi maslahat kedua pihak. 

Membuktikan kesesuaian dengan fitrah 
Telah diketahui bahwa fitrah manusia mencintai anaknya adalah 
valid sebagai nilai. Demikian pula diketahui bahwa membebankan 
nafkah anak zina kepada ayah zina adalah valid sebagai sebab bagi 
maslahat yang timbul darinya berdasar kausalitas filosofis. Maka 
langkah berikutnya adalah membuktikan validitas kesesuaian 
maqāşid al-khalq dengan fitrah yang menjadi rujukannya. 

Secara konsepsional langkah ini tidak rumit, tapi dalam praktik tak 
jarang terjadi kekeliruan akibat pelanggaran atas kaidah penalaran 
rasional, atau keliru dalam memahami duduk permasalahan. 
Sebagai contoh bisa ditelusuri langkah penalaran yang dilakukan 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-
VIII/2010 terkait kasus yang diajukan oleh Muhammad Iqbal 
Ramadhan bin Moerdiono. Pada butir [6.6] ALASAN BERBEDA 
(CONCURING OPINION), penulis menangkap dianutnya satu 
nilai budaya (‘urf) masyarakat Indonesia, bahwa nafkah anak 
merupakan kewajiban secara heteronom (tab‘ī) bagi ayah biologis. 
Sebagai lembaga resmi, putusan MK ini dapat dipandang 
merepresentasikan ‘urf yang berlaku di Indonesia, atau setidaknya 
ia menjadi nilai yang dianut Mahkamah Konstitusi (MK).
Berangkat dari nilai ‘urfī ini, maka konsekuensinya kewajiban 
bapak biologis yang tidak bisa dituntut dilihat sebagai ‘tindakan 
yang merugikan anak.’ Lalu dikaitkan secara kausal dengan 
keterputusan nasab sehingga sampai pada konklusi; bahwa tautan 
nasab kepada ibu bertentangan dengan nilai maslahat, sebab 
merugikan adalah mafsadat yang menyalahi prinsip keadilan. Dari 

59 Muĥammad Qāsim al-Mansī, Taghayyur al-Źurūf wa Aŝaruh fī Ikhtilāf al-
Aĥkām fī Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 230. 
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itu terkesan cukup logis ketika dikaitkan dengan prinsip Islam 
lainnya, bahwa tidak pada tempatnya jika anak harus menanggung 
kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya, 
sebab Islam tidak mengenal istilah “dosa turunan.”60 

Bagi penulis penalaran seperti ini masih bersifat atomistik, karena 
menggunakan silogisme yang berpijak pada dekomposisi. Jika 
diruntut sesuai bentuk baku sillogisme, proposisi yang digunakan 
sebagai anteseden adalah: 1) Setiap anak wajib dinafkahi oleh 
ayah biologisnya, 2) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah 
adalah anak secara biologis, lalu proposisi sebagai konsekuen 
yang menjadi konklusinya adalah; 3) maka anak yang lahir di luar 
perkawinan yang sah wajib dinafkahi oleh ayah biologis. 

Katakanlah proposisi pertama bisa dibenarkan secara syarak, 
karena masalah nafkah anak dipulangkan kepada al-wāzi‘ al-
jibillī. Maka ia dipahami berdasar ‘urf di mana manusia diciptakan 
memiliki ikatan batin dengan anak. 

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 
apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wnita, anak-anak, harta yang 
banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 

60 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bernomor 46/PUU-
VIII/2010, pada halaman 43, butir [6.6],  paragraf pertama baris 2-5 berbunyi 
sebagai berikut:

[6.6] …. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya 
hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya 
mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk 
membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. … 

Paragraf kedua baris 5-12 berbunyi sebagai berikut:
…Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkaw-
inan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempat-
nya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan 
(perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum 
negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal 
konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh 
kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. 
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ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan 
di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (syurga). (Q.S. Ali Imrān 
[3]: 14)
Tetapi proposisi kedua tidak bisa dikatakan syar‘ī, sebab konsepsi 
anak menurut syariat Islam hanya benar dalam konteks firāsy. Jadi 
keberlakuan al-‘illah pada proposisi yang kedua telah dibatalkan 
oleh syariat. Akibatnya konklusi ini tidak valid secara syarak karena 
premis minornya tidak benar. Jelaslah di sini terjadi kekeliruan 
akibat prosedur penalaran yang salah. Bahkan kesalahan yang 
paling mendasar adalah rasio sederhana yang mengira kebenaran 
bisa dicapai dengan satu pendekatan saja. Maka nyatalah bahwa 
masalah ini harus didekati secara integratif agar analisa berjalan 
secara holistik. 

Dari sudut pandang al-maqāşid al-syar‘iyyah, menautkan nasab 
anak zina pada ayah biologis adalah maqāşid al-khalq yang 
bertentangan dengan syariat (mulghā). Tetapi membebankan 
nafkah anak zina kepada ayah biologis tanpa menautkan nasab, 
dapat dinyatakan sebagai maqāşid al-khalq yang boleh dilakukan 
(mu‘mal). Khususnya dalam kondisi sosial yang cederung berubah 
individualistik, baitul mal yang tidak berjalan baik, dan kebutuhan 
yang bukan lagi sekedar untuk bertahan hidup. Ini adalah al-
maşlaĥat al-gharībah, Ibn ‘Āsyūr menyebutnya al-maşlaĥat al-
źannīyyah, sebab tidak ada nas yang menentang dan tidak ada 
kaidah umum yang menaunginya. 

Hal ini jelas karena membebankan nafkah anak zina kepada ayah 
biologis (tanpa menautkan nasabnya) berhubungan secara kausal 
dengan maslahat bagi anak dan ayah. Dilihat dari sisi maslahat 
yang terkandung, masalah nafkah anak zina ini merujuk pada 
nilai sarana (al-qiyam al-wasīliyyah) berupa tujuan syariat dalam 
pemeliharaan jiwa (ĥifź al-nafs), bukan pemeliharaan keturunan 
(ĥifź al-nasl). Dengan demikian, putusan MK yang menjadikan 
tautan nasab sebagai solusi masalah nafkah anak zina menjadi 
kontradiksi. Sebab kedua nilai itu digeneralisasikan dari ketetapan 
berbagai nas dari dua kelompok yang berbeda, di mana yang satu 
tidak mencakup yang lain. 

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa maqāşid al-khalq di 
atas valid sebagai al-maqāşid al-syar‘iyyah yang mengandung 
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maslahat secara nyata. Selanjutnya saat disesuaikan dengan fitrah, 
pembebanan nafkah anak zina kepada ayah biologis ini sesuai 
dengan fitrah manusia yang diciptakan memiliki dorongan psikis 
mencintai anaknya. Tetapi dorongan psikis ini tidak memiliki 
hubungan kausal dengan soal pemenuhan nafkah anak, sebab 
tergantung pada kemampuan si ayah. Maka logika yang menautkan 
nasab demi terpenuhinya nafkah tidak memiliki alasan pembenar. 
Mestinya yang hendak dicapai adalah pemenuhan nafkah anak, 
bukan nasab. Maka dalam kondisi bayt al-māl yang tak menentu, 
ayah biologis bisa dipandang lebih tepat untuk dimintai memberi 
nafkah. Sebab sesuai dengan nilai fitrah, ayah biologis memiliki 
rasa tanggung jawab lebih karena adanya fitrah mencintai anak 
dalam dirinya. Jadi tes DNA perlu dilakukan untuk memastikan 
siapa orang yang bisa menafkahi anak zina ini secara lebih 
bertanggungjawab, di tengah kehidupan sosial yang individualis. 

Membuktikan kesesuaian dengan nas syariat
Secara metodologis, maslahat dalam pembebanan nafkah anak 
zina kepada ayah biologis ini tetap dalam kondisi gharīb, sebab 
nas hanya berbicara tentang nafkah anak kandung, jadi tidak 
ada jalan bagi kias. Demikian pula tidak ada kaidah umum yang 
mencakupnya selain pemeliharaan jiwa. Padahal kaidah umum 
tentang pemeliharaan jiwa berbicara pada tataran darurat, 
sementara kasus ini tidak sampai pada tingkat ďarūrah. Dari 
sudut pandang ini, maqāşid al-khalq diduga tidak bertentangan 
dengan syariat, namun perlu dilakukan penelusuran agar ia 
bersifat afirmatif. Untuk kasus ini, pembuktian telah dilakukan 
dalam sub kajian satu sampai empat di atas, sebelum masuk 
dalam pembahasan contoh kasus ini. 

Memerhatikan keseluruhan pembahasan pada sub bab ini, 
jelaslah pendekatan terhadap maqāşid al-khalq ini juga harus 
dikoneksikan dengan metode dan temuan ilmu pengetahuan 
modern. Bagi penulis, metode keilmuan modern sudah harus 
dilibatkan sejak pencarian nilai maslahat yang dianut masyarakat. 
Adapun dalam hal penetapan validitas maqāşid al-khalq (misalnya 
pada contoh ayah biologis yang memikul tanggung jawab nafkah) 
harus digunakan pendekatan interkonektif dengan ilmu-ilmu yang 
relevan. Untuk contoh kasus ini, dimungkinkan karena teknologi 
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telah dapat membuktikan hubungan darah seseorang dengan 
ayah biologisnya, jadi dapat dipastikan bahwa nafkah dibebankan 
pada orang yang tepat. 

Sampai di sini penulis merasa cukup alasan untuk menyatakan 
validnya maqāşid al-khalq sebagai al-maşlaĥat al-mu‘malah setelah 
melalui empat langkah pembuktian validitas yang telah dikemukakan 
sebelumnya. Lalu secara metodologis, juga cukup alasan jika ia 
diintegrasikan dalam teori al-maqāşid al-syar‘iyyah sehingga menjadi 
satu pendekatan yang holistik. Wa Allāh a‘lām bi al-sawab. 
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Kesimpulan  
Pembahasan pada bab ini dimaksudkan sebagai kesimpulan yang 
merupakan jawaban bagi pertanyaan penelitian. Hakikat maqāşid 
al-khalq adalah perbuatan tertentu yang kesesuaiannya dengan 
fitrah manusia dapat dibuktikan valid. Adapun fitrah manusia 
adalah suatu tatanan yang dijadikan Allah atas manusia, baik zahir, 
maupun batin, artinya jasad dan akal. Namun karena sifat fitrah yang 
metafisis (mawjūd fī al-ażhān), maka ia dilihat sebagai proposisi yang 
mengundang penerimaan akal sehat. 

Dilihat dalam kehidupan manusia, fitrah bisa kabur akibat pandangan 
yang bercampur dengan hal-hal yang menentang fitrah (khilāf 
al-fiţrah). Dalam tulisan ini, baik fitrah mau pun khilāf al-fiţrah, 
keduanya dimasukkan di bawah kategori maqāşid al-khalq. Ini tidak 
berarti kesamaan jenis antara fitrah dengan khilāf al-fiţrah, karena 
akan terjadi kontradiksi jika keduanya dilihat sebagai objek yang 
sejenis. Tetapi jika dilihat sebagai sesuatu yang dijadikan tujuan, 
maka khilāf al-fiţrah berpasangan dengan fitrah, hanya saja khilāf 
al-fiţrah dibatalkan oleh al-Syāri‘ (al-maşlaĥat al-mulghāh). 

Memerhatikan khilāf al-fiţrah dari perspektif al-maqāşid al-syar‘iyyah 
cukup penting bagi kajian maqāşid. Sebab seperti dinyatakan Ibn 
‘Abd al-Salām, bahwa maslahat dalam hidup manusia merupakan 
kategori yang selalu bercampur dengan mafsadat. Maka perbuatan 
tertentu yang sesuai dengan fitrah sebagai maqāşid al-khalq yang 
boleh diamalkan (mu‘mal), harus bisa dibedakan dari khilāf al-
fiţrah. Walau khilāf al-fiţrah bukan bagian al-maqāşid al-syar‘iyyah, 
tapi secara teknis ia diperlukan untuk memahami hakikat fitrah 
sehingga tidak boleh ditiadakan dalam subjek materi teori maqāşid. 
Lalu apakah penamaan al-maqāşid al-syar‘iyyah masih bersifat 
syar‘iyyah jika di dalamnya ada al-maşlaĥat al-mulghāh? Ini bisa 
dijawab dengan berlakunya taghlīb, sebab dalam klasifikasi hukum 
taklīfī juga tercakup kategori mubāĥ yang tidak mengandung taklīf. 
Hal ini sahih karena keberlakuan taghlīb.

Jika secara ontologis maqāşid al-khalq adalah perbuatan yang sesuai 
dengan fitrah, maka secara epistemologis ia adalah al-maşlaĥat al-
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gharībah. Ini berbeda dari maqāşid al-Syāri‘, sebab maqāşid al-
Syāri‘ adalah nilai. Sedangkan maqāşid al-khalq adalah perbuatan 
yang sesuai dengan fitrah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum 
syariat juga bersumber dari ayat-ayat kawniyyah di samping ayat-ayat 
Alquran. Adapun perbedaan secara epistemologis, maqāşid al-Syāri‘ 
merupakan nilai yang diinduksikan dari ayat-ayat Alquran dalam 
arti al-ma‘nā. Sedangkan maqāşid al-khalq tidak memiliki rujukan 
kepada ayat Alquran, baik dalam artian aşl mu‘ayyan mau pun aşl 
kullī. 

Ketiadaan rujukan tidak bisa menjadi alasan untuk menolak 
maqāşid al-khalq, sebab syariat hanya memberi ketetapan dalam hal 
pembatalan waham. Dari itu maqāşid al-khalq dapat dinyatakan valid 
secara epistemologis setelah dilakukan empat uji validitas berikut:

1.	Membuktikan validitas fitrah sebagai nilai. 
2.	Membuktikan validitas maqāşid al-khalq berdasar kausalitas 

filosofis. 
3.	Membuktikan kesesuaian maqāşid al-khalq dengan fitrah. 
4.	Membuktikan bahwa maqāşid al-khalq tidak bertentangan 

dengan nas syariat. 

Setelah melewati empat uji validitas ini, maqāşid al-khalq tidak 
patut dinyatakan mardūd. Tapi sayangnya sikap kehati-hatian yang 
berlebih telah menimbulkan dikotomi antara maqāşid al-Syāri‘ dan 
maqāşid al-khalq. Akibatnya teori maqāşid hanya dibahas dalam 
satu perspektif saja sehingga menjadi atomistik. Hal ini berlangsung 
berabad-abad lamanya, lalu sejauh yang penulis ketahui, hanya Ibn 
‘Āsyūr yang menyadarinya. Bahkan kebanyakan uşūliyyūn masa kini 
malah tidak menyadari. 

Uraian bab-bab pembahasan disertasi ini menunjukkan adanya 
dinamika dalam pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāţibī, dan Ibn 
‘Āsyūr tentang teori maqāşid. Jika sebelumnya ia dibahas dalam 
perspektif maqāşid al-syarī‘ah saja sehingga terjadi dikotomi 
antara maqāsid al-Syāri‘ dengan maqāşid al-khalq. Maka kajian ini 
merekomendasikan agar maqāşid al-khalq diintegrasikan dalam teori 
maqāşid. Pengintegrasian ini sangat mungkin dilakukan, sebab fitrah 
merupakan sunnat Allāh fī ‘ālam. Dengan demikian teori maqāşid 
dapat menjadi pendekatan holistik karena mengakomodir ayat-ayat 
kawniyyah. Sedangkan sebelumnya, para ulama di abad klasik 
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cenderung merumuskan teori maqāşid berdasar ayat-ayat Alquran 
yang bersifat tasyrī‘ saja, bahkan umumnya mereka juga mengabaikan 
ayat-ayat non-tasyrī‘. 

Ketidak-qaţ’ī-an maqāşid al-Syāri‘ mengharuskan dipakainya 
pendekatan integratif yang berarti menuntut dilakukannya ijtihad 
kolektif. Dalam konteks ijtihad kolektif ini, al-maqāşid al-syar‘iyyah 
bukan lah metode istinbat tersendiri, tapi hanya satu bagian dari 
sebuah sistem yang disebut uşūl al-fiqh. Jika pendekatan sistem 
mengandaikan uşūl al-fiqh sebagai sebuah sistem yang holistik, maka 
al-maqāşid al-syar‘iyyah sebagai filosofi dari hukum Islam juga harus 
bersifat holistik. Oleh karena itu kajian ini hanya menyumbang pada 
satu sisi dari pendekatan sistem yang diusulkan Jasser Auda. 

Saran  
Pada dasarnya penelitian ini merupakan kajian pendahuluan guna 
menemukan ontologi maqāşid al-khalq yang dibuktikan validitasnya 
secara epistemologikal. Dari itu penulis menyarankan agar penelitian 
tentang ini dilakukan lebih jauh, terutama dalam konteks pendekatan 
sistem. Hal ini dimungkinkan karena maslahat sebagai maqāşid 
merupakan filosofi yang digeneralisasikan dari nas syariat untuk 
kemudian digunakan kembali sebagai alat verifikasi bagi interpretasi 
atas nas syariat. Demikian pula halnya dengan maqāşid al-khalq, 
diperlukan kajian lanjutan yang mengulas tentang peran yang 
dimainkan maqāşid al-khalq dalam pendekatan sistem, misalnya 
dalam konteks menyikapi temuan teknologi mutakhir. 

Pengintegrasian maqāşid al-khalq ke dalam al-maqāşid al-syar‘iyyah 
membuat pembahasan teori maqāşid menjadi cukup luas. Dari itu, 
disarankan agar teori ini dipertimbangkan sebagai materi pembelajaran 
tersendiri di luar uşūl al-fiqh. Saran ini karena mengingat spersifiknya 
pembahasan tentang maqāşid al-Syāri‘ dan maqāşid al-khalq. Hal lain 
yang juga memperluas materi al-maqāşid al-syar‘iyyah adalah perlunya 
pembahasan tentang al-maşlaĥat al-źanniyyah (al-maşlaĥat al-gharībah) 
dilakukan berdampingan dengan al-maşlaĥat al-wahmiyyah (al-
maşlaĥat al-mulghāh). Dengan kata lain, maqāşid al-khalq al-mu‘malah 
tidak bisa dibahas sendiri, tapi berdampingan dengan maqāşid al-khalq 
al-muhmalah.  
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